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 Segenap rasa syukur dipanjatkan kehadirat Allah ‘Azza wa 
Jalla yang telah memberi kekuatan dan kesabaran kepada penulis 
dalam menulis buku ini. Shalawat beserta salam disampaikan buat 
Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan dua sumber 
hukum dan petunjuk, al-Qur`an dan Sunnah, untuk menggali dan 
menjawab problem-problem kemasyarakatan sampai akhir zaman. 
Metode berpikir ilmiah yang telah dilakukan oleh para pemikir 
Islam pada dasarnya merupakan warisan beliau yang patut 
dipelihara dan diteruskan oleh umat Islam. 
Penulisan buku ini berawal dari keinginan untuk melihat 
dasar-dasar berpikir filosofis dalam hukum Islam. Hal ini 
mengingat bahwa hukum Islam merupakan sesuatu yang rasional, 
dan atas kerasionalan itulah hukum Islam ditegakkan dan 
dikembangkan. Memang substansi penulisan belum menjangkau 
materi-materi hukum Islam, karena buku ini ditujukan sebagai 
langkah awal dan perkenalan. Mudah-mudahan pada kesempatan 
lain hal-hal yang bersifat filosofis dalam materi-materi hukum 
Islam (filsafat syari’ah) akan dilanjutkan. 
Banyak hal yang mendorong penulis membuat buku ini, 
antara lain untuk menegaskan bahwa untuk memahami filosofis 
hukum Islam harus dimulai dari penguasaan terhadap berbagai 
ketentuan-ketentuan mendasar sebelum beranjak lebih jauh untuk 
menetapkan hukum Islam. Misalnya, seseorang mungkin tidak 
akan sampai kepada hukum Islam yang filosofis sebelum 
mengenal tentang apa yang dimaksud dengan hukum Islam, 
kedudukan akal di samping wahyu, maqashid al-syari’ah, illat, dan 
lain-lain. Semua materi yang disuguhkan dalam buku ini hanyalah 
untuk mengetahui hal-hal yang mendasar saja.  





Dengan selesainya penulisan buku ini, penulis 
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu baik secara moril dan semangat, waktu untuk 
berdiskusi, dan bantuan lainnya.  
Akhirnya penulis ingin menyampaikan bahwa buku ini 
agaknya memiliki kekurangan-kekurangan di sana-sini. Kritikan 
dan saran sangat diharapkan untuk menyempurnakan tulisan ini. 
Kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam buku ini sudah 
merupakan sebuah keniscayaan yang hanya mungkin diubah 
apabila ada tambahan pengetahuan baru yang didapatkan dengan 
pendidikan dan kritikan pembaca. 
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Pemikiran filosofis dalam hukum Islam merupakan kajian 
penting dalam perumusan dan penerapan hukum Islam, terutama 
dalam kegiatan istinbath hukum bagi para mujtahid atau bagi siapa 
saja yang mendalami ilmu fiqh dengan segala seluk beluknya. 
Dilihat dari segi kepentingannya dalam istinbath, filsafat hukum 
Islam ini memang tidak menempati urutan teratas sebagaimana 
ilmu ushul fiqh, karena ia lebih merupakan pelengkap dan 
pembantu ilmu ushul fiqh serta suatu ilmu dengan gaya berpikir 
filosofis sehingga member keyakinan kepada umat Islam bahwa 
hukum Islam adalah hukum yang memastikan maslahat di balik 
sebuah istinbath istinbath hukum. Akan tetapi keberadaannya 
bukannya tidak penting, karena dengan mengetahui tatacara dan 
kefilosofisan hukum Islam seorang mujtahid akan terarah dan 
terfokus dalam menemukan jawaban permasalahan fiqh yang 
muncul dan memotivasi untuk mengamalkannya. Lebih jauh 
dengan ilmu ini akan lebih memudahkan bagi seorang mujtahid 
dalam mencari jawaban yang nantinya akan lebih diperkuat dengan 
aplikasi ushul fiqh. 
Pentingnya filsafat hukum Islam sebagai ilmu yang harus 
dimiliki oleh seorang calon mujtahid telah dikemukakan oleh 
ulama-ulama sebelumnya, sehingga tanpa mengetahui dan 
memiliki ilmu ini, seorang faqih masih diragukan eksistensi 
kefaqihannya. Hal ini mungkin karena keterkaitan ilmu ini dengan 
ushul fiqh erat sekali bahkan saling tunjang menunjang. 
Mengingat begitu pentingnya ilmu ini dimiliki oleh seorang 
calon praktisi dan juga pemerhati hukum Islam, maka maka ilmu 
ini harus dimiliki dan bisa diterapkan oleh praktisi hukum Islam. 
Landasan berpikir filosofis selama ini telah diajarkan ketika kuliah 





ushul fiqh dan juga pengantar ilmu fiqh, akan tetapi materinya 
belum mencapai secara spesifik ke arah  berpikir filosofis dalam 
hukum Islam. Walaupun dalam buku ini tidak membahas 
pemikiran filosofis dalam hukum Islam secara utuh dan 
menyeluruh, setidaknya tulisan ini memberikan gambaran bahwa 
dalam hukum Islam sudah suatu keniscayaan untuk memadukan 
pemikiran filosofis dalam mengistinbathkan hukum. 
Mempelajari hukum Islam tidak hanya belajar tentang 
materi-materi hukum yang ada pada setiap pembidangan fiqh, 
tetapi juga mempelajari bagaimana sebuah ketentuan hukum 
dilahirkan. Lebih jauh lagi adalah bagaimana kesimpulan hukum 
yang dilahirkan itu mempunyai alasan yang logis dan diusahakan 
sesuai dengan kehendak dan keinginan al-Syari’ (Allah dan Rasul). 
Biasanya hal ini dipelajari di pesantren-pesantren dan di perguruan 
tinggi keagamaan, khususnya fakultas syariah.  Misalnya masing-
masing program studi di perguruan tinggi agama Islam, yang mana 
prodi Ahwal al-Syakhshiyyah diharapkan menghasilkan sarjana 
syari’ah (sarjana hukum Islam) yang ahli dan mampu memahami 
hukum keluarga Islam dan disiapkan untuk menjadi praktisi 
hukum di lingkungan peradilan agama; prodi Muamalah 
diharapkan menjadi sarjana syari’ah yang memiliki kompetensi 
intelektual, profesional di bidang muamalah dan ekonomi syariah 
dan juga disiapkan untuk melakukan ijtihad bila menjadi praktisi 
hukum di pengadilan; demikian juga prodi Jinayah dan Siyasah 
yang diharapkan menghasilkan sarjana syari’ah yang memiliki 
kompetensi akademik atau profesional di bidang hukum pidana 
(jinayah) dan ketatanegaraan (siyasah), maka satu kesimpulan yang 
dapat dirumuskan adalah bahwa seluruh program studi itu 
diharapkan melahirkan sarjana hukum Islam yang mampu 
berijtihad dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum sesuai 
dengan spesifikasi ilmu yang digeluti. 





Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis bermaksud 
membuat satu buku pengenalan dan dasar-dasar berpikir filosofis 
dalam hukum Islam yang nantinya memuat bagaimana sejarah 
masuknya filsafat dalam ranah keislaman, secara khusus ke dalam 
hukum Islam, yang nantinya dapat dipergunakan  pemerhati 
hukum Islam pada umumnya. Buku ini, sebagaimana disebutkan 
di atas, adalah untuk memberikan bacaan umum bagi pemerhati 
hukum Islam. Diharapkan dengan buku ini akan menambah 
wawasan, interpretatif yang tinggi, dan lebih jauh untuk membantu 
dan memudahkan mengambil kesimpulan hukum Islam. 
Oleh karena itu di antara tujuan dibuatnya tulisan ini antara 
lain; pertama, untuk memberikan pemahaman kepada pemerhati 
hukum Islam bagaimana tatacara berpikir filosofis dalam hukum 
Islam sehingga mereka dapat menerapkan kaedah-kaedah  dalam 
hukum Islam dalam berbagai masalah fiqh; kedua, untuk 
mencarikan alternatif buku bacaan bagi mahasiswa dan juga 
praktisi hukum Islam yang mudah dibaca dan dipahami sehingga 
memudahkan juga dalam mencermati ketentuan-ketentuan hukum 
Islam yang sudah berlaku dan yang akan diberlakukan; ketiga, agar 
dapat dijadikan bahan bacaan umum bagi segenap pemerhati 
hukum Islam dan praktisi hukum Islam; dan keempat, agar dapat 
diketahui akar sejarah masuknya filsafat ke dunia Islam, khususnya 
ke dalam ranah hukum Islam.  
Sebagai gambaran umum, tulisan ini dibuat dengan 
sistematika sebagai berikut:  
Bagian pertama akan mengupas seputar masuknya filsafat 
ke dunia Islam yang dimulai dengan pengertian filsafat Islam, 
sejarah pertumbuhan dan perkembangan filsafat Islam, dan 
materi-materi yang dibicarakan dalam filsafat Islam.  
Pada bagian kedua akan dikemukakan tentang kajian 
pendahuluan filsafat hukum Islam yang meliputi, pengertian 





filsafat hukum Islam, sejarah pertumbuhan dan perkembangan 
filsafat hukum Islam, objek kajian filsafat hukum Islam, dan 
hubungan filsafat hukum Islam dengan ilmu lainnya. 
Adapun pada bagian ketiga akan mengupas sekitar masalah 
kedudukan wahyu dan akal dalam hukum Islam. Pembahasan ini 
akan menampilkan kualifikasi qath’i dan zhanni dalam hukum 
Islam dan bagaimana memposisikan sumber dan dalil hukum 
Islam. 
Agar mempunyai landasan yang kuat dalam mengkaji 
hukum Islam, maka pada bagian keempat akan diketengahkan 
kajian-kajian mendasar dalam mengenal hukum Islam yang 
meliputi; prinsip-prinsip hukum Islam, asas-asas hukum Islam, 
kaidah-kaidah hukum Islam, dan aliran-aliran pemikiran dalam 
hukum Islam. 
Bagian kelima tulisan ini akan mengetengahkan tentang 
prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah hukum Islam, diharapkan 
dengan hal ini hukum Islam dapat semakin dipahami sebagai 
sesuatu yang rasional dan menunjukkan salah satu usaha ulama 
dalam memformulasikan hukum Islam. 
Pada bagian keenam dalam tulisan ini akan dikemukakan 
teori maqashid al-syari’ah dalam mewujudkan pemikiran-
pemikiran filosofis dalam hukum Islam. Pada bagian ini akan 
diketengahkan tentang pengertian maqashid al-syari'ah, tingkatan-
tingkatan maqashid al-syari'ah, penerapan maqashid al-syari'ah 
dalam istinbath hukum Islam, dan hubungan maqashid al-syari'ah 
kemaslahatan. 
 Pada bagian ketujuh dari buku ini akan dikemukakan teori 
illat sebagai sebuah landasan berpikir filosofis dalam hukum Islam. 
Pembahasan ini mencakup pengertian illat, syarat-syarat illat, 
pembagian dan macam-macam illat, serta tatacara menemukan illat 
hukum. Pada bagian ini akan dikemukakan contoh-contoh yang 





menggambarkaan bagaimana sebuah illat sangat berperan dalam 
menjawab permasalahan-permasalahan hukum dan 
mengukuhkannya sebagai sesuatu yang amat penting dalam 
kerangka berpikir filosofis. 
Sebagai bentuk kongkrit dari tatacara berpikir filosofis 
dalam hukum Islam, pada bagian-bagian tertentu dalam buku ini 
akan dikemukakan contoh-contoh yang mengggambarkan bahwa 
hukum Islam harus dipahami secara filosofis. Hal ini mengingat 
keberlakuan hukum Islam yang mesti sesuai dengan zaman, 
tempat, dan kondisi yang dihadapinya. Pada akhirnya, ketika 
semua hal itu bisa disingkronkan, maka akan lahirlah kemaslahatan 
yang merupakan tujuan esensi dari setiap ketentuan hukum yang 
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MASUKNYA FILSAFAT  
KE DUNIA ISLAM 
 
A. Pengertian Filsafat Islam  
Untuk mengetahui bagaimana tentang filsafat Islam, 
maka terlebih dahulu harus memahami ontologi filsafat Islam 
dengan menunjuk kepada  pengertian istilah filsafat Islam itu 
sendiri.  
Ahmad Fu`âd al-Ahwânî, misalnya, mendefinisikan 
filsafat Islam sebagai pemikiran, penghayatan, dan 
penelaahan mendalam  tentang berbagai persoalan alam 
semesta dan bermacam masalah manusia serta realitas Yang 
Maha Tinggi atas dasar ajaran-ajaran keagamaan yang turun 
bersama lahirnya agama Islam (al-Ahwani 1997:7). Menurut 
George N. Atiyeh, perintis filsafat Islam adalah Abu Yûsuf 
Ya’qûb bin Ishâq Ashshabbah bin ‘Imrân bin Ismâ’il bin al-
Asy’ats bin Gays al-Kindi (w. sekitar 260 H), dan biasa 
dikenal dengan al-Kindi. Ia merupakan perintis murni dalam 
dunia muslim yang memberi daftar definisi-definisi umum 
filsafat sebelum zamannya dan juga selama abad pertengahan 
(Atiyeh 1983:18).  
Dalam karangannya Tentang Definisi Benda-benda dan 
Uraiannya, al-Kindi mencatat enam buah definisi tantang 
filsafat yang mewakili cendekiawan-cendekiawan zamannya, 






1. Philoshopy (filsafat) terdiri atas dua perkataan, philo, 
teman, dan shopia, kearifan. Filsafat adalah cinta akan 
kearifan. Definisi ini didasarkan atas etimologi Yunani 
dari perkataan tersebut. 
2. Filsafat adalah percobaan manusia untuk berbuat sebaik 
atau melebihi Ilahi sejauh hal itu mungkin. Definisi ini 
merupakan definisi fungsional. 
3. Filsafat adalah praktek kematian. Kematian berarti 
pemisahan jiwa dari raga. Tambahan pula, kematian 
melibatkan penekanan kepentingan-kepentingan 
material yang berlawanan dengan kehidupan yang 
shaleh, atau apa yang merupakan ekuivalensi praktisnya. 
4. Filsafat adalah “ilmunya segala ilmu” dan “kearifan dari 
segala kearifan”. 
5. Filsafat adalah pengetahuan manusia tentang dirinya. 
6. Hal ihwal filsafat yang sebenarnya dilukiskan sebagai 
ilmu pengetahuan tentang haecceitas, esensi, dan sebab-
sebab segala hal sampai batas kemampuan manusia 
(Uberweg 1953:5).    
Dari keenam definisi filsafat yang dikumpulkan oleh 
al-Kindi, tampaknya definisi yang disebut terakhir merupakan 
definisi yang dipilih oleh al-Kindi. Menurutnya, filosof ialah 
orang yang hidup dengan benar, yang mencari kebenaran dan 
menepati kebenaran tersebut. Filsafat yang sempurna tidak 
hanya sekedar pengetahuan tentang kebenaran, tetapi di 
samping itu filsafat adalah perwujudan kebenaran dalam 
perbuatan. Kearifan yang sesungguhnya, memadukan 
pencarian kearifan itu dengan pelaksanaannya (Atiyeh 
1983:19). 
 





Definisi filsafat yang dibangun oleh al-Kindi ini masih 
menyisakan pertanyaan ketika dikaitkan dengan kata-kata 
Islam sehingga membentuk istilah filsafat Islam. Maka, dari 
sini terlebih dahulu penulis perlu menguraikan pengertian 
filsafat Islam secara luas. Lebih-lebih apabila didasarkan pada 
keberagaman definisi dan klaim kebenaran (truth claim)  antara 
filsafat Islam, filsafat Arab, filsafat di dunia Islam dan lain-
lain.  
Menurut Abd al-Mukti Bayyoumiy, penggunaan istilah 
filsafat Islam berarti menyingkirkan berbagai peristilahan 
lainnya yang dikemukakan oleh para ahli sejarah, seperti 
filsafat Arab, filsafat Islam-Arab, atau filsafat dalam Islam 
yang secara ontologi ketiganya mengandung kerancuan. 
Ketiga peristilahan tersebut memiliki kelemahan yang sangat 
mendasar (Bayyoumiy 1982:27). Istilah filsafat Arab, kata 
Bayyoumiy lagi, merupakan peristilahan yang diminati oleh 
para orientalis seperti Nallinou dan Mouris serta para 
propagandisnya seperti Ahmad Luthfi el-Sayyid, dan Jamil 
Shaliba yang menulis bukunya dengan judul Târîkh al-Falsafah 
al-‘Arabiyyah (Sejarah Filsafat Arab) (Bayyoumiy 1982:28). 
Nellinou, menulis: 
“Setiap pembicaraan mengenai masa jahiliyyah, atau masa 
awal kelahiran Islam, maka sesungguhnya dan yang wajar dari 
kata-kata ‘Arab’ tidak diragukan lagi menunjuk pada suatu 
bangsa yang bermukim di daerah semenanjung yang dikenal 
dengan nama ‘Jazirah Arab’. Akan tetapi, jika pembicaraan itu 
beralih ke abad berikutnya, mulai abad pertama Hijriyyah kata 
‘Arab’ berubah menjadi suatu istilah yang maknanya adalah 
segala bangsa dan rakyat yang bermukim di seluruh wilayah 
kerajaan Islam, yang pada umumnya mempergunakan bahasa 
Arab dalam menulis buku-buku ilmiah. Dengan demikian 





istilah ‘Arab’ mencakup orang Persia, India, Turki, Suriah, 
Mesir, Berber (penduduk Afrika Utara), Andalusia dan lain-
lain. Yaitu orang dari berbagai kebangsaan yang menulis 
buku-buku ilmiah dalam bahasa Arab, karena mereka 
bernaung di bawah negara-negara Islam. Jika kita tidak 
menyebut mereka dengan ‘Arab’, sukar sekali bagi kita untuk 
dapat bicara tentang ilmu falak, karena sangat sedikit putera 
Qathan dan ‘Adnan yang memiliki kecenderungan berpikir” 
(al-Ahwani 1997:9-10). 
Sebaliknya Nellinou menolak penamaan filsafat Islam, 
sebab kata-kata ‘Islam’ atau ‘Muslimin’ menyingkirkan orang-
orang Nasrani, Yahudi, Shabiah dan para pemeluk agama 
lain. Padahal mereka telah memberikan andil yang sangat 
besar dalam berbagai cabang ilmu dan kesusasteraan Arab, 
khususnya ilmu pasti, ilmu falak, kedokteran, dan filsafat (al-
Ahwani 1997:10). Tetapi, kata Bayyoumiy, kelemahan 
mendasar istilah filsafat Arab, terletak pada penunjukannya 
kepada jenis kebangsaan dan identitas bahasa semata, yakni 
Arab. Istilah ini di samping mencerminkan sikap fanatisme 
kearaban juga menegasikan esensi Islam yang sesungguhnya, 
yaitu Islam sebagai dîn (agama) dan hadhârah (peradaban) 
(Bayyoumy 1982:28).  
Bahkan, menurut Courban, seorang orientalis Perancis 
ahli tentang Islam dan Iran, penamaan istilah tersebut 
terkesan sempit dan keliru. Bagaimana kita bisa 
menempatkan pemikiran Nashir Khasru, atau Afdhal 
Kasyani dan para ahli pikir Muslim Persia lainnya yang tidak 
menuliskan pemikirannya kecuali dalam bahasa Persia (al-
Ahwani 1997:12-13).      
 
 





Istilah lain yang mendapat kritikan adalah istilah 
filsafat Arab-Islam. Istilah ini dimunculkan oleh sebagian 
penulis seperti Abduh al-Syamaliy yang menulis bukunya 
dengan judul Târîkh al-Falsafah al-‘Arabiyyah al-Islâmiyyah 
(Sejarah Filsafat Arab-Islam). Istilah yang diciptakan untuk 
mensintesiskan (al-jam’u) antara filsafat yang ditulis dengan 
bahasa Arab dan kultur Islam ini jelas dipandang rancu secara 
ontologis. Sebab, dengan istilah tersebut tidak mendalam 
(ghair al-daqîq) karena menegasikan peran filosof bukan Arab 
yang menulis bukan dengan bahasa Arab (Bayyoumy 
1982:29). 
Kritikan serupa ditujukan bagi peristilahan filsafat 
dalam Islam atau filsafat di dunia Islam. Istilah ini dipilih oleh 
Asynah, bahwa jika yang dimaksud dengan istilah itu adalah 
pemikiran filsafat yang tersebar di sebagian permukaan bumi 
setelah agama Islam dan bahasa Arab meluas ke mana-mana. 
Yakni, pemikiran filsafat yang selalu dirumuskan dalam 
bahasa Arab, atau yang kadang-kadang oleh penulisnya 
sendiri dirumuskan dalam bahasa Persia, maka pemisahan 
sebagian dari pemikiran itu dari bagiannya yang lain 
merupakan kejanggalan dan tampak dibuat-buat. Apalagi 
kalau pemisahan itu didasarkan kepada bahasa yang 
dipergunakan untuk merumuskan pemikirannya itu, atau 
didasarkan pada keyakinan agama para penulisnya. 
Bagaimana mungkin seseorang akan menolak pemikiran 
seorang filosof hanya karena ia beragama Yahudi, atau 
menulis dengan bahasa Persia?  
Dengan demikian, kata Asynah, yang lebih tepat untuk 
peristilahan itu adalah filsafat di dunia Islam (al-Ahwani 
1997:12). Tetapi, lagi-lagi kata Bayyoumiy, pendapat Asynah 
di atas mendapat kritikan dari orang-orang Iran, India dan 





Turki yang lebih suka menamakannya dengan filsafat Islam 
ketimbang filsafat di dunia Islam, dan menurut Bayyoumiy, 
istilah yang disebut terakhir ini terkesan terlalu panjang dan 
bertele-tele (Bayyoumy:1982:13). 
Jadi, pemakaian istilah filsafat Islam memiliki 
keistimewaan dibanding istilah-istilah lain. Sebab, penamaan 
filsafat Islam mencakup seluruh pemikiran yang ditulis 
dengan bahasa Arab atau bahasa lainnya, baik yang ditulis 
oleh orang Arab atau ‘ajam (non Arab), dan bahkan 
mencakup pemikiran tentang Islam yang ditulis oleh orang-
orang non-Islam. Satu hal lagi, bahwa penamaan filsafat 
Islam bukan hanya meliputi unsur etnis atau sistem 
kenegaraan tertentu, melainkan meliputi kandungan-
kandungan filsafat itu sendiri, yakni Islam dan cara berpikir 
ala Yunani, metodologi dan sebagian pandangannya. 
Sedangkan persoalan menyangkut ‘kearaban’ yang merupakan 
suatu identitas peradaban, maka yang perlu diperhatikan 
bahwa substansi peradaban itu sendiri tidak lain adalah al-
Islâm. Jika tidak ada Islam maka produk filsafat pun tidak 
akan ada (Bayyoumy 1982:30-31). Dengan demikian, kata 
Bayyoumiy, nama yang paling tepat untuk menyebut filsafat 
itu adalah filsafat Islam. 
Dari beberapa istilah yang diperdebatkan oleh para ahli 
di atas, penulis lebih cenderung menggunakan istilah filsafat 
Islam, seperti pendapat Bayoummi. Hal ini karena istilah itu 
lebih universal atau membumi, serta mencakup keseluruhan 
orang Islam di mana pun berada. Lebih lanjut, istilah filsafat 
Islam menunjukkan ciri khas tersendiri yang membedakannya 
dengan filsafat lainnya. 
 
 





B. Sejarah Filsafat Islam 
Sejarah filsafat bermula di pesisir Samudera 
Mediteranian bagian Timur pada abad ke-6 SM. Menurut 
Majid Fakhry, sejak semula filsafat ditandai dengan rencana 
umat manusia untuk menjawab persoalan seputar alam, 
manusia, dan Tuhan. Itulah sebabnya filsafat pada gilirannya 
mampu melahirkan sains-sains besar, seperti fisika, etika, 
matematika, dan metafisika yang menjadi batu bata 
kebudayaan dunia (Fakhry 2001:1). Dalam hubungan ini, 
ketika dihubungkan dengan hukum Islam, maka filsafat yang 
menjadi fokus perhatian adalah tentang Tuhan, khususnya 
mengkaji tentang ketentuan-ketentuan Tuhan yang dibuat-
Nya untuk manusia (hamba-Nya). 
Dari Asia Minor, kepulauan yang terletak antara 
Samudera Mediterania dan laut Hitam, filsafat menyeberangi 
Aegean, menuju tanah Yunani. Untuk ribuan tahun lamanya, 
Athena menjadi tanah air filsafat. Ketika Iskandariyah 
didirikan oleh Iskandar Agung pada 332 SM, filsafat mulai 
merambah dunia Timur, dan berpuncak pada tahun 529 M. 
Pada tahun itu, kata Majid Fakhry, demikian juga al-
Ahwani, Kaisar Bizantium, Justianus menutup sekolah-
sekolah tinggi filsafat di Athena dan mengusir semua filosof 
dari daerah tersebut, karena ajaran filosof menurutnya 
bertentangan dengan ajaran Kristen. Sebagai pembela Kristen 
Ortodoks, Justianus menganggap paganisme sebagai 
ancaman bagi eksistensi agama Kristen. Tujuh guru filsafat 
paling terkemuka, dipimpin oleh Damascius (w. 553) dan 
Simplicus (w. 533), lari menyeberang perbatasan Bizantium, 
menuju Persia. Di sana, para guru filsafat ini disambut hangat 
oleh Chosroes I (Anushirwan) yang begitu mengagumi 
filsafat dan sains Yunani. Sekitar 555 M, Choroes I 





mendirikan Sekolah Jundishapur sebagai pusat studi Hellenik 
dan riset kedokteran. 
Namun demikian, transformasi filsafat Yunani yang 
paling radikal, kata Majid Fakhry, terjadi di Iskandariah, 
bukan di Jundishapur. Di Iskandariah ini, filsafat menjadi 
benar-benar mendunia. Kecenderungan religius dan mistisnya 
malah hampir-hampir tak dikenal oleh orang-orang Yunani 
terdahulu. Oleh karenanya, nama-nama yang dikaitkan 
dengan filsafat Iskandariah atau Hellenistik umumnya adalah 
Plotinus (w. 270 M), Porphyry dari Tyre (w. 303 M), dan 
Jamblichus (w. 330 M) yang seluruhnya hidup dan besar pada 
zaman Iskandar Agung. Para filosof inilah yang disinyalir 
mengisi wajah baru filsafat Yunani. Sebagai contohnya, 
Neoplatonisme berhasil memadukan semua arus filsafat 
Yunani klasik, seperti Platonisme, Aristotelianisme, 
Phytagoreanisme, dan Stoisme dalam suatu sintesis yang 
mengagumkan (Fakhry 2001:2). 
Ketika Mesir takluk di bawah orang-orang Arab pada 
tahun 641 M, Iskandariah tetap berkembang sebagai pusat 
filsafat, kedokteran, dan sains Yunani. Juga, teologi Kristen-
Hellenistik yang berdampak luas pada perkembangan filafat 
dan teologi Muslim di kemudian hari. Sebagai akibat dari 
penaklukan wilayah Mesir oleh orang-orang Arab ini, maka 
tren kebudayaan dan pemikiran bergerak ke arah Timur. 
Berawal dari Damaskus pada masa Dinasti Umayyah (661-
750), dan berlanjut sampai ke Baghdad pada masa Dinasti 
Abbassiah (750-1258 M). 
Jadi penaklukan Iskandariah pada tahun 641 oleh 
orang-orang Arab merupakan momentum berharga bagi 
bangsa Arab untuk bersentuhan langsung dengan peradaban 
Yunani. Sebagaimana diketahui, kawasan Timur Tengah, 





seperti Mesir, Suriah, dan Irak ketika diperintah oleh Iskandar 
Agung tak ubahnya seperti zaman peradaban Yunani. Pada 
masa Ptolemy I, Mesir -terutama Iskandariah— merupakan 
kota ilmu dan sains yang menggantikan posisi Athena. 
Iskandariah menjelma sebagai pusat bergelutnya pemikiran 
spekulatif Yunani dengan berbagai tradisi keagamaan dan 
mistis Mesir, Pheonisia, dan Pesia, serta Yahudi dan Kristen.   
Hasil utama dari pergulatan tersebut adalah 
berkibarnya Neoplatonisme yang dipelopori oleh Plotinus (w. 
270) dan murid tersohornya, Porphyry (w. 303) (al-Ahwani 
1997:28-29). Neoplatonisme memompa semangat baru 
filsafat Yunani yang secara cerdas memadukan aliran-aliran 
besar dalam pemikiran Yunani klasik, seperti Platonisme, 
Aristotelianisme, Pythagoreanisme, dan Stoisisme dalam 
wacana keagamaan dan mistis Timur. 
Tidak mengherankan apabila filosof Muslim berhasil 
menyedot imajinasi para Neoplatonisme. Buktinya, naskah 
penting filsafat yang pertama kali diterjemahkan ke dalam 
bahasa Arab adalah parafrase dari tiga bab terakhir (IV, V 
dan VI) karya Plotinus, Enneads (Sembilan) (al-Ahwani 
1997:28-29). Karya ini dikumpulkan dan disusun oleh 
Phophyry menjadi enam jilid. Tiap-tiap jilid terdiri atas 
sembilan bab, sesuai dengan judul bukunya, yang dalam 
bahasa Yunani berarti Sembilan. 
Dalam terjemahan bahasa Arab, parafrase itu diberi 
judul Athulugia (berarti teologi) atau Kitab al-Rubûbiyyah (Kitab 
Ketuhanan). Penerjemahnya, Abd Al-Masîh Ibn Nâ’imah asal 
Edessa (w. 835), secara keliru menisbahkannya kepada 
Aristoteles. Meskipun pengarang aslinya yang diperkirakan 
berkebangsaan Yunani tak dikenal, opini para terpelajar masa 
kini cenderung menganggapnya sebagai karya murid dan 





editor Plotinus, Porphyry (al-Ahwani 1997:56; Fakhry 
2001:50). 
 
C. Gerakan Penerjemahan: Dari Yunani – Suryani  ke 
Arab 
Pada abad ke-7 dan 8 Masehi, Iskandariah merupakan 
pusat studi bahasa, sastra, dan teologi Yunani, yang kemudian 
merambah di Suriah bagian utara dan dataran tinggi Irak, 
antara lain di Antioch, Harran, Edessa, Qinnesrin, dan 
Nisibin. Di kota-kota tersebut, para ilmuan yang mahir 
bahasa Suryani menerjemahkan karya-karya teologis Yunani 
yang berasal dari bahasa Iskandariyah ke dalam bahasa 
Suryani. Sebagai pengantar pada karya-karya ini, beberapa 
bagian dari logika Aristotelian, seperti Cattegories, Hermeneutica, 
Isagoge karya Pophyry, dan bagian pertama buku Analitica 
Priora diterjemahkan ke dalam bahasa Suryani (Fakhry 
2001:8). Sementara itu buku Analytica posteriora, Sophistica, dan 
Topica tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Suryani karena 
dianggap berbahaya dilihat dari dudut pandang ajaran-ajaran 
Kristen. Dengan gambaran ini, karya-karya Yunani terlebih 
dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa Suryani dan baru 
kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.  
Masa berikutnya, yakni abad ke-8 Masehi, karya-karya 
Yunani –baik yang masih utuh (belum diterjemahkan) 
ataupun yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Suryani—
kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Beberapa 
sumber memuji keterlibatan Khâlid bin Yazîd (w. 704) dari 
Dinasti Umayyah sebagai penyelenggara penerjemahan karya-
karya kedokteran, kimia, dan astrologi ke dalam bahasa Arab. 
Selain Khâlid bin Yazîd, konon Khalifah Umar bin Abdul 
Aziz menginginkan supaya semua buku ilmu pengetahuan 





yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, seperti 
kedokteran, kimia dan geometri dikeluarkan dari 
perpustakaan agar dipelajari dan diterjemahkan  kaum 
Muslimin (al-Ahwani 1997:41). Sejak itu mulailah berbagai 
cabang ilmu pengetahuan asing sedikit demi sedikit diserap 
oleh dunia Islam hingga datang zaman Abbasiah, zaman 
sebenarnya bagi gerakan penerjemahan.  
Adalah Khalifah al-Manshur (w. 754) yang memulai 
menggerakkan secara serius penerjemahan karya-karya 
Yunani dan Suryani. Terjemahan karya filsafat pertama yang 
patut dihargai berasal dari sastrawan terkemuka, Abdullah 
Ibn Muqaffa` (w. 759) atau putranya yang mencakup 
Categories, Hermeneutica, dan Analytica Apriora karya Aristoteles 
(Fakhry 2001:2).  Khalifah al-Manshur juga mendatangkan 
Jirjis Bakhtaisyu (148 H) dari Jundisapur, yang kemudian 
diangkat sebagai kepala tim dokter istananya sampai khalifah 
wafat. Gerakan al-Manshur ini menandai suatu proses 
perpindahan pusat gerakan kebudayaan dalam bidang filsafat 
dan ilmu pengetahuan, dari Jundisapur ke Baghdad (al-
Ahwani 1997:43). 
Pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid (786-809) 
terjadi penerjemahan buku-buku penting, yakni 
diterjemahkannya ringkasan Galen atas karya besar Plato 
(Dialogue) yang berjudul Timaeus. Di samping itu 
diterjemahkan pula karya Aristoteles, seperti De anima, Book of 
Animals, Analytica Priora, dan karya Apokrifal, Secret of the Secret 
(diduga milik Aristoteles). Penerjemahan pada masa al-Rasyid 









Sepeninggal al-Rasyid, karya penerjemahan dilanjutkan 
oleh putra keduanya bernama al-Ma’mun (813-833). 
Keseriusan al-Ma’mun terhadap proyek penerjemahan ini 
ditunjukkan dengan adanya kebijakan resmi bagi aktivitas 
pengaraban karya-karya filsafat, sains dan kedokteran Yunani. 
Khalifah al-Makmun mendirikan Bait al-Hikmah di Baghdad 
pada tahun 830 M sebagai perpustakaan dan institut 
penerjemahan. Bait al-Hikmah yang dipimpin oleh Yuhanna 
ibn Ishâq (w.857) dan tak lama kemudian digantikan oleh 
muridnya, Hunain ibn Ishâq (w. 873) adalah Institut terbesar 
sepanjang sejarah penerjemahan karya-karya filsafat dan 
kedokteran Yunani (Fakhry 2001:9; al-Ahwani 1997:43). 
Karya-karya Yunani yang diterjemahkan oleh tim yang 
terdiri dari Hunain, Hubaisy (sepupu Hunain), dan Isa bin 
Yahya, murid Hunain adalah Analytica Posteriora karya 
Aristoteles, Synopsis of the Ethics karya Galen, dan sejumlah 
ringkasan karya Plato, seperti Sophist, Pennenides, Politicus, 
Republic, dan Laws. Sedangkan karya-karya Aristoteles, seperti 
Categories, Hermeneutica, Generation and Corruption, Nicomachean 
Ethics, dan beberapa bagian dari buku Physic diterjemahkan 
oleh Ishâq bin Hunain dari bahasa Suryani. Selain itu adapula 
seorang penerjemah yang kurang popular, bernama 
Eustathius atau Asthat dan Yahya bin ‘Adi, keduanya telah 
mengarabkan buku Metaphisics. Bagian lain dari buku Physic 
dikerjakan oleh Qustha bin Luqa` (w. 912), yang juga 
dipercaya menerjemahkan bagian-bagian lain dari Generation 
and Corruption (Fakhry 2001:9). 
Abu Bishr Matta (w. 940) dan muridnya, Yahya bin 
Adi, penerjemah Metaphisics, dipercaya menerjemahkan 
banyak karya yang umumnya dari bahasa Suryani, antara lain 
Rhetoric dan Poetics karya Aristoteles. Kedua karya ini 





merupakan bagian utama dari karya Aristoteles dalam bidang 
logika yang dikenal dengan nama Organon dalam tradisi Arab 
dan Suryani (Fakhry 2001:46). Nama-nama lain yang ikut 
berpartisipasi dalam proyek penerjemahan adalah al-Hasan 
bin Suwar (w. 1017), Abu Usman al-Dimisyqi (w.910), 
keduanya menggarap naskah-naskah logika dan filsafat 
Yunani.  
Maraknya proyek penerjemahan ini didukung oleh 
kebijakan lain para khalifah yang mengirim utusan-utusan ke 
seluruh kerajaan Byzantium untuk mencari buku-buku 
Yunani dari berbagai subyek. Kebijakan lain yang diterapkan 
para khalifah adalah membayar mahal setiap buku karya 
terjemahan. Dikatakan, khalifah membayar setiap buku yang 
diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dengan emas seberat 
buku itu (Atiyeh 1953:2). Besarnya harga jual karya 
terjemahan ini disinyalir membuat para penerjemah hanya 
jalan di tempat, yakni mereka hanya sebagai penerjemah dan 
tidak berkreasi untuk memproduksi ilmu pengetahuan.  
Dapat dipastikan bahwa semenjak terjadinya 
penerjemahan karya-karya filsafat Yunani ke dalam bahasa 
Arab, maka sejak itulah bergulirnya filsafat Islam sebagai 
suatu disiplin ilmu baru dalam Islam. Dengan demikian 
proyek penerjemahan itu telah mengantarkan umat Islam 
untuk mengenal filsafat, dan untuk selanjutnya bermunculan 
tokoh-tokoh filsafat Islam seperti al-Farabi, Ibn Sina, Ibn 
Rusyd, Ibn Thufail, Ibn Bâjjah, dan lain-lain. 
 
D. Ruang Lingkup Pembahasan Filsafat Islam 
Dalam kenyataan yang ditemui bahwa filsafat Islam itu 
memiliki corak tersendiri serta merangkumi berbagai macam 
problem yang khas sehingga ia akan memberikan sumbangan 





yang tidak sedikit bagi pemikiran kemanusiaan. Adapun 
ruang lingkup filsafat Islam tidak jauh bedanya dari segi 
pembahasan yang tidak terlepas dari suatu objek yaitu objek 
formal dan objek material. Menurut I.R Poedjawijatna objek 
formal dan material dari filsafat Islam yaitu: 
Bahwa objek material dari filsafat adalah ada dan 
mungkin ada. Samakah objek filsafat dengan objek segala dan 
keseluruhan ilmu atau dapatkah dikatakan bahwa filsafat itu 
keseluruhan dari segala ilmu yang menyelidiki segala 
sesuatunya juga? Dapat dikatakan memang, bahwa objek 
filsafat yang dimaksud objek materialnya sama dengan objek 
material dari ilmu seluruhnya. Akan tetapi filsafat tetap 
filsafat dan bukanlah merupakan kumpulan atau keseluruhan 
ilmu. Atas dasar apakah sekarang ada perbedaan ilmu dan 
filsafat ? Yang menentukan perbedaan ilmu satu dengan yang 
lainnya ialah objek formal. Adakah sekarang pendapat lain 
yang terutama menjadi sudut pandangan filsafat? Ilmu 
mengatakan sendiri bahwa ia membatasi diri, ia berhenti pada 
dan berdasarkan atas pengalaman sedangkan filsafat tidak 
membatasi diri, ia hendak mencari keterangan sedalam-
dalamnya. Di situlah terletaknya sudut pandangan yang 
khusus dari filsafat. Maka dengan istilah di atas harus kami 
katakan, objek formal filsafat adalah  mencari keterangan 
yang sedalam-dalamnya (Poedjawijatna 1990:7). 
Keterangan di atas menjelaskan bahwa letak perbedaan 
ilmu dan filsafat adalah pada objek formal. Objek formal 
adalah kelanjutan dari objek material, keterangan yang ingin 
dicari adalah keterangan yang sedalam-dalamnya dan secara 
terperinci terhadap sesuatu hal meskipun sudah tidak dapat 
diraba dengan panca indera. 
 





Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa filsafat 
bertemu dengan ilmu dalam objek material tetapi 
memisahkan diri dengan ilmu dalam objek formal. Atau 
dengan kata lain bahwa ilmu dan filsafat itu ditugaskan untuk 
mencari keterangan akan tetapi keterangan yang diperoleh 
oleh ilmu adalah terbatas, lain halnya dengan filsafat yang 
akan menyambung kembali tugas ilmu yang terhenti. 
Begitu juga dengan filsafat Islam di mana ruang 
lingkup atau pembahasan yang terdapat di dalamnya meliputi 
segala hakikat sesuatu. Al-Farabi membagi lapangan filsafat 
itu kepada dua bagian : 
Bagian yang pertama ialah al-falsafah al-nazhariyyah 
(falsafah teori) yaitu mengetahui sesuatu yang ada, di mana 
seseorang tidak dapat (tidak perlu) mewujudkannya dalam 
perbuatan. Bagian ini meliputi ‘ilm al-ta’lîm (matematik), al-
‘ilm-al-tabî’i (ilmu fisika) dan ‘ilm ma ba’da al-tabî’iyyât 
(metafisika). Masing-masing dari ilmu tersebut mempunyai 
bagian-bagian lagi hanya perlu diketahui saja. 
Bagian kedua ialah al-falsafah al-‘amaliyah (falsafah 
amalan) yaitu mengetahui sesuatu yang seharusnya 
diwujudkan dalam perbuatan dan yang menimbulkan 
kekuatan untuk mengerjakan bagian-bagian yang baik. Bagian 
amalan ini adakalanya berhubungan dengan perbuatan-
perbuatan baik yang seharusnya dikerjakan oleh tiap-tiap 
orang yaitu yang dinamakan ilmu akhlak (etika), adakalanya 
berhubungan  dengan perbuatan-perbuatan baik yang 
seharusnya dikerjakan oleh penduduk negeri yaitu yang 
disebut al-falsafah al-madaniyyah (filsafat politik). 
Pembagian lapangan filsafat sebagaimana yang 
dikemukakan oleh al-Farabi di atas sebenarnya baru meliputi 
problem-problem besar dari filsafat, jika dilihat secara garis 





besar pemikiran manusia ditinjau dari permasalahan yang 
dibahas dapat disimpulkan dalam tiga bagian : 
1. Pembagian tentang hakikat wujud (universal) termasuk 
di dalamnya diri manusia sendiri dari mana asalnya, 
bagaimana proses kejadiannya dan bagaimana akhirnya 
serta apa tujuannya. Pembahasan dalam bidang ini 
dikenal dengan nama onthology. 
2. Pembahasan yang menyangkut tentang pengetahuan 
manusia dari mana sumbernya, sejauh mana 
kemampuannya serta alat apa yang digunakannya untuk 
mengetahui sesuatu. Pembagian di bidang ini dikenal 
dengan nama Epistimology. 
3. Pembahasan tentang norma-norma yang dipakai untuk 
mengukur benar atau salahnya fikiran manusia, baik atau 
buruknya tingkah laku seseorang serta baik atau 
buruknya. Pembahasan di bidang ini dikenal dengan 
nama Axiology (Fauzan 1990:19). 
Dilihat dari cakupan filsafat, sebagaimana di atas, maka 
dalam kajian filsafat hukum Islam juga harus beranjak dari 
pembahasan tentang ontology hukum Islam, yaitu 
pengetahuan tentang hukum itu sendiri, yang mencakup 
materi hukum Islam itu sendiri, bagaimana proses lahirnya 
hukum Islam dan tujuan apa yang hendak dicapai dengan 
hukum itu. Begitu juga dengan epistemology yang lebih 
mengarah kepada metode penemuan sesuatu, atau alat yang 
digunakan untuk menetapkan hukum Islam. Lebih lanjut 
filsafat hukum Islam juga harus memenuhi sisi aksiologi, 
yaitu mengkaji tentang norma-norma yang harus dipatuhi 
bagi seseorang yang berkecimpung dalam hukum Islam (baca; 
mujtahid). 
 





Dalam bentuk filsafat secara umum, pembahasan di 
bidang ontology sebenarnya telah dimulai oleh pemikir Yunani 
Kuno seperti Thales, Aximander, Aximenes, Democritos dan 
pemikir-pemikir yang hidup dalam abad ke-6, ke-5 dan ke-4 
sebelum Masehi. Puncak dari pembahasan di bidang ontology 
ini terjadi pada abad ke-4 dan ke-3 sebelum Masehi di tangan 
dua orang pemikir Yunani yaitu Plato dan Aristoteles. 
Berlainan dengan Thales serta filosof fisika lainnya 
maka Plato dan Aristoteles telah sampai kepada filsafat 
metafiska yang merupakan puncak dari filsafat ontology. 
Aristoteles dengan hasil analisanya sampai kepada kesimpulan 
bahwa alam qadim dan kemudian pendapatnya ini dibantah 
oleh filosof Islam al-Kindi (Fauzan 1990:19). 
Begitu pula dengan kajian ontology Plato bermuara 
kepada filsafat idea yang sukar dan susah untuk difahami. 
Walaupun teori Plato telah diperjelaskan oleh Plotinus (204-
270 M) dan Noe Platonisme-nya akan tetapi penjelasan 
secara jelas baru dilakukan oleh filosof Islam al-Farabi dan 
Ibn Sina dengan teori emanasinya masing-masing. 
Pengkajian di bidang ontology memang masih belum 
berakhir bahkan sampai kepada zaman modern. Konsepsi 
asal usul alam dari materi sebagaimana yang dirumuskan oleh 
para filosof Islam pertama, timbul kembali pada abad 
kesembilan belas yang dipelopori oleh Charles Darwin (1809-
1896 M.) dengan menggunakan pendekatan ‘biology 
anthropology’ yang didasarkan dengan ‘natural selection’ dan 
‘struggle for Life’ ia mengemukakan teori evolusi dalam 
bukunya yang berjudul “On The Origin of Species by Means of 
Natural Selection” (Fauzan 1990:20). 
 
 





Teori evolusi Darwin ini mengguncangkan dunia ilmu 
pengetahuan dan kalangan Gereja. Pada saat itu pulalah 
filosof Islam Jamaluddin al-Afghany mengumandangkan 
tantangannya terhadap teori evolusi Darwin dengan bukunya 
yang berjudul al-Radd ‘alâ al-Dahriyîn (Tantangan terhadap 
Kaum Materialis). Menurut Jamaluddin, alam ini berjalan dan 
beredar sesuai dengan hukum alam yang telah diciptakan 
Tuhan, namun demikian ia pun yakin bahwa wujud semuanya 
tergantung kepada Sebab Pertama (Tuhan). Jika sesuatu yang 
terputus hubungannya dengan Sebab Pertama itu, maka 
wujudnya akan lenyap (Gibb 1978:58). 
Selanjutnya pengajian di bidang epistemologi dimulai 
oleh Permenides lebih kurang 540 tahun sebelum Masehi, ia 
mengakui eksistensi dan urgensi akan dan alat inderawi 
sebagai sumber pengetahuan, tetapi teorinya ini dipatahkan 
oleh Protagoras lebih kurang 480 tahun sebelum Masehi yaitu 
tokoh retorika dan dialektika, menurutnya; “Manusia adalah 
ukuran untuk segala-galanya. Tidak ada sesuatupun yang 
benar, yang baik, yang bagus dalam dirinya” (Bertens: 11). 
Protagoras tidak mau mengakui adanya kebenaran yang 
absolut, kebenaran itu katanya tergantung kepada orang yang 
mengatakannya bila ia mampu mempertahankannya maka 
benarlah ia walaupun orang lain menganggapnya salah, 
berarti bagi Protagoras kebenaran menjadi suatu yang relatif. 
Akhirnya Socrates-lah yang berhasil mengembalikan 
kepercayaan orang kepada akal dan inderawi sebagai sumber 
pengetahuan dan sebagai alat untuk mengetahui sesuatu, dan 
dia pulalah yang mengajak orang untuk mengkaji dan 
memikirkan alam raya dan benda-benda angkasa, sehingga ia 
dikatakan filosof pertama yang menuntun filsafat dari langit 
ke bumi. 





Kalau diteliti perkembangan kajian teori epistemologi  
semenjak Permenides, Protagoras, Socrates sampai Plato dan 
filosof-filosof yang lain sesudahnya, kesemuanya mereka itu 
hanya sampai kepada akal dan alat indera sebagai sumber 
pengetahuan manusia.  
Kajian tentang filsafat norma atau axiology yang 
bersangkutan dengan logika untuk mengukur benar atau 
salahnya fikiran seseorang, etika untuk mengukur baik atau 
tidaknya tingkah laku atau perbuatan seseorang dan estetika 
untuk mengukur baik atau tidaknya sesuatu yang dinilai 
melalui pengalaman penilai karena pengalaman estetika 
tergolong dalam tingkat persepsi pengalaman manusia. 
Aristoteles adalah orang pertama yang merumuskan logika 
mantik sebagai alat pengukur benar atau salahnya cara 
berfikir dan fikiran seseorang dalam bukunya yang berjudul 
Organum. Logika atau mantik Aristoteles ini disempurnakan 
kemudian oleh Epecurus (340 SM), pada masa Khalifah al-
Makmun, Ibn al-Muqaffa` (w. 757 M) menerjemahkan 
mantik Aristoteles ini ke dalam bahasa Arab akan tetapi 
masih susah untuk mamahami, akhirnya tampil al-Farabi 
memberikan penafsirannya (Fakhry 2001:33). 
Dari tiga permasalahan besar yang ada dalam 
pembahasan filsafat kelihatanlah di sana bahwa filosof-filosof 
Islam tidak ketinggalan untuk ikut serta membicarakannya 
akan tetapi sebenarnya lapangan filsafat Islam tidaklah hanya 
terbatas pada ketiga permasalahan itu. Bahkan di kalangan 
filosof-filosof Islam, filsafat meliputi kedokteran, biologi, 
kimia, musik dan falak, yang kesemuanya tidak lain adalah 
cabang-cabang filsafat. Justru itu tidaklah heran kalau filsafat 
memasuki ilmu keislaman yang lain seperti ilmu kalam, 
tasawuf, usul fiqh serta tarikh tasyri’.  





Dengan demikian ruang lingkup pembahasan filsafat 
Islam itu sebenarnya dapat dirangkum dalam tiga kategori, 
yaitu ontologi, yaitu pembahasan tentang hakikat wujud 
(universal), termasuk di dalamnya kajian terhadap asal 
manusia, proses kejadian, dan tujuan akhir dari 
kehidupannya; epistemologi, yaitu kajian terhadap sumber 
pengetahuan serta alat yang dipergunakan untuk memperoleh 
pengetahuan itu;  dan aksiologi, yaitu pembahasan tentang 
norma-norma yang dipakai untuk mengukur benar dan 
salahnya pikiran dan tingkah laku  seseorang. Tiga kategori ini 
pada akhirnya memasuki hampir keseluruhan keilmuan Islam 
seperti yang telah disebutkan di atas, termasuk filsafat hukum 
Islam. 
  









 DALAM HUKUM ISLAM 
 
A. Pengertian Filsafat Hukum Islam dan Berpikir 
Filosofis dalam Hukum Islam 
Filsafat, sebagaimana yang telah dikemukakan 
sebelumnya, diartikan sebagai hal ihwal sesuatu sebagai ilmu 
pengetahuan tentang haecceitas, esensi, dan sebab-sebab segala 
hal sampai batas kemampuan manusia (Uberweg 1953:5).  
Demikian juga halnya dengan filsafat hukum Islam, yang 
merupakan sebuah ilmu tentang esensi dan sebab-sebab 
ditetapkannya hukum Islam yang dilakukan secara sungguh-
sungguh oleh mujtahid sampai batas kemampuannya. 
Kata-kata filsafat hukum Islam tidak ditemukan dalam 
kamus ulama klasik, demikian yang tergambar dari beberapa 
buku filsafat hukum Islam, baik yang berbahasa Arab 
maupun yang ditulis oleh pengarang Indonesia. Berfilsafat 
selalu diidentikkan dengan mencari hikmah, karena kata 
hikmah itulah yang lebih sepadan untuk menunjukkan 
filsafat. Setidaknya hal ini dapat ditemukan ketika membaca 
tulisan Hasbi Ash-Shiddieqy, Fathurrahman Djamil, Ismail 
Muhammad Syah, Subhi Mahmassani, dan sebagainya. 
Walaupun demikian, ulama masih tetap mencoba untuk 
membedakan antara hikmah dengan filsafat. Filsafat adalah 
bangunan sebuah ilmu untuk mencapai kebenaran sesuatu, 





sedangkan hikmah adalah mengkaji rahasia-rahasia yang 
terkandung dalam setiap ketentuan hukum Islam. 
Apabila dilihat pernyataan di atas, maka filsafat hukum 
Islam, sebagaimana disampaikan oleh Mustafa Abdul Raziq, 
adalah ilmu ushul fiqh. Hal ini karena ilmu ushul fiqh 
memiliki unsur-unsur berpikir filsafat dan mempunyai 
epistemology yang jelas, ontology yang jelas, dan aksiologi 
yang terarah. Ilmu ushul fiqh membawa seseorang untuk 
berpikir ilmiah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Di sisi lain, filsafat hukum Islam dapat pula diartikan 
sebagai pengetahuan tentang hakikat sesuatu, rahasia, dan 
tujuan esensi dari hukum Islam, sehingga seorang mujtahid 
mesti mewujudkan tujuan esensi itu, yaitu kemaslahatan. 
Amir Syarifuddin mengatakan bahwa proses terbentuknya 
hukum Islam juga merupakan sebuah langkah berpikir 
filosofis dalam hukum Islam (Syarifuddin 1992:16). 
Kata filsafat juga identik dengan hikmah, yang oleh 
sementara ahli disebut dengan paham yang mendalam 
tentang agama. Hikmah hanya dapat dipahami oleh orang 
yang mau menggunakan akal pikiran seperti hikmah 
disyariatkannya perkawinan adalah dalam rangka 
mewujudkan ketentraman hidup dan menjalankan rasa kasih 
saying (Djamil 2000:3). 
Munculnya kajian filsafat hukum Islam karena dengan 
kajian filsafat, hukum Islam dapat lebih dipahami sebagai 
sesuatu hukum yang rasional dan berkeadilan. Kajian filsafat 
dapat membuktikan bahwa hukum yang diturunkan oleh 
Allah SWT dan dijelaskan oleh Rasul-Nya berbeda dengan 
hukum yang dibuat oleh manusia. Perbedaan itu di antaranya 
terletak pada tujuan hukum yang tidak hanya ingin 
mewujudkan kemaslahatan dunia, tetapi lebih jauh ingin 





menggapai kemslahatan di akhirat, dan ini juga salah satu 
yang membedakan filsafat hukum Islam dengan filsafat 
keilmuan lainnya. 
Di samping itu memahami sesuatu secara filosofis 
artinya mengerti tentang segala yang ada dan yang mungkin 
ada. Orang mengatakan bahwa filsafat adalah mother of science. 
Dilihat dari segi kelahirannya, berpikir filosofis adalah 
meragukan tentang sesuatu atau penasaran terhadap sesuatu 
yang diamati. Keraguan dan rasa penasaran tentang sesuatu 
itu ditumpahkannya dengan mempertanyakan segala sesuatu, 
termasuk mempertanyakan tentang hukum Islam. Pertanyaan 
demi pertanyaan tentang hukum Islam dan keraguan dalam 
penerapannya dan juga keraguan tentang kesesuaiannya 
dalam semua zaman dan tempat yang dilaluinya dijawab 
dengan berpikir filosofis. Itulah sebabnya muncul kajian 
tentang filsafat hukum Islam. 
Hukum Islam mesti dikaji secara filosofis karena para 
pemikir hukum Islam ingin meyakinkan kepada umat Islam 
khususnya dan kepada orang-orang di luar Islam bahwa 
norma-norma hukum dalam Islam menginginkan 
terwujudnya kemaslahatan bagi alam sebagaimana firman 
Allah SWT “Aku tidak akan mengutusmu kecuali untuk menjadi 
rahmat bagi alam semesta”. Oleh karena itu hukum Islam tidak 
hanya berakibat baik bagi umat Islam tetapi juga bagi orang-
orang non-Islam. 
Dilihat dari tujuan pengkajian filsafat, untuk 
menemukan kebenaran, maka filsafat hukum Islam tidak 
hanya terfokus kepada penemuan tersebut, tetapi bagaimana 
dengan penemuan itu ada dorongan atau motivasi berbuat 
dan mengamalkan hukum Islam dengan penuh keyakinan 
dan keihklasan, tanpa ada rasa terpaksa. Itulah sebabnya 





filsafat hukum Islam sering juga disebut dengan hikmah 
hukum Islam. Dengan semata-mata kajian filsafat tidak akan 
mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, tetapi 
dengan kajian hikmah akan mendorong seseorang melakukan 
sesuatu. 
 
B. Ruang Lingkup dan Objek Filsafat Hukum Islam 
Sebagaimana dinyatakan di atas, kajian filosofis hukum 
Islam akan mendorong seseorang melakukan sesuatu yang 
sudah menjadi ketentuan dalam hukum Islam. Ulama ushul 
fiqh mendefinisikan hukum Islam (hukum syar’i) sebagai 
“titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik yang 
berkenaan dengan tuntutan, pilihan, dan aturan-aturan tertentu”, 
maka dilihat dari segi titah Allah para ulama mulai 
mempertanyakan apa yang dimaksud dengan titah Allah, apa 
bentuk titah Allah SWT itu, bagaimana mengetahui titah 
Allah SWT, kenapa disebut titah Allah, kapan berlakunya 
titah Allah, untuk siapa berlakunya titah Allah itu, dan 
bagaimana kalau titah Allah itu tidak diikuti, serta bagaimana 
akibat hukum bagi orang yang mengikutinya. Pertanyaan-
pertanyaan di atas merupakan sesuatu yang teoritis yang 
merupakan kajian filsafat murni. Pengkajian terhadap hal ini 
disebut dengan filsafat tasyri’ yang merupakan kajian filsafat 
murni.  
Akan tetapi lebih lanjut dari kalimat yang berkaitan 
dengan perbuatan mukallaf, dimunculkan pertanyaan, di 
antaranya; kenapa orang menikah, kenapa orang menjatuhkan 
thalaq, kenapa orang rujuk, kenapa orang saling mewarisi, 
kenapa orang saling berjual beli, kenapa orang dilarang riba, 
kenapa orang diqishas ketika membunuh, kenapa orang 
dicambuk ketika berzina, kenapa tangan dipotong ketika 





mencuri, dan sebagainya. Pertanyaan-pertaanyaan ini 
merupakan sesuatu yang praktis, dan inilah yang merupakan 
kajian hikmah hukum Islam. Dari kajian hikmah ini pada 
akhirnya mendorong seseorang melakukan sesuatu dengan 
penuh keyakinan dan potensi yang ada padanya. Dalam istilah 
ulama, jawaban-jawaban untuk beberapa pertanyaan di atas 
merupakan kajian dalam filsafat syari’ah. Perpaduan kajian 
teoritis dan praktis inilah yang pada akhirnya membentuk 
filsafat hukum Islam. 
Dengan demikian, secara kelimuan, filsafat hukum 
Islam dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu filsafat tasyri’ 
dan filsafat syari’ah. Filsafat tasyri’ adalah kajian tentang proses 
terwujudnya hukum Islam, dalam hal ini adalah mengkaji 
tentang proses-proses dan metode-metode penetapan 
hukum. Inilah yang ditulis ulama dalam kitab-kitab ushul 
fiqh. Metode-metode yang dikaji di sini dapat dikelompokkan 
ke dalam dua bagian, yaitu metode luhawiyyah (kebahasaan), 
dan metode ma’nawiyah (maqashid al-syari’ah). Di samping 
itu Juhaya S. Praja memasukkan teori-teori hukum Islam 
lainnya ke dalam filsafat tasyri’ ini, yaitu pengetahuan tentang 
prinsip-prinsip hukum Islam, dasar-dasar dan sumber-
sumber hukum Islam, tujuan hukum Islam, asas-asas hukum 
Islam, dan kaedah-kaedah hukum Islam (Praja 1995:15). 
Sejalan dengan filsafat Islam, di mana ruang lingkup 
atau pembahasan yang terdapat di dalamnya meliputi segala 
hakikat sesuatu. maka lapangan filsafat itu kepada dua bagian. 
Bagian yang pertama ialah al-falsafah al-nazhariyyah (falsafah 
teori) yaitu mengetahui sesuatu yang ada, di mana seseorang 
tidak dapat (tidak perlu) mewujudkannya dalam perbuatan. 
Bagian ini meliputi ‘ilm al-ta’lîm (matematik), al-‘ilm-al-tabî’i 
(ilmu fisika) dan ‘ilm ma ba’da al-tabî’iyyât (metafisika). Masing-





masing dari ilmu tersebut mempunyai bagian-bagian lagi 
hanya perlu diketahui saja. Bagian kedua ialah al-falsafah al-
‘amaliyah (falsafah amalan) yaitu mengetahui sesuatu yang 
seharusnya diwujudkan dalam perbuatan dan yang 
menimbulkan kekuatan untuk mengerjakan bagian-bagian 
yang baik. Bagian amalan ini adakalanya berhubungan dengan 
perbuatan-perbuatan baik yang seharusnya dikerjakan oleh 
tiap-tiap orang. Kedua bagian ini juga diterapkan dalam 
filsafat hukum Islam, yaitu dalam tataran teoritis dan praktis, 
dan sekaligus membedakan filsafat secara umum dengan 
filsafat hukum Islam. 
Secara garis besar pemikiran manusia ditinjau dari 
permasalahan yang dibahas dapat disimpulkan dalam tiga 
bagian : 
1. Pembagian tentang hakikat wujud (universal) termasuk 
di dalamnya diri manusia sendiri dari mana asalnya, 
bagaimana proses kejadiannya dan bagaimana akhirnya 
serta apa tujuannya. Pembahasan dalam bidang ini 
dikenal dengan nama onthology. Dalam kajian filsafat 
hukum Islam juga harus beranjak dari pembahasan 
tentang ontology hukum Islam, yaitu pengetahuan 
tentang hukum itu sendiri, yang mencakup materi 
hukum Islam itu sendiri, bagaimana proses lahirnya 
hukum Islam dan tujuan apa yang hendak dicapai 
dengan hukum itu 
2. Pembahasan yang menyangkut tentang pengetahuan 
manusia dari mana sumbernya, sejauh mana 
kemampuannya serta alat apa yang digunakannya untuk 
mengetahui sesuatu. Pembagian di bidang ini dikenal 
dengan nama Epistimology. Dalam kajian filsafat hukum 
Islam, epistemologynya lebih mengarah kepada metode 





penemuan sesuatu, atau alat yang digunakan untuk 
menetapkan hukum Islam. Dalam hal ini adalah metode-
metode istinbath hukum seperti qiyas, istihsan, maslahah 
al-mursalah, al-‘urf, sadd al-dzari’ah, al-istishab, dan lain 
sebagainya. 
3. Pembahasan tentang norma-norma yang dipakai untuk 
mengukur benar atau salahnya fikiran manusia, baik atau 
buruknya tingkah laku seseorang serta baik atau 
buruknya. Pembahasan di bidang ini dikenal dengan 
nama Axiology.  Dalam kajian filsafat hukum Islam juga 
harus memenuhi sisi aksiologi, yaitu mengkaji tentang 
norma-norma yang harus dipatuhi bagi seseorang yang 
berkecimpung dalam hukum Islam (baca; mujtahid). 
Etika dan estetika mujtahid perlu diperhatikan agar 
hukum yang diistinbathkannya mempunyai wibawa 
hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah 
SWT dan umat Islam. Oleh karena itu dalam ketentuan 
yang ada hubungannya dengan aksiologi, para ulama 
sudah berusaha membuat persyaratan-persyaratan bagi 
seseorang yang akan menyibukkan dirinya dengan 
istinbath hukum Islam, seperti pengetahuan yang luas 
tentang al-Qur`an, al-Sunnah dan sebagainya, yang lazim 
disebut dengan integritas ilmiah. Di samping itu harus 
mempunyai sifat ‘adalah, yang dapat dibahasakan dengan 
integritas moral. 
Dari tiga permasalahan besar yang ada dalam 
pembahasan filsafat kelihatanlah di sana bahwa pemikir-
pemikir hukum Islam secara filosofis tidak ketinggalan untuk 
ikut serta membicarakannya dalam hukum Islam akan tetapi 
sebenarnya lapangannya tidak hanya terbatas pada ketiga 
permasalahan itu.  





Dengan demikian ruang lingkup pembahasan filsafat 
Islam itu sebenarnya dapat dirangkum dalam tiga kategori, 
yaitu ontologi, yaitu pembahasan tentang hakikat wujud 
(universal), termasuk di dalamnya kajian terhadap asal atau 
sumber hukum Islam, proses terbentuknya hukum Islam, dan 
tujuan ditetapkannya hukum Islam; epistemologi, yaitu kajian 
terhadap sumber pengetahuan serta alat yang dipergunakan 
untuk memperoleh pengetahuan itu, seperti metode 
lugawiyyah (kebahasaan) dan metode ma’nawiyyah (maqashid 
al-syari’ah). Dalam bentuk epsitemologi inilah nantinya 
ditemui kajian-kajian tentang metode memaknai lafaz, baik 
dalam bentuk lafaz al-amr, al-nahy, al-‘am, al-khas, al-
muthlaq, al-muqayyad,   al-musyratak, al-muradif, al-hakiki, 
al-majazi, al-kinayah, al-mantuq, al-mafhum, al-‘ibarah, al-
isyarah, al-dilalah, al-iqtidha`, dan sebagainya. Termasuk 
dalam kajian epistemologi ini membicarakan tentang sumber 
dan dalil-dalil hukum Islam, seperti al-Qur`an, al-sunnah, al-
qiyas, al-ijma’, al-istihsan, maslahah al-mursalah, al-‘urf, sad 
al-dzari’ah, al-istishab, dan sebagainya; dan bidang aksiologi, 
yaitu pembahasan tentang norma-norma yang dipakai untuk 
mengukur benar dan salahnya pikiran dan tingkah laku  
seseorang. Tiga kategori inilah yang pada akhirnya memasuki 
bagian-bagian yang terkait dengan hukum Islam seperti yang 
telah disebutkan di atas. Tegasnya, berpikir filosofis  tidak 











C. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan filsafat 
hukum Islam 
Pada periode Rasulullah SAW belum dikenal istilah 
filsafat, semuanya berjalan sebagaimana adanya dan belum 
terpengaruh oleh pemikiran lain. Akan tetapi prinsip dan 
penetapan-penetapan hukum yang dilahirkan oleh Rasul dan 
sahabatnya ketika diteliti sudah memakai metode yang pada 
akhirnya dikenal dengan istilah filsafat. Misalnya ketika Rasul 
tidak menghukum tangan pencuri ketika perang, atau ketika 
Rasul membolehkan nikah mut’ah [walaupun kemudian 
dilarang kembali], atau ketika Umar bin Khatab tidak 
membagi rampasan perang sebagaimana yang selalu 
dilakukan Rasul, tidak memberi zakat kepada kelompok 
muallaf, dan mengalihkan miqat bagi jemaah haji dari Iraq ke 
dzatu Irqin, semua ini adalah atas dasar kemaslahatan dan 
menempuh metode berpikir yang cukup baik. Hal-hal inilah 
yang mengilhami para ahli hukum Islam selanjutnya tentang 
berpikir filosofis. Oleh karena itu walaupun secara keilmuan 
memang tidak terdapat tinjauan filsafat pada periode Nabi 
dan sahabat, akan tetapi secara faktual apa yang telah mereka 
lakukan merupakan contoh dan cikal bakal lahirnya filsafat 
hukum Islam. 
Contoh lain, bagaimana para sahabat memahami 
perintah Rasul ketika terjadi pengepungan terhadap kaum 
Yahudi di Bani Quraizah pada tahun ke-5 H. Rasul SAW 
membagi pasukan ke dalam dua bagian, dan satu pasukan 
langsung dipimpin oleh Nabi. Pasukan pertama yang 
dipimpin oleh Nabi lebih dulu berangkat ke Bani Quraizah, 
dan Nabi berpesan kepada pasukan kedua agar tidak 
melaksanakan shalat ashar kecuali sudah sampai di Bani 
Quraizah nanti. 





Setelah itu berangkatlah Rasulullah SAW bersama 
pasukan pertama, dan berselang setelah itu berangkat pula 
pasukan kedua. Malang bagi pasukan kedua, karena di tengah 
perjalanan mereka menghadapi badai padang pasir yang 
membuat gerak laju mereka terhambat, sehingga waktu ashar 
sudah masuk. Di sinilah terjadi perdebatan di kalangan 
sahabat dalam memahami perintah Rasul. Mereka terbagi ke 
dalam dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan bahwa 
mereka tidak perlu shalat ashar di perjalanan karena merasa 
bertentangan dengan perintah Nabi, sedangkan kelompok 
kedua bersikeras untuk shalat ashar di perjalanan karena 
khawatir habisnya waktu ashar kalau harus shalat di Bani 
Quraizah. Akhirnya mereka beramal sesuai dengan hasil 
ijtihad masing-masing. 
Bagi kelompok pertama, perintah Nabi adalah segala-
galanya. Jika Nabi melarang shalat di perjalanan, maka 
mereka tidak akan shalat, karena shalat mesti dilaksanakan 
setelah sampai di Bani Quraizah. Sedangkan bagi kelompok 
kedua, mereka mencoba memahami perintah Nabi dengan 
melihat tujuan esensi dari perintah itu. Mereka melihat bahwa 
perintah Nabi bertujuan untuk membuat mereka bersegera 
dan berjalan cepat, sehingga diperkirakan dengan perjalanan 
yang cepat masih akan mendapatkan waktu ashar ketika 
sampai di Bani Quraizah. Tetapi karena ada halangan di jalan, 
gerak mereka terhambat dan tidak bisa secepatnya sampai di 
tujuan. Mereka memahami bahwa Nabi tidak bermaksud 
melarang mereka shalat di perjalanan, tetapi bagaimana 
mereka tidak berlalai-lalai di jalan. Itulah sebabnya mereka 
melakukan shalat ashar di perjalanan. 
 
 





Pasukan kedua itu ternyata sampai di Bani Quraizah 
ketika Nabi mau menunaikan shalat Isya, dan mereka 
langsung menyampaikan kepada Nabi peristiwa yang mereka 
hadapi di jalan dan hal-hal yang mereka perdebatkan. Rasul 
SAW tersenyum dan mengatakan bahwa bagi yang shalat 
ashar di perjalanan akan mendapatkan dua pahala, dan bagi 
yang shalat ashar terlambat akan mendapatkan satu pahala. 
Dilihat dari contoh ini, sebenarnya rombongan yang 
shalat ashar di perjalanan pada hakikatnya sudah 
melaksanakan salah satu metode filsafat hukum Islam, yaitu 
memahami tujuan ditetapkannya sesuatu. Mereka tidak 
terfokus kepada teks sebuah nash, tetapi mencoba 
mempelajari lebih dalam alasan sebuah teks diturunkan. 
Inilah salah satu bentuk pengamalan filsafat hukum Islam 
yang terjadi pada zaman Nabi SAW. 
Kecenderungan untuk membicarakan hukum Islam 
secara filosofis sepertinya baru dimulai sejak era Dinasti 
Abbassiyah. Hal ini karena pada saat dinasti Islam itulah baru 
ada persintuhan keilmuan Islam dengan keilmuan luar Islam. 
Sebagaimana diketahui bahwa pada periode dinasti 
Abbassiyah merupakan puncak kemajuan Islam dari berbagai 
bidang. Pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid (786-809) 
terjadi penerjemahan buku-buku penting, yakni 
diterjemahkannya ringkasan Galen atas karya besar Plato 
(Dialogue) yang berjudul Timaeus. Di samping itu 
diterjemahkan pula karya Aristoteles, seperti De anima, Book of 
Animals, Analytica Priora, dan karya Apokrifal, Secret of the Secret 
(diduga milik Aristoteles). Penerjemahan pada masa al-Rasyid 
ini umumnya dikerjakan oleh Yahya bin al-Bithriq (w. 815). 
Sepeninggal al-Rasyid, karya penerjemahan dilanjutkan oleh 
putra keduanya bernama al-Ma’mun (813-833). Keseriusan al-





Ma’mun terhadap proyek penerjemahan ini ditunjukkan 
dengan adanya kebijakan resmi bagi aktivitas pengaraban 
karya-karya filsafat, sains dan kedokteran Yunani. Khalifah 
al-Makmun mendirikan Bait al-Hikmah di Baghdad pada 
tahun 830 M sebagai perpustakaan dan institut 
penerjemahan. Bait al-Hikmah yang dipimpin oleh Yuhanna 
ibn Ishâq (w.857) dan tak lama kemudian digantikan oleh 
muridnya, Hunain ibn Ishâq (w. 873) adalah Institut terbesar 
sepanjang sejarah penerjemahan karya-karya filsafat dan 
kedokteran Yunani. 
Karya-karya Yunani yang diterjemahkan oleh tim yang 
terdiri dari Hunain, Hubaisy (sepupu Hunain), dan Isa bin 
Yahya, murid Hunain adalah Analytica Posteriora karya 
Aristoteles, Synopsis of the Ethics karya Galen, dan sejumlah 
ringkasan karya Plato, seperti Sophist, Pennenides, Politicus, 
Republic, dan Laws. Sedangkan karya-karya Aristoteles, seperti 
Categories, Hermeneutica, Generation and Corruption, Nicomachean 
Ethics, dan beberapa bagian dari buku Physic diterjemahkan 
oleh Ishâq bin Hunain dari bahasa Suryani.  
Dengan demikian proyek penerjemahan itu telah 
mengantarkan umat Islam untuk mengenal filsafat, dan untuk 
selanjutnya selain filsafat Islam, juga muncul kajian filsafat 
hukum Islam. Oleh karena itu jika dilihat dari kata “filsafat”, 
akar kata bahasa Arab tidak menemukan kata itu. Itulah 
sebabnya dalam mengkaji filsafat hukum Islam ini ulama 
mengistilahkan dengan hikmah al-tasyri’ atau asrar al-ahkam. 
Ternyata apa yang diistilahkan filsafat oleh orang-orang luar 
Islam juga sudah ada sejak awal Islam walaupun tidak 
merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri. 
 
 





Berpikir filosofis dalam hukum Islam dapat dilihat dari 
hasil karya ulama yang mencantumkan kajian filosofis hukum 
dalam karyanya. Kajian filosofis dimaksud adalah penekanan 
kepada makna atau tujuan yang ingin dicapai oleh syari’ 
(pembuat hukum; Allah SWT dan Rasul-Nya), yang 
kemudian dikenal dengan istilah maqashid al-syari’ah. 
Dari hasil penelitian terhadap karya ulama, sepertinya 
Imam al-Haramain al-Juwaini (guru al-Ghazali) merupakan 
ulama pertama yang memasukkan pembahasan maqashid al-
syari’ah dalam karya ushul fiqhnya. Sebagaimana diketahui, 
maqashid al-syariah merupakan kajian inti dalam filsafat 
hukum Islam. Diakui bahwa al-Juwaini tidak menggunakan 
kata filsafat dalam karya-karyanya, akan tetapi dari ushul fiqh 
yang dikarangnya terdapat pembahasan khusus yang 
membahas maqashid al-syariah (walaupun belum sempurna). 
Menurutnya seseorang belum diakui kapabilitasnya dalam 
menetapkan hukum Islam (ahli hukum Islam) sebelum 
mampu mengetahui dan memahami tujuan Allah SWT dalam 
menetapkan perintah dan larangan-Nya. Dalam karyanya al-
Burhan fi Ushul al-Fiqh, al-Juwaini mengelompokkan masalah 
al-ashl  ini kepada tiga kelompok, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan 
makramat (tahsiniyat). Pembahasan al-Juwaini inilah yang 
pada akhirnya melahirkan kajian khusus tentang maqashid al-
syariah pada masa-masa sesudahnya, sebagaimana yang 
dikembangkan lebih lanjut oleh al-Ghazali, ulama Syafi’iyyah, 
dan seterusnya disempurnakan oleh al-Syathibi, ulama dari 
kalangan mazhab Maliki. Kajian ini jugalah yang pada 
umumnya mengisi lembaran-lembaran pembahasan filsafat 
hukum Islam. 
 





D. Hubungan Filsafat Hukum Islam dengan Keilmuan 
Islam Lainnya 
Filsafat hukum Islam berbeda dengan dengan filsafat 
posititivisme dan idealisme. Perbedaan itu bisa dilihat dari sisi 
aspek sumber hukum dan perubahan hukum. Dari sisi 
sumber hukum, positivisme dan idealisme bersumber dari 
pemikiran manusia tanpa menyinggung keberadaan wahyu di 
dalamnya. Artinya, tinjauan dari sisi ini menggunakan metode 
berpikir bebas sesuai dengan keinginan dan dampak yang 
dilihat oleh manusia, sedangkan hukum Islam bersumber dari 
wahyu. Kegunaan filsafat di sini adalah untuk membuktikan 
kebenaran wahyu. 
Dilihat dari segi perubahan hukum, hukum dalam 
filsafat positivisme dipisahkan dari keadilan dan etika; 
menakankan kepada faktor sosial sebagai unsur yang 
menentukan konsep dan perubahan hukum; dan hukum 
tunduk kepada masyarakat. Berbeda dengan itu, hukum Islam 
tidak mengalamai perubahan, akan tetapi yang berubah 
adalah fiqh karena ia berkembang sesuai dengan perubahan 
masyarakat.  
Hukum Islam dalam bentuk fiqh adalah pendapat-
pendapat hukum yang lahir dan dipengaruhi oleh situasi, 
kondisi, ruang, dan waktu tertentu sewaktu fiqh itu 
diformulasikan. Akan tetapi hukum Islam yang dihubungkan 
dengan syariah tidak akan pernah berubah, karena syariah 
adalah aturan-aturan, baik dalam bentuk hukum-hukum 
maupun pokok-pokok keimanan yang sudah final dan mutlak 
serta berlaku sepanjang masa. Pemberlakuannya tidak terikat 
oleh waktu, situasi, dan kondisi. Dalam konteks ini syaraiah 
adalah aturan-aturan baku dan ideal yang sebagaimana 
disebut disebut Coulson dengan aturan-aturan yang 





mendahului, bukan didahului; bersifat mengontrol, bukan 
dikontrol oleh pandangan-pandangan dan kebiasaan-
kebiasaan masyarakat. 
Kemampuan hukum Islam (dalam arti fiqh) dalam 
menjawab segala persoalan modern yang timbul akibat 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat 
diketahui dengan mengemukakan beberapa prinsip syariat 
Islam mengenai tatanan hidup secara vertikal dan horizontal. 
Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah bahwa hukum asal 
segala sesuatu boleh selama tidak ada dalil (syariah) yang 
menunjukkan larangan. Sedangkan dalam ibadah berlaku 
prinsip bahwa ibadah tidak dapat dilakukan kecuali ada dalil 
yang menunjukkan bahwa ibadah itu diperintahkan oleh 
Allah dan atau dicontohkan oleh Rasul-Nya. Berbeda dengan 
ibadah, dalam bidang muamalah hukum Islam memberi 
kesempatan yang luas bagi pemeluknya untuk melakukan 
aktifitas selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat 
yang sudah jelas. Dengan demikian pada bagian ini hukum 
Islam sangat membuka peluang untuk disesuaikan dengan 
kondisi yang dihadapinya. 
Oleh karena itu pengenalan terhadap seluk-beluk 
hukum Islam sangat diperlukan agar mampu 
mengimplementasikan kemaslahatan dalam setiap setiap 
keputusan hukum (ijtihad) yang hendak dilahirkan. Termasuk 
dalam hal ini pengenalan terhadap prinsip-prinsip umum 
hukum Islam dan kaedah-kaedah istinbath hukum islam 
(qa’idah fiqhiyyah), maqashid al-syari’ah dan teori alasan 
hukum (illat), merupakan sebuah keniscayaan bagi mujtahid. 
Dengan mengenal prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah 
hukum Islam akan mengantarkan seseorang mengenal hukum 
Islam secara utuh. Ternyata hukum Islam (fiqh) dilahirkan 





oleh para ulama dengan mengedepankan prinsip-prinsip 
tertentu dalam penetapannya. Prinsip-prinsip itu adalah 
memelihara kemaslahatan, meniadakan kepicikan dan tidak 
memberatkan, menyedikitkan beban, berangsur-angsur dalam 
penetapan hukum, dan menegakkan keadilan. Pengetahuan 
terhadap lima prinsip dasar ini akan mengarahkan mujtahid 
dalam menentukan ijtihad yang akan ditelorkannya. Setiap 
keputusan hukum yang akan diambil mesti memenuhi prinsip 
dasar ini, karena prinsip-prinsip ini digali dari nash-nash al-
Qur`an dan Sunnah Nabi SAW. Ketika hukum yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan lima prinsip dasar ini, maka 
kemungkinan salah dalam ijtihad semakin kecil karena sudah 
mengikuti metode Allah dan Rasul-Nya. 
Berkenaan dengan kaidah-kaidah hukum Islam, 
pengetahuan terhadapnya membantu mujtahid, pada sisi lain, 
dalam mengistinbathkan hukum.  Bahkan seorang yang 
mendalami fiqh tidak akan diakui keilmuannya tanpa 
menguasai kaidah-kaidah hukum Islam [baca; qawa’id al-
fiqhiyyah]. 
Salah satu prinsip hukum Islam itu adalah tadarruj, 
yang merupakan metode yang dipakai oleh Allah dalam 
mengubah suatu kebiasaan masyarakat. Sebagaimana 
diketahui, salah satu kebiasaan masyarakat Arab adalah 
melakukan transaksi riba yang mereka yakini sama dengan 
jual beli, padahal dalam Islam antara keduanya berbeda. 
Metode pengharaman riba dilakukan oleh Allah SWT dengan 
menempuh empat  tahapan, yaitu dalam firman Allah surat 
al-Rum; 39, al-Nisa; 160-162; Ali Imran 139; dan al-Baqarah; 
275-279. Banyaknya ayat yang turun tentang riba secara 
berurutan dimulai dengan pemberitahuan bahwa riba itu 
tidak akan mendatangkan tambahan apa-apa di sisi Allah, 





dilanjutkan dengan pemberitahuan Allah terhadap tindakan 
orang yahudi yang suka menghalalkan apa-apa yang 
diharamkan Allah [termasuk riba]. Pada tahap selanjutnya 
Allah melarang memakan riba yang berlipat ganda, dan 
terakhir secara tegas Allah mengharamkan riba dan 
memerintahkan agar riba ditinggalkan, termasuk sisa-sisanya. 
Metode tadarruj ini suatu bukti yang menunjukkan betapa 
bijaksananya Allah dalam menetapkan hukum  untuk suatu 
kebiasaan yang yang sudah mendarah daging dalam 
masyarakat, yang tentunya sulit untuk mengubahnya. 
Metode seperti ini tentu saja tidak hanya terbatas 
kepada apa yang sudah disebutkan dalam al-Qur`an, tetapi 
sebuah pelajaran bagi mujtahid dalam menghadapi kasus yang 
sudah mentradisi dalam masyarakat. 
Sementara dalam bentuk kaedah-kaedah hukum islam 
(Qa'idah fiqhiyyah)  merupakan intisari dari berbagai keputusan 
furu' yang telah diambil oleh ulama fiqh. Penelitian ulama fiqh 
terhadap berbagai masalah fiqh yang dikemukakan oleh 
ulama sebelumnya mereka rangkum dalam statemen-
statemen pendek tetapi mempunyai cakupan yang luas. 
Dengan statemen-statemen pendek tersebut diharapkan 
dapat menjawab berbagai masalah fiqh yang muncul 
belakangan. 
Sebagai sebuah contoh dalam membuat sebuah qa'idah, 
ketika memberikan kata pengantar buku Kaidah Fiqh Sejarah 
dan Kaidah Asasi karangan Jaih Mubarok, A. Djazuli 
mengemukakan sebagai berikut (Mubarok 2002): 
"Pertama, ketika berkunjung ke rumah seorang teman, 
kita seringkali diberi air minum untuk di minum dan 
beberapa makanan ringan. Menurut ketentuan umum yang 
berlaku di masyarakat, kita hanya dibolehkan memakan 





makanan tersebut dan dinilai tidak etis apabila kita 
memasukkan makanan itu ke dalam tas sebagai bekal di 
perjalanan. Dari ilustrasi pertama kita dapat menyusun 
qa'idah sebagai berikut: 
هلحم زويجلا هلكأ زويجام 
"Sesuatu yang boleh dimakan tapi tidak boleh dibawa" 
 
Kedua, ketika menginap di rumah kawan atau rumah 
saudara, kita disediakan berbagai fasilitas selama menginap. 
Untuk keperluan tidur, kita disediakan tempat tidur, selimut, 
dan bantal. Untuk keperluan mandi, kita disediakan handuk, 
sabun, pasta gigi, sikat gigi, dan shampoo. Berdasarkan 
kebiasaan yang berlaku umum, fasilitas-fasilitas tersebut 
hanya boleh digunakan, tidak boleh dimiliki atau dijual. Dari 
kasus kedua ini kita dapat menyusun qa'idah sebagai berikut: 
هعيب زويجلا هلامعتسا زويجام 
"Sesuatu yang boleh digunakan tapi tidak boleh dijual". 
 
Ketiga, mahasiswa yang kuliah di universitas… berhak 
menggunakan fasilitas yang ada di kampus… Mereka hanya 
dibolehkan untuk menggunakannya dan tidak dibolehkan 
merusak… Berkenaan dengan pekerjaan mahasiswa yang 
dilakukan secara iseng, yaitu mengotori kursi dengan 
pulpen… kita dapat menyusun qa'idah sebagai berikut: 
هسقن زويجلا هلامعتسا زويجام 
"Sesuatu yang boleh digunakan tidak boleh diukir [dirusak-pen]". 
 
 





Keempat, apabila hendak melakukan perjalanan jauh, 
kita sering menunggu kendaraan yang akan mengantarkan 
kita ke tempat tujuan. Di tempat tunggu kendaraan (terminal 
bus…) kita berhak menggunakan fasilitas umum yang 
disediakan… hak kita hanyalah hak guna pakai. 
Kenyataannya kita sering melihat fasilitas-fasilitas umum yang 
dirusak oleh orang-orang tertentu, padahal itu tidak 
dibolehkan. Berkenaan dengan ilustrasi tersebut kita dapat 
menyusun qa'idah sebagai berikut: 
هكلاها زويجلا هلامعتسا زويجام 
"Sesuatu yang boleh digunakan tidak boleh dirusak". 
 
Kelima, di perpustakaan kita berhak membaca buku-
buku… dan juga berhak meminjamnya. Akan tetapi tidak 
sedikit buku di perpustakaan yang lembaran tertentunya 
hilang karena dicabut oleh pembaca… Berkenaan dengan 
ilustrasi tersebut kita dapat menyusun qa'idah sebagai berikut: 
هكلاها زويجلا هتأرق زويجام 
"Sesuatu yang boleh dibaca, tidak boleh dirusak". 
 
Dari lima ilustrasi di atas dengan topik yang berbeda-
beda kita mendapatkan lima kata kunci positif dan negativ. 
Lima kata kunci positif adalah mengkonsumsi, memakai, 
menduduki, dan membaca. Sedangkan lima kata kunci 
negativ adalah membawa, menjual, mencoret-coret, merusak, 
dan menyobek. Lima kata kunci positif di atas dapat diikat 
dengan kata penggunaan atau pemanfaatan (intifa') dan lima 
kata kunci negative dapat diikat dalam satu kata, yaitu 
penyalahgunaan atau merusak. Oleh karena itu, berkenaan 





dengan fasilitas umum kita dapat menyusun qa'idah sebagai 
berikut: 
هكلاها زويجلا هعافتنا زويجام 
"Sesuatu yang yang boleh digunakan tidak boleh dirusak". 
 
Dari contoh di atas dapat dipahami bahwa proses 
pembuatan qa'idah fiqhiyyah juga seperti itu, yaitu berangkat 
dari kumpulan kasus-kasus yang telah diselesaikan oleh ulama 
fiqh, lalu ditarik suatu kesimpulan dari apa yang mereka 
tetapkan menjadi suatu qa'idah yang berlaku untuk 
menyelesaikan kasus yang tercakup dalam qa'idah tersebut.  
Sementara maqashid al-syari’ah merupakan 
penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah dalam menetapkan 
hukum. Ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh 
mujtahid, atas dasar itulah dilakukan pengembangan hukum 
Islam dan dalam rangka menjawab permasalahan-
permasalahan hukum Islam yang baru. Tanpa mengetahui 
maqashid al-syari’ah dikhawatirkan hukum tidak akan 
mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah, dan lebih lanjut 
tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-
prinsip hukum Islam itu sendiri. Yang jelas tujuan utama 
hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan 
manusia di dunia dan akhirat, dan dalam hal ini hukum yang 
ditetapkan oleh mujtahid memiliki peran ganda yang sangat 
signifikan dalam kondisi sosial umat Islam. Pertama hukum 
dapat dijadikan sebagai alat control social terhadap 
perubahan-perunahan yang berlangsung dalam kehidupan 
manusia. Kedua, hukum dapat dijadikan alat rekayasa social 
dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia 
sebagai tujuan hakiki hukum itu sendiri. Tujuan hukum untuk 





mewujudkan kemaslahatan manusia itulah, yang dalam istilah 
ushul fiqh disebut maqashid al-syari’ah. 
  














PENGGUNAAN AKAL DAN WAHYU 
DALAM PEMIKIRAN FILOSOFIS  
HUKUM ISLAM 
 
A. Akal dan Wahyu 
Dalam khazanah hukum Islam, perbicangan tentang 
akal dan wahyu merupakan lahan yang cukup banyak 
mendapat perhatian dan pembahasan. Pembahasan ini 
dilakukan oleh ulama dalam berbagai bidang keilmuan, baik 
teologi, filsafat, maupun hukum Islam itu sendiri. Tujuan 
penggunaan wahyu dan akal adalah untuk mendapatkan 
kebenaran. 
Kata Akal mempunyai pengertian mengerti, 
memahami, dan berpikir, atau daya pikir untuk mengerti. 
Akal dalam pandangan Islam tidaklah otak, tetapi daya 
berpikir yang terdapat dalam jiwa manusia; daya memperoleh 
pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya 
(Nasution 1986:13). Lafaz yang senada dengan akal adalah al-
ra`y yang berarti pendapat dan pertimbangan. Orang yang 
memiliki pertimbangan dan pendapat yang bijaksana disebut 
dzu al-ra`y. Misalnya pendapat dan pertimbangan yang 
diambil Rasulullah ketika memilih tempat yang akan dijadikan 
lokasi perkemahan pada waktu perang Badar yang didasarkan 
kepada pertimbangan al-ra`y, bukan berasal dari wahyu 
(Hasan 1984:105). 





Teolog muslim mengartikan akan sebagai daya 
untukmemperoleh pengetahuan. Abu Huzail (w.158 H), 
sebagaimana dikutip Harun Nasution, mengartikan akal 
sebagai daya untuk memperoleh pengetahuan dan juga daya 
yang membuat seseorang dapat membedakan antara dirinya 
dan benda lain dan antara benda yang satu dengan benda 
lainnya (Nasution 1986:12). Sebagian tokoh Mu’tazilah 
mengartikan akan sebagai petunjuk jalan bagi manusia dan 
membuat manusia menjadi pencipta perbuatannya sendiri 
(Nasution 1986:12). Secara tegas Qadhi Abdul Jabbar (w.415 
H) merumuskan akal itu sebagai sekumpulan ilmu tertentu 
yang apabila dimiliki oleh seseorang manusia, maka ia akan 
dapat berfikir, mencari dalil dan melakukan apa yang 
dibebankan kepadanya (Zaineh 1978:31-32).  
Adapun kata wahyu dalam bahasa aslinya dapat berarti 
isyarat, ilham, dan sebagainya (Ash-Shiddieqy 1977:24), dan 
biasanya didefinisikan dengan apa yang disampaikan Tuhan 
kepada Nabi-nabi-Nya. Dalam konteks ini, wahyu yang 
disampaikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW 
melalui malaikat Jibril mengambil bentuk al-Qur`an dengan 
menggunakan media bahasa Arab. Dengan kata lain, wahyu 
dalam Islam dipahami sebagai teks-teks Arab al-Qur`an yang 
diterima Nabi Muhammad SAW dari Jibril (Nasution 
1986:12). 
Kajian-kajian filosofis tentang akal dan wahyu 
terutama membicarakan otoritas dan peranan akal ketika 
berhadapan dengan wahyu. Dalam otoritas dipersoalkan 
derajat kebenaran yang diperoleh melalui penggunaan nalar, 
apakah ia sampai kepada kedudukan yang sama dengan 
wahyu atau berada di bawah wahyu. Kalau tingkat kebenaran 
yang diperoleh melalui akal atau nalar itu dipandang sama 





kedudukannya dengan kebenaran yang diperoleh melalui 
wahyu, seperti apa fungsi akal dalam hal ini. Ketika 
kebenaran yang dihasilkan nalar dipandang lebih rendah 
daripada kebenaran yang diperoleh melalui wahyu, bagaimana 
pula fungsi nalar terhadap wahyu. Bagi filosof muslim, hal ini 
telah diperdebatkan secara mendalam sehingga mengkristal 
ke dalam dua kubu; yaitu kubu yang sampai pada kesimpulan 
bahwa kebenaran yang dihasilkan akal sama benarnya dengan 
kebenaran yang dihasilkan oleh wahyu; dan kubu yang 
meletakkan kebenaran yang diperoleh akal berada di bawah 
kebenaraan wahyu. Adapun dalam konteks ilmu kalam 
terdapat empat persoalan yang menjadi fokus pembahasan, 
yaitu mengetahui adanya Tuhan dan kewajiban mengetahui 
adanya Tuhan, mengetahui baik dan buruk serta kewajiban 
mengerjakan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan 
buruk (al-Syahrastani 1934:371). 
Dalam konteks kajian hukum Islam atau syariah, 
persoalan akal dipertanyakan, apakah akal mampu untuk 
mengetahui ketentuan-ketentuan Allah, baik berupa 
kewajiban atau larangan tanpa melalui petunjuk-petunjuk dari 
Allah dan Rasul-Nya. Masa sebelum datangnya wahyu 
tersebut disebut juga dengan zaman fitrah. Dalam kondisi 
demikian terjadi perbedaan pendapat ulama. Kelompok 
Mu’tazilah, yang tidak mengakui adanya fase fitrah, mereka 
mengatakan bahwa akal mampu untuk mengetahui baik dan 
buruknya sesuatu, maka ketika itu tetap ada taklif. 
Konsekwensinya, setiap orang akan mendapatkan pahala 
ketika ia berbuat baik, dan sebaliknya berdosa ketika ia 
berbuat buruk. Hal ini antara lain karena urusan pahaladan  
dosa adalah urusan akhirat, dan siapa yang lalai dari 
kewajiban-kewajibannya yang sebenarnya dapat diketahui 





oleh akalnya meskipun belum ada nash, maka ia tetap akan 
disiksa di akhirat. 
Kelompok ulama Maturidiyah, walaupun mereka 
mengakui adanya fase fitrah dan akal mampu untuk 
mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan, tetapi 
kemampuan akal terbatas. Oleh karena itu tidak semua hal 
yang baik dan buruk itu diketahui oleh akal. Namun sejauh 
mampu diketahui oleh akalnya, maka manusia harus 
melaksanakannya atau menjauhinya. Adapun berkenaan 
dengan pahala dan dosa menurut mereka bukanlah 
wewenang akal untuk menentukannya, tapi tetap diserahkan 
kepada Syari’ untuk menetapkannya. 
Adapun kelompok Asy’ariyah yang juga mengakui 
adanya fase fitrah berbeda pemikiran dengan Maturidiyah. 
Mereka berpendapat bahwa akal tidak dapat mengetahui baik 
dan buruknya suatu perbuatan, yang mampu membedakan 
baik dan buruk itu adalah wahyu. Dengan demikian tidak ada 
pahala dan dosa, dan tidak ada keharusan orang untuk 
mengerjakan sesuatu ataupun menjauhi sesuatu perbuatan. 
Dari pendapat terakhir ini, wahyu merupakan 
pedoman untuk mengetahui suatu perbuatan dari sisi baik 
dan buruknya. Namun sesuai dengan perkembangan, di mana 
tidak semua aktifitas manusia ini disebutkan atau dijelaskan 
oleh wahyu, lalu apakah fungsi akal ketika wahyu sudah ada? 
Agaknya di sinilah letak permasalahan antara akal dengan 
wahyu ini. Apakah akal masih mampu secara mandiri 
menetapkan hukum atau hanya sebagai alat bantu dalam 
mengembangkan wahyu? Hal ini akan terasa setidaknya 
ketika hukum Islam berhadapan dengan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi sebagai buah kemajuan produk 
pemikiran manusia modern. 





Pemikiran ke arah ini pada akhirnya melahirkan ijtihad 
dengan berbagai metode di dalamnya. Secara garis besarnya 
terdapat dua model ijtihad, yaitu ijtihad istinbathi dan ijtihad 
tathbiqi. Pada ijtihad istinbathi, kerja akal biasanya dalam 
bentuk istiqra` (deduktif), yaitu mengeluarkan apa makna 
yang terkandung dalam nash, sehingga kebebasan akal sedikit 
tebatas. Berbeda halnya dengan ijtihad tathbiqi, kemampuan 
akal sangat diperhatikan dan harus sempurna, karena akal di 
sini dipergunakan untuk menerapkan sebuah ketentuan 
hukum yang sudah ada agar sesuai dengan kebutuhan 
manusia dan dapat menjamin lahirnya kemaslahatan. 
Kemampuan akal yang terbatas dan berbeda-beda 
antara seorang mujtahid dengan mujtahid lainya 
menimbulkan pertanyaan apakah ijtihad yang dilakukan oleh 
para ulama dapat terbebas dari kesalahan atau mungkin dapat 
dibenarkan seluruhnya? Hal ini pada akhirnya menimbulkan 
dua kecenderungan, yaitu teori mukhaththi`ah dan teori 
mushawwibah. Teori mukhaththi`ah adalah sebuah 
pengakuan bahwa atas kemungkinan terjadinya kesalahan 
dalam berijtihad, sedangkan teori mushawwibah menegasikan 
kesalahan dari hasil ijtihad ulama tersebut atau semua ijtihad 
itu adalah benar. Teori pertama dianut oleh kelompok ulama 
Syi’ah, sedangkan teori kedua dianut oleh umumnya ulama 
Sunni. 
Secara logis dapat dikatakan bahwa hukum Islam yang 
dijelaskan oleh nash jumlahnya terbatas, sedangkan 
persoalan-persoalan selalu tidak terbatas. Persoalan-persoalan 
yang tidak dijeaskan oleh nash tentu saja menjadi lapangan 
ijtihad bagi ulama. Sepertinya Syari’ memberikan ruang itu 
kepada mujtahid untuk beraktifitas dan menetapkan hukum 
sesuai dengan kemampuan akalnya untuk melahirkan sebuah 





kemaslahatan yang relevan dengan sasaran yang hendak 
dituju oleh hukum. Mengingat begitu banyaknya persoalan di 
dunia ini, tidak mungkin semuanya disebutkan oleh Allah 
dalam nash. Maka di sinilah peran mujtahid yang berusaha 
menemukan hukum sebagaimana yang dikehendaki dan 
diinginkan oleh Allah. Oleh karena itu hukum yang 
ditetapkan oleh mujtahid pada dasarnya juga merupakan 
hukum Allah, karena sumber pengambilannya dan 
penyandarannya juga kepada ketentuan-ketentuan yang telah 
ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam al-Qur`an dan 
Sunnah.  
 
B. Hukum Islam dan Tantangan Ilmu Pengetahuan 
Ada dua pengertian hukum Islam, yaitu hukum Islam 
yang disebut dengan syari’ah, yaitu hukum-hukum yang 
dijelaskan dalam al-Qur`an dan Sunnah, baik dalam bentuk 
garis-garis besar maupun dalam bentuk terinci. Hukum dalam 
pengertian yang pertama ini tidak akan pernah berubah. Di 
samping itu hukum Islam yang disebut dengan ijtihad (fiqh), 
yaitu hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad para fuqaha` 
semenjak masa sahabat Nabi hingga waktu ini. Hukum Islam 
dalam bentuk kedua ini berbentuk pendapat hukum atau 
fatwa dari para fuqaha`dalam rangka menjelaskan, 
menguraikan, memperinci aturan-aturan yang bersifat global. 
Syari’ah dapat ditemukan langsung dalam al-Qur`an dan 
Sunnah, sedangkan hasil ijtihad, yang disebut fiqh, berada 
pada karya para fuqaha` maupun kumpulan-kumpulan fatwa 
mereka. 
Perbincangan hukum Islam dalam konteks kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi mengacu pada hukum Islam 
dalam bentuk fiqh. Permasalahan yang muncul adalah apakah 





hukum Islam itu bisa mengakomodasi kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan bisa menjawab permasalahan 
yang timbul sebagai dampak dari perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi itu? 
Untuk menjawab permasalahan ini perlu diklarifikasi 
bahwa hukum Islam yang mana yang dipertanyakan 
relevansinya terhadap perkambangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Jika yang dimaksud adalah fiqh yang terdapat 
dalam kitab-kitab fiqh dalam berbagai mazhab, maka 
pertanyaan mengenai relevansi hukum Islam dengan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah pada 
tempatnya. Sebab, fiqh adalah pendapat-pendapat hukum 
yang lahir dan dipengaruhi oleh situasi, kondisi, ruang, dan 
waktu tertentu sewaktu fiqh diformulakan. Tetapi jika 
pertanyaan itu dihubungkan hukum Islam dalam arti syari’ah, 
maka pertanyaan itu kurang relevan karena syari’ah adalah 
aturan-aturan, baik dalam bentuk hukum-hukum maupun 
mengenai pokok-pokok keimanan, yang sudah final dan 
mutlak, tidak berubah, dan tidak boleh diubah, serta berlaku 
sepanjang masa; pemberlakuannya tidak terikat oleh waktu, 
situasi, dan kondisi. Dalam konteks ini Noel J Coulson 
menyebutnya dengan aturan-aturan yang mendahului, bukan 
didahului; bersifat mengontrol, bukan dikontrol oleh 
masyarakat (Coulson 1997:40-41). 
Fiqh, yang berupa pendapat hukum para fuqaha`, 
umumnya disepakati bahwa efektifitas fiqh setidaknya pada 
masa fiqh itu lahir, meskipun tidak tertutup kemungkinan 
dipakai oleh generasi sesudahnya karena dipandang masih 
relevan dengan situasi dan kondisi mereka. Sedangkan 
bagian-bagian fiqh yang dirasakan tidak relevan dengan 
situasi dan kondisi sesudahnya, ada dua bentuk pendekatan 





yang dilakukan fuqaha`; pertama, melakukan ijtihad tathbiqiy, 
yaitu dengan cara mentakhrij pendapat-pendapat hukum 
fuqaha` sebelumnya sehingga menemukan bentuknya yang 
relevan dengan situasi dan kondisi baru, atau melakukan 
tarjih terhadap pendapat-pendapat yang ada; kedua, 
melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum baru, dengan 
cataan belum ada fiqh tentang masalah itu sebelumnya, atau 
bagi yang telah ada ketentuan fiqhnya pada masa lalu tetapi 
tidak bisa di-tathbiq-kan karena situasi dan kondisinya betul-
betul berbeda dengan situasi dan kondisi pada masa lalu. 
Kemampuan fiqh dalam menjawab persoalan modern 
yang timbul akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa 
prinsip; yaitu prinsip dasar bolehnya segala sesuatu yang 
berhubungan dengan muamalah (hubungan horizontal 
sesama manusia) kecuali ditemukan dalil-dalil yang 
melarangnya; dan prinsip terlarangnya melakukan ibadah 
(dalam hubungan vertikal antara makhluk dengan Tuhannya) 
kecuali ditemukan dalil-dalil yang memerintahkannya, baik 
dalam ayat al-Qur`an maupun dalam Sunnah Rasulullah 
SAW. 
 
C. Qath’i dan Zhanni dalam Hukum Islam 
Qath’i dapat didefinisikan dengan ketentuan Allah 
SWT dan Rasul-Nya yang bersifat pasti dan tegas, tidak 
terbuka peluang untuk menginterpretasikannya. Hal ini 
berarti bahwa seorang praktisi hukum Islam (mujtahid) tidak 
boleh melakukan ijtihad dalam ketentuan-ketentuan yang 
sudah bersifat tegas dalam hukum Islam, misalnya tentang 
kewajiban shalat lima waktu, kewajiban zakat, kewajiban 
puasa, haji, dan lain-lain. 





Akal dalam Islam dipergunakan untuk memahami 
wahyu yang bersifat absolut. Hal ini karena wahyu yang 
diturunkan oleh Allah SWT dapat dibagi kepada 2 bentuk; 
yaitu qath’i dan zhanni. Ketentuan Allah bagaimanapun 
bentuknya ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan. 
Hanya saja pikiran manusia terkadang tidak sampai untuk 
membuktikan kemaslahatan tersebut. Misalnya keterbatasan 
seseorang untuk mengetahui tujuan Allah dalam melakukan 
ibadah-ibadah mahdhah, pada umumnya tidak diketahui oleh 
manusia selain untuk mengabdi dan mendapatkan 
kebahagiaan di akhirat.  
Berkenaan dengan wahyu yang bersifat qath’i, memang 
ada batasan untuk menginterpretasi dan mengalihkan 
ketentuan Allah tersebut kepada bentuk lainnya, akan tetapi 
dalam rangka penerapannya dibutuhkan kecermatan dan 
pemikiran yang mendalam. Di sinilah fungsi akal, agar hukum 
Allah itu dapat dijalankan dengan baik sesuai kondisi yang 
dilaluinya. Misalnya, ke qath’ian hukum potong tangan tidak 
diragukan lagi, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu 
sebagaimana yang dihadapi oleh Nabi dalam medan perang 
dan Umar ketika terjadi musim paceklik, hukum potong 
tangan tidak diberlakukan. Hal ini adalah karena adanya 
fungsi akal yang berusaha memastikan penerapan suatu 
ketentuan hukum sesuai dengan tujuan hukum itu, yaitu 
mewujudkan kemaslahatan. 
Dalam hal ketentuan Allah yang bersifat zhanni 
tentunya tidak bisa dipahami apalagi diamalkan sebelum ada 
penjelasan yang cukup untuk itu. Di sini akal berfungsi untuk 
menginterpretasi kezhanni-an tersebut sehingga pesan Allah 
tersebut dapat dipahami dan diamalkan. Oleh karena itu tidak 
ada alasan untuk mempertentangkan antara wahyu dan akal, 





karena kedua-duanya adalah anugerah Allah kepada manusia. 
Namun yang mesti dipahami adalah bahwa penggunaan akal 
yang dimaksud di sini tentunya terbebas dari hawa nafsu, dan 
dari segi kekuatan hukum yang dihasilkan tidak absolut. 
Persoalan qath’i dan zhanni ini dapat dilihat dari 
sumber hukum itu sendiri (al-Qur`an dan Sunnah), karena 
penyebab kezhannian masing-masingnya berbeda. Pertama, 
dilihat dari keotentikannya berasal dari Allah, maka ayat-ayat 
al-Qur`an seluruhnya qath’i. Sedangkan dari sisi dilalah atau 
petunjuk yang dapat dipahami dari ayat-ayat tersebut 
adakalanya qath`i, sehingga tidak membuka celah lagi untuk 
dipahami lain, dan adakalanya zhanni, yaitu terbuka peluang 
untuk memahaminya dengan makna yang lain. Kedua, 
tentang Sunnah. Dilihat dari segi wurudnya (keotentikannya 
berasal dari Rasulullah), maka Sunnah adakalanya diyakini 
keotentikannya. Biasanya hadis-hadis yang qath`i dari segi 
wurud ini adalah hadis-hadis mutawatir. Sedangkan dalam 
memahami makna yang terkandung dari hadis-hadis tersebut 
juga punya kemungkinan qath’i dan zhanni. Adapun dalam 
menilai dilalah atau petunjuk yang dihasilkan oleh sebuah 
hadis, juga dimungkinkan berkualitas qath`i dan zhanni. 
Qath’i yang dimaksud di sini adalah tidak adanya 
kemungkinan dipahami selain dari yang tertulis, sedangkan 
hadis-hadis dalam kategori zhanni adalah hadis-hadis yang 
dimungkinkan untuk dipahami lain dari teks yang terbaca.  
Ayat-ayat al-Qur`an yang berkenaan dengan hukum 
diperkirakan oleh Abdul Wahhab Khalaf sebanyak 500 ayat. 
Ayat-ayat itu sudah mencakup terhadap seluruh persoalan 
perbuatan mukallaf. Tentunya ayat-ayat tersebut lebih banyak 
dalam bentuk ketentuan-ketentuan umum yang butuh 
interpretasi dari para mujtahid. Ayat-ayat yang butuh 





interpretasi inilah yang diklasifikasikan oleh ulama kepada 
ketentuan-ketentuan yang zhanni. 
Dalam menghadapi ayat-ayat yang diperkirakan zhanni 
itu, peranan akal sangat dibutuhkan dan memegang peranan 
penting dalam menjelaskan ayat atau hadis. Apalagi jika 
dihubungkan dengan perubahan kondisi dan masa yang 
dihadapi membutuhkan interpretasi akal yang bertanggung-
jawab. Oleh karena itu peranan akal bukan secara mutlak 
menghasilkan hukum, tetapi akal dipergunakan untuk 
memahami wahyu yang secara umum datang dalam bentuk 
global, sehingga mesti ada interpretasi dalam memahami 
maknanya. 
Dalam istilah lain, untuk hal yang zhanni ini ulama 
mengistilahkannya dengan sesuatu yang membutuhkan 
takwil, sedangkan qath’i adalah sesuatu yang tidak 
membutuhkan takwil. Terlepas dari hal ini semua, yang jelas 
semua ulama mengakui, bahwa dari sisi pemahaman makna-
makna yang terdapat dalam al-Qur`an sebagiannya zhanni 
dan perlu ditakwilkan. Untuk mentakwilkan inilah 
dibutuhkan akal (al-ra`y). 
 
D. Ta’abbudi dan Ta’aqquli 
Sebagian besar kandungan nash al-Qur`an dianggap 
bersifat zhanni karena menurut kenyataannya banyak terjadi 
perbedaan ulama dalam memahami kandungan ayat-ayat 
tersebut. Hanya sebagian kecil saja dari ayat-ayat al-Qur`an 
yang kandungannya berkualitas qath’i. Lahirnya anggapan 
tersebut kemungkinannya disebabkan oleh banyaknya ayat-
ayat al-Qur`an yang dapat diinterpretasi oleh akal manusia. 
Pembahasan tentang ta’abbudi dan ta’aqquli ini berguna 
untuk mengetahui batasa-batasan ijtihad, sehingga tidak ada 





ijtihad yang melanggar tujuan-tujuan Allah dalam 
menurunkan syariat ini. 
Ta’abbudi didefinisikan oleh al-Syathibi dengan 
sesuatu yang maknanya tidak memerlukan penjelasan akal 
secara khusus (al-Syathibi:318), atau sesuatu hukum atau illat 
yang sudah ditetapkan batasan-batasannya oleh syariat tanpa 
harus menambah atau mengurangi maknanya (al-
Syathibi:314). Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui 
bahwa dalam hal-hal yang tidak ada batasan yang jelas dari al-
Syari’, maka akal manusia dapat dipergunakan dalam 
menjelaskan makna yang dimaksud. Dalam hal ini ia 
termasuk ke dalam masalah ta’aqquli, atau biasa disebut 
dengan ma’qul al-makna. Artinya nash-nash yang dapat 
diketahui illat hukum dan hikmahnya melalui pertimbangan 
akal (al-Syathibi:314). 
Masalah-masalah ta’abbudi ini biasanya terdapat pada 
persoalan-persoalan ibadah, sedangkan yang bersifat ta’aqquli 
pada umumnya terdapat pada permasalahan muamalah. Oleh 
karena itu persoalan ibadah yang dibebankan kepada manusia 
tidak harus dipikirkan terlebih dahulu untuk melaksanakan-
nya atau tidak menjadi lapangan pemikiran. 
Menurut al-Syathibi, setidaknya terdapat tiga macam 
ketentuan yang bersifat ta’abbudi ini (al-Syathibi:314). 
Pertama adalah ta’abbudi yang diketahui melalui 
proses penelitian (iatiqra`) terhadap al-Qur`an dan Sunnah. 
Makna ta’abbudi ini adalah dalam rangka pelaksanaan 
perintah Allah dengan niat menundukkan diri dan patuh 
kepada Allah serta mengagungkan-Nya. Misalnya tentang 
kewajiban berwudhuk setelah berhadas. Secara logis, anggota 
badan yang dibasuh tentunya adalah tempat keluarnya najis 
saja, tetapi ketentuan agama justru memerintahkan untuk 





membasuh anggota badan yang lainnya. Dalam konteks ini 
tentu saja hanya Allah yang tahu kenapa harus demikian. 
Contoh lain misalanya tentang tidak ada qadha shalat bagi 
wanita haid dan nifas, serta bacaan-bacaan yang dianjurkan 
ketika rukuk dan sujud yang sebagian pendapat mengetakan 
berbeda satu sama lain. 
Kedua, ta’abbudi yang telah ditetapkan oleh Allah 
pada praktek sebagian masalah syariat, tidak pada semua 
praktek syariat. Kewajiban tersebut ditetapkan berdasarkan 
nash dan ijmak ulama. Misalnya kebolehan shalat qashar dan 
jamak karena adanya kesulitan (masyaqqah) dan seperti 
ketetapan tidak diterimanya shalat seseorang yang berhadas. 
Ketiga, bentuk-bentuk ibadah pada masa fase fitrah 
(sebelum datangnya Rasul membawa wahyu) adalah belum 
jelas. Menurut al-Syathibi, pada masa ini belum ada ibadah, 
kalaupun ada yang melakukannya ia berada dalam kesesatan. 
Akal tidak mampu dengan sendirinya mengetahui makna 
syariat tanpa adanya wahyu (al-Syathibi:303). Oleh karena itu 
manusia yang hidup pada zaman fitrah ini bebas dari tuntutan 
hukum (QS al-Isra`: 15). 
Sebagaimana dipahami sebelumnya, bahwa persoalan 
ta’abbudi merupakan sesuatu yang harus diterima apa adanya 
tanpa harus memikirkan banyak hal di sana. Namun dalam 
persoalan ta’aqquli tentu sebaliknya, yaitu memikirkan lebih 
dalam dalam rangka mencari makna yang tersirat dari bentuk-
bentuk perintah dan larangan yang tersurat. Setidaknya ada 
ada tiga kategori ta’aqquli ini. 
Pertama, makna yang ma’qul dari suatu ayat atau hadis 
dapat diketahui dengan metode istiqra` (deduktif), yaitu 
dengan menyimpulkan bahwa syariat tidak akan bertentangan 
dengan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu sesuatu yang 





dilarang harus dipastikan adanya unsur yang berbahaya di 
dalamnya, dan kebolehan mengerjakan sesuatu menunjukkan 
adanya manfaat yang didapatkan. Banyak ayat-ayat al-Qur`an 
dan hadis-hadis Nabi SAW bahwa dalam persoalan hubungan 
sesama manusia, syariat Islam selalu mempertimbangkan 
tercapainya kemaslahatan dan dapat dimengerti oleh manusia. 
Kedua, dalam masalah muamalah, al-Syari’ telah 
mendasari ketentuan hukumnya dengan illat dan hikmah. Illat 
dapat diterima oleh akal sehingga dapat dimengerti dan 
memungkinkan kita untuk tidak hanya berhenti pada teks, 
tetapi terbuka peluang untuk mengembangkannya kepada 
kasus lain sesuai illat yang ditemukan tersebut [pembahasan 
yang agak rinci tentang illat ini dapat dibaca pada bagian 
terakhir buku ini]. 
Ketiga, pada fase fitrah urusan muamalah sudah 
dilakukan oleh manusia menurut pemikiran mereka sendiri, 
dan tidak semua yang mereka lakukan salah. Contohnya 
dalam hal membayar diyat, bersumpah dan berkumpul di hari 
Jumat. Begitu juga dengan mahar, wali nikah, perceraian, 
perdagangan, kerjasama, dan sebagainya. Sebagian besar 
aktifitas-aktifitas di atas disetujui oleh syariat dan diperbaiki 
pada sisi-sisi yang bertentangan dengan ajaran luhur yang 
dibawa oleh syariat Islam. 
Dengan demikian, untuk hal-hal yang bersifat ta’aqquli 
ini, mujtahid mempuyai peran besar untuk memahami 
makna-makna yang begitu banyak dari sebuah teks. Pada 
akhirnya, penggalian makna tersebut akan berguna untuk 
menjawab tantangan-tantangan hukum Islam yang dihadapi 
setelah wafatnya Nabi SAW sampai hari ini. 
  








MAKNA HUKUM ISLAM  
(HUKUM SYAR’I) 
 
A. Pengertian Hukum Islam 
Hukum Islam didefinisikan dengan khitab (titah) Allah 
SWT SWT yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, 
baik dalam bentuk tuntutan-tuntutan, pemberian alternatif 
untuk memilih antara mengerjakan dan tidak mengerjakan, 
dan ketentuan-ketentuan lain yang mendukung pelaksanaan 
tuntutan di atas (Khalaf 1972:96). 
Hukum Islam yang berkenaan dengan tuntutan dapat 
dibagi dua, yaitu tuntutan untuk mengerjakan dan tuntutan 
untuk meninggalkan. Jika tuntutan untuk mengerjakan itu 
datang dengan lafaz-lafaz yang tegas (thalaban jaziman) maka 
ia menghasilkan hukum wajib; jika tuntutan itu datang 
dengan lafaz-lafaz yang kurang tegas (ghair al-jazim), maka ia 
menghasilkan hukum mandub (sunat). Adapun tuntutan 
untuk meninggalkan sesuatu apabila datang dengan lafaz yang 
tegas, maka ia menghasilkan hukum haram, sebaliknya 
apabila penuntutan itu dengan lafaz yang kurang tegas, maka 
ia menghasilkan hukum makruh. Adapun tuntutan dengan 
pemberian alternatif antara mengerjakan dan tidak 
mengerjakan akan melahirkan hukum mubah. Hukum-
hukum inilah yang dikenal dengan hukum taklifi. 





Hukum-hukum taklifi di atas merupakan kesimpulan 
dari ulama Jumhur. Sedangkan ulama Hanafiyah 
membedakan pengaruh tuntutan dari dalil yang qath’i dan 
zhanni. Menurut mereka apabila tuntutan itu berasal dari dalil 
yang qath’i maka hukum yang dilahirkan adalah fardhu 
(Harun 1996:214-219), misalnya membaca ayat-ayat al-
Qur`an yang termudah dalam shalat. Sedangkan apabila 
tuntutan untuk mengerjakan sesuatu itu berasal dari dalil yang 
zhanni maka hukum yang dimunculkan adalah wajib. 
Misalnya tentang kewajiban membaca al-Fatihah dalam 
shalat. Hal ini karena dalil yang memerintahkan untuk itu 
berasal dari hadis ahad, dan kualitas hadis ahad adalah 
zhanni. Begitu juga dengan hukum wali dalam pernikahan 
yang hanya sebatas wajib, bukan fardhu karena didasarkan 
kepada hadis ahad. Kezhannian pada kedua persoalan ini 
tidak hanya berkenaan dengan ke-ahad-an hadisnya, tetapi 
hadis-hadis tersebut masih mungkin dipahami lebih dari satu 
makna.  
Begitu juga dengan tuntutan untuk meninggalkan 
sesuatu yang bagi ulama Jumhur hanya dikategorikan kepada 
haram dan makruh, namun bagi ulama Hanafiyah 
mengkategorikannya kepada tiga macam, yaitu haram, 
makruh tahrim, dan makruh tanzih. Tuntutan yang 
menghasilkan hukum haram apabila dasar huku yang 
digunakan bersifat qath’i, baik dari segi wurud maupun 
dilalahnya. Misalnya larangan melakukan pembunuhan, zina, 
dan sebagainya. Apabila tuntutan untuk melarang sesuatu itu 
muncul dengan dalil yang zhanni, maka akan melahirkan 
makruh tahrim dan makruh tanzih. Perbedaan keduanya, 
makruh tahrim adalah larangan dengan tegas dan jelas, tetapi 
dasar pelarangannya dengan dalil yang zhanni, sedangkan 





pada makruh tanzih larangan tersebut tidak tegas dan jelas, 
dan dalil yang melarangnya juga berkualitas zhanni. 
Hukum-hukum yang terkelompok kepada hukum 
taklifi itu dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Al-Ijab, yaitu tuntutan secara tegas, jelas, dan pasti untuk 
dilaksanakan oleh mukallaf, seperti perintah shalat. 
Perintah untuk melaksanakan shalat memakai lafaz amar 
(perintah). Ketegasan dan kepastian perintah itu 
diketahui dengan adanya ancaman dari Allah apabila 
sesorang tidak mau melakukannya, yaitu neraka. Apabila 
perintah ini dikaitkan dengan perbuatan mukallaf maka 
disebut al-wujub, sedangkan perbuatan yang dituntut itu 
dinamakan al-wajib. Oleh karena itu al-ijab menurut 
ulama ushul adalah khitab (titah) Allah itu sendiri, al-
wujub adalah akibat dari khitab tersebut, sedangkan al-
wajib merupakan nama bagi perbuatan yang dituntut dari 
khitab Allah tersebut. 
2. Al-Nadab, yaitu tuntutan untuk melakukan suatu 
perbuatan tetapi tidak tegas dan pasti, dan jika tidak 
dilaksanakan maka seseorang tidak akan mendapatkan 
hukuman. Dalam istilah Abdul Hamid Hakim tuntutan 
seperti ini diistilahkan dengan iqtidha` ghair al-jazim 
(Hakim [tth]:7). Perbuatan yang dituntut di sini 
dinamakan dengan mandub, sedangkan akibat dari 
perbuatan itu disebut nadab. Misalnya tentang perintah 
untuk menuliskan transaksi hutang piutang untuk jangka 
waktu tertentu. 
3. Al-Ibahah, yaitu khitab Allah yang mengandung sebuah 
pilihan bagi manusia mukallaf untuk melakukan atau 
tidak melakukannya. Kedua-dua aktifitas ini tidak akan 





mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan sanksi. 
Misalnya perintah untuk melakukan makan dan minum. 
4. Al-Kirahah, yaitu tuntutan untuk meninggalkan sesuatu 
perbuatan tetapi redaksi tuntutannya tidak mengandung 
kemestian dan tidak tegas. Seseorang yang masih juga 
melakukan perbuatan yang dilarang di sini tidak akan 
mendapatkan sanksi, tetapi akan diberikan penghargaan 
(pahala) apabila ia meninggalkannya. Misalnya tentang 
hukum thalaq. 
5. Al-Tahrim, yaitu khitab Allah yang berisi tuntutan 
untukmeninggalkan suatu perbuatan secara tegas dan 
jelas. Akibat dari tuntutan ini dinamakan al-hurmah, dan 
perbuatan yang dituntut disebut dengan al-haram, 
misalnya larangan membunuh orang lain tanpa alasan 
yang benar (al-haqq).     
Di samping hukum taklifi, juga terdapat hukum wadh’i 
yang berguna untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan 
hukum taklifi, artinya sebuah ketentuan yang menjadi sebab 
untuk shahnya sesuatu, menjadi rukun, menjadi syarat dalam 
melaksanakan suatu perbuatan, atau menjadi penghalang 
untuk terlaksananya suatu beban hukum, dan lain-lain 
(Khalaf:102). Secara keseluruhan bentuk-bentuk hukum 
wadh’i itu adalah al-sabab, al-rukn, al-syarth, al-mani’, al-rukhsah, 
al-‘azimah, sah, dan bathal. Untuk melaksanakan hukum taklifi 
harus terpenuhi hukum wadh’i-nya. Misalnya wajibnya shalat 
zuhur apabila al-sabab sudah ada, yaitu tergelincir matahari. 
Shalat itu baru sah apabila sudah terpenuhi syarat dan 
rukunnya, dan jika terjadi sebaliknya maka shalatnya batal. 
Seorang ahli waris dapat menerima warisan apabila tidak ada 
mani’ (penghalang) menerima warisan, dan sebagainya. Secara 
rinci dapat dituliskan sebagai berikut: 





a. Al-Sabab, yaitu sifat yang jelas dan dapat diukur dalam 
nash bahwa keberadaan sifat itu menjadi petunjuk 
adanya hukum syar’i. Adanya sebab akan membawa 
kepada konsekwensi adanya hukum, dan hilangnya 
sebab juga menyebabkan hilangnya hukum. Misalnya 
tergelincirnya matahari sebagai sebab wajibnya shalat 
zhuhur, atau terbenamnya matahari sebagai sebab 
wajibnya shalat maghrib. Di sini terlihat bahwa adanya 
hubungan yang saling terkait antara hukum wadh’i 
dengan hukum taklifi. Hukum taklifi tidak akan 
terwujud sebelum adanya hukum wadh’i. 
b. Al-Syarat, yaitu suatu ketentuan yang berada di luar dari 
materi hukum syar’i, tetapi keberadaan hukum syar’i 
tergantung pula kepada keberadaannya. Apabila al-syarat 
tidak ada, maka tidak terlaksana materi hukum syar’i. 
Misalnya baligh merupakan syarat untuk diwajibkannya 
shalat, nishab merupakan syarat untuk wajibnya zakat, 
kemampuan merupakan syarat untuk wajibnya haji, dan 
sebagainya. 
c. Al-Mani’, yaitu suatu sifat yang menyebabkan 
terhalangnya atau tidak terlaksananya sebuah ketentuan 
hukum. Misalnya haid menghalangi seseorang untuk 
shalat, membunuh menyebabkan terhalangnya seseorang 
menjadi ahli waris, punya istri 4 (empat) menyebabkan 
terhalangnya seseorang untuk menikah lagi, dan 
sebagainya. 
d. Al-Rukn, yaitu rangkaian perbuatan-perbuatan yang 
harus ada dan menjadi bagian utama dari perbuatan itu. 
Apabila rangkaian-rangkaian perbuatan itu dialksanakan 
secara utuh, menyebabkan shah-nya perbuatan itu, 
sedangkan apabila meninggalkan secara keseluruhan atau 





satu bagian dari al-rukn ini, maka perbuatan yang 
dilakukan tidak shah atau batal. Misalnya rukun shalat, 
rukun haji, rukun wudhu`, dan sebagainya. 
e. ‘Azimah, yaitu ketentuan asal dari sebuah hukum yang 
sudah digariskan sedemikian rupa dalam berbagai 
pembidangan hukum itu sendiri. Misalnya ketentuan asal 
dari shalat zhuhur itu 4 (empat) rakaat dan dikerjakan 
setelah tergelincir matahari. Atau seperti ketentuan asal 
dari memakan bangkai, darah, dan daging babi itu adalah 
haram. Ketentuan ini dimungkinkan mengalami 
perubahan karena sebab-sebab tertentu. 
f. Rukhshah, yaitu sebuah ketentuan yang berisi dispensasi 
kepada manusia untuk melakukan hal-hal yang 
sebelumnya harus dipenuhi. Dispensasi atau keringanan 
yang diberikan dalam melaksanakan hukum itu apabila 
terpenuhi syarat-syarat yang juga ditentukan oleh syara’. 
Misalnya dibolehkannya meringkas (qashar) shalat yang 
4 (empat) rakaat menjadi 2 (dua) rakaat apabila 
seseorang berada dalam perjalanan (musafir); 
dibolehkannya seseorang memakan bangkai (binatang 
yang mati bukan karena disembelih) apabila kondisi 
yang dialaminya sudah dalam keadaan terpaksa.  
Dari pembahasan di atas, baik penjelasan tentang 
hukum taklifi maupun hukum wadh’i dengan segala 
pembagiannya, maka inilah yang disebut hukum Islam, atau 
dalam bahasa lain dikenal dengan fiqh. Oleh karena itu kajian 
fiqh (hukum Islam) di satu sisi adalah untuk mendudukkan 
apakah suatu perbuatan itu wajib, mandub, mubah, makruh, 
dan haram, dan di sisi lain juga mendudukkan apakah sebab, 
syarat, rukun, dan mani’ dari suatu perbuatan, apakah 
perbuatannya sah atau batal, apakah seseorang dibolehkan 





mendapatkan keringanan atau justru tetap pada hukum yang 
ditentukan pada awalnya. Setidaknya kajian hukum Islam 
(fiqh) hanya berkisar seputar permasalahan tersebut, dan ini-
lah aktifitas yang dilakukan oleh mujtahid.  
  
B. Aliran-aliran Hukum Islam 
Dalam kajian hukum Islam terdapat dua aliran hukum 
yang sudah melahirkan teori hukum Islam, yaitu aliran 
mutakallimin dan aliran fuqaha`. Kedua aliran hukum itu 
akan dijelaskan sebagai berikut: 
1. Aliran Mutakallimin (Syafi’iyyah) 
Aliran ini, sebagaimana dinyatakan oleh Abu 
Zahrah, adalah aliran teoritis murni. Perumusan kaidah 
ushulnya tidak terpengaruh oleh detil-detil fiqh (furu’) 
mazhab manapun, dan juga didasarkan pada al-istidlal 
al-‘aqli (penalaran yang bersifat rasional), serta mem-
prioritaskan teori atas reaalita fiqh. 
Aliran ini dinamakan dengan aliran atau mazhab 
mutakallimin karena kebanyakan penulis ushul fiqh di 
kalangan ulama ini terdiri dari ulama-ulama yang ahli 
dalam bidang ilmu kalam (Sya’ban 1964:17).  Aliran 
mutakallimin ini juga disebut dengan aliran ushul 
Syafi’iyyah karena mereka adalah para pengikut metode 
yang ditempuh oleh al-Syafi’i dalam merumuskan teori 
ushul fiqhnya. 
Aliran ushul di atas mencakup karya-karya ushul 
fiqh yang ditulis oleh kalangan ulama Syafi’iyyah dan 
juga ditulis oleh ulama dari kalangan pengikut 
Malikiyyah, Hanabilah, Syi’ah Imamiyyah, Zaidiyyah, 
dan Ibadiyyah (Sulaiman 1983:88-89). Aliran ini juga 
begitu diminati oleh ulama ahli kalam dari kalangan 





Mu’tazilah dan Asy’ariyah. Hal ini disebabkan oleh 
factor-faktor kecenderungan rasional mereka yang 
relevan dengan metode teoritis dan penalaran. Dalam 
aliran inilah mereka dapat memuaskan dahaga ilmiah 
mereka, mendiskusikan, memperbaharui, mengembang-
kan, dan menyusun karya-karya di bidang ushul. 
Misalnya Qadhi Abdul Jabbar dari kalangan Mu’tazilah 
yang sekaligus merupakan ulama ushul fiqh beraliran 
mutakallimin (Syafi’iyyah). 
Dalam memformulasikan ilmu ushul fiqh, aliran 
mutakallimin lebih mencurahkan perhatian pada 
penguraian masalah-masalah, menetapkan ushul (kaidah-
kaidah), dan memposisikannya sebagai landasan yang 
bersifat teoritis. Hal ini tentunya disesuaikan dengan akal 
dan didukung oleh bukti-bukti, tanpa terpengaruh oleh 
kasus-kasus furu’ yang sudah mendapatkan jawaban 
hukum. 
Kaidah-kaidah yang didukung oleh akal dan 
argument-argumen itu dijadikan dan dibuat untuk 
menjadi pedoman dalam istinbath hukum. Sebaliknya 
jika suatu kaidah bertentangan dengan akal dan tidak 
didukung argument, maka hal seperti ini mereka tolak. 
Dalam aliran ini, kasus-kasus furu’ yang sudah dirinci 
dalam kitab-kitab fiqh hanya akan dilihat sekedar untuk 
memberikan contoh atau penjelasan. Oleh karena itu 
ushul fiqhnya betul-betul dapat digunakan sebagai alat 
uji kebenaran hasil ijtihad yang sudah ada, tanpa 
bertujuan menguatkan atau membatalkan praktek-
praktek mazhab atau aliran lainnya (Zahrah [tth]:18). 
 





Di sisi lain, dominasi ulama ilmu kalam dan 
perhatian mereka tertumpu kepada masalah-masalah 
teoritis tanpaknya berpengaruh terhadap kajian ushul 
fiqh mereka. Hal ini dapat dicermati dari kitab-kitab 
ushul fiqh mereka yang mempunyai karakter filosofis 
yang agak rumit dan belum tentu relevan dengan 
persoalan-persoalan baru yang dihadapi. Misalnya, dalam 
beberapa hal yang merupakan pembahasan kajian ilmu 
kalam terkesan berkaitan erat dengan ilmu ushul fiqh. 
Sehingga di dalamnya juga dibahas tentang ‘ishmah 
(keterpeliharaan dari dosa) bagi para Nabi sebelum misi 
kenabian dan sesudahnya, baik dan buruk, apakah dapat 
diketahui dengan penilaian akal semata atau keduanya 
diketahui hanya dengan wahyu dari Tuhan. 
Selain dari itu, aspek-aspek bahasa Arab juga 
mendominasi perumusan kaidah-kaidah ushul fiqh aliran 
ini. Hal ini disandarkan kepada indikasi-indikasi lafaz 
dan uslub-uslub (gaya bahasa) Arab. Al-Qarafi meng-
gambarkan bahwa syariat islam yang agung ini 
mencakup ushul dan furu’. Berkenaan dengan ushul fiqh 
yang secara umum terdiri dari kaidah-kaidah yang di-
deksi dari lafaz-lafaz yang berbahasa Arab, dan yang 
dikemukakan oleh bahasa Arab itu dapat berupa nasakh, 
tarjih, al-amr (perintah) untuk menunjukkan kewajiban, 
al-nahy (larangan) untuk menunjukkan keharaman, 
bentuk khusus untuk menunjukkan umum, dan sebagai-
nya. Tidak dikecualikan dari pola tersebut kedudukan 
qiyas sebagai dalil hukum (hujjah), khabar ahad dan 
sifat-sifat mujtahid. Adapun bagian ushul yang kedua 
adalah kaidah-kaidah fiqhiyyah kulliyyah yang cukup 
banyak jumlahnya (al-Qarafi [tth]:2). 





Kitab-kitan ushul fiqh yang ditulis oleh ulama 
dari kalangan mutakallimin cukup banyak, di antaranya 
menjadi kitab standar yang penting dalam khazanah ilmu 
ushul fiqh, seperti al-Mu’tamad fi Ushul al-Fiqh karya Abu 
Husein al-Bashri al-Mu’tazili, al-Burhan fi Ushul al-Fiqh 
karya Imam al-Haramain al-Juwaini, al-Mustashfa min ‘Ilm 
al-ushul, al-Mankhul minTa’liqat al-Ushul dan Syifa` al-Ghalil 
fi bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta’lil  yang 
merupakan karya Imam al-Ghazali. 
 
2. Aliran Fuqaha` (Hanafiyyah) 
Aliran ini dianut oleh ulama mazhab Hanafi, dan 
dinamakan aliran fuqaha` karena mereka membangun 
teori ushul fiqhnya banyak dipengaruhi oleh masalah 
furu’ (fiqh) mazhab Hanafi. Hal ini berarti mereka hanya 
membangun teori setelah menganalisis masalah-masalah 
furu’ dalam mazhab mereka sendiri. Dengan demikian 
mereka berusaha mengaitkan teori ushul fiqh secara 
lebih dekat kepada masalah-masalah fiqh. 
Apabila ulama Hanafi menemukan suatu prinsip 
yang tidak sesuai dengan prinsip fiqh yang telah mapan, 
maka mereka cenderung menyelaraskan teori agar 
pertentangan itu berakhir. Jika hal ini tidak mungkin 
dilakukan, maka dibuatlah pengecualian yang bisa 
mengkompromikan. Hal ini dilakukan agar seluruh 
kaidah bisa diaplikasikan. Dengan demikian seolah-olah 
mereka menetapkan kaidah-kaidah (teori ushulnya) di 
atas furu’ yang telah dibangun oleh para imam mereka 
(Hasaballah 1971:7). Penyebabnya dimungkinkan karena 
para imam mazhab ini tidak mewariskan koleksi kaidah-
kaidah yang terkodifikasikan kepada generasi selanjut-





nya, sebagaimana yang dilakukan oleh al-Syafi’i yang 
mewariskan hal demikian kepada muridnya (Sya’ban 
1964:17). 
Kondisi di atas memaksa mereka untuk 
menganalisa kembali hasil ijtihad ulama mazhabnya agar 
dapat disimpulkan suatu kaidah yang dapat memperkuat 
furu’ yang diriwayatkan dari imam mazhabnya. Jika 
diperlukan, suatu kaidah dapat diubah agar tetap relevan 
dan tidak bertentangan dengan prinsip fiqh dalam 
mazhab mereka. Misalnya, mereka menyatakan bahwa 
suatu lafaz tidak dapat diberlakukan menurut makna 
hakikatnya dan majaznya sekaligus, dan lafaz musytarak 
tidak dipakai kecuali untuk menunjuk satu makna saja, 
seperti pendapat fiqh mereka yang mengharamkan 
menikahi wanita yang telah berzina dengan ayahnya 
berdasarkan firman Allah SWT SWT dalam QS al-Nisa` 
ayat 22 (dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang 
telah dikawini oleh ayahmu…).  
Hal ini terjadi karena mereka memaknai lafaz 
nikah dalam ayat tersebut dengan watha` (per-
setubuhan), padahal berdasarkan ayat itu pula mereka 
mengharamkan pernikahan dengan wanita mantan istri 
ayahnya. Hal ini terjadi karena mereka memaknai lafaz 
nikah secara majazi yang berarti aqad. Sedangkan lafaz 
nikah mempunyai dua makna sekaligus, yaitu aqad dan 
watha`. Oleh karena itu mereka menyesuaikan kaidah 
ushul fiqhnya dengan menyatakan bahwa tidak ada 
penghalang untuk memakai lafaz tertentu menurut arti 
hakikatnya dan majaznya sekaligus, atau menurut kedua 
makna yang dikandungnya apabila didahului oleh al-nafi, 
sebagaimana ayat di atas (Hasaballah 1971:7). 





Kitab-kitab ushul fiqh yang dikarang oleh ulama 
dari aliran fuqaha` ini cukup banyak, di antaranya kitab-
kitab yang standar seperti Ushul al-Jashas karya Abu 
Bakar al-Jashah, Taqwim al-Adillah karya Ubaidillah bin 
Umar Abu Zaid al-Dabusi, Kanzu al-Wushul ila Ma’rifat 
al-ushul karya al-Bazdawi, Kasyf al-Asrar ‘an Ushul Fakhr 
al-Islam al-Bazdawi karya Ala` al-Din Abd al-‘Aziz al-
Bukhari, dan Ushul al-Sarakhsi karya al-Sarakhsi. 
Di samping pembagian aliran sebagaimana 
disebutkan di atas, di sisi lain aliran hukum Islam ini juga 
terbagi ke dalam dua madrasah besar dengan ke-
cenderungan berpikir yang berbeda, yaitu madrasah ahl 
al-hadis dan madrasah ahl al-ra`y. Kedua aliran ini sudah 
muncul secara jelas sejak masa tabi’in dan ikut 
mempengaruhi cara berpikir kedua aliran, mutakallimin 
dan fuqaha`. Lahirnya dua aliran yang berbeda ini di-
pengaruhi oleh faktor sosial budaya yang mempunyai 
karakteristik serta teori yang berbeda pula, meskipun 
sama-sama berpegang kepada al-Qur`an dan al-sunnah 
sebagai sumber utama. Kedua aliran ini muncul 
semenjak masa kekhalifahan Usman bin Affan yang 
membolehkan para sahabat untuk menyebar ke berbagai 
daerah. Pada masing-masing daerah mereka menghadapi 
persoalan-persoalan yang berbeda, tradisi dan prilaku 
masyarakat masing-masing daerah. Sebagian mereka 
berhadapan dengan peradaban lain dengan segala 
macam problematianya, sedang yang hidup di tengah 
masyarakat yang masih sangat sederhana. Di samping itu 
pergolakan-pergolakan politik sejak terbunuhnya Usman 
yang semakin melebar dan meruncing ketika konfrontasi 





politik antara Ali dan Mu’awiyah yang melahirkan 
beberapa golongan dan sekte-sekte.  
Oleh karena itu faktor politik maupun non-politik 
ikut andil dalam menumbuhkan dan berkembangnya 
kedua aliran hukum ini. Perpecahan umat Islam 
disebabkan berbeda pendirian mengenai siapa yang 
berhak menduduki jabatan khalifah mengakibatkan 
umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok; Syi’ah, 
Khawarij dan Jumhur. Masing-masing kelompok ini 
mempunyai pimpinan yang dipercaya dalam masalah-
masalah fiqh sehingga tidak mempercayai lagi ulama-
ulama di luar golongan mereka. Sikap yang demikian 
mengakibatkan sulitnya mengadakan permusyawaratan 
sehingga tidak memungkinkan terjadinya ijmak. 
Pergolakan politik merupakan salah satu faktor 
yang mempengaruhi kelahiran khilafiyah dalam bidang 
fiqh karena mereka berbeda prinsip, seperti Khawarij 
berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar 
adalah kufr  termasuk di dalamnya Ali dan para 
pengikutnya. Selain itu Khawarij juga berpendapat 
bahwa kepemimpinan itu untuk umat, dan umat berhak 
memilih dan memecatnya. Berbeda dengan Syi’ah yang 
tidak mau menerima hadis yang tidak diriwayatkan oleh 
ulama-ulama mereka sendiri, meskipun sama-sama 
menerima hadis sebagai sumber hukum. Mereka juga 
berpendapat bahwa ijmak dan qiyas bukan merupakan 
sumber hukum dalam Islam, sebab ijmak berarti 
kesepakatan seluruh mujtahid. Demikian pula qiyas 
karena hukum hanya dpat diambil dari al-Qur`an, al-
sunnah dan pendapat para imam yang maksum. Oleh 
karena itu keduanya disebut sebagai golongan ekstrim, 





di samping ada juga golongan moderat yaitu kelompok 
Jumhur yang menerima hadis shahih tanpa memandang 
dari golongan mana para perawinya. 
Perkembangan fiqh pada masa ini selain 
dipengaruhi oleh situasi politik juga dipengaruhi oleh 
kondisi non politis, yaitu telah tersebarnya para sahabat 
di berbagai tempat seperti ke Bashrah, Kufah, Mesir dan 
Syam. Tersebarnya para sahabat ke berbagai daerah ini 
telah terjadi sejak masa Usman bin Affan yang meng-
izinkan para sahabat untuk meninggalkan Madinah. Di 
daerah-daerah mereka mengajarkan agama kepada 
masyarakat setempat yang mana masyarakatnya berbeda 
dengan masyarakat yang pernah mereka hadapi, baik 
kondisi sosial budaya maupun peradaban dan 
perekonomiannya. Di samping itu terdapat perbedaan 
kapasitas pemahaman para fuqaha` dalam meng-
antisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul, 
kemudian berakibat meluasnya ikhtilaf di kalangan 
tabi’in (al-Jauziyah 1955:255-256). Pada periode ini ada 
beberapa perkembangan baru yang membedakan 
perkembangan fiqh antara periode ini dengan periode 
sebelumnya. Perkembangan-perkembangan baru itu 
adalah meluasnya ruang ikhtilaf dan penggunaan rasio. 
Antara ahl al-hadis di Hijaz dan ahl al-ra`yu di 
Kufah sering terjadi perbedaan pendapat yang me-
rupakan akibat dari ilmu, pengalaman, situasi dan 
kondisi yang mengitari mereka. Tidak kalah pentingnya 
dari semua itu adalah pengaruh dari guru-guru mereka 
masing-masing, sehingga dapat dilihat bahwa fuqaha` 
Hijaz cenderung mengikuti Ibn Umar yang tekstualis, 
sedangkan fuqaha` ahl Kufah terimbas oleh keagungan 





pemikiran Ibn Mas’ud dan Ali bin Abi Thalib yang 
rasional. Akan tetapi kedua madrasah ini telah 
mewariskan banyak hal kepada generasi selanjutnya, di 
antaranya metode/manhaj yang ditempuh dalam 
menetapkan suatu hukum. 
Masing-masing aliran, baik aliran mutakallimin, 
fuqaha`, madrasah ahl al-hadis dan madrasah ahl al-ra`y, 
secara realita sama-sama tumbuh dan berkembang 
dalam blantika istinbat hukum Islam. Aliran-aliran ini 
perlu dipahami untuk memposisikan diri dan 
menkomparasikan suatu ijtihad yang berbeda, karena 
pada dasarnya setiap ijtihad yang muncul dewasa ini 
didasarkan kepada model berpikir yang diwarisi dari 
ulama-ulama sebelumnya. 
Pemikiran hukum dalam setiap mazhab 
dilahirkan atas dasar pemahaman para mujtahidnya 
terhadap nash al-Qur`an dan Sunnah. Sebagaimana 
dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk memahami suatu 
nash diperlukan akal, dan kekuatan pemahaman akal itu 
relatif. Oleh karena itu tidak satu pun dari pemikiran 
hukum mazhab-mazhab itu yang absolut. Atas dasar 
pemikiran ini keberadaan mazhab dalam hukum Islam 
tidak bisa dibedakan dalam hal diterima atau tidak. Yang 
menjadi kajian terhadapnya [sekaligus yang mem-
bedakannya satu sama lain] hanya dilakukan seputar 
metodologi yang ditempuh, kekuatan dalil yang 
dipergunakan, kekuatan analisa dalil, dan kesesuainnya 
dengan konteks kekinian. Para peneliti hukum Islam 
zekaranglah yang melihat dan menyesuaikan pemikiran 
mazhab tertentu dengan konteks yang dihadapinya, 





sekali lagi untuk mewujudkan kemaslahatan di 
zamannya. 
Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah SAW sarat 
dengan interpretasi dalam rangka memahaminya. 
Berbedanya ilmu dan kedalaman penguasaan bahasa 
seorang mujtahid sering membuat interpretasi mereka 
terhadap suatu ayat atau hadis Nabi SAW berbeda pula. 
Secara umum dapat dikatakan bahwa perbedaan itu 
disebabkan oleh dua hal; pertama karena nash itu 
sendiri. Misalnya kata-kata quru` dalam al-Qur`an yang 
dipahami berbeda oleh ulama fiqh, yaitu suci dan haid. 
Kedua; dilihat dari pribadi mujtahid itu sendiri yang 
meliputi berbedanya tingkat keilmuan mereka, 
berbedaanya hadis yang mereka terima, berbedanya 
penilaian mereka terhadap suatu hadis, dan berbedanya 
situasi dan kondisi yang mereka alami. 
Penyebab di atas pada akhirnya melahirkan 
mazhab-mazhab hukum Islam dengan metodenya 
masing-masing, yang pada intinya adalah untuk 
memahami dan menerapkan hukum Islam sesuai 
dengan tujuan hukum itu sendiri, mewujudkan 
kemaslahatan. 
  








PRINSIP DAN KAIDAH-KAIDAH HUKUM 
ISLAM DALAM MEWUJUDKAN PEMIKIRAN 
FILOSOFIS HUKUM ISLAM 
 
A. Pendahuluan 
Sebagai bagian dari proses menemukan kebenaran 
ilmiah, kajian filsafat hukum Islam tentunya mengedepankan 
aspek ontologis, epistimelogis dan aksiologis. Hal ini 
dimaksudkan agar penemuan yang dihasilkan oleh filsafat 
hukum Islam dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 
sebagaimana filsafat itu sendiri, dan lebih jauh bertujuan 
untuk menghasilkan motivasi dalam menjalankan perintah 
agama yang notabene berisi kemaslahatan dunia dan akhirat 
sebagai tujuan akhir. Oleh karenanya seluruh aspek yang 
mengilhami lahirnya sebuah keputusan hukum [baca fiqh] 
mesti ditinjau dari seluruh aspeknya, baik dasar, proses, dan 
tujuan, dan hal-hal lain yang melingkupinya. 
Salah satu aspek yang harus dipahami dalam 
pembentukan hukum Islam itu adalah mengetahui prinsip 
dasar hukum Islam dan kaidah-kaidah yang dipergunakan 
dalam menghasilkan keputusan hukum. Kajian ini begitu 
penting mengingat hukum Islam berbeda dengan hukum-
hukum lainnya. Sebagai bagian dari proses berfilsafat atau 
hikmah dalam bahasa lainnya, pengetahuan terhadap prinsip 
dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum Islam akan 





mengantarkan seseorang mengenal hukum Islam secara utuh, 
di samping pengkajian lainnya berupa dasar-dasar hukum 
Islam, tujuan hukum Islam (maqashid al-syari’ah) dan lain 
sebagainya. Dalam hal ini penulis tidak akan mengupas 
semuanya, akan tetapi mencoba melihat dari dua aspek, yaitu 
prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum Islam. Yang 
menjadi pertanyaan dalam tulisan ini adalah bagaimana 
prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang dipakai dalam 
merumuskan hukum Islam, dan tujuan apa yang hendak 
dicapai dengan menerapkan kedua aspek tersebut.   
 
B. Prinsip-prinsip Hukum Islam 
1. Memelihara Kemaslahatan 
Maslahah merupakan sesuatu yang harus 
dipelihara dalam syari’at Islam. Maslahah itu akan 
tercapai dengan memelihara tujuan syara’ yang 
terhimpun dalam lima kepentingan, yaitu dharuriyah, 
hajiyah dan kamaliyah (Beik 1998:298; Hasaballah 
1971:296-299). Dharuriyah adalah segala sesuatu yang 
harus ada untuk menjamin kemaslahatan hidup di dunia 
maupun di akhirat. Yang termasuk kategori dharuriyah 
adalahmemelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan 
memelihara akal [atau biasa juga dikenal dengan 
dharuriyah al-khams]. Hajiyat adalah segala seuatu yang 
diperlukan untuk menolak kemudaratan menurut 
kebiasaannya dapat menimbulkan kesulitan dan 
kesusahan untuk memenuhi tuntutan, seperti rukhsah 
dalam bidang ibadah, jual beli salam dalam bidang 
muamalah, membayar diyat (denda) bagi pembunuhan 
tidak sengaja ataupun telah sengaja yang telah 
dimaafkan oleh keluarga korban. Tahsiniyah (kamaliyah) 





adalah mengambil sesuatu hal yang dianggap baik 
menurut adat dan menjauhi sesuatu yang dianggap keji 
(buruk) dengan pertimbangan akal sehat, dengan istilah 
lain adalah akhlak yang baik dan terpuji dalam 
pandangan akal sehat. Contohnya adalah keharusan 
membersihkan pakaian, tempat dan badan ketika 
hendak shalat, serta berharum-haruman dalam ibadah. 
Dalam bidang adat seperti tatakrama makan dan 
minum. Dalam bidang muamalah seperti larangan 
menjual najis, dan dalam bidang jinayah seperti larangan 
membunuh wanita dan anak-anak dalam peperangan 
(al-Syathibi [tth]:4-15). 
Tiga macam kemaslahatan yang harus dipelihara 
itu tersimpul dalam sebuah kaidah: 
 رضلا عفدو عفنلا بلجمهنع ر (al-Syathibi [tth]:2)   
“Perolehan manfaat dan penolakan terhadap kesulitan dari 
mereka (manusia)”. 
 
Dalam pelaksanaannya, keberadaan maslahah itu 
juga dapat dibedakan kepada tiga macam, yaitu 
maslahah mu’tabarah, maslahah mursalah dan maslahah 
mulghah (Harun 1996:117-119). Maslahah mu’tabarah 
adalah kemaslahatan yang didukung oleh syara’ (nash). 
Misalnya seorang pencuri yang dikenakan hukuman 
harus mengembalikan barang yang dicurinya kepada 
pemiliknya apabila masih utuh, atau mengganti dengan 
yang sama nilainya apabila barang itu telah habis/rusak. 
Jika dihubungkan dengan kemaslahatan, maka maslahah 
ini didukung oleh nash (syara’) sebagaimana hadis Nabi 
SAW yang berbunyi: 





هيدؤت تىح تذخاام ديلا ىلع 
“Wajib bagi seseorang yang mengambil [barang orang lain tanpa 
izin] untuk mengembalikannya”. (HR. Ahmad ibn Hanbal, 
Abu Daud, al-Tirmidzi, al-Nasa`i, dan Ibn Majah). 
 
Maslahah mulghah yaitu kemaslahatan yang 
ditolak oleh syara’ karena bertentangan dengan nash 
(Sya’ban 1964:148). Misalnya kasus salah seorang 
pembesar Andalus (Spanyol) yang bersetubuh dengan 
istrinya pada siang hari bulan Ramadhan. Yahya al-Laits, 
mufti dan faqih kerajaan, memberi fatwa dan 
menetapkan bahwa untuk pejabat tersebut dikenakan 
sanksi kafarat puasa dua bulan berturut-turut dengan 
pemikiran agar dengan kafarat yang begitu berat akan 
membuat sang pejabat jera. Inilah kemaslahatan 
menurut Yahya al-Laits. Akan tetapi di dalam nash 
sudah ada aturan hukum yang mengatur dan 
dilaksanakan secara berurutan (memerdekakan budak, 
puasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan 60 
orang miskin). Apabila dilakukan kafarat memerdekakan 
budak, maka bagi orang kaya seperti pejabat tersebut 
tidak akan mempengaruhi sikapnya karena bisa 
memerdekakan budaj berapa pun banyaknya. Oleh 
karena itu yang maslahat menurut Yahya al-Laits adalah 
berpuasa. Akan tetapi mendahulukan puasa sekalipun 
mengandung maslahat, bertentangan dengan nash. Oleh 









Sedangkan maslahah al-mursalah adalah 
kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh 
nash dan tidak pula ditolak (Sya’ban 1964:149). Sesuai 
dengan namanya, al-mursal (lepas), berarti bebas dari 
dalil pengakuan dan penolakan, namun di dalamnya 
terdapat unsur maslahat yang ingin dicapai dalam rangka 
merealisasikan tujuan syara’.  
Contoh yang sering dikemukakan untuk 
maslahah al-mursalah ini di antaranya tentang 
pengumpulan al-Qur`an pada masa Abu Bakar. Seperti 
diketahui bahwa pengumpulan al-Qur`an tersebut tidak 
ditemukan satu dalil pun yang menyuruhnya, akan tetapi 
dengan adanya perbuatan itu sangat jelas ada kaitannya 
dengan kemaslahatan umat Islam. Begitu juga dengan 
keputusan Umar bin Khatab yang membangun penjara 
yang juga untuk merealisasikan kemaslahatan di tengah-
tengah umat. 
Dari keterangan di atas, yang dapat dipahami 
adalah bahwa Islam menghendaki kemaslahatan, dan hal 
itu merupakan prinsip dasar yang harus diwujudkan 
dalam suasana dan situasi apapun. 
 
2. Meniadakan kepicikan dan Tidak Memberatkan  
(جرلحا مدع) 
Tabiat manusia tidak menyukai beban yang 
membatasi kemerdekaannya dan manusia senantiasa 
memperhatikan beban hukum dengan sangat hati-hati. 
Manusia tidak akan tertarik dengan sesuatu perintah 
ataupun larangan (peraturan) kecuali peraturan itu tidak 
memberatkan baginya, dan hal itu merupakan fitrah 
manusia. Berbeda dengan agama lainnya, Islam 





menghadapkan pembicaraannya kepada akal, itulah 
sebabnya akal perlu dipelihara. Dan agama Islam itu 
memang untuk orang yang mempunyai akal. Oleh 
karena itu syariat Islam menyesuaikan peraturannya 
dengan fitrah akal manusia, yaitu rasional dan 
memudahkan serta tidak menyulitkan untuk 
dilaksanakan. Hal ini terlihat dari sabda Rasul SAW: 
رارضلاو ررضلا 
“Tidak boleh memudaratkan orang dan tidak boleh 
dimudaratkan orang”. (HR. al-Thabrani) 
رسي نيدلا 
“Agama itu mudah”. (HR. Bukhari dan al-Nasa`i). 
اورسعتلاو اورسي 
“Mudahkanlah dan jangan kamu menyukarkan”. 
 
Di dalam al-Qur`an juga ditemukan ayat yang 
secara lugas menyatakan bahwa beban kewajiban bagi 
manusia tidak pernah bersifat memberatkan, di 
antaranya adalah sebagai berikut: 
            
“Allah tidak memberati manusia kecuali sekedar 
kemampuannya”. (QS. Al-Baqarah: 286) 
                 
“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak 
menghendaki kesulitan” (QS. Al-Baqarah: 185). 





                  
 “Allah tidak menghendaki menjadikan sesuatu kesempitan 
bagimu”. (QS. Al-Maidah: 6) 
 
Praktek kemudahan yang diberikan Islam bisa 
kita temui dalam berbagai kasus yang telah dijelaskan 
oleh al-Qur`an, seperti pemberian rukhsah bagi orang 
yang kesulitan ketika bulan Ramadhan. Bagi orang yang 
sakit dan dalam perjalanan diberikan keringanan untuk 
meninggalkan puasa dengan syarat diqadha` kembali 
setelah Ramadhan berlalu. Demikian juga keringanan 
yang diberikan Nabi SAW kepada seorang Arab Badwi 
yang telah menggauli istrinya pada siang hari bulan 
Ramadhan. Pada awalnya dia harus memerdekakan 
budak, puasa dua bulan berturut-turut dan memberi 
makan 60 orang miskin. Akan tetapi melihat kondisinya 
yang miskin dan sering berpuasa (karena kemiskinan-
nya), Nabi SAW memberikan kurma kepadanya untuk 
dimakannya bersama-sama keluarganya (al-Naisaburi 
[tth]:450). Hal ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak 
pernah memberikan kesulitan kepada pemeluknya. 
Di lain pihak, kita juga mengenal adanya istilah 
dharurah, yaitu jika terganggunya hal-hal yang 
berkenaan dengan dharuriyah al-khamsah. Dalam 
kondisi dharurah itu, maka sesuatu yang pada awalnya 
dilarang menjadi dibolehkan. Sesuai dengan kaedah: 
تاروظلمحا حيبت ةرورضلا 
“Hal-hal yang bersifat dharurah membolehkan sesuatu [yang 
pada awalnya] terlarang”. 





Kadang-kadang hal-hal yang pada awalnya hanya 
bersifat hajiyah, pada suatu saat juga bisa menempati 
tempat dharurah, sebagaimana kaedah mengatakan: 
ةرورضلا ةلزنم لزنت ةجالحا 
“Posisi hajiyah dapat menempati tempat dharurah”. 
 
Sebagai contoh sederhana dapat dikemukakan di 
sini tentang jual beli pesanan yang secara jelas 
bertentangan dengan ketentuan jual beli. Dalam jual 
beli, benda yang dijual sudah harus ada terlebih dahulu 
baru kemudian diadakan akad. Artinya terlarang 
melakukan transaksi jual beli tanpa ada barang terlebih 
dahulu. Tapi karena sesuatu hal yang menyulitkan, maka 
jual beli ini dibolehkan. Begitu juga dengan pemakaian 
sandal di mesjid untuk berwudhuk. Pada asalnya 
memakai sandal orang lain itu terlarang tanpa ada izin 
dari orang yang mempunyainya. Tapi karena prosedur 
izin itu kadang menyulitkan, maka memakai sandal itu 
jadi dibolehkan. 
Begitulah syariat Islam yang begitu memberi 
kemudahan. Dengan adanya kemudahan ini diharapkan 
umat Islam tidak beralasan lagi untuk tidak 
melaksanakan ketentuan-ketantuan yang digariskan 
dalam agamanya. 
 
3. Menyedikitkan beban (فيلاكتلا ليلقت) 
Jika diperhatikan ayat-ayat al-Qur`an dan juga 
hadis-hadis Nabi SAW, maka hanya sedikit 
pembebanan (taklif) yang diberikan kepada manusia. 
Menurut perkiraan ahli-ahli agama, hanya kurang lebih 





500 ayat dari seluruh ayat al-Qur`an, atau hanya 8% 
yang mengandung ketentuan-ketentuan tentang iman, 
ibadah dan hidup kemasyarakatan. Ayat-ayat mengenai 
ibadah berjumlah 140, dan mengenai kemasyarakatan 
228 ayat. Perincian ini dapat ditemukan dalam kitab 
Ushul al-Fiqh karangan Abd al-Wahab Khalafi (Khalaf 
1978:32-33). Lebih lengkapnya ayat-ayat tentang hidup 
kekeluargaan, perkawinan, perceraian, hak waris dan 
sebagainya berjumlah 70 ayat. Perdagangan, gadai, 
perekonomian, jual beli, sewa-menyewa, pinjam me-
minjam, perseroan, kontrak dan sebagainya 70 ayat. 
Hal-hal yang berkenaan dengan pidana 30 ayat, 25 ayat 
tentang hubungan muslim dengan non muslim, 13 ayat 
tentang peradilan, 10 ayat tentang hubungan orang kaya 
dan orang miskin, dan terakhir 10 ayat masalah 
ketatanegaraan.  
Dengan adanya sedikit beban seperti itu, Nabi 
SAW melarang sahabatnya untuk banyak bertanya 
tentang hukum yang belum ada yang natinya akan 
memberatkan mereka sendiri. Nabi SAW justru meng-
anjurkan agar mereka memetik dari kaedah-kaedah 
umum. Sebagaimana diketahui, bahwa ayat-ayat tentang 
hukum itu sedikit, dari yang sedikit itu justru 
memberikan lapangan yang luas bagi manusia untuk 
berijtihad. Hal itu menunjukkan bahwa hukum Islam itu 
tidak kaku, statis, dan berat bagi manusia. 
Di dalam al-Qur`an juga ditemui adanya larangan 
memperbanyak bertanya, sebagaimana terdapat dalam 
surat al-Maidah ayat 101: 
 





                         
                      
     
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya-tanya 
tentang sesuatu yang belum diterangkan kepadamu, [sebab] jika 
diterangkan hanya akan membuatmu susah. Tetapi kalau kamu 
tanyakan [tentang ayat-ayat itu] pada waktu turunnya al-
Qur`an, akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu 
dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-
Maidah: 5). 
 
Kesulitan yang ditimbulkan dengan 
memperbanyak bertanya itu juga telah dicontohkan 
secara panjang lebar oleh Allah dalam surat al-Baqarah 
ketika mengisahkan peristiwa pembunuhan yang terjadi 
pada umat Nabi Musa a.s. Demikian juga ketika Nabi 
ditanya tentang kewajiban ibadah haji, “Apakah haji itu 
wajib dilaksanakan setiap tahun?” Nabi SAW 
menjawab, “Jika aku jawab “ya”, maka juga akan 
menjadi kewajiban bagiku, karena itu biarkan saja 
selama aku meninggalkannya. Sungguh telah rusak 
kaum-kaum sebelum kamu yang banyak bertanya dan 
perselisihan mengenai nabi-nabi mereka”. 
Dengan demikian terlihat bahwa hanya sedikit 
beban hukum (taklif) dalam Islam. Tentunya secara 
logis umat Islam mampu melaksanakannya dengan baik 
dan bersungguh-sungguh. 





4. Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum (جردت) 
Struktur sosial kemasyarakatan, tradisi atau adat 
kebiasaan masyarakat selalu berbeda-beda di setiap 
tempat. Tradisi atau adat kebiasaan merupakan sesuatu 
yang telah melembaga dan dilaksanakan dengan penuh 
kesadaran oleh masyarakat tersebut. Barangkali tidak 
menimbulkan persoalan jika tradisi yang berlaku itu 
adalah tradisi yang baik, sebab Islam juga mengakui 
tradisi dalam bentuk ini. Akan tetapi merupakan sesuatu 
yang sangat membahayakan jika tradisi yang berlaku itu 
adalah sesuatu yang pada prinsipnya bertentangan 
dengan nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan agama. 
Tentu saja tradisi bentuk kedua ini perlu untuk 
dihapuskan atau minimal dimasukkan nilai-nilai 
keislaman. 
Masyarakat Arab memiliki tradisi buruk sebelum 
masuknya Islam. Minum-minuman keras dan berjudi 
adalah tradisi yang sangat menyenangkan bagi mereka, 
dan hal itu sudah berurat berakar dalam kehidupan 
mereka. Ketika Islam datang, Islam tidak langsung 
membumihanguskan kebiasaan itu, tapi berusaha 
bersikap kompromis dengan cara berangsur-angsur 
memberantasnya. Suatu masyarakat yang tingkat 
inteletualnya masih rendah akan menentang apabila ada 
sesuatu yang baru atau sesuatu yang datang kemudian 
dalam kehidupannya, lebih-lebih apabila sesuatu yang 
baru itu bertentangan dengan tradisi yang ada. Dengan 
adanya prinsip tadarruj ini, hukum yang diturunkan 
lebih menenangkan jiwa dan lebih mendorong untuk 
ditaati dengan sadar dan penuh kerelaan. Prinsip 
tadarruj sebagaimana yang dikemukakan di atas 





diabadikan oleh Allah SWT dalam rangka 
mengharamkan khamar yang terdapat dalam al-Qur`an 
sebagai berikut: 
                   
                       
                     
     
“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, 
katakanlah [hai Muhammad] pada keduanya terdapat dosa 
yang besar dan juga manfaat untuk manusia, tetapi dosanya 
lebih besar daripada manfaatnya”. (QS. Al-Baqarah:219) 
 
Dari ayat ini terlihat bahwa Allah mengisyaratkan 
bahwa khamar dan judi itu ada dosa dan manfaatnya, 
tapi dosa [bahaya]nya lebih besar dari manfaat yang 
diharapkan darinya. Ayat ini baru berupa berita dan 
belum merupakan titah yang harus ditaati. Tapi 
isyaratnya sebenarnya menunjukkan bahwa sebaiknya 
khamar dan judi itu dijauhi. Ketika orang sudah bisa 
membaca isyarat ini, maka barulah turun firman Allah 
selanjutnya: 
                      
         
 





“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu shalat 
sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti 
apa yang kamu ucapkan. (QS. Al-Nisa`; 43). 
 
                       
                 
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, 
[berkorban untuk] berhala, mengundi nasib dengan panah, 
adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaithan, maka 
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90). 
 
Ayat ini merupakan larangan tegas terhadap 
perbuatan-perbuatan yang tersebut di atas. Hal ini 
karena masyarakat sudah diberi sinyal sebelumnya dan 
mereka sepertinya sudah sadar dengan perbuatan-
perbuatan tercela tersebut, sehingga Umar bin Khatab 
mengatakan –di saat ayat ini turun- “انيهتنا انيهتنا” (kami 
berhenti, kami berhenti). 
 
5. Menegakkan keadilan 
Keadilan adalah dambaan semua umat manusia. 
Mereka semua ingin diperlakukan adil oleh agama dan 
juga penguasanya. Dalam hal ini Islam datang sebagai 
agama yang tidak memihak kepada golongan tertentu, 
akan tetapi menentukan bahwa semua orang sama 
kedudukannya di sisi Tuhan dan hukum. Hal ini dapat 
dilihat dalam pernyataan Nabi SAW ketika menetapkan 
hukum bagi seorang pencuri, beliau bersabda: 





هيف قرس اذا اوناك منهأ مكلبق نم نيذلا كلهأ انما فيرشلا م
 ىسفن يذلاو دلحا هيلع ماقا فيعضلا مهيف قرس اذاو هوكرت
اهدي تعطقل تقرس دممح تنب ةمطاف تناك ول هديب 
“Sesungguhnya kebinasaan kaum sebelummu adalah [perbedaan 
perlakuan mereka] jika yang mencuri itu orang-orang mulia 
[pembesar, pejabat, dsb], mereka biarkan saja, sedangkan jika 
si lemah [miskin] yang mencuri maka mereka akan 
menegakkan hukum. Demi Allah, yang diriku berada dalam 
tangan-Nya, seandainya Fathimah binti Muhammad yang 
mencuri, akan aku laksanakan atasnya hukum potong tangan”. 
 
Keadilan yang dimaksud di atas bukan hanya 
diperuntukkan bagi sesama muslim, tetapi juga bagi 
non-muslim. Tidak ada alasan bagi seorang muslim 
untuk tidak berlaku adil pada seseorang walaupun pada 
hakikatnya seseorang itu berhak untuk dibenci atau 
bahkan membenci Islam. Hal ini tergambar dalam 
firman Allah berikut: 
                   
                        
“Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong 
kamu untuk tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku 
adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa”. 
(QS. Al-Maidah: 8). 
 
 





Contoh‎yang paling populer dalam hal ini adalah 
keadilan khalifah Umar bin Khatab dalam mengatasi 
sepak terjang gubernur Mesir, Amr bin ‘Ash. Gubernur 
yang sedang bersemangat menata kota dan membangun 
mesjid berbuat khilaf telah mengusir seorang Yahudi 
dari tanahnya karena tanah tersebut akan dipakai untuk 
pembangunan. Orang Yahudi itu mengadukan 
permasalahannya kepada khalifah Umar di Madinah. 
Umar mengingatkan gubernurnya akan prinsip 
keaadilan dalam Islam dengan cara mengirim sebuah 
tulang yang digaris lurus dengan pedangnya. Akhirnya 
gubernur Mesir sadar akan kekhilafannya dan 
mengembalikan tanah Yahudi tersebut. Hal ini 
menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang adil dan 
berusaha menegakkan keadilan walaupun kepada siapa 
saja.  
 
C. Kaidah-kaidah Hukum Islam 
Dalam tulisan ini kajian tentang kaidah-kaidah hukum 
Islam difokuskan kepada kaidah asasiyah adalah kaidah yang 
mendasari semua kaidah yang ada di bawahnya, kepadanya 
dikembalikan semua bentuk kaidah dalam menghasilkan 
hukum-hukum fiqh. Akan tetapi terdapat perbedaan di 
kalangan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang jumlah 
kaidah asasiyah ini. Menurut ulama Hanafiyah kaidah asasi ini 
ada enam, yaitu: ةينلاب لاإ باوث لا ,اهدصاقمب روملأا , لازيلا نيقيلا
كشلاب ,ريسيتلا بلجت ةقشملا ,لازي ررضلا ,ةمكحم ةداعلا .  . Sedangkan 
menurut ulama Syafi'iyah kaidah asasi itu hanya lima, yaitu 
kaidah yang disebutkan di atas selain dari ةينلاب لاإ باوث لا. 
Kaidah yang disebutkan terakhir ini dimasukkan dalam 
bagian (cabang) dari kaidah . اهدصاقمب روملأا  (ibn Nujaim 





1968:6; al-Suyuthi 1987:86). Terlepas dari perbedaan jumlah 
ini dan tanpa mengecilkan pendapat yang lain, penulis akan 
mengambil dan menjelaskannya sesuai dengan pendapat 
ulama Syafi'iyah, karena sebenarnya tidak ada penolakan 
untuk kaidah yang diperselisihkan itu, hanya saja berbeda 
dalam penempatan saja. 
1. Kaidah Pertama:  اهدصاقبم روملأا  
Maksudnya, nilai suatu perbuatan diukur sesuai 
dengan tujuannya. Kaidah ini merupakan sebagian dari 
kaidah-kaidah yang paling penting dan paling dalam 
mengakar dalam fiqh Islam. Para faqih telah 
memberikan perhatian khusus terhadap kaidah ini, 
sehingga mereka mengomentarinya dan membangun 
bermacam-macam furu' fiqh di atasnya. Hal ini dilakukan 
karena sebagian besar hukum syara' terkait dengan 
kaidah ini. Apapun perbuatan yang bermuatan hukum 
tidak akan mempunyai kekuatan hukum jika tidak 
memakai niat dalam perbuatan tersebut. Misalnya, shalat 
tidak sah jika tidak disertai dengan niat, dan puasa tidak 
sah jika tidak didahului oleh niat. Ringkasnya, kaidah ini 
menjadi sangat penting dalam membangun khazanah 
fiqh Islam dari semua bentuk perbuatan hukum yang 
dilakukan. 
Kaidah  اهدصاقمب روملأا  ini diinduksi dari hadis 
yang sudah populer di kalangan umat Islam, di mana 
Nabi SAW bersabda: 
 ناك نمف ىون ام ئرما لكل انمإو تاينلاب لامعلأا انمإ
 تناك نمو هلوسرو للها لىإ هترجهف هلوسرو للها لىإ هترجه





 رجهام لىإ هترجهف اهحكني ةأرما وأ اهبيصي ايندل هترجه
 هيلإ(ةتس هاور) (al-Suyuthi 1987:7) 
"Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya, dan 
sesungguhnya seseorang akan mendapatkan seperti yang ia 
niatkan. Barangsiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-
Nya, maka ia (akan mendapatkan) hijrah kepada Allah dan 
Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrah karena dunia, maka 
ia juga akan mendapatkannya, atau karena wanita, ia akan 
(dapat) menikahinya. (oleh karena itu) hijrah itu (tergantung) ke 
mana tujuannya berhijrah. (HR Sittah). 
 
Diletakkannya kaidah tersebut dalam naungan 
hadis Nabi di atas adalah dalam rangka memberikan 
penjelasan mengenai berbagai tindakan dan perbuatan 
manusia yang beragam dan berbeda dengan niat (tujuan) 
masing-masing. Oleh karenanya kaidah ini sejalan 
dengan apa yang dimaksud dalam hadis di atas. 
Kaidah al-umur bi maqashidiha ini selain didukung 
oleh hadis tentang niat, juga dideduksi dari ayat al-
Qur`an yang relevan, misalnya firman Allah SWT dalam 
surat al-Baqarah ayat 225 yang berbunyi: 
                       
            
"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang 
tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum 
kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk 
bersumpah) oleh hatimu. dan Allah Maha Pengampun lagi 







Jalaluddin al-Suyuthiy, setelah menyebutkan 
beberapa hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan niat 
antara lain mengomentari bahwa kadar keagungan hadis 
tentang niat telah diriwayatkan secara mutawatir. Ibn 
Ubaidah mengatakan bahwa tidak ada hadis-hadis Nabi 
SAW yang lebih kaya makna dan besar faedahnya 
dibandingkan dengan hadis tentang niat ini, dan hadis 
itu juga telah disepakati oleh al-Syafi'i, Ahmad bin 
Hanbal, Ibn Mahdiy, Ibn al-Madiniy, Abu Daud, al-
Daruquthniy dan lain-lain sebagai sepertiga ilmu. 
Sebagian ulama ada yang berpendapat seperempat ilmu. 
Al-Baihaqiy mengemukakan alasan bahwa hadis tentang 
niat itu merupakan sepertiga ilmu karena ia memandang 
bahwa usaha yang dilakukan oleh seorang hamba itu 
terjadi dengan hatinya, lisannya dan anggota badannya 
(al-Suyuthi 1987:8). Oleh karena itu terdapat banyak 
hukum fiqh yang dibangun di atas kaidah al-umur bi 
maqashidiha ini, misalnya penyembelihan hewan dengan 
niat untuk selain Allah maka hukumnya haram. Orang 
yang memeras anggur dengan niat untuk membuat 
minuman keras hukumnya haram, sebaliknya jika 
niatnya untuk membuat cuka maka hukumnya halal. 
Dari kaidah ini lahir kaidah cabang sebagai 
penjabarannya sebagaimana diungkapkan oleh Imam 
Musbikin (Musbikin 2001:44-49), yaitu:  
1) ةينلاب لاإ باوث لا 
"Tidak ada pahala tanpa didahului oleh niat". Misalnya 
ibadah puasa seseorang tidak ada artinya jika tidak 





didahului oleh niat, artinya untuk apa ia berpuasa, 
apakah ada syariat yang memerintahkan berpuasa, dan 
sebagainya. 
2) قعلا فى ةبرعلانىابلماو ظافللألللا نىاعلماو دصاقملل دو 
"Yang menjadi ukuran dalam suatu akad adalah maksud 
[dari akad itu], bukan lafaz-lafaznya dan bukan pula 
bentuk-bentuk perkataannya". Misalnya dalam akad jual 
beli, yang menjadi patokan sahnya jual beli bukan karena 
ada lafaz jual beli dalam shighatnya, tetapi tercapainya 
maksud jual beli karena satu pihak menyerahkan uang 
dan satu pihak lagi menyerahkan benda yang menjadi 
objek jual beli. 
3) لطبم هيف أطلخاف ينيعتلا هيف طترشيام 
"Pada suatu amal yang disyaratkan menyatakan niat 
dengan jelas, maka kekeliruan [dalam menyatakannya] 
membatalkan amalan". Misalnya dalam melaksanakan 
akad pernikahan, di mana dalam pernikahan harus 
dengan niat yang baik, membina rumah tangga bahagia 
dan kekal. Jika dalam akad terdapat niat untuk bermain-
main dalam nikah, atau niat untuk menceraikannnya 
setelah akad, maka akadnya tidak diakui oleh syara'. 
4) ظفلالا ةين ىلع ظفللا دصاقم 
"Maksud suatu lafaz [ucapan] itu tergantung kepada 
orang yang mengatakannya". Misalnya dalam melakukan 
thalaq dengan kinayah [sindiran], maka yang menjadi 
patokan dalam hukum adalah niat orang yang 
menthalaq, karena bisa saja ucapannya tidak dipahami 
menurut kebiasaan sebagai ucapan thalaq. 





5)  لم أطخأو هنيعاذإ لايصفتو ةلجم هل ضرعتلا طترشيلاام
رضي 
"[Niat] suatu perbuatan yang tidak disyaratkan untuk 
dijelaskan, baik secara umum maupun secara terperinci, 
jika keliru dalam menyatakan niatnya [jika tetap 
dijelaskan], tidak  berakibat apa-apa". Misalnya 
seseorang tidak disyaratkan [ketika berniat menjadi 
makmum] menjelaskan [dalam niatnya] nama orang yang 
menjadi imam. Jika ia tetap menyebutkan nama imam, 
dan ternyata salah, maka shalatnya tidak batal. 
6) صالخا ممعتلاو ماعلا ظفللا صصتخ ينميلا فى ةينلا 
"Niat dalam sumpah mengkhususkan lafaz yang umum, 
dan tidak menjadikan umumnya pada lafaz yang 
khusus". Misalnya jika seseorang bersumpah tidak akan 
berbicara dengan dengan orang lain, padahal yang 
dimaksudnya adalah si A, maka sumpah itu hanya 
berlaku untuk si A saja, tidak yang lain. 
7)  اهروضخ ىون اذإ اهراذعأ نم رذعل ةدابعلا نع عطقنلما
ابهاوث هل لصح رذعلالاول 
"Seseorang yang tidak dapat melaksanakan ibadah 
karena sesuatu halangan, padahal ia berniat untuk 
melakukannya jika tiada halangan, maka ia mendapatkan 
pahala". Misalnya seseorang yang berniat melaksanakan 
ibadah haji tahun ini, tetapi pada saat akan berangkat ia 
mengalami sakit [halangan], maka ia tetap akan 
mendapatkan pahala haji, walaupun ia tidak jadi 
berangkat menunaikannya. 





2. Kaidah Kedua,  يرسيتلا بلتج ةقشلما 
Maksudnya, kesulitan itu membawa kepada 
kemudahan. Kaidah ini memberi pengertian bahwa 
kesulitan itu menjadi sebab bagi kemudahan, dan harus 
ada toleransi pada saat ada kesempitan di dalam 
melakukan suatu perintah agama. Kesulitan yang 
dimaksud di sini tentunya kesulitan yang di luar 
kebiasaan yang biasa, bukan kesulitan yang biasa-biasa 
saja. Hal ini agar tidak terjadi perbuatan yang 
berkonotasi mempermudah-mudah agama. 
Al-Syathibiy membagi kesulitan itu kepada dua 
bentuk. Yang pertama adalah al-masyaqqah al-mu'tadah 
atau al-ma'lufah (kesulitan biasa), yaitu masyaqqah yang 
dialami manusia di mana ia mampu menghadapinya 
tanpa mendapatkan kemudaratan. Kesulitan jenis ini 
tidaklah membuat keringanan hukum dalam hukum 
syara', dan biasanya tidak melepaskan ibadah. Taklif 
(pembebanan) dengan berbagai tuntutan syara' yang di 
dalamnya terdapat kesulitan al-mu'tadah merupakan hal 
yang benar-benar harus dilakukan karena setiap aktifitas 
manusia tidak akan pernah terlepas dari kesulitan (al-
Syathibi [tth]:128 dan 156). ‘Izz al-Din ibn Abd al-Salam 
menyatakan bahwa semua masyaqqah ini tidak ada 
pengaruhnya dalam membatalkan (menggugurkan) 
ibadat dan perbuatan lainnya, dan tidak juga dalam 
meringankannya. Sebab jika ia berpengaruh demikian 
tentulah akan hilang kemaslahatan ibadah-ibadah dan 
perbuatan-perbuatan taat pada keseluruhan waktu atau 
sebagiannya. Hal ini akan berakibat hilangnya pahala-
pahala yang abadi yang berhubungan dengannya selama 
bumi masih terbentang (al-Salam [tth]:7). Ibn Nujaim 





menambahkan, bahwa jika kesulitan itu berwujud 
kelelahan maka memang sudah seharusnya demikian, 
sebab kemaslahatan dunia dan akhirat itu  tidak terlepas 
dari kelelahan, tidak ada kesenangan bagi orang yang 
tidak mengalami kelelahan dan memang kesenangan itu 
sejalan dengan kelelahan (al-Jauziyah [tth]:112). 
Yang kedua, al-masyaqqah ghair al-mu'tadah[yang 
tak biasa], yaitu kesulitan yang lebih berat yang biasanya 
tidak terpikul oleh manusia, seperti menjalankannya 
dapat merusak jiwa, merusak tata kehidupan, 
menghambat terlaksananya pekerjaan-pekerjaan yang 
bermanfaat secara rasional. Sebenarnya adanya taklif 
dalam kondisi seperti ini tidak ada halangannya, tetapi 
dalam hukum syara' tidak pernah ada taklif yang 
mengandung kesulitan dalam bentuk ini, seperti tidak 
pernah ada taklif untuk melakukan puasa sepanjang 
waktu atau shalat sepanjang malam (al-Syathibi 
[tth]:156). 
Kaidah al-masyaqqah tajlib al-taysir ini diinduksi dari 
berbagai ayat al-Qur`an dan hadis-hadis Nabi SAW, 
antara lain sebagai berikut: 
                      
                   
(ةرقبلا :181) 
"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 
menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu 
mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan 
Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya 







Ayat-ayat lain yang berhubungan dengan kaidah 
ini juga dapat dilihat pada QS al-Hajj; 78, al-Baqarah; 
286, dan al-Nisa`; 28. Dari potongan-potongan ayat di 
atas, jalan pikiran yang dapat dipetik adalah bahwa 
syariat Islam sudah menjadikan kemudahan dalam 
beragama itu sebagai sebuah prinsip yang harus 
dijalankan, sehingga dalam ilmu fiqh dikenal adanya 
salah satu prinsip hukum Islam, yaitu raf'u al-haraj 
(mengangkatkan kesulitan). Oleh karena dalam hal taklif 
syariat Islam mempunyai ciri khusus, yaitu taklif tidak 
mungkin melampaui kemampuan manusia untuk 
mengerjakannya. Nash-nash al-Qur`an di atas ber-
dasarkan keumumnan maknanya telah menunjukkan hal 
itu. 
Adapun hadis-hadis Nabi SAW yang 
menginspirasi lahirnya kaidah ini di antaranya dikutip 
dari Jalal al-Din al-Suyuthiy dalam kitabnya al-Asybah wa 
al-Nazha`ir sebagai berikut: 
"Asal dari kaidah ini adalah hadis Nabi SAW yang 
berbunyi  ةحمسلا ةيفنحلاب تثعب (Aku diutus untuk agama 
yang membawa kemudahan) yang diriwayatkan oleh 
Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga berasal dari 
riwayat Jabir ibn Abd Allah, dari hadis riwayat Abu 
Umamah dan al-Dailamiy dan juga dalam kitab musnad 
al-Firdaus dari Aisyah ra. Dalam riwayat lain dari 
Ahmad, Thabraniy, al-Bazar, dan lain-lain dari Ibn 
Abbas berkata, "Ya Rasulullah, agama apa yang paling 
dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, "ةحمسلا ةيفنحلا 
(agama yang membawa kemudahan). Bukhari dan 





Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah hadis yang 
berbunyi: نيرسعم اوثعبت ملو نيرسيم متثعب امنإ  (kamu diutus 
untuk memberi kemudahan, bukan untuk menghadirkan 
kesusahan). Masih dari Abu Hurairah yang diriwayatkan 
oleh Ahmad, Rasul SAW bersabda, " ورسعتلاو اورسيا  
(mudahkanlah jangan dipersulit) dan hadis رسي الله نيد نإ  
(sesungguhnya agama Allah itu mudah). Juga terdapat 
sebuah riwayat shahih yang berbunyi  هرسيأ مكنيد ريخ 
(sebaik-baik agamamu itu adalah yang dapat memberi 
kemudahan). Di samping itu juga ada hadis riwayat Ibn 
Mardawaih yang berbunyi دارأ امنإ دارأ الله نإ  رسيلا ةملأا هذهب
رسعلا مهب دري ملو (sesunnguhnya Allah SWT 
mennghendaki kemudahan pada umat [Islam], bukan 
menghendaki kesukaran). Dari Aisyah juga ada riwayat 
yang berbunyi ملع الله ىلص الله لوسر ريخ ا لاإ نيرمأ نيب ملسو هي
امثإ نكي مل ام امهرسيأ راتخا (Rasul SAW senantiasa 
memilihkan yang termudah untuk dua hal yang dihadapi 
selama itu tidak berdosa). Terakhir diriwayatkan oleh 
Thabraniy dari Ibn Abbas yang berbunyi  نيدلا عرش الله نإ
او احمس لاهس هلعجفاقيض هلعجي ملو اعس  (sesungguhnya Allah 
telah mensyariatkan agama, lalu Ia jadikan di dalamnya 
kemudahan dan kelapangan, bukan kesempitan) (al-
Suyuthi 1987:56).   
Dengan demikian, baik ayat-ayat al-Qur`an dan 
hadis-hadis Nabi SAW telah mengarahkan dan memberi 
petunjuk dalam penggunaan kaidah ini untuk mencapai 
kemaslahatan umat dalam beramal. Paling tidak terdapat 
beberapa hal penting berkenaan dengan petunjuk hadis-
hadis Nabi di atas. Pertama, bahwa sebagian hadis itu 
mengisyaratkan adanya kemudahan dan toleransi dalam 
ajaran agama Islam, serta prinsip menghilangkan 





kesempitan dari manusia (raf'u al-haraj 'an al-ibad). 
Kedua, mengungkapkan perintah Nabi SAW agar kita 
memperhatikan prinsip keringanan (al-takhfif) dan 
mencegah kita dari sikap suka memberatkan dan 
menyulitkan. 
Dari kaidah al-masyaqqah tajlib al-taisir ini ulama 
fiqh mengembangkan beberapa kaidah, antara lain 
adalah: (Musbikin 2001:88-91). 
1 )عستا قاض اذإ رملأا 
"Apabila terjadi kesukaran, akan muncul kelepangan". 
Ketentuan yang diatur oleh Islam sangat memperhatikan 
bagaimana suatu amal dapat dilaksanakan dalam situasi 
apapun. Misalnya jika terjadi kesulitan dalam 
melaksanakan shalat dalam perjalanan, maka agama 
memberi kemudahan dengan membolehkan menjama`' 
dan mengqashar shalat. Demikian juga jika didapatkan 
kesulitan dalam menghadirkan benda yang diakadkan 
ketika akad, maka agama juga memberi kemudahan 
dengan praktek jual beli salam, yaitu jual beli dengan 
sistem pesanan. 
2 )قاض عستا اذإ رملأا 
"Apabila sudah terlalu longgar suatu urusan, maka 
[setelah itu] akan muncul [aturan] yang 
mempersempitnya". Misalnya kelonggaran yang 
didapatkan dalam melaksanakan shalat di atas 
kendaraan, di mana seseorang boleh menghadap kemana 
saja arah kendaraannya. Akan tetapi jika kendaraan 
sudah berhenti, maka kelonggaran itu dipersempit 
dengan keharusan memperhatikan arah kiblat yang 





sebenarnya. Begitu juga jika seseorang terpaksa harus 
memakan sesuatu yang diharamkan, maka kelonggaran 
itu akan hilang jika keterpaksaan itu tidak ada lagi. 
3 )ىصاعلماب طانتلا صخرلا 
"Keringanan itu tidak berlaku dalam hal-hal yang 
berhubungan dengan maksiat". Misalnya jika seseorang 
melakukan perjalalanan untuk membunuh seseorang 
dengan alas an yang tidak benar, maka ia tidak berhak 
mendapatkan keringanan untuk menjama' dan 
mengqashar shalatnya. Begitu juga ia tidak berhak untuk 
berbuka dan mengganti puasanya pada waktu yang lain. 
4) ةماعلا ىولبلاو ةرورضلا عضاوم فى ليهستلا 
"Kemudahan itu didapatkan di tempat-tempat dharurat 
dan pada kondisi yang sudah berlaku umum". Banyak 
hal yang membuat seseorang merasa berat dan sulit 
melakukan sesuatu urusan agama, tetapi harus 
diperhatikan dulu apakah kondisi yang dialaminya sudah 
merupakan hal yang lazim dianggap sebagai sebuah 
kesulitan. Misalnya karena keinginan seseorang lebih 
mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka ia tidak 
melewatkan sedikitpun waktunya untuk beribadah shalat 
dan puasa. Hal ini tentu saja akan membuat kondisi 
fisiknya melemah dan ia tidak mampu melaksanakan 
kewajibannya yang lain. Untuk contoh yang seperti ini 
seseorang tidak berhak mendapatkan keringanan untuk 
tidak memberi nafkah kepada kelurganya, karena urusan 
yang dialukannya tidak lazim secara umum dalam 
masyarakat. 
 





1 )كشلاب طانت لا صخرلا 
"Keringanan itu tidak dapat dikaitkan dengan keragu-
raguan". Misalnya [dalam mazhab Syafi'iy] disyaratkan 
adanya jarak yang jelas untuk kebolehan menjama' atau 
mengqashar shalat [lebih kurang 84 Km]. Jika seseorang 
ragu apakah jarak tempuhnya sudah mencapai batas 
kebolehan menjama' atau belum maka ia belum boleh 
menjama' shalatnya. 
 
3. Kaidah Ketiga,   كشلاب لازيلا ينقيلا 
(Sesuatu yang sudah diyakini tidak dapat 
dihapuskan dengan suatu keraguan). Contoh yang 
populer dalam hal ini adalah jika seseorang telah 
berwudhu` namun ia merasa ragu apakah ia telah buang 
angina atau belum, maka dalam kasus ini keraguannya 
itu tidak bias mengalahkan keyakinan bahwa wudhu`nya 
masih utuh (belum batal), sebab dipastikan ia telah 
berwudhu`, sedangkan status buang anginnya masih 
diragukan. 
Sumber kaidah ini antara lain tercantum dalam 
hadis Nabi SAW, sebagaimana dikutip oleh al-Suyuthiy 
(1987:38) sebagai berikut: 
"Sabda Rasulullah SAW, "Apabila seseorang merasakan 
sesuatu terhadap perutnya, lalu ia ragu [dengan yang ia rasaakan 
itu], apakah telah keluar sesuatu {buang angin] atau tidak, 
maka janganlah dulu keluar dari masjid [untuk berwudhu`] 
sampai betul-betul terdengar suara [kentut] atau mencium 
aromanya. Hadis ini bersumber dari riwayat dalam dua kitab 
shahih [Bukhariy dan Muslim], bahwa ada seseorang yang 
melapor kepada Nabi SAW yang mengira ia telah mengalami 





sesuatu [buang angin] dalam shalatnya, lalu Nabi SAW 
bersabda, "Janganlah beranjak [dari tempat shalat] sampai 
betul-betul terdengar suara [kentut] atau terasa baunya". Imam 
Muslim juga meriwayatkan sabda Nabi SAW yang berbunyi, 
"Jika seseorang ragu dalam shalatnya apakah sudah berada 
pada rakaat ketiga atau keempat, maka abaikan keraguan 
[rakaat keempat] dan pertahankan apa yang meyakinkan 
[rakaat ketiga]. Al-Turmudzi juga meriwayatkan hadis yang 
berbunyi, "Jika seseorang lupa dalam shalatnya apakah satu 
rakaat atau sudah dua rakaat, maka tetapkan [hati] pada satu 
rakaat, jika ia ragu apakah dua atau tiga rakaat, maka 
tetapkan [hati] pada dua rakaat, dan jika ia lupa apakah tiga 
atau empat rakaat, maka tetapkan [hati] pada tiga rakaat, dan 
akhirilah shalat dengan melakukan dua kali sujud sebelum 
salam". 
Dari kutipan ini, hadis-hadis yang dikutip oleh al-
Suyuthiy sebagai berikut: 
 ئيش هنم جرخأ هيلع لكشأف ائيش هنطب فى مكدحأ دجو اذإ
لا مأ , ايحر ديج وأ اتوص عمسي تىح دجسلما نم نجريخ لاف
(ةريره بىا نع ملسم هاور) 
"Apabila seseorang merasakan sesuatu terhadap perutnya, lalu ia 
ragu [dengan yang ia rasaakan itu], apakah telah keluar sesuatu 
{buang angin] atau tidak, maka janganlah dulu keluar dari 
masjid [untuk berwudhu`] sampai betul-betul terdengar suara 









 ديج هنأ هيلإ لييخ لجرلا ملسو هيلع للها ىلص بىنلا لىا ىكش
 ديج وأ اتوص عمسي تىح فرصنيلا لاق ةلاصلا فى ئيشلا
 ايحر(ديز نب للها دبع نع ملسمو ىراخبلا هاور) 
"Ada seseorang yang melapor kepada Nabi SAW yang mengira 
ia telah mengalami sesuatu [buang angin] dalam shalatnya, lalu 
Nabi SAW bersabda, "Janganlah beranjak [dari tempat shalat] 
sampai betul-betul terdengar suara [kentut] atau terasa baunya". 
(HR Bukhariy dan Muslim dari Abd Allh ibn Zaid) 
 اعبرأ مأ اثلاثأ ىلص مكردي ملف هتلاص فى مكدحأ كش اذإ
بنيلو كشلا حرطيلف نقيتساام ىلع ( بىأ نع ملسم هاور
ىرردلخا ديعس) 
"Jika seseorang ragu dalam shalatnya apakah sudah berada 
pada rakaat ketiga atau keempat, maka abaikan keraguan 
[rakaat keempat] dan pertahankan apa yang meyakinkan 
[rakaat ketiga]".(HR Muslim dari Abu Sa'id al-Khudriy) 
 
 ينتنثا مأ ىلص ةدحاو ردي ملف هتلاص ىغ مكدحأ اهس اذإ
 بنيلف اثلاث مأ ينتنثا ىلص نقيتي لم نإف ةدحاو ىلع بنيلف
 ثلاث ىلع بنيلف اعبرأ مأ اثلاثأ ردي لم نإف ينتنثا ىلع
 ملسي نأ لبق ينتدجس دجسيو( دبع نع ىذمترلا هاور
فوع نب نحمرلا) 





"Jika seseorang lupa dalam shalatnya apakah satu rakaat atau 
sudah dua rakaat, maka tetapkan [hati] pada satu rakaat, jika 
ia ragu apakah dua atau tiga rakaat, maka tetapkan [hati] 
pada dua rakaat, dan jika ia lupa apakah tiga atau empat 
rakaat, maka tetapkan [hati] pada tiga rakaat, dan akhirilah 
shalat dengan melakukan dua kali sujud sebelum salam". (HR 
Turmudzi dari 'Abd al-Rahman ibn 'Auf). 
 
Hadis-hadis di atas telah dijadikan oleh fuqaha` 
sebagai sandaran untuk memberlakukan kaidah al-yaqin 
la yuzalu bi al-syak ini. Hadis-hadis itu telah memberi 
petunjuk dengan jelas terhadap kesah-han shalat 
seseorang selama orang yang shalat itu yakin ia belum 
berhadas. Namun demikian hadis-hadis itu tidak berarti 
hanya berlaku pada persoalan itu saja, tapi juga 
mencakup keseluruhan makna-makna yang sesuai 
dengan objek kajiannya. Cakupan yang lebih luas yang 
tidak hanya terbatas pada persoalan dalam hadis itu 
dapat dikembangkan dengan melakukan pola penalaran 
ta'liliy, yaitu suatu proses pencarian illat untuk 
memberlakukan qiyas. Oleh karena itu ahli fiqh 
mencoba mempraktekan dan memberlakukan hukum 
hadis tersebut dalam berbagai kasus yang mempunyai 
illat yang sama dengan itu. 
Ahli fiqh dan ushul fiqh sepertinya sepakat dalam 
menerima dan memberlakukan kaidah tersebut. Namun 
dalam hal mempraktekannya terkadang mereka berbeda 
pendapat. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara 
pandang dan metode istinbath yang mereka pergunakan 
(al-Nadwy 1994:364-365). Misalnya pendapat imam 
Malik dan Imam Syafi'i dalam masalah batalnya wudhu` 





jika buang angin. Bagi Imam Malik, wudhu` seseorang 
batal jika ia sudah merasakan ada sesuatu [bunyi] di 
dalam perutnya, dan ini sebagai suatu kehati-hatian 
Imam Malik dalam hal-hal yang membatalkan wudhu`. 
Tetapi bagi Imam Syafi'i hal itu belum membatalkan 
wudhu` karena belum nyata keluarnya. Penerapan 
kaidah ini dan juga kaidah-kaidah lainnya seringkali 
berbeda sesuai dengan metode yang dipergunakan oleh 
masing-masing ulama mujtahid. 
Dari kaidah ini lahir beberapa cabang kaidah 
lainnya, yaitu: (Musbikin 2001:53-66) 
1) ناكام ىلع ناكام ءاقب لصلأا 
"Pada dasarnya sesuatu itu tetap dianggap sebagaimana 
keadaan sebelumnya". Misalnya seseorang tetap 
dianggap sebagai seorang bujang atau gadis sebelum ada 
ketentuan atau dalil lain yang mengubah status mereka. 
Begitu juga jika terjadi pertengkaran antara si penjual 
dan si pembeli tentang harga yang sudah dibayar, maka 
menurut ketentuan kaidah ini, pembayaran itu belum 
dilakukan, karena pada dasarnya perbuatan itu belum 
terjadi sebelumnya. 
2) ةمذلا ةئارب لصلأا 
"Pada dasarnya seseorang terlepas dari tanggungjawab 
[tidak dibenani kewajiban apa-apa]. Misalnya seseorang 
tidak dibebani tanggungjawab untuk memberi nafkah 
kepada seseorang; tidak dibebani tanggungjawab untuk 
mendirikan shalat; tidak dibebani tanggungjawab untuk 
membayar hutang; tidak dibebani tanggungjawab untuk 
membayar sewa rumah; dan sebagainya. Tentunya 





kebebasan dari tanggungjawab ini akan berubah jika ada 
ketentuan lain yang mngubahnya. Dengan adanya 
pernikahan, maka itulah dalil yang membuat seseorang 
bertanggungjawab memberi nafkah kepada istri dan 
anak-anaknya; dengan adanya baligh, berakal, Islam, 
adalah dalil yang memberi tanggungjawab kepada 
seseorang untuk mendirikan shalat; dengan adanya surat 
hutang, adalah dalil yang membuat seseorang 
bertanggungjawab membayar hutangnya; dengan 
ditempatinya rumah orang lain merupakan dalil bahwa 
seseorang mempunyai tanggungjawab untuk mebayar 
sewanya; dan sebagainya. 
3) مدعلا ةضراعلا تافصلا فى لصلأا 
"Pada dasarnya suatu sifat yang datang kemudian 
dianggap tidak pernah ada". Misalnya  jika seseorang 
membeli sepatu di toko, dan telah dilakukan 
pembayaran kepada si penjual. Sesampai di rumah si 
pembeli menemukan ada cacat pada sepatu yang 
dibelinya. Kondisi ini dianggap tidak pernah ada karena 
pada waktu membeli sepatu tadi tidak ada perjanjian 
apapun tentang cacat benda. Oleh karena itu sifat yang 
datang kemudian tanpa disepakati terlebih dulu dianggap 
tidak pernah ada. Contoh lain, jika seorang laki-laki 
menikahi seorang wanita Setelah akad nikah si laki-laki 
berkesimpulan bahwa harta istrinya juga sekaligus 
merupakan miliknya. Pernyataan suami ini tidak dapat 
dibenarkan karena dalam akad nikah tidak pernah 
diperjanjikan tentang harta bawaan masing-masing 
suami istri. Inilah maksudnya bahwa sesuatu yang 
meragukan [harta bersama] itu tidak pernah 





mengalahkan keyakinan [tidak ada perjanjian harta 
bersama]. 
4) مدعلا لصلأا 
"Pada dasarnya [sesuatu itu dianggap] tidak ada 
sebelumnya". Kaidah ini sebenarnya sejalan dengan 
beberapa kaidah di atas, bahwa Islam tidak pernah 
memberatkan umatnya dengan apapun, kecuali ada dalil 
yang memerintahkan dan melarangnya. Oleh karena itu 
zakat itu dianggap tidak pernah ada sebelumnya kecuali 
ada dalil yang mewajibkannya; pernikahan itu dianggap 
tidak pernah terjadi kecuali ada dalil yang 
menunjukkannya; seseorang belum disebut al-hajj, 
kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa ia sudah 
menunaikan ibadah haji; seseorang tidak dianggap 
berhutang, kecuali ada dalil yang menunjukkan ia 
berhutang; dan sebagainya.  
5) يمرحتلا ىلع ليلدلا لدي تىح ةحابلإا ءايشلأا فى لصلأا 
"Pada dasarnya sesuatu perbuatan itu dibolehkan kecuali 
ada dalil lain yang melarangnya". Artinya, konsep dasar 
untuk segala jenis perbuatan dan perkataan dalam 
hukum Islam itu boleh, tetapi kebolehan itu suatu saat 
bisa saja dibatasi oleh dalil lain yang mencegahnya. 
Misalnya menikah itu boleh, tetapi untuk kasus-kasus 
tertentu bisa saja menikah itu haram karena ada niat-niat 
tidak baik dari si pengantin; Jalan pagi itu boleh, tetapi 
kebolehannya akan dibatasi jika dengan jalan pagi akan 
menyebabkan bahaya bagi seseorang; menonton tv itu 
boleh, tetapi hukumnya akan berubah jika dengan 
menonton tv itu akan membuat seseorang lupa dengan 





kewajibannya kepada Allah SWT; bermain catur itu 
boleh, tetapi bermain catur bisa menjadi haram jika 
berakibat kepada lalainya seseorang menafkahi 
keluarganya; dan sebagainya.  
6) ةحابلإا ىلع ليلدلا لدي تىح يمرحتلا ءايشلأا فى لصلأا 
"Pada dasarnya suatu perbuatan itu terlarang [haram] 
kecuali ada dalil lain yang membolehkan". Kaidah ini 
lebih banyak terpakai dalam masalah ibadah, begitulah 
yang dapat diapahami dari contoh-contoh yang 
dikemukakan oleh ulama fiqh. Misalnya berpuasa itu 
pada dasarnya tidak boleh, tetapi karena ada dalil yang 
memerintahkannya, maka puasa dibolehkan; shalat 
ketika matahari terbit itu haram, tetapi bisa saja 
dibolehkan jika ada dalil pembolehannya; biawak itu 
haram dimakan, kecuali ada dalil lain yang 
menghalalkannya; dan lain sebagainya.  
Dua kaidah terakhir diperdebatkan oleh ulama 
Hanafiyah dan Syafi'iyah. Bagi ulama Syafi'iyah, lebih 
mengutamakan kaidah kebolehan adalah asal dari 
sesuatu perbuatan, sedangkan ulama Hanafiyah lebih 
terfokus kepada kaidah haram adalah asal dari sesuatu 
perbuatan. Tetapi pada akhirnya hal ini tidak terlalu 
menjadi masalah karena diakhir kaidah itu ada kait yang 
menyebutkan "kecuali ada dalil yang menunjukkan 
maksud lain". 
7) رملأا ىلع ليلدلا موقي تىح نلاطبلا ةدابعلا فى لصلأا 
"Hukum asal dari ibadah itu batal kecuali ada dalil yang 
memerintahkannya". Dengan demikian khusus untuk 
ibadah tidak boleh dilakukan begitu saja kecuali ada dalil 





yang memerintahkannya. Dalam kaitan inilah banyak 
muncul istilah bid'ah dalam ibadah, artinya melakukan 
sesuatu yang tidak pernah ada bimbingan dari Rasulullah 
SAW. Untuk itu dalam ibadah perlu ada dalil terlebih 
dulu baru dilakukan, jika tidak ada dalil, jangan 
dilakukan. 
8) هريدقت ثداح لك فى لصلأا هنمز برقأب 
"Pada dasarnya setiap peristiwa yang terjadi 
dihubungkan dengan peristiwa yang berdekatan 
waktunya". Misalnya jika kerusakan suatu benda 
diketahui sebulan setelah benda itu dibeli, maka 
penyebab kerusakannya tentu saja dengan peristiwa yang 
baru saja terjadi, bukan pada waktu membelinya. 
Kerusakan barang mungkin karena ada kesalahan dalam 
pemakaian, dan itulah yang meyakinkan. Sedangkan jika 
dihubungkan dengan waktu pembeliannya, maka hal itu 
masuk dalam kategori meragukan. Akhirnya kembali 
kepada kaidah dasar bahwa "keyakinan itu tidak dapat 
dihilangkan dengan keraguan". Demikian pula seorang 
bidan tidak bisa dipersalahkan karena kematian bayi 
setelah sebulan kemudian, karena bisa saja kematiannya 
disebabkan oleh faktor lain yang baru saja terjadi, 
misalnya karena kelalaian dalam merawat dan 
sebagainya. 
9) هلعفي لم هنأ لصلأاف لا مأ ائيش لعفأ كش نم 
"Siapa yang ragu apakah ia sudah melakukan sesuatu 
perbuatan atau belum, maka yang [meyakinkan] adalah 
ia belum melakukan apa-apa". Lupa merupakan sifat 
dasar dari manusia, dan ini berlaku dalam setiap aktifitas 





kehidupannya. Misalnya jika seseorang ragu apakah ia 
sudah shalat zuhur atau belum, maka yang meyakinkan 
adalah bahwa ia belum shalat zuhur; jika seseorang ragu 
apakah ia sudah berwudhu` atau belum, maka yang 
meyakinkan ia belum berwudhu`; dan sebagainya. 
11)  ىلع لحم يرثكلاوأ ليلقلا فى كشو لعفلا نقيت نم
ليلقلا 
"Siapa yang meyakini telah melakukan suatu perbuatan, 
tetapi tiba-tiba ragu apakah melakukannya dengan 
kuantitas yang sedikit atau banyak, maka yang 
dipertimbangkan ia baru melakukan yang kuantitasnya 
sedikit". Kaidah ini biasa dicontohkan dengan 
pelaksanaan shalat, di mana jika seseorang ragu apakah 
ia sudah melaksanakan shalat 'ashar 3 rakaat atau 4 
rakaat, maka yang meyakinkan ia baru melakukan 3 
rakaat saja. Begitu juga jika seseorang merasa ragu 
apakah ia sudah membaca takbir 6 kali atau 7 kali [dalam 
shalat 'id], maka yang meyakinkan ia baru membaca 
takbir sebanyak 6 kali. Sepertinya kaidah ini 
membimbing kita dalam tindakan hukum yang berkaitan 
dengan bilangan. 
11) ةقيقلحا ملاكلا فى لصلأا 
"Pada dasarnya yang dijadikan patokan dalam sebuah 
ucapan itu adalah makna hakikinya". Misalnya jika 
seseorang menyebut 'kursi', maka makna hakikinya 
adalah sebuah tempat duduk yang mempunyai sandaran. 
Akan tetapi kata 'kursi' juga dapat berarti kedudukan, 
jabatan, dan kekuasaan. Jika terjadi pertentangan antara 





kedua makna ini maka makna yang meyakinkan adalah 
'kursi' dalam makna pertama. Dalam hal pemaknaan 
lafaz dalam al-Qur`an dan hadis sering terjadi perbedaan 
pendapat ulama, di mana ada ulama yang  memaknai 
secara hakiki dan adapula yang majazi. Perbedaan-
perbedaan ini secara luas dapat kita lihat dalam berbagai 
kitab fiqh. Secara sederhana dapat dicontohkan, jika 
seorang suami menyuruh istrinya untuk kembali ke 
rumah orang tuanya, maka hal ini dapat dimaknai dalam 
dua arti; pertama, suami menyuruh istrinya pulang ke 
rumah orang tuanya; kedua, suami menceraikan istrinya. 
Dari dua makna ini yang menjadi pertimbangan awal 
dalam mengambil keputusan adalah makna hakiki, yaitu 
makna yang pertama, karena itulah yang meyakinkan, 
sedangkan makna kedua diragukan. 
12) هؤطخ ينبلا نظلاب ةبرعلا 
"Sesuatu tidak diperhitungkan jika hanya didasarkan 
kepada persangkaan yang kuat". Hal ini dimungkinkan 
karena persangkaan tidak dapat menjadi dalil dalam 
menyelesaikan sesuatu, karena ia termasuk dalam 
kategori meragukan. Oleh karena itu jika ada seseorang 
menganggap telah melunasi hutangnya kepada orang 
lain, maka ini tidak dapat dibenarkan karena tidak ada 
bukti-bukti yang meyakinkan. Sebagai penjabaran dari 
kaidah asasiyah, maka kaidah ini cukup mendukung 










13) همدعب مزيج ىذلا مودعلماك لعيج هيف كوكشم لك 
"Setiap hal yang diragukan sama dengan tidak ada, dan 
[secara hukum]  dipastikan ketiaadannya". Kaidah ini 
lebih lanjut memastikan penjelasan kaidah asasiyah 
alyaqin la yuzalu bi al-syak, sehingga kepastian hukum 
hanya dapat diterima dengan keyakinan, karena suatu 
perbuatan hukum yang mengandung keraguan dianggap 
tidak pernah ada sebelumnya. Agaknya contoh yang 
populer di Indonesia adalah adanya 'azaz praduga tak 
bersalah' dalam pidana, sehingga seseorang belum 
dianggap bersalah sebelum ada bukti yang meyakinkan 
untuk itu. 
14) ليلق وهو اضراعت ابمر نارهاظلا 
"Ketentuan yang zhahir itu terkadang saling 
bertentangan, walaupun jarang terjadi". Misalnya dua 
orang sama-sama memiliki sertifikat untuk tanah yang 
sama, dan sudah jelas bahwa hanya satu orang yang 
benar di antara keduanya. Untuk menetapkan mana 
sertifikat yang sah tentunya harus melalui pembuktian 
yang meyakinkan di depan hukum. 
 
4. Kaidah keempat,     لازي ررضلا  
(Segala bentuk kemudaratan harus dihilangkan). 
Kaidah ini menempati posisi yang penting dan agung 
dalam khzanah fikih Islam. Kaidah ini memiliki ruang 
lingkup yang luas pada seluruh bab-bab fikih. Hal ini 
karena tujuan hukum Islam itu adalah melahirkan 
manfaat dan menolak segala yang berpotensi 
menimbulkan kemudaratan yang dapat menimpa agama, 





jiwa, harta, akal, dan nasab [dharuriyah al-khamsah). 
 Kaidah al-dharar yuzalu ini bersumber dari hadis 
Nabi SAW sebagai berikut: (Musbikin 2001:288) 
 نم رارضلاو ررضلا لاق ملسو هيلع للها ىلص للها لوسر نأ
 للها قاش قاش نمو للها هراض راض( بىأ نع مكالحا هاور
ىردلخا ديعس ) ىراخبلا حيحص فى ثيدلحا نم درو دقو
ةمايقلا موي للها قش قاش نم ظفلب 
"Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh 
memudharatkan orang lain dan tidak boleh dimudharatkan oleh 
orang lain, siapa yang memberi kemudharatan kepada orang 
lain, maka Allah pun akan membalasnya dengan 
kemudharatan, dan siapa yang mempersulit orang lain, Allah 
pun akan mempersulitnya (HR Hakim dari Abu Sa'id al-
Khudriy). Dalam kitab Shahih Bukhariy hadis ini diriwayatkan 
dengan lafaz, "Siapa yang mempersulit orang lain, maka Allah 
akan mempersulitnya pada hari kiamat nanti". 
 
Walaupun hadis ini mempunyai redaksi singkat, 
tapi ia kaya dengan makna dan padat isi. Keumuman 
maknanya sangat dibutuhkan untuk menjawab 
persoalan-persoalan yang timbul di tengah-tengah 
masyarakat.  
Selain dari hadis-hadis di atas, kaidah la dharara 
wala dhirara ini juga diinduksi dari ayat-ayat al-Qur`an, 
di antaranya: 
 





                
                
                    
                     
                   (ةرقبلا :
231) 
"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati 
akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang 
ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). 
janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, 
Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka, barangsiapa 
berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim 
terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-
hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, 
dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al 
Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran 
kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan 
bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah 
Maha mengetahui segala sesuatu. (QS al-Baqarah: 231) 
Selain itu ayat-ayat al-Qur`an yang lain juga 
mengisyaratkan hal serupa seperti QS al-Baqarah; 229, 
233, dan QS. Al-Nisa; 5. 
Ayat-ayat al-Qur`an di atas secara umum 
menegaskan adanya larangan terhadap perbuatan yang 
berpotensi menimbulkan kemudharatan (bahaya) atau 





kerugian kepada orang lain, dan hal ini berlaku dalam 
setiap bentuk perbuatan manusia. 
Dari kaidah la dharara wala dhirara ini melahirkan 
kaidah fiqh di antaranya: (Mubarok:147-152: Yahya:511-
515) 
1) تاروظلمحا حيبت ةرورضلا 
"Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang 
[sebelumnya]". Penerapan kaidah ini sangat terkait 
dengan pemeliharaan lima hal penting [dharuriyah al-
khams](al-Syathibi [tth]:4-15), yaitu pemeliharaan agama, 
jiwa, akal, harta, dan kehormatan/keturunan. Secara 
panjang lebar hal ini dibicarakan oleh al-Syathibi dalam 
kitab al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam yang dikenal dengan 
maqashid al-syari'ah. Misalnya, membunuh itu dilarang, 
tetapi pada kondisi terancamnya keselamatan agama, 
maka membunuh [yang pada awalnya dilarang] 
dibolehkan; mencuri adalah perbuatan terlarang, tapi 
pada kondisi terancamnya nyawa [karena lapar yang 
bersangatan], mencuri dibolehkan, dan begitulah 
seterusnya terkait dengan pemeliharaan dharuriyah al-
khamsah. 
2) ايمدق نوكيلا ررضلا 
"Kemudharatan yang terjadi tidak dapat dianggap telah 
lama terjadinya". Misalnya ada seorang dokter yang biasa 
menolong orang tanpa kenal waktu, tetapi kondisi 
terakhir yang dialaminya [mungkin karena penyakit 
tertentu] membuatnya tidak bisa dipaksa untuk 
melakukan pengobatan kapan saja. Hal ini dibenarkan 
karena apa yang dialaminya baru saja terjadi, tidak dapat 





dianggap sudah lama terjadinya 
3) قت ةرورضلل حيبأ امواهردقب رد 
"Sesuatu yang dibolehkan karena dharurat [terpaksa] 
hanya dibolehkan sesuai dengan kebutuhan". Misalnya, 
kebutuhan memakan binatang yang diharamkan [karena 
pemeliharaan nyawa] hanya dibolehkan sekedar 
menyelamatkan nyawanya saja, tidak boleh berlebih-
lebihan, karena pada saat ia masih mengkonsumsi 
barang haram itu hanya merupakan keringanan dari 
syara', bukan hukum yang berlaku selamanya. Begitu 
juga jika terpaksa harus mencuri [karena lapar], maka 
ukuran yang dibolehkan hanya sekedar pengganjal perut 
saat itu. Mungkin hanya sampai di sini keringanan yang 
dapat didispensasi oleh syara'. Walaupun dalam tatanan 
hukum yang berlaku ia tetap dianggap bersalah, tetapi 
mudah-mudahan Allah tidak menimpakan dosa apa-apa 
kepadanya. Akan tetapi pengadilan juga punya alasan 
untuk membebaskannya dari tuntutan hukum yang 
berlaku jika ia mempunyai alasan yang membuktikan 
keterpaksaannya, minimal mendapatkan keringanan.  
4) هلاوزب لطب رذعل زاجامو 
"Sesuatu yang diperbolehkan karena uzur, batal karena 
hilangnya uzur tersebut". Misalnya dibolehkan 
bertayammum karena ketiadaan air atau terhalang 
memakai air. Tetapi ketika halangan itu tidak ada lagi, 









5) لحاصلما بلج ىلع مدقم دسافلما ءرد 
"Menolak bahaya itu harus lebih didahulukan daripada 
meraih manfaat". Hal ini terjadi jika ditemukan adanya 
dua hal yang bertentangan antara menolak bahaya 
dengan meraih manfaat. Misalnya untuk mengatasi 
banjir yang setiap saat selalu mampir di suatu daerah 
pemerintah memutuskan untuk merelokasi sebuah 
pemukiman, karena di sana akan dijadikan tempat 
pembangunan kanal. Terlihat di sini adanya kepentingan 
untuk menolak bahaya dan berakibat terganggunya 
ketenangan warga pemukiman. Dalam kasus ini prioritas 
yang dipertimbangkan adalah dengan membagun kanal 
banjir dan merelokasi warga pemukiman. Contoh lain, 
untuk mengatasi macet di Jakarta, pemerintah membuat 
jalur busway dan membongkar tanggul-tanggul yang 
dibuat di sebuah komplek warga. Macet adalah adalah 
suatu kemudaratan, membongkar tanggul di komplek 
warga [untuk dilalui oleh masyarakat umum] 
mengganggu kemaslahatan warga. Dalam kasus ini 
prioritas utama adalah tetap membongkar tanggul-
tanggul dalam komplek warga untuk menghindari 
kemudaratan yang lebih besar. 
6)  باكتراب اررض امهمظعأ يعور ناتدسفم ضراعت اذإ
امهفخأ 
"Apabila bertentangan dua mafsadat [bahaya], maka 
yang diperhatikan mana yang besar bahayanya dan 
dilaksanakan yang lebih kecil bahayanya". Kaidah ini 
sejalan dengan kaidah sebelumnya. Walaupun dalam 





kenyataannya pembongkaran tanggul dan menjadikan 
jalan komplek sebagai jalan umum mengandung 
kemudaratan, tetapi jika dibandingkan tentunya mudarat 
yang ada di komplek jauh lebih kecil daripada mudarat 
kemacetan sepanjang jalan ibukota. Untuk itu dari sisi 
syara', prioritas tetap berada pada mudarat yang lebih 
besar. 
7)  روفلاو عسولما ىاع قيضلمااهنم مدق قوقلحا ضراعناذإ
ىخاترلا ىلع 
"Apabila bertentangan ketentuan hukum, maka 
didahulukan yang waktunya sempit daripada yang 
longgar dan dilakukan yang menghendaki segera 
daripada yang boleh ditunda". Kasus-kasus seperti ini 
sering terjadi dalam masyarakat, dan pertimbangan 
hukum menentukan keharusan memprioritaskan amal 
atau pekerjaan yang mempunyai alokasi waktu yang 
sedikit. Misalnya shalat adalah kewajiban kepada Allah, 
dan menolong orang juga sebuah kewajiban. Pada saat 
datang waktu shalat ada rumah tetangga yang terbakar. 
Maka yang diprioritaskan pada saat itu adalah menolong 
tetangga, karena itulah yang waktunya sempit dan tidak 
boleh ditunda, sedangkan waktu shalat masih lapang. 
8) امهحجرأ يعور ةدسفلماو ةحلصلما ضراعتاذإ 
"Apabila bertentangan antara maslahah dan mafsadah, 
maka harus diperhatikan mana yang lebih kuat dari 
keduanya". Hal ini dimungkinkan terjadi dalam suatu 
perbuatan hukum. Misalnya bertentangan antara 
menunaikan ibadah haji dengan membantu warga yang 





kelaparan. Ibadah haji adalah maslahah dan warga yang 
kelaparan adalah mafsadah. Untuk mengambil 
keputusan dalam masalah ini harus dilihat dulu mana 
yang lebih penting dari dua kepentingan itu. Untuk itu 
bisa saja seseorang menunda ibadah hajinya untuk 
menolong warga yang kelaparan, karena dilihat di sana 
mafsadahnya lebih besar dari maslahah yang akan 
dicapai. Kaidah ini juga sejalan dengan kaidah 
"mendahulukan kepentingan yang waktunya sempit 
daripada kepentingan yang waktunya boleh ditunda". 
9) يرغلا قح لطبيلارارطضلإا 
"Keterpaksaan itu tidak menghilangkan hak orang lain". 
Misalnya karena suatu keterpaksaan [paceklik] seseorang 
tidak mampu membayar sewa bangunan yang 
ditempatinya. Walaupun pada waktu itu si pemilik 
memberi kelonggaran, tetapi bukan berarti 
menghilangkan hak si pemilik untuk mendapatkan uang 
sewa bangunannya. 
11) عنالما مدقي ضتقلماو عنالما ضراعتاذإ 
"Apabila bertentangan ketentuan yang mencegah 
dengan ketentuan melaksanakan, maka diutamakan 
ketentuan yang mencegah". Suatu ketentuan yang 
melarang biasanya di sana terdapat mafsadah, baik kecil 
maupun besar. Jika larangan itu dilanggar tentunya akan 
menghasilkan mafsadah. Misalnya jika seseorang ingin 
menikahkan anaknya dengan orang lain, pada saat yang 
bersamaan sebenarnya anaknya sudah dipinang laki-laki 
lain dan sudah diterima. Dalam hal ini harus diutamakan 
ketentuan yang mencegah terjadinya pernikahan 






11) ةصاخ تناك وأ تناك ةماع ةرورضلا ةلزنم لزنت ةجالحا 
"Kondisi al-hajah [kebutuhan] bisa ditempatkan pada 
tempat dharurat baik kebutuhan umum maupun 
kebutuhan khusus". Al-Hajah merupakan bagian dari 
kajian maqashid al-syari'ah. Secara definitif al-hajah adalah 
pemeliharaan hal-hal tertentu untuk menghindari 
kesulitan dalam melaksanakan suatu ketentuan agama, 
jika al-hajah tidak diperhatikan, maka akan sangat sulit 
menjalankan ketentuan agama. Oleh karena itu pada 
kondisi-kondisi tertentu al-hajah dapat menempati posisi 
dharurah, dan secara otomatis juga berlaku ketentuan 
dharurah. Misalnya, jika seseorang ingin berwudhu`, 
tetapi ia tidak mempunyai alas kaki untuk menjaga 
kesucian kakinya dari tempat wudhu` ke tempat shalat, 
padahal waktu shalat sudah sempit. Di halaman mesjid 
ia melihat alas kaki orang lain yang tidak diketahui siapa 
yang memilikinya. Pada saat itu boleh saja ia memakai 
alas kaki orang tersebut tanpa izin karena al-hajah. 
Penjelasan ini tentunya bukan untuk melegalkan 
memakai milik orang lain tanpa izin, tetapi hanya 
sekedar memenuhi kebutuhan sesaat saja. 
12) فخلأا ررضلاب لازي دشلأا ررضلا 
"Kemudharatan yang lebih berat dapat dihilangkan 
dengan mengerjakan kemudharatan yang lebih ringan". 
Kondisi ini diawali dengan adanya dua bentuk bahaya 
yang akan menimpa dengan kualitas yang berbeda. 
Tetapi salah satu dari bahaya itu harus ditempuh, maka 
yang diutamakan adalah memilih bahaya yang lebih 





kecil. Misalnya, jika seseorang terkurung di sebuah 
gedung bertingkat yang terbakar dan tidak menemukan 
jalan keluar kecuali dengan melompat dari jendela, maka 
yang perlu dipertimbangkan adalah mana bahaya yang 
lebih kecil yang harus dilaksanakan. Jika ia tetap di sana, 
maka ia akan hangus dilalap api, dan jika dia melompat, 
kemungkinan akan mengalami patah tulang. Maka yang 
harus dilakukannya adalah melompat dari bangunan itu, 
karena itulah yang mempunyai potensi bahaya yang 
kecil. 
13) هلثبم لازيلا ررضلا 
"Kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan 
kemudharatan yang sama". Kualitas kemudharatan itu 
berbeda-beda, ada yang kecil dan ada yang besar. 
Mudharat yang besar tidak boleh dihilangkan dengan 
kemudaratan yang besar pula, dan begitu pula 
sebaliknya. Misalnya tidak boleh mengambil makanan 
orang yang kelaparan untuk menutupi kelaparannya, 
karena hal ini akan mengakibatkan mudarat yang sama 
pada orang lain.   
14) ررضلاب لازي لا ررضلا 
"Kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan 
kemudharatan yang lain". Maksud dari kaidah ini sudah 
dijelaskan dengan kaidah-kaidah sebelumnya. Kaidah ini 
tidak dimaknai begitu saja secara parsial karena akan 
berakibat adanya pertentangan antara masing-masing 
kaidah. Oleh karena itu dalam kaidah-kaidah 
sebelumnya diberi syarat dan kait yang mana bisa saja 
sebuah kemudaratan dihilangkan dengan mengambil 





kemudaratan yang lebih kecil kualitasnya.  
15) ناكملإا ردقب عفدي ررضلا 
"kemudharatan itu harus dihilangkan selama 
memungkinkan". Inilah salah satu prinsip dalam hukum 
Islam, di mana semua kaidah, sebagaimana 'Izz al-din 
ibn Abd al-Salam, tersimpul dalam dalam satu ungkapan 
saja, yaitu "menghindari mafsadah". Sekecil apapun 
mafsadah yang ditemui harus dihindari, dan bagaimana 
cara menghindarinya tentunya dengan meneliti seluruh 
kaidah-kaidah yang berkaitan dengan mudarat dan 
mafsadah itu. 
 
5. Kaidah kelima,  ةمكمح ةداعلا 
(Adat itu dapat menjadi dasar dalam menetapkan 
hukum). Sebelumnya perlu diketahui bahwa adat ialah 
apa yang telah dikenal orang sehingga menjadi suatu 
kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka 
(Hasaballah 1971:311).  
Kaidah ini bersumber dari dari teks-teks ayat al-
Qur`an dan juga hadis-haids Nabi SAW. Di antara ayat-
ayat al-Qur`an yang mengindikasikan adat sebagai dasar 
penetapan hukum di antaranya: 
 ...                       
    (ةرقبلا :222) 
"… dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para 
suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. 





Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS al-
Baqarah: 228) 
                    
            (ءاسنلا :11) 
"… dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila 
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena 
mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah 
menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS al-Nisa`: 19) 
 
Dari dua ayat ini petunjuk yang dapat dipahami 
adalah bahwa Allah SWT mengatur tentang tata 
pergaulan suami istri, yaitu melaksanakan hak kewajiban 
secara ma'ruf (patut), yaitu sesuai dengan kebiasaan baik 
yang sesuai dengan rasional dan hati nurani, dan hal ini 
akan berbeda antara masing-masing pasangan suami istri 
sesuai dengan masa, tempat, dan kondisi yang dapat 
mengubah pola pikir dan kelakuan masyarakat (al-
Nadwy 1994:293-294). Petunjuk ke arah ini juga 
terdapat dalam QS al-Baqarah; 233, QS al-A’raf; 199. 
Adapun hadis-hadis Nabi SAW yang mendukung 
keberadaan adap (al-'urf) sebagai salah satu cara istinbath 
hukum di antaranya: 
 
لماو ةكم لهأ نزو نزولا ةنيدلما لهأ لايكم لايك( وبأ هارو
دواد) 
"Sesungguhnya timbangan [yang dipakai] adalah yang biasa 
dipergunakan oleh penduduk Mekah, dan takaran [yang 





dipakai] adalah takaran yang biasa dipergunakan oleh 
penduduk Madinah". (HR Abu Dawud). 
 
Menurut al-Nadwiy, penduduk Madinah adalah 
petani kurma dan suka berladang, sehingga adatnya 
(tradisinya) mereka menggunakan takaran, sedangkan 
penduduk Mekah adalah pedagang sehingga mereka 
terbiasa menggunakan timbangan. Yang dimaksud 
dengan itu semua adalah untuk sesuatu yang telah 
ditentukan ukurannya di dalam syara' seperti zakat, 
ukuran diyat, zakat fitrah, kafarat, dan lain-lain (al-
Nadwy 1994:297). 
Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa 
hadis tersebut bukan bermaksud mengharuskan umat 
Islam menggunakan takaran penduduk Madinah atau 
timbangan penduduk Mekah, karena terdapat 
kemungkinan adanya bentuk lain di daerah yang berbeda 
sesuai dengan tradisi mereka dalam mengukur ukuran 
sesuatu. Oleh karena itu segala sesuatu yang tidak 
ditentukan kadar takarannya atau timbangannya oleh 
nash, maka persoalan itu dapat dikembalikan kepada 
adap (kebiasaan) yang berlaku di masing-masing daerah 
sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan 
pensyariatan hukum. 
Selain hadis di atas juga terdapat hadis berkenaan 
dengan perbuatan Rasulullah SAW yang memutuskan 
persoalan unta Barra` ibn 'Azib yang memasuki 
perkebunan orang lain dan merusak tanamannya. Untuk 
kasus ini Rasul SAW menetapkan hukum sesuai dengan 
adat kebiasaan petani setempat:  





لاوملأا لهأ ىلع ملسو هيلع للها ىلص للها لوسر ىضقف 
 ليللاب اهظفح ىشاولما لهأ ىلعو راهنلاب اهظفح( وبأ هاور
دواد) 
"Rasulullah SAW menetapkan, yaitu petani memelihara 
tanaman mereka di siang hari sedangkan pemilik ternak 
memelihara ternak mereka di malam hari.(HR Abu Dawud). 
 
Demikianlah beberapa sumber pengambilan 
kaidah al-'adah muhakkamah. Dari kaidah ini para imam 
mazhab membangun fiqhnya, di antaranya Imam Malik 
yang menjadikan adat (al-'urf) penduduk Madinah 
sebagai pijakan dalam menetapkan hukum, dan 
berdasarkan kaidah ini juga Imam al-Syafi'iy mempunyai 
dua qaul, yaitu qaul qadim [ketika ia berada di Hijaz dan 
Irak] dan qaul jadid  [ketika ia berada di Mesir] 
(Hasaballah 1971:312). 
Dari kaidah ini juga muncul kaidah lain sebagai 
pengembangannya, di antaranya adalah: 
1) باطلخاك باتكلا 
"Pengungkapan dengan tulisan [sama kedudukannya] 
dengan pengungkapan secara langsung". Misalnya di 
dalam kitab-kitab fiqh dicontohkan dengan sahnya 
thalaq seseorang dengan mengirimkan surat kepada 
istrinya. Ketentuan ini didukung oleh karena sudah 
merupakan kebiasaan dalam masyarakat menggunakan 
fasilitas tulis menulis untuk mengungkapkan sesuatu. 
Apalagi pada zaman ini tulisan terkadang dianggap lebih 
kuat daripada mengungkapkan secara langsung. 





Buktinya, apapun yang akan disampaikan di pengadilan 
harus ditulis dengan baik. 
2) ناسلل نايبلاك ىمرحلأل ةدوهعلما تاراشلإا 
"Isyarat dari orang bisu sama dengan penjelasan dengan 
kata-kata". Orang bisu mempunyai bahasa sendiri yang 
berlaku di kalangan mereka dan dimengerti oleh orang 
lain, apalagi sekarang ini ada bahasa yang sudah umum 
dipakai dan dipahami oleh orang bisu. Berdasarkan 
kebiasaan mereka dalam berbahasa, maka bahasa isyarat 
menempati posisi yang sama dalam memberikan 
keterangan dan hukum. Misalnya dengan melepaskan 
jarinya [yang sebelumnya dikaitkan] berarti memutuskan 
tali perkawinan antara mereka [thalaq]. 
3)  ةغللا فىلاو هيف هل طباضلاو اقلطم عرشلا هب دروام لك
فرعلا لىإ هيف عجري 
"Setiap ketentuan yang diatur oleh syara' secara mutlak 
dan tidak ada penjelasan kebahasaannya, maka 
[maknanya] dapat berpedoman kepada 'urf". Misalnya 
kadar pemberian nafkah kepada istri dan anak tidak 
dijelaskan oleh syara', dalam hal ini dikembalikan kepada 
'urf masyarakat setempat. 
4) طرشلا ةلزنم لزنتلا ةيحان فى ةدرطلما ةداعلا 
"Adat yang sudah diterapkan pada satu bagian tidak 
dapat dianggap sebagai syarat dalam sesuatu". Misalnya 
di Minangkabau jika seseorang menggadaikan tanahnya 
kepada orang lain, si penerima gadai boleh 
memanfaatkan tanah tersebut sampai ditebus oleh si 
pemiliknya. Kondisi ini tidak boleh dilebarkan 





maknanya kepada setiap kasus gadai. Oleh karena itu 
jika seseorang menggadaikan handycamnya, maka si 
penerima gadai cukup menjadikan itu sebagai jaminan, 
dan tidak boleh memanfaatkannya, karena begitulah 
aturan gadai dalam Islam. 
5) اطرش طورشلماك افرع فورعلما 
"Sesuatu yang dipandang baik dan dibiasakan dalam al-
'urf sama dengan sesuatu yang disyaratkan dengan suatu 
syarat". Hal ini memperjelas kedudukan al-'urf dalam 
menetapkan hukum. Misalnya apabila dalam suatu 
daerah sudah dibiasakan adanya sumbangan dari seluruh 
kerabat  ketika akan mengadakan walimah, maka hal ini 
secara hukum dianggap sama dengan syarat yang berlaku 
di antara mereka, yang harus dipenuhi oleh kerabat lain 
setiap ada anggota keluarganya yang menikah. 
6) فرعلاب ينيعتلا  صنلاب ينيعتلاك 
"Ketentuan yang didasarkan kepada al-'urf seperti 
menentukan sesuatu berdasarkan nash". Artinya 
kepatuhan seseorang kepada suatu ketentuan yang 
dibuat berdasarkan al-'urf seperti kepatuhannya jika 
ketentuan itu dibuat berdasarkan nash. Misalnya, dalam 
kasus di atas, maka masyarakat yang mengikatkan diri 
pada al-'urf tersebut harus mematuhi ketentuan yang 
telah mereka biasakan. 
7) ردانلا ىلع هيمدقتو بلاغلارابتعإ لصلأا 
"Pada dasarnya ketentuan hukum yang kuat itu 
mendahulukan yang sudah dibiasakan daripada yang 
jarang terjadi". Maksudnya suatu al-'urf dapat dijadikan 





sebagai pegangan hukum jika memang sering dilakukan 
daripada tidaknya. Misalnya, untuk kasus pengadilan 
pidana sudah merupakan kebiasaan untuk tidak 
menerima kesaksian pihak keluarga karena biasanya 
kesaksian keluarga selalu meringankan si terdakwa. Oleh 
karena itu sesuai dengan kebiasaan masyarakat tersebut, 
anggota keluarga tidak dapat dijadikan saksi dalam 
masalah pidana. 
8) نامزلأا يرغتب ماكحلأا يرغت ركنيلا 
"Tidak dapat diingkari bahwa perubahan hukum sesuai 
dengan berubahnya waktu". Hal ini mengingat 
berubahnya situasi yang melatarbelakangi suatu 
ketentuan hukum. Misalnya, di dalam kitab-kitab fiqh 
dicontohkan dengan kebolehan melakukan thalaq di luar 
pengadilan. Kesimpulan hukum ini diambil oleh fuqaha` 
karena sesuai dengan zamannya. Ketika zaman sudah 
berubah, keimanan semakin menipis, pengetahuan dan 
kesalehan semakin berkurang, sehingga banyak terjadi 
kawin cerai yang tidak bertanggungjawab, maka 
ketentuan hukum itu berubah sesuai dengan zaman yang 
dilewatinya. Oleh karena itu, dalam perundang-
undangan di Indonesia, perceraian harus dilakukan di 
hadapan sidang pengadilan, dengan tujuan memperkecil 
perceraian dan akibat negatif yang ditimbulkannya. 
9) ابه لمعلا بيج ةجح سانلا لامعتسإ 
"Sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang banyak 
merupakan hujjah yang harus diamalkan". Misalnya 
dalam pembelian barang elektronik berlaku kebiasaan di 
mana si penjual harus mengantarkan barang tersebut ke 
tempat si pembeli tanpa dipungut biaya tambahan 





[biasanya sudah dimasukkan dalam harga barang]. 
Ketentuan ini harus selalu dilaksanakan untuk 
menghindari pertengkaran antara si penjual dengan si 
pembeli. Jika si penjual tidak mau mengantarkannya, 
berarti ia telah menyalahi kebiasaan yang berlaku selama 
ini. 
11) تبلغ وأ تدرطضااذإ ةداعلا برتعت انمإ 
"Sesungguhnya yang dipandang sebagai adat [yang 
mempunyai kekuatan hukum], adalah adat yang 
dilakukan terus menerus atau lebih banyak dilakukan". 
Oleh karena itu tidak dinamakan adat jika hanya 
dilakukan sekali-sekali.  
11) مهنيب طورشلماك راجتلا ينب فورعلما 
"Hal-hal yang sudah dipandang baik dan dibiasakan di 
kalangan pedagang seperti sebuah persyaratan di antara 
mereka". Maksudnya ada kebiasaan-kebiasaan tertentu  
yang berlaku dalam dunia perdagangan, dan kebiasaaan 
mereka itu sama kekuatannya dengan syarat-syarat yang 
mereka buat. Misalnya kebiasaan mengantarkan barang 
elektronik ke tempat si pembeli sebagaimana di atas. 
Contoh lain, jika dalam dunia dagang berlaku kebiasaan 
memberikan kwitansi kuning tanda bon dan kwintasi 
putih tanda lunas, maka ketentuan ini sama halnya 
dengan syarat yang mereka buat untuk itu. Oleh karena 
itu untuk terlaksananya perdagangan aman, penggunaan 
kwitansi dengan warna kuning dan putih itu harus 
dilakukan seterusnya.  
 
 





Demikianlah beberapa penjelasan singkat tentang 
kaidah-kaidah asasiyah dan cabang-cabangnya, walaupun 
di samping kaidah ini masih banyak kaidah lain yang 
tergabung dalam kaidah kulliyyah, akan tetapi agaknya 
pemaparan ini sudah dapat menggambarkan bahwa 
hukum Islam (fiqh) dilahirkan dengan menepuh metode 
yang beragam dan saling menguatkan antara satu dengan 
lainnya. 
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa 
pada dasarnya hukum Islam dibangun dengan 
pertimbangan yang sempurna dari penciptanya. Dari 
ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur`an dan 
hadis Nabi SAW ulama mencoba menarik kesimpulan 
bahwa hukum Islam itu pada dasarnya selalu 
menghasilkan kemaslahatan bagi pemeluknya, membawa 
nuansa keadilan, tidak pernah memberatkan, 
melapangkan jalan untuk mengamalkannya dalam 
kondisi apapun, tidak pernah memaksakan kehendak 
sekaligus, dan ternyata tidak banyak beban yang harus 
dipikulkan kepada umat Muhammad SAW. 
Hal ini lebih nampak ketika seorang ahli hukum 
Islam mengenal lebih jauh kaidah-kaidah hukum yang 
telah dihasilkan dan dipraktekkan oleh ulama-ulama 
terdahulu. Kepiawaian mereka dalam mendeduksi ayat 
al-Qur`an dan hadis-hadis Nabi SAW, sehingga menjadi 
kaidah-kaidah yang sempurna, telah melebarkan jalan 
bagi generasi sesudahnya untuk senantiasa menjawab 
permasalahan hukum dengan mengedepankan 
kemaslahatan. Usaha-usaha mereka pada akhirnya 
dihimpun oleh generasi sesudahnya dengan melahirkan 
disiplin ilmu filsafat hukum Islam. 








MAQASHID AL-SYARI’AH SEBAGAI 
LANDASAN BERPIKIR FILOSOFIS 
 
A. Maqashid al-Syari’ah Sebagai Dasar Penetapan 
Hukum Islam 
Dilihat dari segi bahasa, kata maqashid berarti tujuan-
tujuan, dan syari’ah adalah sebuah jalan yang ditunjukkan 
oleh Allah SWT untuk meniti kehidupan di dunia ini. Dengan 
demikian, maqashid al-syari’ah adalah tujuan-tujuan yang 
hendak dicapai dalam meniti jalan yang diiginkan oleh Allah 
SWT (hukum Islam). Jika orang bertanya kenapa Allah SWT 
mewajibkan shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, 
zakat, haji, menghadirkan saksi dalam pernikahan, 
menuliskan transaksi hutang piutang, memotong tangan 
pencuri, mencambuk orang yang berzina, dan sebagainya, 
maka hal itu tentu mempunyai tujuan-tujuan yang hendak 
diwujudkan untuk kemaslahatan hidup manusia itu sendiri. 
Kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap 
ketetapan Allah SWT dan Rasul-Nya telah membawa kepada 
suatu kesimpulan, tidak satupun dari ketetapan Allah SWT 
dan Rasul-Nya yang sia-sia tanpa tujuan apa-apa. Semuanya 
mengarah kepada kemaslahatan, baik kemaslahatan umum 
maupun kemaslahatan individu. 





Ketika suatu ketentuan dalam sebuah ayat atau hadis 
diteliti dan ternyata menghasilkan kemaslahatan, lalu dilihat 
lagi ayat dan hadis lainnya yang juga menghasilkan 
kemaslahatan, maka diambil kesimpulan secara istiqra` 
(induktif) bahwa semua hukum syara’ itu bermuara kepada 
kepada kemaslahatan. Oleh karena itu untuk melanjutkan hal 
yang demikian, maka ulama juga harus berupaya maksimal 
agar dalam penetapan hukum (baca; fiqh) harus mengacu 
kepada kemaslahatan yang diinginkan oleh syari’. 
Pertanyaannya adalah, kemaslahatan dalam bidang apa saja 
yang telah menjadi temuan ulama itu? Dan bagaimana ulama 
merumuskan tatacara untuk mewujudkannya? Inilah tema 
sentral dalam pembahasan tentang maqashid al-syari’ah ini. 
Hukum-hukum syara’ (hukum Islam) yang sudah 
ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya mempunyai 
tujuan-tujuan tertentu, baik secara umum maupun secara 
khusus. Tujuaan dimaksud adalah untuk mewujudkan 
kemaslahatan manusia, baik di dunia dan akhirat. Untuk 
memastikan terpeliharanya kemaslahatan manusia, maka 
Allah SWT (sebagai pembuat hukum) menetapkan hukum-
hukum yang berhubungan dengan masalah yang amat asasi 
dalam kehidupan manusia, yang tercakup di dalamnya 
masalah pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan 
harta. Pemeliharaan lima hal ini adakalanya dalam bentuk 
dharuriyat, hajiyyat, maupun tahsiniyyat. 
Menurut Abdullah Darraz (pentahqiq kitab al-
Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah karya al-Syathibi), kebanyakan 
ulama membahas dalam kitab ushul fiqhnya kurang 
memperhatikan maqashid al-syari’ah (al-Syathibi [tth]:5), 
namun al-Syathibi telah menjadikan hal ini sebagai tema 
sentral dalam karyanya, al-Muwafaqat. Hal ini dilakukan oleh 





al-Syathibi untuk membuktikan bahwa hukum syara’ itu 
ditetapkan untuk memelihara kemaslahatan yang merupakan 
kepentingan manusia secara keseluruhan. Untuk itu al-
Syathibi, sebagai bapak maqashid al-syari’ah, telah membagun 
kaedah-kaedah ilmiyah yang didukung oleh dalil-dalil yang 
dideduksi dari dalil-dalil syar’i dan memformulasikannnya 
sedemikian rupa menjadi sebuah teori maqashid al-syari’ah. 
Pembahasan tentang maqashid al-syari’ah, sebelum al-
Syathibi, sudah dilakukan oleh al-Imam al-Haramain al-
Juwaini dan al-Ghazali, begitupun sesudahnya. Akan tetapi 
pembahasannya tidak setuntas yang dilakukan oleh al-
Syathibi. Misalnya dalam kitab al-Mustashfa karya al-Ghazali, 
di mana pembahasan tentang pembagian pemeliharaan 
kebutuhan manusia kepada tiga tingkatan sebagaimana di 
atas, ditempatkan pada bab al-istishlah (al-Ghazali [tth]:251), 
sementara Abdul Karim Zaidan (1977:383) membahasnya 
pada bab metode-metode istinbath hukum, dan juga dibahasa 
oleh pakar fiqh Indonesia, Hasbi ash-Shiddieqy dalam bab 
tujuan-tujuan hukum Islam dalam bukunya Falsafah Hukum 
Islam. Tetapi jika dilihat semua pembahasan ulama itu, maka 
al-Syathibi dapat dikatakan sebagai ulama yang sudah 
membahasnya secara sempurna dan integral. 
Kelihatannya, semua kitab ushul fiqh pasca al-Syathibi 
sudah membahas tentang teori maqashid al-syari’ah ini. 
Perbedaan dijumpai dalam menempatkan pembahasan. Ada 
yang membahas di bawah bab al-istishlah, ada yang 
membicarakannya pada bab al-illat, bab al-qiyas, dan ada yang 
memang membahasnya dengan memberikan judul 
pembahasan dengan maqashid al-syari’ah. Kenapa diperlukan 
pembahasan tentang maqashid al-syari’ah ini? 





Abu Zahrah merumuskan tujuan hukum Islam itu 
adalah untuk membangun suatu masyarakat yang utama, dari 
masyarakat yang a moral ke masyarakat yang bermoral dan 
berperadaban, penuh rasa kasih saying antara satu sama 
lainnya, sehingga keadilan benar-benar dapat ditegakkan 
(Zahrah [tth]:82-83). Di sini nampaknya Abu Zahrah melihat 
tujuan hukum Islam dalam dua sisi, yaitu hukum sebagai 
social engineering yang mampu mengubah prilaku 
masyarakat kea rah yang lebih baik. Di sisi lain hukum juga 
sebagai social control yang mampu mengawasi prilaku dan 
tindakan masyarakat sesuai dengan aturan dan ketentuan 
yang telah ditetapkan. 
Istilah Maqashid al-Syari’ah dan semua peristilahan 
yang terkandung di dalamnya memang tidak ditemukan pada 
masa Nabi dan sahabatnya, akan tetapi dari kajian sejarah 
hukum Islam, diketahui bahwa pada dasarnya Nabi SAW 
telah menerapkan maqashid al-syari’ah dalam keputusan-
keputusan hukumnya, begitu juga pada periode sahabat. Hal 
ini tidak berarti bahwa maqashid al-syari’ah sebuah ilmu baru 
yang diciptakan oleh mujtahid, tetapi sudah pernah 
dilaksanakan oleh Nabi dan sahabatnya, walaupun pada saat 
itu tidak dikenal dengan maqashid al-syari’ah. Kondisi ini 
sama saja dengan ilmu-ilmu lainnya dalam Islam yang tidak 
mempunyai istilah sendiri pada periode Rasul dan sahabat. 
Di antara ijtihad Rasul yang mengindikasikan kepada 
maqashid al-syari’ah adalah tentang seorang wanita datang 
kepada Rasulullah yang mengadukan masalah nazar orang 
tuanya yang belum sempat dilaksanakan karena orang tuanya 
keburu wafat. Rasul menanyakan bagaimana sekiranya kalau 
orang tuanya berhutang, dia menjawab bahwa ia akan 
membayar hutang tersebut. Lalu Rasul SAW menyatakan 





bahwa hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar. 
Dalam hal ini Rasul SAW mempergunakan metode analogi 
(qiyas). Dalam hal ini metode yang digunakan Rasul SAW jika 
dhubungkan dengan maqashidl al-syari’ah adalah dalam 
rangka memelihara agama (hifz al-din) yang merupakan 
bagian utama dalam maqashid al-syari’ah. 
Begitu juga dengan ijtihad sahabat terkadang dilakukan 
sendiri-sendiri, seperti Umar dalam kasus orang-orang 
muallaf. Muallaf mempunyai bagian dari zakat yang diambil 
dari muzakki (QS. 9: 60), kemudian bagian muallaf ini 
dihapuskan oleh Umar karena ia merasa bahwa keadaan 
negara sudah mantap dan stabil sehingga tidak perlu lagi 
membujuk orang untuk masuk Islam atau tetap kokoh 
dengan Islamnya. Di sisi lain sahabat juga berijtihad secara 
bersama-sama (musyawarah). Ijtihad seperti ini biasa 
dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Artinya, Ra`yu 
merupakan alternatif terbaik dalam memecahkan masalah-
masalah yang terjadi. Misalnya masalah orang yang enggan 
mengelurkan zakat. Abu Bakar berpendapat bahwa mereka 
harus dibunuh, sedangkan Umar mengatakan mereka tidak 
harus dibunuh karena mereka masih tetap muslim dan juga 
melaksanakan shalat. Demikian juga pada kasus seorang laki-
laki yang dibunuh oleh ibu tirinya dengan dibantu oleh 
kawan-kawannya (pembunuh lebih dari satu). Umar merasa 
kebingungan dalam menghadapi masalah ini, lalu muncul Ali 
dengan ra`yunya dan berpendapat bahwa mereka harus 
dibunuh semuanya, sama halnya dengan orang yang 
berserikat mencuri harus pula dipotong tangan seluruhnya. 
Semua ini juga bagian dari maqashid al-syari’ah yang telah 
dipraktekkan oleh sabahat. Dengan demikian ijtihad-ijtihad 
yang dilakukan oleh sahabat telah menerapkan maqashid al-





syari’ah walaupun, sekali lagi, belum ada istilah itu pada masa 
mereka. Bahkan apa yang mereka putuskan secara umum 
telah mengilhami mujtahid berikutnya dalam menyusun 
maqashid al-syari’ah dalam disiplin ilmu tersendiri. 
Begitu juga pada masa tabi’in dan tabi’ tabi’in, istilah 
maqashid al-syari’ah juga belum menjadi bahasa mereka 
sehari-hari. Hal ini karena mereka tidak membentuk istilah 
sendiri dengan maqashid al-syari’ah ketika melahirkan ijtihad-
ijtihadnya. Akan tetapi dari metode-metode yang mereka 
tawarkan dalam pemecahan hukum Islam ternyata mereka 
sudah melakukannya. Hal ini sama saja dengan kondisi yang 
ada pada masa sahabat. Metode qiyas, maslahah al-mursalah, 
sad al-dzari’ah, al-‘urf, istishab, dan lain-lain, merupakan 
metode yang ditawarkan untuk mewujudkan kemaslahatan. 
Dalam ijtihad-ijtihadnya, mujtahid era tabi’in dan tabi’ tabi’in 
selalu mengarahkan ijtihad mereka untuk melahirkan 
kemaslahatan sesuai dengan prinsip dan tujuan yang mereka 
teliti dari al-Qur`an dan al-sunnah. Kemaslahatan yang lahir 
dari ijtihad mereka minimal dapat dirasakan hikmahnya oleh 
masyarakat di era mereka. Tidak benar kalau dikatakan 
mereka tidak menggunakan maqashid al-syari’ah. Misalnya 
ketika mujtahid mencari illat pengharaman khamar, mereka 
menemukan bahwa iskar (memabukkan) merupakan alasan 
Allah mengharamkannya. Dari alasan ini pada akhirnya dapat 
dikembangkan kepada setiap makanan atau minuman yang 
mempunyai potensi memabukkan juga diharamkan. Tujuan 
akhir yang diinginkan mujtahid adalah menolak kemudaratan 
dan mewujudkan kemaslahatan sebagaimana yang diinginkan 
oleh Allah SWT. Apa yang mereka lakukan ini merupakan 
buah dari kajian mereka terhadap maqashid al-syari’ah, 
walaupun istilah itu tidak mereka sebutkan ketika berijtihad. 





Perwujudan maqashid al-syari’ah perlu memperhatikan 
dasar-dasar umum dalam hubungan sesama manusia. Dasar-
dasar itu adalah: 
1. Kehormatan manusia (karomah insaniyah), yaitu 
kehormatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada 
manusia sebagaimana disebutkan Allah SWT, seperti 
dalam QS 85: 4, QS 49:13, dan lain-lain. 
2. Kemerdekaan dan kebebasan (al-hurriyat). Kebebasan 
yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggungjawab 
terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya di muka 
bumi ini (QS 2: 256). 
3. Kerjasama kemanusiaan (ta’awun al-insani). Allah SWT 
memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong, 
saling mengasihi, membantu sesama, dan sebagainya 
sebagai buah dari dari dasar sifat kemnusiaan yang 
dimilikinya. 
4. Keadilan, yang merupakan hak seluruh manusia, kawan 
maupun lawan (QS 16:90). Hal ini diperkuat oleh Ibn 
Qayyim al-Jauziyyah, bahwa salah satu ciri khas hukum 
Islam itu adalah adil, member rahmat, mengadung 
maslahat bagi manusia. Oleh karena itu setiap aturan yang 
tidak mengandung unsur tersebut atau bahkan 
menghasilkan sesuatu yang mafsadah dan sia-sia, maka 
hukum itu bukan hukum Islam (al-Jauziyah [tth]:3). 
Dalam hal ini, ulama sudah menyimpulkan bentuk-
bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan maslahat, yaitu al-
din (agama), al-nafs (jiwa), al-nasb (keturunan), al-‘aql (akal), 
dan al-mal (harta). Pemeliharaan kelima hal di atas dibagi pula 
sesuai dengan tingkat kebutuhan dan skala prioritas yang 
mencakup pemeliharaan dalam bentuk al-dharuriyyah, 
sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk al-





hajiyyah, sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam 
bentuk al-tahsiniyyah, sebagai prioritas ketiga. Berikut akan 
dijelaskan tingkatan-tingkatan tersebut. 
 
B. Kategori al-Dharuriyyat, al-Hajiyyat, dan al-
Tahsiniyyat 
1. Al-Dharuriyyat 
Al-dharuriyyat adalah segala sesuatu yang harus 
ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik 
agamanya maupun dunianya. Apabila al-dharuriyyat 
tidak ada daan tidak terpelihara dengan baik, maka 
rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. 
Dengan kata lain, al-dharuriyat adalah tujuan esensial 
dalam kehidupan manusia demi untuk menjaga 
kemaslahatan mereka. Tujuan hukum Islam dalam 
bentuk al-dharuriyat ini mengharuskan pemeliharaan 
terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi 
manusia yang dikenal dengan al-dharuriyah al-khams, 
yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan 
harta (Hasaballah: 296-297). Pengertian memelihara di 
sini setidaknya memiliki dua makna, yaitu: 
Pertama, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya 
dan mengokohkan landasannya yang disebut dengan 
muru`ah min janib al-wujud. Dalam hal pemeliharaan 
agama dapat dicontohkan dengan kewajiban beriman, 
mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, puasa, haji, 
dan sebagainya. Sedangkan dalam pemeliharaan diri dan 
akal seperti kewajiban mencari makanan, minuman, 
pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Dalam bidang 
pemeliharaan yang lain seperti aturan-aturan dalam 
bidang pernikahan, dan bermuamalah secara umum. 





Kedua, aspek yang mengantisipasi agar kelima 
kebutuhan pokok tersebut tidak terganggu dan tetap 
terjaga dengan baik, yang disebut dengan muru`ah min 
janib al-‘adam. Misalnya aturan-aturan yang telah 
ditetapkan dalam bidang jinayah seperti aturan tentang si 
pembunuh, si peminum khamar, pencuri, pezina, dan 
sebagainya yang dikenakan sanksi berat atas perbuatan 
mereka. 
Dengan demikian, pada aspek pertama, 
pemeliharaan dilakukan dengan mengerjakan semua 
perintah yang ada kaitannya dengan lima hal mendasar 
dalam kehidupan manusia. Sedangkan pada aspek kedua 
ditekankan kepada menjauhi atau meninggalkan semua 
perbuatan yang dapat merusak dan mengganggu kelima 
hal tersebut. 
Pemeliharaan dalam hal yang al-dharuriyat dapat 
diterangkan sebagai berikut: 
a. Memelihara kemaslahatan agama 
Agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap 
manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi 
dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama Islam 
merupakan nikmat Allah SWT yang amat tinggi dan 
sempurna. Oleh karena itu agama harus dipelihara 
dari segala sesuatu yang dapat mengganggunya, baik 
dalam intern agama itu sendiri maupun dari 
ekternnya. Dalam betuk eksternya, agama mesti 
dipelihara dari segala sesuatu yang ingin 
menghancurkan dan melenyapkannya. Oleh karena 
itu kepada umat Islam dihalalkan melakukan jihad 
(bahkan diperintahkan) guna membela agama dari 
gangguan-gangguan luar, dan sebagaimana diketahui 





dalam jihad (perang) pertaruhan nyawa merupakan 
suatu keniscayaan yang wajib dihadapi. Tetapi demi 
pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau 
melenyapkan nyawa orang lain sudah merupakan 
suatu perintah agama. Hal ini menunjukkan bahwa 
agama merupakan tingkat yang paling tinggi dari 
seluruh kebutuhan pokok yang mesti ada pada 
manusia. 
b. Memelihara jiwa 
Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang 
melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan 
tindakan-tindakan lain yang dapat mengancam 
eksistensi jiwa. Jika larangan ini dikerjakan, maka 
Islam memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti 
qishas dalam pembunuhan dan penganiayaan, serta 
ancaman yang serius bagi mereka yang mencoba 
membunuh dirinya. Semua ini diatur dalam rangka 
memelihara eksistensi jiwa manusia selama hidup di 
dunia ini. 
c. Memelihara akal 
Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia 
yang membedakannya dengan binatang. Manusia 
hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, 
mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan 
akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akal 
terganggu, maka terganggulah perjalanan hidupnya 
sebagai manusia. Oleh karena itu Allah SWT 
mengharamkan minum khamar dan menghukum 
pelakunya dengan hukuman had. Di samping itu juga 
ada larangan untuk mengkhayal. 
 





d. Memelihara Keturunan 
Mempunyai keturunan merupakan salah satu 
tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. 
Oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang 
laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. 
Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak 
cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. 
Dengan lembaga perkawinan, Allah SWT mengakui 
garis keturunan tersebut, begitu juga dengan 
masyarakat. Akan tetapi ketika lembaga perkawinan 
tidak diindahkan, maka Allah SWT SWT tidak akan 
mengakui garis keturunan tersebut, termasuk 
masyarakat. Akibatnya secara vertikal (Allah SWT) 
dan horizontal (sosial) tidak ada kehormatan yang 
dimiliki berkenaan dengan keturunan yang 
dihasilkan. 
Dalam rangka inilah Allah SWT 
mensyariatkan seseorang untuk menikah dan 
sebaliknya mengharamkan perbuatan zina. 
Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak hanya 
untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk 
kehidupan akhirat nanti. 
e. Memelihara harta 
Harta merupakan sesuatu yang menunjang 
kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk 
meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta orang 
dapat mendapatkan apa yang ia mau, dan dengan 
harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik 
dan sempurna. Oleh karena itu Islam mengakui hak 
milik pribadi, karena hak milik itu akan 
membahagiakan seseorang hidup di dunia. 





Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta 
biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia mau 
dapatkan dengan mudah dan gampang. Hidupnya 
akan terasa sulit dan bahkan menyusahkan orang 
lain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadh-
ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta, 
seperti zakat dan haji. 
Itulah sebabnya harta menjadi penopang 
kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh Allah 
SWT untuk dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu 
Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk 




Al-hajiyyah adalah suatu kebutuhan yang juga 
mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan 
membuat hidup manusia akan lebih mudah dan 
terhindar dari kesulitan. Orang yang tidak memperoleh 
atau mengedepankan kebutuhan al-hajiyyah ini pada 
dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan 
berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik 
dalam menjalankan aktifitas keduniawian maupun 
aktifitas ukhrawinya. Itulah sebabnya dalam bidang 
agama misalnya, diperbolehkan mengambil keringanan 
yang diberikan oleh Allah SWT seperti mengqashar 
shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan 
orang sakit, mendirikan shalat dalam keadaan duduk 
apabila tidak sanggup berdiri, melihat calon istri/suami 
yang akan dinikahi, dan sebagainya.  
 






Al-Tahsiniyyat merupakan kebutuhan manusia 
untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan 
membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. 
Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia 
sebenarnya tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan 
juga tidak akan menyulitkan kehidupannya. Tetapi 
keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan 
nilai keindahan dan akhlak yang tinggi. Misalnya 
memakai harum-haruman ketika pergi menghadiri shalat 
berjamaah, mandi sebelum jumat, belajar di ruangan 
yang bagus dan memakai media yang modern, menikah 
dengan orang yang keturunannya terpandang, dan 
sebagainya. 
 
C. Hubungan Maslahah dengan Maqashid al-Syari’ah 
Berbedanya tingkat maslahah yang hendak dipelihara 
karena berbedanya maslahah yang hendak diwujudkan pada 
setiap diri mukallaf sebagai objek hukum. Dalam hal ini 
kebutuhan dan kondisi setiap mukallaf berbeda satu sama 
lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa dharuriyah adalah 
kebutuhan pokok yang mesti dipenuhi oleh setiap mukallaf 
berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan 
kehormatan, dan harta. Ketika semua ini tidak terpenuhi 
maka akan hancurlah kehidupan. Adapun hajiyah adalah 
pemeliharaan lima hal di atas dalam hubungannya dengan 
menghilangkan kesulitan. Apabila kemaslahatan dalam bidang 
hajiyah ini tidak dipenuhi, maka mukallaf akan merasa sulit 
dalam melakukan pemeliharaan terhadap lima hal pokok 
tersebut. Misalnya dibolehkan mengqashar shalat dalam 
perjalanan adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan 





memelihara agama. Adapun tahsiniyah adalah pemeliharaan 
kemaslahatan dalam hubungannya dengan penyempurnaan 
sesuatu yang bersifat tambahan dan keindahan. Ketika 
kemaslahatan tahsiniyah ini tidak terpenuhi tidak akan 
mengakibatkan hancurnya kehidupan dan juga tidak akan 
membuahkan kesulitan dalam pemeliharaan lima hal pokok 
di atas. Misalnya berharum-haruman ke masjid merupakan 
sesuatu yang dianjurkan, tetapi tanpa berharum-haruman 
tidak akan mengganggu lima hal pokok dan tidak pula 
menyulitkan dalam pemeliharaannya. 
Maslahah al-dharuriyah merupakan hal pokok yang 
mesti ada dan dimiliki oleh setiap orang. Ketika seseorang 
tidak beragama, maka di sisi Allah SWT hidupnya tidak 
berarti apa-apa, bahkan ia tidak akan mendapatkan 
kebahagiaan akhirat seperti yang dijanjikan oleh Allah SWT. 
Misalnya orang yang tidak shalat merupakan orang yang tidak 
memelihara agama, akibatnya ia tidak akan mendapatkan 
kebahagiaan di akhirat.  
Ketika seseorang tidak memenuhi kemaslahatan 
jiwanya, maka ia akan merasa tidak bahagia hidup di dunia. 
Oleh karena itu ia harus berusaha untuk memelihara jiwanya 
dari gangguan apapun agar eksistensinya di dunia tetap ada. 
Berbagai aturan dalam pemeliharaan jiwa harus 
diamalkannya, seperti tidak boleh membunuh, tidak boleh 
menganiaya dan dianiaya, tidak boleh menyerah kepada nasib, 
harus berusaha mencari rezki, dan sebagainya.  
Adapun ketika seseorang tidak memelihara akalnya, 
maka tentunya kehidupannya tidak semanis orang yang punya 
akal. Dalam hal ini adakalanya ia kehilangan akal sama sekali 
(gila), atau ada akal tetapi kurang memadai (bodoh), dan 
sebagainya. Dalam hidupnya orang yang seperti ini tidak akan 





bahagia, atau tatanan kehidupannya rusak. Oleh karena itu 
dalam kaitannya dengan pemeilharaan akal ini Allah SWT 
melarang sesuatu yang dapat merusak akal, seperti minum 
khamar, dan memerintahkan mengisi akal dengan belajar dan 
mengasah otak.  
Apabila keturunan dan kehormatan tidak dipelihara, 
maka seseorang juga akan mengalami huncurnya tatanan 
kehidupannya. Hubungan nasab sangat diperhatikan dalam 
Islam sehingga ada perintah untuk melakukan pernikahan 
dan melarang melakukan hubungan antara laki-laki dan 
perempuan tanpa ikatan pernikahan, karena semuanya 
bermuara kepada nasab dan keturunan yang diakui oleh 
syara’. Ketika keturunan jelas, maka akan ada hukum-hukum 
selanjutnya yang berhubungan dengan itu, seperti hubungan 
kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya. Oleh karena itu 
pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok 
yang mesti dipelihara oleh manusia. 
Berkenaan dengan harta, sebagai salah satu kebutuhan 
pokok manusia, apabila tidak dimiliki maka manusia juga 
tidak akan eksis hidup di dunia ini. Banyak hal yang bias 
dilakukan dengan harta, dan banyak hal pula yang tidak bias 
dilakukan orang ketika ia tidak punya harta. Ketiadaan harta 
akan membuat tatanan kehidupan manusia akan rusak. Oleh 
karena itu Allah SWT memerintahkan mencari harta dan 
memeliharanya dengan baik, dan melarang melakukan 
pencurian sebagai salah satu bentuk pemeliharaan harta. 
Dengan demikian kelima hal pokok tersebut 
(dharuriyah al-khamsah) menempati tingkat pertama yang 
mesti dimiliki dan dipelihara oleh manusia karena terkait 
dengan eksistensinya di dunia dan akhirat. 





Pemeliharaan maslahah al-hajiyah tidak menyebabkan 
hancurnya tatanan kehidupan manusia, hanya membuat 
kesulitan dalam rangka pemeliharaan lima hal pokok di atas. 
Untuk itu dalam berbagai hal ditetapkanlah kerinagan-
keringanan. Misalnya dibenarkan mengucapkan kata yang 
menunjukkan kekafiran ketika dalam keadaan terpaksa atau 
sulit. Begitu juga dibolehkan berbuka dan qashar shalat bagi 
musafir. Dalam hal jual beli dibolehkan jual beli pesanan, 
sewa menyewa dan sebagainya. Dalam lembaga perkawinan 
dibolehkan melakukan perceraian jika perkawinan itu tidak 
dapat lagi dipertahankan dengan berbagai alasan. Dengan 
demikian meletakkannya pada urutan kedua cukup 
mempunyai alasan, yaitu menghilangkan kesulitan untuk 
terealisasinya pemeliharaan al-dharuriyah al-khamsah. 
Pemeliharaan al-dharuriyah al-khamsah dalam bentuk 
tahsiniyah tidak berhubungan dengan hancurnya tatanan 
kehidupan, dan juga tidak akan menyulitkan pemeliharaan 
lima hal pokok, hanya saja sebagai penyempurna dalam 
rangka meningkatkan martabat diri dan akhlak yang mulia. 
Misalnya membersihkan badan, pakaian, dan tempat shalat; 
memakai mukena bagi wanita dan tutup kepala bagi laki-laki 
dalam shalat. Dalam hal pemeliharaan jiwa misalnya 
ditetapkan tatacara makan dan minum sebagai akibat dari 
realitas etika manusia. Dalam hal pemeilharaan akal misalnya 
menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan 
sesuatu yang tidak berfaidah. Dalam hal pemeliharaan 
keturunan misalnya dengan melakukan peminangan sebelum 
akad nikah sebagai pelengkap proses pernikahan. Dalam hal 
pemeliharaan harta misalnya dianjurkan untuk melakukan 
pencatatan jual beli dan hutang piutang. 





Apabila diperhatikan contoh-contoh dalam tahsiniyah 
ini, tidak terkait dengan terancamnya eksistensi lima hal 
pokok dan juga tidak membuahkan kesulitan dalam 
pemeliharaannya. 
Agama adalah dharuriyah pertama yang harus 
dipelihara, dan oleh karena itu setiap kondisi yang 
mengancam eksistensi agama harus ditolak dan diberantas. 
Misalnya ketika Khalifah Abu Bakar shiddiq memerangi dan 
membunuh orang-orang yang ingkar zakat adalah bukti 
bagaimana pemeliharaan agama mesti mendapat prioritas 
utama, walaupun untuk itu harus mengorbankan nyawa orang 
lain dan merelakan kematian demi menegakkan agama. 
Begitu juga ketika agama terancam eksistensinya oleh orang-
orang yang ingin memerangi Islam, maka disyariatkanlah 
jihad, yang berarti boleh membunuh dan merelakan nyawa 
melayang demi tegaknya agama. Begitu juga Islam 
mensyariatkan untuk menghukum mati orang yang keluar 
dari Islam. Di satu sisi pemeliharaan jiwa perlu diperhatikan, 
akan tetapi ketika bertentangan dengan eksistensi agama, 
maka agama mesti mendapatkan prioritas utama 
Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas selanjutnya 
setelah agama. Tidak ada pembenaran dari ketentuan Islam 
untuk mempermainkan jiwa orang lain dan juga jiwa sendiri. 
Allah SWT memilki keuasaan mutlak terhadap nyawa orang 
lain, tidak ada yang berhak melepaskannya dari diri seseorang 
kecuali Allah SWT. Ketika ada orang yang mendahului 
kekuasaan Allah dengan melenyapkan nyawa orang lain, tentu 
saja di samping menghilangkan eksistensi jiwa seseorang, juga 
sudah mendahului apa yang tidak pantas dilakukannya di 
hadapan Allh SWT. Oleh karena itu Allah SWT mengancam 
orang yang membunuh orang lain dengan sengaja dengan 





hukuman berat dimasukkan ke dalam neraka jahannam dan 
dianggap sudah membunuh semua orang. Tidak hanya 
pembunuhan sengaja, pembunuhan yang dilakukan dengan 
tidak sengaja pun diancam dengan hukuman kifarat. Begitu 
juga dalam bentuk lain yang tidak mematikan, tetapi cukup 
membuat terancamnya eksistensi nyawa orang lain, Allah juga 
mensyariatkan qisas dalam hal itu. Itulah sebabnya dalam 
syariat Islam penganiayaan juga termasuk hal yang diqisas, 
yaitu dibalas sejalan atau setimpal dengan apa yang 
dilakukannya. 
Maslahah ashliyah merupakan maslahah yang paling 
besar dari kemaslahatan-kemaslahatan lainnya yang 
diinginkan oleh Allah SWT sebagai legislator. Al-Syatihibi 
mengatakan bahwa tujuan harus diperhatikan oleh manusia 
karena bersifat primer yang dipandang sebagai sesuatu yang 
imperativ dalam agama, kemaslahatan yang dikandungnya 
bersifat umum dan mutlak serta tidak dibatasi oleh situasi, 
kondisi, bentuk, dan zaman tertentu.  
Pada sisi lain tujuan maslahah asasiyah ini dapat 
dipolarisasi menjadi dua bagian; pertama dharuriyah ainiyah, 
yaitu sebuah kewajiban yang terdapat dengan sendirinya 
dalam setiap diri manusia. Misalnya setiap manusia dituntut 
untuk memelihara agama, hal ini merupakan tuntutan yang 
datang dari dirinya sendiri sebagai konsekwensi logis dari 
keyakinan dan amal. Demikian juga dengan tuntutan 
memelihara jiwa sebagai konsekwensi logis dari memelihara 
kehidupan. Kedua; dharuriyah kifa`iyah, yang merupakan 
penegakan kemaslahatan yang bersifat umum bagi semua 
makhluk. Dharuriyah kofa`iyah ini merupakan penyempurna 
dari dharuriyah ainiyah karena ainiyah tidak akan tegak tanpa 
didukung oleh kifa`iyah. 





Adapun tujuan tab’iyah merupakan tujuan yang 
memberikan pelayanan, sebagai pengikut atau mengiringi 
tujuan asliyah, pendorong terealisasinya tujuan asliyah atau 
sebagai penghubung atau pelengkap tujuan asliyah. Dalam hal 
ini tujuan tab’iyah secara khusus merupakan tujuan yang 
mempertimbangkan atau memperhatikan kebahagiaan atau 
kesenangan manusia. 
Maqashid al-‘ammah merupakan sasaran yang ingin 
dicapai dalam pelembagaan hukum Islam, yaitu untuk 
memelihara atau menjaga kemaslahatan manusia baik di 
dunia maupun di akhirat. Di samping itu maqashid al-
‘ammah juga merupakan makna-makna dan hikmah-hikmah 
yang dipandang dalam seluruh aspek pelembagaan hukum 
Islam atau dalam sebagian besarnya, tidak bersifat spesifik 
terhadap aspek tertentu saja dari hukum Islam sehingga 
termasuk di dalamnya sifat-sifat dan tujuannya yang bersifat 
umum. Keumuman ini berlaku untuk keseluruhan hukum 
Islam termasuk seluruh bagian-bagian yang dikandung 
hukum Islam. Asumsi ini didasari kepada statemen umum 
pelembagaan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan 
manusia. Atas asumsi ini maka tujuan primer pelembagaan 
hukum Islam yang terdiri dari pemeliharaan agama, nyawa, 
akal, keturunan, dan harta dapat dikategorikan sebagai tujuan 
umum yang harus diwujudkan dalam setiap bagian 
pelembagaan hukum Islam. 
Kemudian dari tujuan khusus (maqashid all-khassah) 
merupakan tujuan yang berkaitan dengan sasaran, tujuan dan 
makna-makna yang bersifat khusus dalam bab-bab tertentu 
dari bab-bab kajian hukum Islam atau didasarkan kepada 
bagian-bagian tertentu dari bagian hukum islam. Hal ini dapat 
dilihat dalam tujuan ibadah secara keseluruhan, demikian juga 





halnya dengan tujuan muamalat dan tujuan jinayat. Atau 
tujuan yang terdapat dalam satu bab di antara bab-bab kajian 
hukum islam, seperti tujuan yang berkaitan dengan bab 
thaharah secara keseluruhan. Sebagai contoh adalah dalam 
lapangan jinayat, tujuan dilembagakan hukuman bagi pelaku 
tindak kejahatan adalah untuk membuat jera para pelakunya, 
atau dilembagakannya thaharah adalah untuk terpeliharanya 
kebersihan. 
Sedangkan tujuan juz’i (maqashid al-juz`iyah) 
merupakan tujuan yang berkaitan dengan persoalan tertentu 
saja tanpa menyentuh persoalan lain. Dikatakan demikian 
karena tujuan ini berbeda dengan tujuan yang pertama dan 
kedua yang bersifat menyeluruh, sementara bagian ini secara 
spesifik berkaitan dengan persoalan-persoalan tertentu atau 
dalil-dalil jhusus yang ditarik dari tujuan pelembagaan hukum 
Islam itu sendiri sehingga bersifat juz`i. 
Setidaknya dari penjelasan ketiga bentuk pembagian ini 
dapat dimengerti kenapa tujuan hukum Islam itu dapat 
diklasifikasikan kepada tiga bentuk, yaitu maqashid al-
‘ammah, maqashid al-khsssah, dan maqashid al-juz`iyah. 
Semua tujuan hukum yang ditetapkan harus bermuara 
kepada tujuan umum, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan 
menolak kemudaratan. Walaupun secara khusus dan juz`i 
masing-masing furu’-furu’ fiqh mempunyai tujuan untuk 
masing-masing bab dan kasus yang dibicarakan, akan tetapi 
semuanya mesti bermuara dan tidak boleh bertentangan 
dengan tujuan umum. Itulah sebabnya kenapa maqashid al-
‘ammah ini dikaji lebih dahulu untuk meluruskan dan sebagai 
kontrol dalam menetapkan tujuan khusus dan juz`iyah. 
 





Pemeliharaan dalam maslahah dahruriyah ini adalah 
sesuatu yang bersifat pokok (primer) yang mesti dimiliki oleh 
setiap manusia. Oleh karena itu untuk mengimplementasikan 
bentuk-bentuk pemeliharaan lima hal pokok tersebut harus 
tegas, apakah yang berkaitan dengan suatu perintah atau 
suatu larangan. Dalam hal ini dalam hal pemeliharaan agama, 
misalnya shalat, zakat, puasa, haji, jihad, dan sebagainya 
diwajibkan kepada semua muslim, dan sebaliknya bagi yang 
tidak mau melaksanakannya dianggap tidak memelihara 
agama dari sisi dharuriyah, untuk itu hukum yang ditetapkan 
bagi orang yang meninggalkannya tanpa alasan yang 
dibenarkan syara’ adalah haram dan pelakunya diancam 
dengan dosa dan siksa di akhirat. 
Begitu juga dalam masalah pemeliharaan jiwa, 
seseorang wajib memelihara jiwanya dari gangguan apapun. 
Oleh karena itu banyak hal yang diharamkan terkait dengan 
pemeliharaan jiwa ini, seperti tidak boleh bunuh diri, tidak 
boleh menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, tidak boleh 
membunuh orang lain, diharamkan menganiaya orang lain 
dan diri sendiri, dan sebagainya. 
Terkait dengan pemeliharan akal, Allah SWT 
mengharamkan tindakan yang dapat menghilangkan akal, 
seperti mabuk-mabukan dan sebagainya. Sebaliknya 
diwajibkan untuk melakukan tindakan yang berhubungan 
dengan pemeliharaan akal ini, seperti diwajibkan menuntut 
ilmu. 
Adapun yang berhubungan dengan pemeliharaan 
keturunan, Allah SWT memerintahkan menikah, dan 
diwajibkan hukumnya bagi orang yang sudah mampu dan 
khawatir tidak mampu menahan diri dari melakukan 
perbuatan-perbuatan dosa, sebaliknya diharamkan bagi orang 





tersebut meninggalkan perintah nikah atas dasar sudah 
mampu dan khawatir tidak menahan dirinya dari melakukan 
zina. Di samping itu setiap perbuatan yang mengarah ke 
perzinaan juga diharamkan, seperti berkhalwat. Semua ini 
harus diatur secara tegas karena berhubungan dengan 
pemeliharaan keturunan. Keharaman zina dan kewajiban 
orang menjauhi zina merupakan bagian hukum yang terkait 
erat dengan pemeliharaan keturunan ini. 
Adapun tentang pemeliharaan harta, aturan umum 
untuk itu juga jelas, yaitu keharaman mendapatkan harta 
dengan cara yang batil, seperti haramnya mencuri, haramnya 
riba, haramnya menipu dalam transaksi ekonomi, haramnya 
perjudian, dan sebagainya. Sebaliknya diwajibkan mencari 
harta dengan cara yang halal. 
Semua hukum yang berhubungan dengan hal-hal yang 
dharuriyah ini menghsilkan hukum wajib dan haram karena 
begitu pentingnya masalah dharuriyah ini diatur secara tegas. 
Maslahah al-hajiyah tidak berkenaan dengan rusak dan 
hacurnya dharuriyah al-khamsah, akan tetapi menghasilkan 
kesulitan bagi orang yang tidak mau memanfaatkannya. 
Untuk memanfaatkan hal ini Allah SWT menganjurkan agar 
kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dalam memelihara 
lima hal pokok tersebut sedapat mungkin harus 
dipergunakan. Dalam hal ini al-hajiyah tidak hanya 
menghasilkan hukum sunat dan makruh, akan tetapi bisa saja 
wajib, hara, dan mubah. Misalnya dalam pemeliharaan agama, 
seperti shalat, Allah menganjurkan bagi musafir untuk 
mengqasar shalatnya agar terhindar dari kesulitan dalam 
pelaksanaannya. Demikian juga dibolehkan berbuka puasa 
bagi musafir agar terhindar dari kesulitan menjalankan puasa. 
Anjuran-anjuran Allah SWT di satu sisi dipandang oleh 





ulama sebagai sesuatu yang mubah saja, akan tetapi ada yang 
memandangnya sebuah anjuran yang disunatkan, bahkan ada 
ulama yang memandangnya sebagai sesuatu yang wajib. 
Akibat meninggalkan anjuran-anjuran Allah ini akan 
berakibat kepada hukum makruh, atau bisa saja haram 
menurut versi ulama hanafiyah. Adapun dalam bentuk 
pemeliharaan akal, Allah SWT menganjurkan agar seseorang 
menjauhi perbuatan mengkhayal dan mendengarkan sesuatu 
yang tidak berfaedah. Hal ini berarti disunatkan menjauhinya 
daan dimakruhkan melakukannya. Berkenaan dengan 
pemeliharaan keturunan, disunatkan untuk melakukan 
khitbah terlebih dahulu terhadap pasangan yang akan 
dinikahi. Dan dalam peminangan ini disunatkan juga melihat 
seperlunya hal-hal yang membuat setiap pasangan merasa 
tertarik kepada pasangan yang lainnya. Adapun tentang 
pemeliharaan harta dibolehkan melakukan jual beli salam, 
sewa menyewa, pinjam meminjam, dan sebagainya, karena 
dengan melakukan semua ini akan menghindarkan seseorang 
merasa kesulitan dalam memperoleh harta.  
Maslahah al-tahsiniyah ini pada umumnya hanya 
bersifat anjuran untuk melakukan dan anjuran untuk 
menjauhi. Dan bisan saja anjuran itu tidak dilaksanakan oleh 
seseorang, karena tidak terkait dengan kerusakan dan 
kesulitan dalam melakukan sesuatu perintah atau 
mengentikan suatu larangan. Misalnya dalam shalat 
disunatkan berpakaian yang rapi dan berharum-haruman ke 
mesjid, dan dimakruhkan pergi menghadiri shalat jumat tanpa 
mandi sebelumnya. Demikian juga disunatkan hadir lebih 
awal pada hari jumat di mesjid. Dalam hal puasa seperti 
disunatkan berbuka tepat pada waktunya dan makan sahur. 
Hal ini terkait dengan pemeliharaan agama. Adapun yang 





berhubungan dengan pemeliharaan jiwa seperti dianjurkan 
makan-makanan yang baik dan bergizi, dan anjuran ini hanya 
bersifat mubah saja. Dalam hubungannya dengan 
pemeliharaan akal dianjurkan banyak membaca dan 
menambah ilmu pengetahuan yang sifatnya mubah, walaupun 
eksistensi menuntut ilmu itu hukumnya wajib, akan tetapi 
pernak-pernik yang ada pada proses menuntut ilmu itu pada 
umumnya menempati tempat mubah. Di sisi lain terkadang 
dimakruhkan melakukan sesuatu yang berpotensi 
mengganggu akal, seperti mendengar sesuatu yang tidak 
berguna, mengkhayal, dan sebagainya. Adapun berkenaan 
dengan pemeliharaan keturunan seperti dianjurkannya 
melaksanakan walimah yang hukumnya sunat walaupun 
dengan cara sederhana. Sedangkan dalam pemeliharaan harta 
seperti memberlakukan tradisi dalam transaksi jual beli, 
misalnya jual beli benda-benda furnitur dan benda-benda 
elektronik berat yang menurut kebiasaan diantarkan oleh si 
penjual ke tempat si pembeli dengan penambahan ongkos, 
atau tanpa penambahan ongkos karena sudah termasuk ke 
dalam harga barang. Semua ini hanya bersifat kebaikan yang 
dianjurkan dalam rangka membuat proses bermuamalah lebih 
mudah dan lancar. Ditinjau dari sisi hukum taklifi hukum 
yang ditemapti untuk masalah ini bersifat mubah saja. 
Filsafat hukum Islam itu merupakan kajian yang amat 
penting dalam rangka mewujudkan kemaslahatan pada setiap 
hukum yang ditetapkan oleh mujtahid. Seorang mujtahid 
yang tidak mengedepankan filsafat hukum Islam, yang dalam 
kajiannya secara umum berkenaan dengan tujuan penetapan 
hukum dalam bentuk maqashid al-syari’ah, tidak akan 
menemukan hukum yang benar-benar sesuai dengan tuntutan 
Allah SWT. Hal ini karena kajian filsafat hukum Islam tidak 





digali dari keilmuan yang dibuat oleh manusia, akan tetapi 
digali dari ketentuan-ketentuan Allah dalam al-Qur`an dan 
Sunnah Nabi-Nya. Penelitian terhadap khitab Allah dan 
Rasul-Nya telah menghasilkan suatu kesimpulan apa 
sebenarnya yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya 
terhadap ketetapan hukum yang diputuskan, yaitu 
kemalahatan dan terjauh dari kemudaratan. Pedoman inilah 
yang harus diikuti oleh mujtahid kontemporer dalam 
menetapkan hukum-hukum selanjutnya yang muncul. Besar 
dugaan, bahwa dengan mengikuti pedoman yang telah 
digariskan Allah dan Rasul-Nya maka hukum yang dilahirkan 
sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. 
Teori filsafat Hukum Islam terpusat kepada penerapan 
maqashid al-syari’ah yang berpuncak pada prinsip  menjaga 
kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang 
dikonversikan kepada salah satu tingkatan dharuriyah, 
hajiyah, dan tahsiniyah. Kemudian jika kepentingan umum 
dapat melayani salah satu dari kelima prinsip tersebut secara 
qath’i dan kulli maka penalaran logis yang didasarkan 
kepadanya adalah valid. Konsepsi tersebut senada dengan 
pandangan al-Ghazali yang menyatakan bahwa apabila 
pembicaraan kemaslahatan yang esensi dan substansinya 
dalam upaya pemeliharaan dan realisasi dri maqashid al-
syari’ah, yaitu dalam rangka pemeliharaan kepentingan lima 
hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan , dan harta, 
tidak perlu dikeragui dan harus dijadikan hujjah untuk 
kemudian dapat diikuti. 
Intelektual hukum Islam sangat menyadari akan 
relatifitas maslahah. Seuatu yang dipandang maslahah oleh 
sebagian orang belum tentu dipandang maslahah juga oleh 
yang lain. Untuk mengeliminasikan relatifitas tersebut 





diperlukan beberapa kriteria dalam erifikasinya, salah satunya 
disebutkan bahwa kemaslahatan tersebut tidak bertentangan 
dengan maqashid al-syari’ah. Dalam melakukan ijtihad 
dengan menggunakan metode maslahah harus dapat 
dipastikan bahwa kemaslahatan tersebut secara hakiki betul-
betul sejalan atau tidak bertentangan dengan maqashid al-
syari’ah. Metode maslahah terikat pada konsepsi bahwa 
syariat dilembagakan untuk kepentingan manusia dan 
berfungi memberikan manfaat dan mengeliminasikan 
kemafsadatan. Sehingga dengan pengetahuan yang memadai 
tentang maqashid al-syari’ah mujtahid diharapkan mampu 
mempertimbangkan ijtihadnya dengan tidak keluar dari 
konteks maqashid al-syari’ah. Oleh karena itu al-Syathibi 
menyebutkan bahwa validitas maslahah sangat ditentukan 
oleh; adanya kesesuaian antara maslahah dengan maqashid al-
syari’ah dan tidak terdapat kontradiksi dengan dasar dan 
prinsip hukum lainnya, esensi dan substansinya harus logis 
dan implemetasinya bertujuan mengeliminasi kesempitan dan 
kesulitan hidup manusia. 
Hukum maslahah juga merupakan perluasan lebih jauh 
dari nash, hanya saja nash-nya itu bukan indiviudal spesifik, 
tetapi didasarkan kepada nash kolektik yaitu kumpulan dari 
beberapa nash, kemudian daripadanya disimpulkan prinsip-
prinsip umum syari’ah yaitu kemaslahatan manusia. 
Legitimasinya sebagai hukum syar’i adalah karena adanya 
mula’amah/munasabah. 
Dengan metode ini perkembangan yang terjadi yang 
terjadi dalam tataran sosiologis akan senantiasa dapat disikapi 
meskipun kasus tersebut tidak tertera ketentuan hukumnya 
secara eksplisit dalam teks-teks al-Qur`an secara individual 
dan kasus yang serupa juga tidak ditemukan sehingga 





padanya tidak dapat diterapkan analogi (qiyas). Namun 
dengan hukum maslahah perkembangan hukum dapat 
disikapi dengan merujuk pada ketentuan nash yang diambil 
dari kumpulan beberapa nash secara kolektif. 
Dari pemaparan tentang korelasi antara maqashid al-
syari’ah dengan metode maslahah jelaslah bahwa dalam 
rangka pengembangan pemikiran hukum yang kasusnya tidak 
diatur secara eksplisit dalam nash, maka pemahaman 
terhadap maslahah sebagai tujuan pensyariatan hukum 
Islmam menjadi lebih urgen. Lebih dari itu adalah untuk 
mengetahui apakah terhadap suatu kasus hukum tersebut 
masih bisa diterapkan, jika situasi dan kondisi sosiologis 
komunitas Islam telah berubah. Untuk itu pengetahuan 
tentang maqashid al-syari’ah menjadi kunci keberhasilan 
sorang mujtahid dalam ijtihad-ijtihadnya. 
Dari hal itu, tampaknya pengembangan hukum Islam 
dengan metode maqashid al-syari’ah akan banyak mengacu 
kepada persoalan-persoalan muamalah, karena bagaimana-
pun, dalam kaitannya dengan ibadah mahdhah sepertinya 
pengembangan kurang bisa diterapkan mengingat prinsip 
umum dari ibadah adalah terlarang selama tidak ada dalil yang 
menyuruhnya secara jelas. Akan tetapi dalam muamalah 
prinsip umumnya bertolak belakang dengan ibadah, di mana 
muamalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang 
melarangnya. Oleh karena itu kajian maqashid al-syari’ah, 
yang merupakan bahagian terbesar dari filsafat hukum Islam, 
sangat membuka peluang dalam menyelesaikan berbagai 
kasus yang muncul dalam bidang muamalah yang aturannya 
dalam nash pada umumnya bersifat global. 
  














TEORI ILLAT  SEBAGAI SEBUAH 
LANDASAN BERPIKIR FILOSOFIS 
 
A. Pengertian Illat 
Pembicaraan tentang illat didasarkan kepada anggapan 
bahwa ketentuan-ketentuan Allah untuk mengatur prilaku 
manusia ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya. 
Allah tidak menurunkan ketentuan dan aturan tersebut secara 
sia-sia atau tanpa tujuan apa-apa. Secara umum tujuan 
tersebut adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan 
akhirat. Tetapi secara lebih khusus, setiap perintah dan 
larangan mempunyai alasan logis dan tujuan masing-masing. 
Sebagian daripadanya disebutkan langsung di dalam al-Qur'an 
atau hadis, sebagian lagi diisyaratkan saja dan adapula yang 
harus direnungkan dan dipikirkan terlebih dahulu. Jumhur 
ulama berpendapat bahwa alasan logis tersebut selalu ada, 
akan tetapi ada yang tidak terjangkau oleh akal manusia 
sampai saat ini, seperti alasan logis untuk berbagai ketentuan 
dalam bidang ibadah. Alasan logis inilah yang dinamakan illat 
(kausa efektif) atau manath al-hukm (poros hukum). 
Untuk memahami apa yang menjadi pendorong dari 
suatu ketetapan hukum para ulama ushul fiqh berupaya 
meneliti nash al-Qur`an dan hadis dengan melihat hubungan 
antara suatu hukum dengan alasan yang mendasarinya. Upaya 





ini pada akhirnya melahirkan suatu teori yang disebut ta'lil 
al-ahkam, yaitu proses pengillatan suatu hukum. Bertitik tolak 
dari kerangka perfikir ini maka ulama ushul fiqh men-
deduksikan suatu pandangan dengan merumuskan bahwa 
setiap ketentuan hukum akan terkait dengan ada dan tidaknya 
illat. Pandangan ini semakin mempertegas posisi dan fungsi 
illat dalam hubungannya dengan pensyari'atan hukum. Oleh 
karena itu illat menjadi kata kunci yang menentukan dalam 
upaya memahami apa yang melatarbelakangi suatu ketetapan 
hukum tersebut. 
Akan tetapi dalam prakteknya pemikiran Illat ini 
menimbulkan perdebatan di kalangan ulama ushul fiqh. 
Artinya ada sebagian ulama yang tidak menerima dan tidak 
membolehkan menta'lilkan (mengaitkan dengan illat) suatu 
ketentuan hukum, mereka terdiri dari segolongan ulama 
Asyariyah dan Zahiriyah. 
Bagi golongan Asy'ariyah, sebagai ulama kalam, 
mereka memandang persoalan ini dari segi kesempurnaan 
Tuhan. Mereka menolak pendapat Mu'tazilah yang 
mengatakan bahwa segala ketentuan Tuhan itu punya maksud 
dan tujuan. Untuk ini golongan Mu'tazilah berpandangan 
bahwa Allah wajib merealisasikan maksud dan tujuan 
tersebut. Pandangan yang mewajibkan Tuhan untuk berbuat 
tersebut menurut golongan Asy'ariyah merupakan pandangan 
yang menghalangi atau membatasi perbuatan Tuhan. Hal ini 
sesuatu yang mengurangi bahkan meniadakan kemaha-
sempurnaan Tuhan itu sendiri.  Seandainya Tuhan baru bisa 
menjadi sempurna dengan melakukan perbuatan tersebut, 
maka kemahasempurnaan Tuhan tentu tergantung kepada 
sesuatu yang lain selain diri-Nya dan hal ini mustahil (Syalabi 
1981:98-100). 





Berdasarkan pandangan Asy'ariyah yang dikemukakan 
secara umum ini terlihat bahwa mereka menempatkan 
kemahasempurnaan Tuhan di atas segala-galanya. JJika ada 
suatu pandangan yang mengindikasikan hilang atau 
kurangnya kemahasempurnaan Tuhan, maka hal ini akan 
mereka tolak. Dalam pemahaman mereka Tuhan berbuat 
sekehendak hati-Nya tanpa dikaitkan dengan sesuatu pun. 
Apakah perbuatan Tuhan akan melahirkan suatu hikmah yang 
baik atau tidak, bagi mereka tidak menjadi persoalan. Yang 
jelas Tuhan berkuasa mutlak dan tidak dibatasi oleh apapun 
dan tujuan apapun. 
Dalam. kaitan dengan illat, sesuai dengan pemikiran 
ulama yang menjadikan illat sebagai suatu kajian mendasar 
dalam penetapan hukum, tentu saja hal ini tidak sesuai 
dengan metode pemikiran kalam Asy'ariyah. Penyebabnya 
adalah karena illat merupakan alasan-alasan yang 
menyebabkan lahirnya ketentuan Tuhan. Tentu saja 
ketentuan Tuhan terikat dengan illat tersebut. Pandangan 
yang seperti inilah yang tidak bisa diterima oleh golongan ini. 
Walaupun demikian, alasan yang dikemukakan oleh 
golongan Asy'ariyah ini adalah dalam rangka menjawab 
argumentasi kaum Mu'tazilah yang selalu melihat suatu 
perbuatan Tuhan secara rasional, dan alasan rasional itulah 
menurut Mu'tazilah yang mengharuskan Tuhan berbuat. 
Namun di kalangan Asy'ariyah sendiri persoalan illat 
kelihatannya hanya ditolak ketika berbicara masalah teologi 
(ilmu kalam) dan dalam tataran konsep. Dalam prakteknya 
ulama ushul yang beraliran teologi Asy'ariyah tetap 
membicarakan persoalan illat ini dalam rangka melihat 
hubungan sebab akibat antara penetapan hukum dengan 
alasan logis yang mendasarinya. Al-Ghazali misalnya 





membahas persoalan ini dalam karangan-karangannya 
tentang ushul fiqh. Walaupun dalam definisi yang 
dikemukakannya tentang illat tetap diwarnai oleh paham 
teologi Asy'ariyah, tapi yang jelas ia mengakui bahwa illat 
merupakan faktor yang menyebabkan ditetapkannya hukum 
dengan syarat ada izin dari Allah. Jadi bukan illat semata-mata 
yang menyebabkan adanya hukum. Setidaknya tokoh al-
Ghazali dalam hal ini telah dapat mewakili golongan ulama 
Asy'ariyah dalam memahami metode-metode penetapan 
hukum. Dengan demikian perbedaan konsep antara kaum 
Asy'ariyah dan Mu'tazilah sebenarnya tidak mempengaruhi 
praktek penggunaan illat di kalangan ulama. Hal ini dapat 
dibuktikan dalam rentangan sejarah perkembangan hukum 
Islam, persoalan illat ini tetap menjadi kajian dan pemikiran 
ulama, baik pada masa sahabat, tabi'in dan periode ulama 
mazhab sampai zaman kontemporer sekarang ini. Apa dan 
bagaimana illat itu sebenarnya akan dikemukakan di bawah 
ini, baik dari segi etimologi maupun terminologi. 
Secara umum syari’at Islam mempunyai tujuan untuk 
mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan 
dunia dan akhirat, sehingga aturan-aturan yang ada dalam 
Islam selalu diarahkan untuk terbentuk dan tercapainya 
tujuan di atas. Sedangkan secara  khusus dapat dikatakan 
bahwa segala perintah dan larangan mempunyai alasan-alasan 
logis dan tujuan masing-masing. Sebagian dari alasan tersebut 
dijelaskan oleh al-Quran dan hadis, sebagian lagi ada yang 
diisyaratkan dan sebagian ada pula yang harus dipikirkan dan 
direnungkan. 
Illat sebagai salah satu kajian penting dalam hukum 
Islam telah dibicarakan sejak zaman ulama klasik dan selalu 
tetap dibicarakan sampai saat ini. Hanya saja pembicaraan 





tentang illat sering membawa kontroversial dalam rangka 
menetapkan hukum Islam. Sebagai contoh yang dapat 
dikemukakan di sini adalah tentang kebolehan berbuka puasa 
bagi musafir. Para ahli hukum Islam telah mengkaji alasan 
dari kebolehan tersebut (illat). Ada kubu ulama yang tetap 
konsisten berpegang pada persyaratan illat yang telah 
dirumuskan oleh ulama klasik sehingga mereka menetapkan 
bahwa illat kebolehan berbuka puasa bagi musafir adalah 
karena perjalanan itu sendiri. Hal ini berakibat bolehnya 
seorang berbuka puasa walaupun ia memempuh perjalanan 
yang relatif dekat dan singkat. Sementara itu sebagian ahli 
tidak menitikberatkan kepada perjalanan itu, akan tetapi 
mereka melihat kepada ada tidaknya unsur masyaqqah 
(kesulitan) yang dialami dalam perjalanan. Kelihatannya kubu 
ini telah mengangkat hikmah hukum sebagai alasan 
dibolehkannya berbuka puasa.    
Dari paparan di atas, ternyata mendalami 
permasalahan illat  terkait langsung dengan kemaslahatan 
yang hendak diwujudkan, dan kemaslahatan itu sekaligus 
merupakan tujuan umum ditetapkannya hukum. Dalam 
kaitan inilah kajian masalik al-illat termasuk kajian penting 
dalam mengenal maqashid al-syari’ah. 
Secara etimologi lafal illat berasal dari bahasa Arab 
yang berarti nama bagi sesuatu yang menyebabkan 
berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya 
(Ma’luf 1986:123; al-As’adi 1990:231). Misalnya penyakit itu 
dikatakan illat, karena dengan adanya penyakit tersebut tubuh 
manusia berubah dari sehat menjadi sakit. Oleh sebab itu 
apabila dikatakan نلاف لتعا maka hal itu berarti keadaanya 
berubah dari sehat menjadi sakit (Sya’ban 1964:131). 
 





Secara terminologi para ulama klasik telah memberikan 
rumusan hakikat atau esensi illat ini. Berdasarkan pelacakan 
terhadap definisi yang mereka keluarkan, ditemukan sejumlah 
pengertian atau hakikat Illat yang penyebutannya 
bermacam-macam. 
Imam al-Ghazali misalnya, menyebutkan dengan 
manath al-hukm (sangkutan hukum). Dalam salah satu 
pemyataannya menyatakan bahwa yang disebut illat itu 
adalah: (al-Ghazali [tth]:230; al-Qarafi 1973:388; al-Hanbali 
1980:147) 
هب طانو هيلا مكلحا عراشلا فاضاام ىا مكلحا طانم 
Illat itu merupakan pautan hukum di mana syari' menghubungkan 
hukum dengannya. 
 
Pandangan ini senada dengan apa yang dikemukakan 
oleh kalangan pengikut Imam Malik (al-Bajiqani 1968:112) 
yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan illat itu ialah 
فاضا ىذلا مكحلا طانم هيلا عراشلا  (pautan atau sangkutan hukum 
dimana syari' menghubungkan ketetapan hukum tersebut 
dengannya). 
Berbeda halnya dengan Al-Banani ([tth]:231; al-Razi 
1980:189; al-Baidhawi [tth]:37) yang memahami illat itu 
sebagai  مكحلل ةرمعلاو ةملاعلا ىا فرعملا (yang memberitahukan, 
artinya indikator adanya hukum). Untuk memperjelas 
pengertian ini dia mengemukakan contoh mabuk sebagai 
alasan pengharaman khamar. Menurutnya mabuk merupakan 
illat yang mengindikasikan, menandakan, petunjuk atau hal 
yang memberitahukan pengharaman khamar. Dengan kata 
lain, mabuk tidak secara otomatis melahirkan suatu ketetapan 
hukum haram untuk khamar. 





Kemudian al-Ghazali ([tth]:399) sendiri di lain tempat 
juga menyebut illat itu -selain dari yang telah dikemukakan di 
atas dengan: 
ةملاعلاو تاذلاب لا لىاعت هلعبج مكلحا رثؤلما 
Sifat yang berpengaruh terhadap hukum, bukan karena zatnya, 
melainkan atas perbuatan syari’, dan juga sebagai indikasi adanya 
hukum. 
 
Menurutnya, illat bukanlah sesuatu yang berwenang 
untuk menciptakan atau mengadakan suatu hukum, tapi 
mempengaruhi dan pertanda terhadap hukum yang 
ditetapkan. Pengaruh illat terhadap hukum dalam 
pandangannya bukanlah dengan sendirinya, melainkan harus 
karena izin dari Allah SWT. Maksudnya, Allah-lah yang 
menjadikanillat itu berpengaruh terhadap hukum. Misalnya 
menyentuh kemaluan yang menyebabkan batalnya wuduk. 
Dalam hal ini batalnya wuduk pada hakikatnya merupakan 
kehendak Allah, bukan semata-mata karena perbuatan 
menyentuh kemaluan itu sendiri (al-Kahlani:67-68). Begitu 
juga halnya dengan wajibnya hukum potong tangan bagi 
pencuri laki-laki dan perempuan disebabkan perbuatan 
mencuri yang dilakukan. Akan tetapi hukum potong tangan 
tersebut pada hakikatnya merupakan kehendak Allah, bukan 
semata-mata karena perbuatan mencuri itu sendiri. 
Mengamati jalan pikir al-Ghazali ini, kelihatannya ia 
terobsesi dengan aliran teologi yang dianutnya (Asy'ariyyah) 
yang sangat menonjolkan kehendak mutlak Tuhan di atas 
segala-galanya. Walaupun secara rasional dapat diukur bahwa 
dengan adanya sebab akan melahirkan suatu akibat 
(sunnatullah), akan tetapi dalam pandangan kalam Asy'ariyah 





(yang dianut al-Ghazali) sebab itu tidak secara otomatis 
melahirkan akibat. Untuk melahirkan suatu akibat, maka izin 
Allah-lah yang mempunyai peranan, termasuk dalam hal ini 
pembicaraan tentang hukum. 
Tentunya pandangan al-Ghazali ini akan sangat 
bertolak belakang dengan pendapat kaum rasional Islam 
(Mu'tazilah) yang lebih berpegang kepada kaidah sunnatullah 
(hukum alam). Artinya, bagi kaum Mu’tazilah hukum itu 
ditetapkan berdasarkan illat yang menyebabkan adanya 
hukum tersebut (al-Mu’tazili 1983:190). Oleh karena itu 
hukum tidak tergantung kepada syari' (pembuat hukum), 
tetapi kepada illat-nya. Ada illat berarti ada hukum dan 
ketiadaan illat menyebabkan hukum pun tiada. 
Selanjutnya Mustafa Syalabi (1981:117) sebagaimana 
Ibn Hajib dan al-Amidi (1981:285) mendefenisikan illat 
dengan; 
مكلحا عرشل ىعادلاو ثعابلا 
"Motif dan sesuatu yang menuntut adanya pensyari'atan hukum". 
Senada dengan ini, Abu Yahya Zakaria al-Anshari 
menegaskan bahwa illat ialah: 
مكحلل ةعفاد وا ةعفارو فلكملل ثعابلا وا رثؤلما ليقو فرعلما 
"Sesuatu yang memberitahukan (pengenal), memberi pengaruh, motif, 
hal yang menggerakkan serta memunculkan hukum bagi mukallaf”. 
 
Kemudian, selain dari yang disebutkan di atas, ada lagi 
penyebutan lain terhadap illat ini. Muhammad al-Jarjani 
([tth]:154) misalnya dalam Kitab al-Ta’rifat menyebutkan 
bahwa illat itu adalah: 
 





مكلحا بيج امع ةرابع 
"Sesuatu yang mengharuskan (memastikan) adanya ketetapan 
hukum". 
 
Di samping itu, Shidik Hasan Khan dalam bukunya 
Mukhtashar Hushul al-Ma'mul min ‘Ilm al-Ushul menyebutkan 
bahwa memang terdapat sejumlah sebutan illat ini. Di antara 
nama atau sebutan itu ialah al-sabab (sebab), al-imarah 
(petunjuk, tanda), al-da'i (tuntutan, penyeru), al-mustadi'iy 
(yang menghendaki), al-ba’its (motif, pendorong), al-hamil 
(sesuatu yang dapat dipahami sesuai dengan asalnya), al-
manath (pautan, sangkutan), al-dalil (yang menjadi petunjuk), 
al-muqtadi (yang menentukan), al-mujib (yang mengharuskan, 
memastikan) dan al-mu`atstsir (yang mempengaruhi) (Bahadur 
1982:106-108). 
Dari sejumlah pengertian yang telah dikemukakan di 
atas, ternyata penyebutan illat berbeda-beda di kalangan 
ulama. Kesemua sebutan ini secara substansial mengacu 
kepada satu kesamaan pandangan, bahwa tidak ada suatu 
ketetapan hukum yang tidak didasari oleh illat. Artinya, suatu 
ketetapan hukum yang disyari'atkan pasti ada yang 
mendorong, mempengaruhi, menggerakkan dan memun-
culkannya, yakni illat. Sebab jika tidak demikian tentu hukum 
tidak perlu disyari'atkan. 
Pengertian-pengertian yang telah dikemukakan di atas 
merupakan kerangka dasar yang amat penting dalam 
melahirkan teori illat. Hanya saja pengertian yang telah 
dirumuskan ini belum menggambarkan sosok illat secara 
tegas dan jelas. Sifatnya baru memberikan kerangka dasar 
pemikiran. Akan tetapi dasar pemikiran ini mempunyai nilai 





yang amat penting dalam pengembangan teod illat pada masa 
berikutnya. 
Muhammad Abu Zahrah (1958:237), sebagai tokoh 
ushul kontemporer telah memberikan batasan yang jelas dan 
tegas mengenai illat ini. Menurutnya yang dimaksud dengan 
illat ialah: 
مكحلل بسانلما طبضنلما رهاظلا فصولا 
"Suatu sifat atau keadaan yang jelas dan dapat diukur serla terdapat 
keserasiannya dengan pensyari’atan hukum syara’. 
 
Untuk memperjelas pengertian ini Abu Zahrah 
mengemukakan contoh tentang pengharaman khamar 
dengan illat memabukkan (iskar). Illat memabukkan adalah 
suatu sifat yang jelas, dapat diukur dan dapat dibuktikan 
secara kongkret dan memang pantas atau serasi sebagai alasan 
pensyari'atan hukum. 
Sementara itu Zakiy al-Din Sya’ban (1964:131-132) 
memberikan pengertian illat dengan berpijak kepada tiga 
unsur pokok. Pertama, illat adalah alasan logis yang pantas 
dan sejalan dengan pensyari’atan hukum ( عيرشتل بسانملا ىنعملا
مكحلا ), Menurut Sya'ban hal ini dapat dibuktikan dalam 
kenyataan hukum seperti masyaqqah (kesulitan) dalam 
perjalanan. Dalam hal ini masyaqqah (kesulitan) yang dialami 
musafir yang membolehkan mereka berbuka pada bulan 
Ramadhan merupakan sesuatu yang sesuai dan cocok dengan 
hukum yang ditetapkan. Kedua, hukum yang ditetapkan 
berdasarkan illat itu dapat melahirkan kemaslahatan ( وا ةرمثلا
ىتلا ةحلصملا مكحلا عيرشت ىلع بترتت ). Misalnya kebolehan 
berbuka bagi musafir dalam perjalanan bertujuan untuk 
kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan/kesulitan. 





Ketiga, illat itu adalah suatu sifat yang jelas dan dapat diukur 
serta terdapatnya relevansi/persesuaian antara illat dengan 
hukum yang ditetapkan, sehingga sifat itu dapat 
menimbulkan dugaan kuat bahwa dialah yang menjadi alasan 
dari pensyari'atan hukum. Dalam hal ini safar merupakan 
mazhinnah (sesuatu yang menimbulkan dugaan kuat) 
terjadinya masyaqqah (kesulitan). Dengan adanya masyaqqah itu 
berlakulah keringanan-keringanan untuk berbuka bagi 
musafir pada bulan Ramadhan ( ىذلا طبضنملا رهاظلا فصولا
مكحلل بسانملا ىنعملا ىلع لمتشي). 
Zakiy al-Din Sya’ban, pada dua unsur pertama yang 
dikemukakannya kelihatan menyamakan antara illat dengan 
hikmah yang hendak diwujudkan dengan adanya illat. Akan 
tetapi pada pernyataannya yang terakhir memperjelas 
pengertian illat itu sebagai suatu sifat yang jelas dan dapat 
diukur untuk menghasilkan suatu hikmah yang hendak dicapai 
dengan penetapan hukum tersebut. 
Abd al-Wahab Khalaf  (1972:49) dalam kitab Mashadir 
al-Tasyri’ al-Islamiy fi ma la Nashsha fih, mempertegas 
pengertian illat ini dengan mengaitkannya dengan hukum. 
Menurutnya illat hukum itu adalah: 
 نم نلا هيلع هانبو مكحلا عراشلا طبر ىذلا رهاظلا رملاا
مكحلا ةمكح قيقحت هيلع هءانبو هب هطبر نأش 
“Sifat yang jelas (al-zhahir) yang dijadikan oleh syari’ sebagai 
tambatan (rabth) pensyaraiatan hukum yang ditujunya untuk 









Batasan illat yang diberikan oleh Khalaf ini 
menggambarkan dengan jelas perbedaan antara illat hukum di 
satu pihak dengan hikmah hukum di pihak lain. Dengan kata 
lain dapat dinyatakan bahwa jika suatu ketetapan hukum 
dilihat dari segi apa yang menjadi dasar/alasan yang 
melatarbelakanginya, maka hal ini disebut illat, akan tetapi jika 
dilihat dari segi apa yang hendak dicapai dan dikandung dari 
pensyari’atan hukum, maka hal ini dinamakan hikmah. 
Artinya, illat berfungsi sebagai sesuatu yang menjadi alasan 
logis dari pensyari’atan hukum, sedang hikmah adalah sesuatu 
yang hendak diwujudkan dengan hukum tersebut. 
Dalam hubungan ini Muhammad Khudari Beik juga 
melihat adanya dua dimensi dalam pensyariatan hukum. Jika 
dilihat dari tujuannya yang bermuara kepada kemaslahatan 
dan menghindarkan kemudaratan/kesusahan, maka hal ini 
dinamakan hikmah. Sedangkan jika yang dimaksudkan itu 
merupakan  usaha untuk mengetahui hukum dan hal yang 
mendorong ditetapkannya hukum itu, maka ia harus jelas, 
dan inilah yang disebut illat (Beik 1988:298). 
Mengamati pengertian-pengertian illat yang 
dikemukakan oleh beberapa pakar ushul kontemporer di atas, 
nampaknya mengandung maksud yang sama, meskipun 
secara redaksional berbeda-beda. Artinya illat itu merupakan 
sesuatu yang menjadi alasan pensyari'atan hukum, harus jelas 
serta mempunyai hubungan yang serasi dengan hukum yang 
disyari'atkan itu. 
Satu hal yang tidak terlepaskan ketika berbicara 
persoalan illat ini yaitu apa yang disebut al-sabab. Ulama ushul 
membedakan antara keduanya. Illat merupakan sesuatu sifat 
yang jelas dan dapat dinalar oleh akal sehat. Menurut Abd 
al-Wahhab Khalaf, apabila ia tidak dapat dipikirkan oleh akal 





dinamakan dengan al-sabab (sebab) (Khalaf 1972:50). 
Contohnya, menyaksikan ru`yah (bulan) sebagai penyebagian 
wajibnya puasa bulan Ramadhan. Contoh lain seperti 
tergelincirnya matahari sebagai penyebagian masuknya waktu 
zhuhur. Baik menyaksikan bulan maupun tergelincirnya 
matahari merupakan dua kondisi yang tidak dapat dipikirkan 
sebagai alasan wajibnya sesuatu. Hal-hal seperti inilah yang 
dikategorikan sebagai al-sabab dalam pandangan ulama ushul 
fiqh. 
Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan 
oleh ulama-ulama klasik dan kontemporer di atas, dapat 
dipahami bahwa illat itu merupakan faktor pendorong, 
pengenal yang mempengaruhi atau sesuatu yang menjadi 
pautan hukum. Lebih lanjut illat adalah sifat yang dapat 
dipahami dengan jelas, akurat, dapat diukur serta dapat 
diketahui hubungannya dengan hukum yang ditetapkan. 
Satu hal lagi yang perlu ditegaskan adalah perbedaan 
antara illat dan al-sabab. Dalam hubungan ini jika sesuatu yang 
menjadi tambatan/alasan hukum itu dapat dinalar oleh akal 
secara jelas sifat dan keberadaannya serta hubungannya 
dengan hukum yang ditetapkan, maka di namakan illat. Akan 
tetapi jika tidak bisa dinalar dan dipahami secara rasional, 
maka dinamakan al-sabab, sehingga dalam hubungan ini 
timbul ungkapan bahwa setiap illat itu adalah al-sabab dan 
tidak berarti setiap al-sabab itu adalah illat (Khalaf 1972:298). 
Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum mempunyai alasan 
yang melatarbelakanginya, hanya saja ada yang diketahui 
alasannya secara rasional dan ada yang tidak diketahui. 
Ketentuan-ketentuan dalam bidang muamalah secara umum 
dapat diketahui alasan pensyariatan hukumnya, seperti dalam 
masalah syuf’ah (hak bertetangga). Apabila seseorang ingin 





menjual sebidang tanahnya kepada orang lain, maka yang 
lebih berhak membelinya adalah tetangga terdekat dengannya 
karena dikhawatirkan akan terjadi masalah jika dijual kepada 
orang lain. Sementara itu untuk bidang ibadah kebanyakan 
illatnya tidak diketahui, seperti alasan mencium hajar aswad 
ketika melaksanakan ibadah haji. Dengan kata lain alasan 
pelaksanannya bersifat taabbudi (diikuti saja bagaimana adanya 
tanpa memikirkan apa yang mendasarinya). Dalam kaitan ini 
Ahmad Hasan, salah seorang pakar ushul kontemporer, 
mengatakan bahwa pengertian illat yang dirumuskan dalam 
pemikiran ushul klasik menimbulkan banyak kritik karena 
tidak jami' mani’(Hasan 1986:175-176) (mencerminkan sosok 
illat dari semua dimensinya), walaupun sebenarnya kalau 
didalami dan dihayati secara seksama, maka apa yang telah 
mereka kemukakan berikut dengan prakteknya tidak jauh 
berbeda secara esensial dengan apa yang dikemukakan oleh 
ulama ushul kontemporer. Hanya saja ulama ushul 
kontemporer terkesan ingin lebih menjabarkan dan 
mengkongkretkan definisi illat secara detail agar mudah 
dipahami oleh pengkaji-pengkaji ushul fiqh berikutnya. 
Untuk lebih memahami dan mengkongkretkan pemahaman 
tentang illat ini, maka berikut akan dikemukakan 
macam-macam illat itu. 
 
B. Macam- macam Illat 
Di dalam sejumlah buku ushul fiqh para ulama ushul 
membagi atau mengklasifikasikan illat kepada beberapa 
macam, baik dilihat dari segi cara mendapatkannya, bisa atau 
tidaknya diterapkan kepada kasus hukum lainnya dan dari 
segi kegunaan dan kedudukannya dalam pensyari'atan 
hukum. 





1. Illat dari Segi Cara Mendapatkannya 
 Al-Ghazali ([tth]:288-306) dalam Kitab 
al-Mustashfa menyebutkan bahwa dilihat dari segi cara 
mendapatkannya maka illat dibedakan kepada dua 
macam, yaitu illat yang didasarkan kepada dalil naqli (illat 
naqliyyah) dan illat yang didasarkan kepada dalil akal ( 
istinbath). 
Dalam hubungan ini al-Subki (1984:60) juga 
membagi illat kepada dua macam, yaitu ا هربتعي بسانم عراشل
هرابتعا مدعو   (illat yang ditunjukkan langsung oleh syari' 
(pembuat hukum) dalam nash dan ada pula yang tidak 
ditunjukkan sama sekalil. Di tempat lain pengarang kitab 
Matan Jam’u al-Jawami' mengistilahkannya dengan illat 
manshushah dan mustanbathah (al-Subki 1984:245-253). 
Illat manshushah adalah illat yang dipandang qath’i oleh 
ulama ushul. 
Illat naqli, munasib ya'tabiruh al-syari’ atau manshushat 
adalah merupakan illat yang disebutkan secara langsung 
oleh nash, baik secara sharih (jelas) maupun dengan 
isyarat atau tanda saja. Secara sharih dapat dicontohkan 
dengan menggunakan lafal-lafal لجلا ,لجا نم  (demi 
untuk, karena untuk) dan ىك (agar, supaya). Contoh 
yang sering dikemukakan oleh ulama ushul ialah seperti 
terdapat dalam surat al-Maidah ayat 32 sebagai berikut: 
 اسفن لتق نم هنا ليئارسا ىنب ىلع انبتك كلذ لجا نم
 ضرلاا ىف داسف وا سفن ريغب اعيمج سانلا لتق امناكف
اعيمج سانلا ايحا امناكف اهايحا نمو( .ةدئاملا: 23)  
 





Disebabkan oleh hal itu kami fardukan kepada Bani Israil 
bahwa siapa yang membunuh bukan karena orang itu 
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membual kerusakan 
di muka bumi maka seakan-akan dia telah membunuh manusia 
seluruhnya. (Al- Maidah: 32) 
 
Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah 
menetapkan suatu hukum bagi Bani Israil di mana orang 
yang melakukan pembunuhan terhadap seorang manusia 
padahal orang tersebut tidak membunuh dan tidak pula 
berbuat kerusakan di bumi ini, maka Allah SWT 
memandang si pembunuh tersebut sama halnya dengan 
melakukan pembunuhan terhadap semua manusia. 
Begitu pula sebaliknya bila ia memelihara kehidugaan 
manusia, maka ia telah memelihara kehidugaan manusia 
seluruhnya. 
Dalam ayat yang disebutkan ini terdapat kata  نم
لجا (disebabkan oleh, oleh karena) yang dijadikan 
sebagai illat. Secara lafziah dapat dipahami dengan jelas 
bahwa لجا نم merupakan dasar penetapan hukum dalam 
ayat tersebut. 
Begitu juga halnya dengan lafaz ىك seperti yang 
terdapat dalam surat al- Hasyr ayat 7: 
 مكنم ءاينغلاا نيب ةلود نوكيلاىك(رشحلا :7)  
Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang 
kaya saja di antara kamu. (QS. Al-Hasyr: 59) 
 
Lafal ىك yang terdapat dalam ayat di atas 
merupakan illat keharusan membagi harta rampasan 
perang kepada lima golongan. Penetapan hukum seperti 





itu adalah untuk menghindarkan terjadinya monopoli 
dari sekelompok orang-orang kaya saja. Dalam 
menetapkan hukum dalam pembagian harta rampasan 
perang tersebut Allah SWT mempergunakan lafal ىك 
(supaya). Pemahaman illat seperti dua contoh yang 
disebutkan ini di kalangan ulama ushul dikenal dengan 
illat sharih (jelas) atau qath’i (al-Bajiqani 1968:116). 
Adapun illat yang tidak tegas (ghair al-sharih) dapat 
diketahui melalui isyarat dan tanda yang menunjukkan 
sifat yang berhubungan dengan ketentuan hukum, 
sehingga kuat dugaan bahwa sifat tersebutlah yang 
merupakan illat. Dasar pemikirannya adalah, kalau sifat 
tersebut bukan untuk illat tentu ia tidak disebutkan 
secara beriringan dengan hukum. Misalnya larangan 
melakukan jual beli ketika azan pada hari Jum'at. 
Larangan ini disebutkan Allah SWT dalam surat 
al-Jumu'ah ayat 9: 
 ةعمجلا موي نم ةلاصلل يدون اذا اونما نيذلا اهياي
 عيبلااورذو للها ركذ ىلا اوعساف(ةعمجلا: 9)  
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk 
melaksanakan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk 
mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli...(QS. al-Jumu'ah: 
9) 
 
Larangan jual beli dalam ayat ini dapat dipahami 
dalam ungkapan عيبلااورذو (tinggalkanlah jual beli) yang 
sebelumnya didahului oleh ungkapan  موي نم ةلاصلل يدون 
ةعمجلا اذا (apabila kamu diseru untuk mengerjakan shalat 
pada hari Jum'at), di mana keduanya disebutkan secara 





beriringan dalam nash. Penyebutan larangan (perintah 
meninggalkan) jual beli beriringan dengan tuntutan 
untuk mengerjakan shalat Jum'at memberi isyarat atau 
tanda bahwa shalat Jumat itulah yang menjadi sifat (illat) 
larangan tersebut. Sebab jika tidak demikian tentu tidak 
disebutkan secara beriringan. Artinya, jika tidak karena 
adanya seruan untuk menunaikan shalat Jum'at tentu 
jual beli tidak dilarang. 
Dalam contoh ini walaupun substansi illatnya juga 
berasal dari nash, akan tetapi penetapan illat-nya tidak 
secara tegas dinyatakan oleh Allah SWT (ghair al-sharih), 
sehingga penetapan illat seperti itu -- walaupun 
manshushah -- juga terkesan zhanni (dugaan) karena 
membutuhkan kepiawaian seorang mujtahid dalam 
mencari isyarat dan tanda yang ada pada nash tersebut. 
Adapun illat mustanbathah adalah penetapan illat 
berdasarkan ketajaman penalaran seseorang mujtahid 
dalam menentukan apa yang menjadi alasan suatu 
penetapan hukum syara' karena nash tidak menyebutkan 
atau tidak memberi isyarat tentang alasan yang 
melatarbelakangi ketetapan hukum tersebut. 
Dalam satu riwayat diceritakan bahwa ada 
seorang laki-laki telah menyetubuhi istrinya pada siang 
hari bulan Ramadhan. Peristiwa ini dilaporkan kepada 
Nabi dan beliau menetapkan hukuman kafarat bagi 
orang tersebut dengan memerdekakan budak dan jika 
tidak sanggup maka puasa dua bulan berturut-turut. 
Seandainya masih tidak sanggup diwajibkan memberi 
makan enam puluh orang miskin (al-Naisaburi 
[tth]:450). 
 





Dalam kasus ini tidak tampak dengan jelas apa 
yang menjadi illat-nya. Oleh karena itu diperlukan 
istinbath dengan jalan berijtihad untuk mencari apa 
kira-kira yang pantas untuk menjadi illat-nya (Khin 
[tth]:484). Menyetubuhi istri pada dasarnya tidak 
dilarang, akan tetapi setelah diteliti illat penetapannya 
(kafarat) adalah karena menyetubuhi istri di siang hari 
bulan Ramadhan. Sebab jika tidak demikian tentu tidak 
ada hukum kafarat (Wafa` 1984:6). Terdapat perbedaan 
pendapat ulama dalam menetapkan illat dalam kasus ini, 
dan tentunya juga berakibat berbedanya hukum fiqh 
yang mereka hasilkan.  
Dari sekelumit contoh yang telah dikemukakan di 
atas, secara sepintas telah dijelaskan pembagian illat 
dilihat dari segi cara mendapatkannya ada dua bentuk, 
yaitu secara manshushah (berdasarkan nash) dan 
mustanbathah (penalaran yang mendalam). Untuk lebih 
jelasnya hal ini akan dikemukakan ketika membahas 
masalik al-illat (metode-metode penemuan illat). 
 
2. Illat dari Segi Bisa atau tidaknya Diterapkan kepada 
Kasus Hukum Lainnya 
Dari segi ini ulama ushul membagi illat itu kepada 
dua bentuk, yaitu illat muta’addiyah dan illat qashirah 
(Zuhaili 1986:657; al-Maqdisi 1326:217). 
Illat muta’addiyah adalah illat yang ditemukan 
dalam suatu kasus dalam nash dan dapat direntangkan 
kepada kasus hukum lainnya. Hal ini dimungkinkan 
karena bisa saja illat dalam hukum asal itu terdapat juga 
furu’ (kasus lain). Kalau illat itu hanya terdapat pada 
hukum asal dan tidak terdapat pada furu’ maka 





bagaimana mungkin ketentuan hukum keduanya dapat 
disamakan. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini 
dengan mengatakan bahwa Illat pengharaman khamar 
itu karena ia berasal dari perasan anggur. Tentu saja illat 
ini tidak terdapat pada selain itu. Berbeda halnya dengan 
mengatakan bahwa illat-nya adalah memabukkan karena 
sifat memabukkan juga terdapat pada benda-benda lain, 
seperti pada perasan tebu, narkotika dan sejenisnya. 
Konsekwensi dari adanya sifat yang sama ini 
(memabukkan) akan berakibat pada kesamaan hukum 
keduanya (asal dan furu’). Dengan kata lain, Amir 
Syarifuddin mengistilahkannya dengan hukum asal itu 
harus mempunyai daya rentang (Syarifuddin 1997:176), 
maksudnya dapat direntangkan untuk diterapkan pada 
kasus lain. 
Adapun illat qashirah adalah illat yang terbatas 
pada suatu kasus tertentu dan tidak dapat direntangkan 
pada kasus lain, baik illat itu manshushah atau 
mustanbathah (Zuhaili 1986:657). Contohnya apabila 
seseorang mengatakan/menetapkan bahwa illat 
keharaman riba pada gandum adalah karena dia gandum 
atau illat diharamkannya khamar adalah karena khamar 
itu sendiri (al-Subki 1984:241). Dalam teori qiyas harus 
terdapat kesamaan sifat antara kasus asal dan furu’, 
sedangkan gandum dan khamar tidak terdapat pada 
benda-benda lain. Dengan kata lain kedua sifat tersebut 
(gandum dan khamar) hanya terbatas (qashirah) untuk 
keduanya. Oleh karena itu harus dicarikan sifat yang 
lebih umum sehingga ia bisa direntangkan kepada kasus 
lain. Dalam hal ini seperti mengatakan bahwa illat 
keharaman riba pada gandum adalah karena ia makanan 





pokok dan illat keharaman khamar karena ia 
memabukkan (iskar). Dengan sifat seperti ini maka ia 
dapat direntangkan kepada kasus lain yang tidak 
disebutkan oleh nash. Contoh lain misalnya kebolehan 
bagi musafir untuk berbuka pada bulan Ramadhan 
disebabkan oleh safar itu sendiri. Dalam hal ini safar 
adalah sifat (illat) qashirah yang ditetapkan oleh nash dan 
tidak dapat direntangkan kepada kasus lain, seperti 
merentangkannya kepada orang yang merasa kesulitan 
dalam melaksanakan puasa. Dengan demikian penetapan 
hukum bolehnya berbuka bagi musafir bukan dengan 
jalan qiyas tapi dengan nash itu sendiri. Seperti itu juga 
kondisinya dengan hal-hal yang berkenaan dengan 
ibadah karena pada dasamya hal-hal yang ta'abbudi itu 
tidak memberikan peluang untuk melakukan qiyas 
(illatnya qashirah). 
Ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa illat 
muta’addiyah dapat dijadikan sebagai alasan dalam 
menetapkan hukum untuk kasus lain yang tidak terdapat 
ketentuannya di dalam nash. Sedangkan tentang illat 
qashirah diperselisihkan oleh para ulama. Menurut 
jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah), illat 
seperti itu pun dapat dijadikan sifat dalam menetapkan 
hukum lain tetapi bukan melalui jalan qiyas, seperti 
kebolehan berbuka bagi musafir karena safar itu sendiri 
sebagaimana telah disinggung di atas. Ulama-ulama 
Syafi’iyah juga memberikan argumen bahwa kegunaan 
illat tidak semata ditemukan dalam daya rentangnya 
(muta’addiyah). Jadi tidak ada penolakan mendasar kepada 
kemungkinan illat dibatasi kepada kasus asal. Namun 
demikian para ulama sepakat bahwa alasan-alasan yang 





dikemukakan secara tertulis harus diterima tanpa harus 
mempertimbangkan apakah memang dapat diterapkan 
untuk kasus-kasus yang lain atau tidak (Kamali 
1996:271; al-Zuhaili 1986:657; al-Khadar [tth]:367). 
Sementara ulama Hanafiyah mengatakan, kalau 
illat itu ditetapkan berdasarkan ijtihad dan istinbath, maka 
ia tidak dijadikan sifat dalam menentukan hukum, 
karena ia hanya terdapat pada kasus asal (nash itu saja) 
(al-Zuhaili 1986:656; al-Khadar [tth]:367; Syarifuddin 
1997:177). 
Menurut pendapat penulis, terjadinya perbedaan 
ulama ushul ini adalah karena latar belakang mereka 
yang berbeda dalam mempergunakan qiyas. Ulama ushul 
Hanafiyah umpamanya lebih dominan mempergunakan 
qiyas dalam menetapkan suatu hukum, sehingga bagi 
mereka suatu nash itu dilihat dan difokuskan kepada 
yang bisa direntangkan untuk kasus hukum lainnya. 
Sebab apa gunanya memusatkan perhatian pada illat 
qashirah sementara ia tidak dapat menjawab kasus-kasus 
lain yang tidak ada nashnya. Sementara ulama jumhur 
melihat bahwa illat qashirah itu patut untuk diketahui 
walaupun tidak dapat dijadikan sebagai sifat untuk qiyas. 
Dengan mengetahui illat qashirah tersebut minimal untuk 
mengetahui sisi-sisi munasabah (keserasian ) illat tersebut 
dengan hukum yang ditetapkan dan untuk lebih 
mendorong pelaksanaan hukum. 
Dari dua persepsi ini sebenarnya mereka sepakat 
bahwa illat qashirah itu tidak dapat dijadikan dasar dalam 
penetapan hukum qiyas, hanya saja mereka berbeda 
dalam menanggapi apakah ada kepentingan 
mengetahuinya atau tidak. Bagi yang merasa tidak 





penting untuk mengetahuinya (apalagi illat qashirah 
mustanbathah) tentu saja hal itu tidak menjadi ajang 
pertimbangan mereka. Sebaliknya bagi yang merasa 
berkepentingan dengan itu mereka akan melihat sisi-sisi 
lain yang dapat ditarik dari penetapan hukum seperti itu. 
Setidaknya inilah yang dapat dilihat dari pendapat ini. 
 
3. Illat dari Segi Kegunaan dan Kedudukannya dalam  
Pensyari’atan Hukum 
Dalam bentuk ini Al-Yasa Abu Bakar (Bakar 
1991:181-183) membedakan illat kepada dua macam, 
yaitu yang disebut illat tasyri'i dan illat qiyasi. 
a. Illat Tasyri’i 
Illat tasyri’i adalah illat yang digunakan untuk 
mengetahui apakah sesuatu ketentuan dapat 
berlaku atau sudah sepantasnya berubah karena illat 
yang mendasarinya telah bergeser. Ketentuan ini 
telah dirumuskan dalam sebuah kaedah ushul 
(Zahrah [tth]:476; al-Subki 1984:71; Sya’ban 
1964:134; al-Anshari:126): 
امدعو ادوجو ةلعلا عم رودي مكلحا 
Maksudnya, ada dan tidaknya hukum tergantung 
kepada illat-nya. Banyak ketentuan fiqh yang 
berubah dan berkembang berdasarkan asas ini. 
Perubahan tersebut menurut AlYasa Abu Bakar 
dapat dilihat dari dua segi (Bakar 1991). 
Pertama, pemahaman tentang illat hukum itu 
sendiri yang berubah sesuai dengan perkembangan 
pemahaman terhadap dalil nash yang menjadi 
landasannya. Misalnya pemahaman tentang illat 





zakat hasil pertanian. Yang biasa dipahami sebagai 
illaitnya adalah sebagai makanan pokok, atau dapat 
disimpan lama, dapat ditakar, ditimbang atau hasil 
dari tanaman yang ditanam (a-Qaradhawi 
1980:349). Tetapi sekarang dipopulerkan pendapat 
bahwa illat tersebut adalah al-nama' (produktif). Jadi 
semua tanaman yang produktif wajib dikeluarkan 
zakatnya. 
Dengan melihat perubahan pemahaman illat 
ini, maka jenis tanaman apa saja yang produktif -
-yang diusahakan oleh petani -- akan dapat 
dikenakan zakat karena jangkauan dan sasaran 
penerapan illat lebih luas. Dengan kata lain, 
mengubah pemahaman illat dari arti yang semula 
bagi zakat pertanian -- berupa makanan pokok dan 
dapat disimpan lama -- kepada pemahaman yang 
lebih luas yaitu al-nama' (produktif) adalah 
merupakan lompatan baru dalam pemikiran ushul 
fiqh. 
Perubahan pemahaman illat di atas jelas 
dipengaruhi oleh perkembangan dan pertumbuhan 
beraneka jenis usaha pertanian yang jika 
dibandingkan jauh berbeda dengan kondisi 
pertanian masa lampau. Apa lagi budidaya jenis 
pertanian berkembang dengan pesatnya dan akan 
terus dikembangkan lebih intensif dalam rangka 
memenuhi kebutuhan manusia. Dan dalam 
kenyataannya justru dari sektor pertanian mampu 
mendatangkan income (pendapatan) yang lebih 
besar. Dapat dibayangkan jika pemahaman illat 
masih seperti semula, tentu banyak hasil pertanian 





yang tidak terkena kewajiban zakat. 
Kedua, pemahaman terhadap illat masih 
tetap seperti sediakala, tetapi maksud tersebut akan 
tercapai lebih baik sekiranya hukum yang 
didasarkan kepadanya diubah (Bakar 1991). Contoh 
populer untuk hal ini adalah pembagian tanah al-fay 
(rampasan perang) di Irak pada masa Umar ibn 
Khatab. Illat pembagiannya adalah agar tidak 
menjadi monopoli orang-orang kaya saja (QS. 
al-Hasyr: 7). Pada masa Rasul SAW kebun-kebun 
orang Yahudi yang kalah perang di Madinah dan 
Khaibar dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. 
Akan tetapi Umar tidak mau membagi lahan-lahan 
pertanian Irak yang demikian subur dan luas setelah 
menang dalam peperangan. Menurutnya, 
pembagian itu akan melahirkan sekelompok orang 
kaya baru yang justru dihindari oleh ayat al-Qur`an. 
Tanah tersebut harus menjadi milik negara dan 
disewakan kepada penduduk, hasil sewa inilah yang 
dibagi-bagikan kepada orang-orang tidak mampu 
dan pihak-pihak yang memerlukan bantuan 
keuangan dari negara. 
Diakui memang bahwa Umar telah membuat 
kebijakan yang berbeda dengan apa yang telah 
dipraktekkan oleh Nabi SAW. Pembagian harta 
rampasan perang pada masa Nabi sebetulnya juga 
menghasilkan berbagai pandangan bahwa apakah 
pembagian tersebut merupakan sunnah yang harus 
diikuti atau merupakan aturan yang berlaku pada 
masa itu saja. Fazlurrahman menegaskan bahwa 
pembahagian harta rampasan perang seperti yang 





dilakukan oleh Nabi SAW mungkin sekali sesuai 
dengan aturan perang pada masa itu dan terdapat 
kemungkinan berubah sebagai akibat dari 
perkembangan masyarakat Islam (Fazlurrahman 
1984:271-272). 
Kebijakan Umar tentang pembagian harta 
rampasan tersebut dengan aturan baru bukan tidak 
menimbulkan perdebatan dan tatangan dari sebab 
sahabat lainnya. Mereka mendesak Umar agar 
tanah rampasan itu dibagi menurut praktek semula. 
Akan tetapi masih ada sebgian sahabat lainnya yang 
sependapat dengan Umar (Nuruddin 1990:157). 
Dalam menanggapi kasus ini, menurut 
Jalaluddin Rahmat, paling tidak ada lima pandangan 
tentang ijtihad Umar ini. Pertama, Umar tidak 
meninggalkan nash, apalagi mengganti atau 
menghapusnya. Kedua, Umar meninggalkan zahir 
nash dan berpegang kepada ruh nash atau maqashid 
al-ahkam al-syar'iyyah. Ketiga, ijtihad tentang 
masalah-masalah qath’iyah yang bukan bidang 
ijtihad, tatapi boleh berlaku khusus bagi Umar. 
Keempat, Umar telah meninggalkan nash yang 
sharih namun ijtihadnya tetap memperoleh satu 
ganjaran, dan kelima, Umar banyak melakukan 
pelanggaran terhadap nash yang qath’i dan ini 
terjadi karena kurangnya informasi yang diterima 
untuk persoalan yang bersangkutan (Rahmat 
1988:45-58). 
Akan tatapi betulkah Umar meninggalkan 
nash, melakukan kesalahan dan pelanggaran atau 
tidak mengerti terhadap persoalan yang ia 





putuskan? padahal ia adalah salah seorang sahabat 
yang terkemuka, cukup lama bergaul dengan Nabi, 
di mana kemampuannya tidak diragukan lagi. 
Dalam hal ini agaknya kebijakan yang telah 
diambil Umar tentang pembagian harta rampasan 
perang itu tetap berpijak pada pemahaman illat 
seperti semula, yaitu agar harta itu tidak beredar di 
tangan orang-orang kaya saja, tetapi penerapannya 
yang diubah karena menurut Umar cara tersebutlah 
yang lebih tepat. Jika demikian halnya, maka Umar 
tidak dapat dipandang telah melakukan kesalahan 
atau meninggalkan nash yang sharih, tetapi ia 
menerapkan ruh syari’at dengan melihat sasaran 
maksud syara', yaitu kemaslahatan. Pemahaman 
Umar seperti inilah yang dalam istilah lain dapat 
dikatakan sebagai pemahaman kontekstual. 
Mungkin dapat dimasukkan di dalam 
kategori ini illat-illat yang namanya masih tetap 
tetapi ukuran atau kandungannya telah berubah. 
Misalnya illat untuk melakukan shalat khawf dalam 
al-Qur`an adalah rasa takut (QS. Al-Baqarah:239). 
Oleh jumhur ulama illat tersebut ditafsirkan secara 
sempit hanya mencakup takut karena perang atau 
binatang buas. Tetapi pada masa kentemporer 
beberapa ulama di antaranya Hamka telah 
menafsirkannya secara lebih luas sehingga 
mencakup antara lain takut kehilangan tempat 









Untuk pergeseran ukuran dapat diberikan 
contoh musafir sebagai illat mengqashar shalat. 
Selama ini ukuran musafir ditentukan dengan jarak 
kilometer. Tetapi karena pada zaman modern ini 
alat transportasi telah sangat beragam dibanding 
dengan masa Rasul, mungkin ukuran tersebut akan 
lebih tepat kalau dilakukan dengan memperhatikan 
waktu tempuh. Menurut AlYasa Abu Bakar, 
pendapat ini didasarkan kepada kenyataan bahwa 
penentuan ukuran musafir tersebut adalah 
perbuatan Nabi SAW (hadis fi'liyyah), bukan 
ucapannya. Ulama mengukur jarak yang ditempuh 
Nabi ketika melakukan shalat qashar, dan dari 
sinilah ditetapkan jarak minimal seseorang dapat 
dikatakan musafir dan boleh mengqashar shalat 
(Bakar 1991:46-47). 
 
b. Illat Qiyasi 
 Illat qiyasi adalah illat yang digunakan untuk 
mengetahui apakah ketentuan yang berlaku 
terhadap suatu masalah yang dijelaskan oleh suatu 
dalil nash dapat diberlakukan pada ketentuan lain 
yang tidak dijelaskan oleh dalil nash karena ada 
kesamaan illat antara keduanya (Bakar 1991:46-47). 
Ketentuan inilah yang diistilahkan dengan qiyas. 
Dalam teori qiyas, salah satu unsur pokok 
dan syaratnya ialah berpijak kepada illat. 
Pemahaman pada illat qiyasi ialah upaya mencari 
persamaan illat yang ada pada persoalan yang 
disebut oleh nash dengan persoalan baru yang tidak 
terdapat ketentuannya dalam nash. Dengan kata 





lain, untuk menetapkan dua persoalan (kasus) 
dalam ketentuan hukum yang sama, di mana yang 
pertama telah disebutkan oleh nash dan yang kedua 
tidak disebutkan oleh nash harus didasarkan pada 
kesamaan illat (illat muta’addiyah). 
Dasar kesamaan ini harus dilihat pada sifat 
yang menjadi pautan hukum yang disebutkan oleh 
nash. Sebab menurut Abd al-Wahab Khalaf, pada 
hakikatnya illat merupakan sifat yang menjadi dasar 
penetapan hukum di dalam nash, dan atas dasar ini 
ditetapkanlah ketentuan hukum yang sama pada 
persoalan (kasus) baru (Khalaf 1978:60). 
Sebagai contoh dapat dikemukakan illat iskar 
(memabukan) yang   merupakan sifat yang menjadi 
dasar pengharaman khamar di dalam nash. Atas 
dasar ini maka diberlakukanlah ketentuan hukum 
yang sama terhadap berbagai jenis minuman/ 
makanan yang mengandung unsur atau sifat 
memabukkan. 
Penalaran qiyasi ini diterima secara luas di 
kalangan ulama ushul fiqh. Mereka menggunakan 
alasan-alasan dari al-Qur`an, hadis serta praktek 
sahabat untuk mendukung keabsahannya.(al-Subki 
1984:177; al-Bukhari 1982:990; Sya’ban 1964:111-
117; Khalaf 1972:54-59). Penolakan yang 
berlebihan hanya diberikan oleh kelompok Zhahiri 
terutama Ibn Hazm dengan alasan kegiatan ini 
tidak diperlukan dan mengada-ada terhadap firman 
Allah dan hadis Rasul serta menambah-nambah 
ketentuan yang telah cukup sempurna diturunkan 
oleh Allah dan Rasul-Nya (ibn Hazm [tth]:515-





527). Walaupun Ibn Hazm menolak berhujjah 
dengan qiyas, tapi dia mengemukakan cara lain yang 
disebut dengan al-dalil, yaitu suatu cara untuk 
memahami zahir umum suatu nash untuk 
diterapkan kepada masalah-masalah yang tercakup 
dalam nash itu, seperti keharaman memukul orang 
tua bukan didasarkan kepada qiyas, akan tetapi 
berpegang pada keumuman ayat فا امهل لقت لاف . 
Akibatnya kesimpulan yang dihasilkan dalam hal ini 
sama dengan kesimpulan jumhur ulama ushul yang 
mempergunakan qiyas. 
Selanjutnya Muhammad Khudari Beik 
(1999:299) merangkum pembagian illat kepada tiga 
macam. Pertama, illat yang maksudnya diakui oleh 
syariat. Kedua, illat yang membawa atau dapat 
mewujudkan tujuan yang dikehendaki oleh syari', 
dan ketiga, adalah illat yang kadang-kadang diakui 
oleh syari' dan kadangkala tidak. Khudari Beik 
mengomentari bahwa yang berkaitan dengan tujuan 
syari' dalam penetapan hukum yang bermuara pada 
tiga kepentingan (tujuan hukum), yaitu dharuriyah, 
hajiyah dan kamaliyah (dalam redaksi lain, seperti 
al-Syathibi menyebutkannya dengan tahsiniyyah). 
Yang kedua adalah bahwa hukum dibangun 
berdasarkan illat agar dapat membawa kepada 
kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. 
Adapun yang ketiga adalah illat yang terlihat adanya 
sifat yang disebutkan oleh syari' bersamaan dengan 
ketetapan suatu hukum, baik secara sharih (jelas) 
maupun kinayah (isyarat) yang semuanya itu dapat 
dihubungkan dengan tujuan pensyari'atan hukum, 





yaitu kemaslahatan. Illat-illat itu ada yang dapat 
menyampaikan kepada kemaslahatan dan ada yang 
tidak (sejauh pengamatan manusia). Yang belum 
diketahui oleh manusia itulah (khususnya dalam 
bidang ibadah) yang disebut dengan ta’abbudi yang 
rahasianya hanya terdapat dalam pengetahuan Allah 
SWT (Beik 1999:299-309). 
Dari pembagian illat di atas Khudari Beik 
membagi illat kepada tiga macam dan ketiga 
pembagian ini tetap mengacu kepada tujuan 
pensyari’atan hukum Islam, yaitu kemaslahatan 
yang mencakup kemaslahatan dharuriyyah (primer), 
hajiyyah (sekunder) dan tahsiniyyah (keindahan, 
akhlak atau asesoris).  
Pakar ushul yang lain seperti Muhammad 
Abu Zahrah, Abd al-Wahhab Khalaf dan Abd 
al-Karim Zaidan juga mempunyai pandangan yang 
sama. Mereka membagi illat kepada tiga macam 
dilihat dari segi ada atau tidaknya pengakuan syari'. 
Ketiga macam illat ini mereka sebut dengan 
al-munasib al-muassir, al-munasib al-mula`im dan al-
munasib al-mursal. Di samping tiga macam ini Khalaf 
dan Abd al-Karim Zaidan menambahkan dengan 
al-munasib al-mulgha (Zahrah 1958:241-243; Khalaf 
1972:71-75; Zaidan;207-210). Tentang pembagian 
ini lebih lanjut akan dijelaskan ketika mengkaji teori 
munasabah dalam metode penemuan illat (masalik al-
illat). Akan tetapi dapat dikemukakan sepintas 
bahwa teori munasabah ini adalah upaya untuk 
mencari ada tidaknya keterkaitan suatu ketentuan 
hukum dengan suatu illat yang mendasarinya. 





Langkah ini diperlukan agar dapat menentukan 
sesuatu yang pantas sebagai alasan penetapan 
hukum. Setelah menentukan dan memperkirakan 
sesuatu yang mendasari ketentuan hukum 
dimaksud, serta kuat dugaan bahwa ia yang menjadi 
illat, maka hasil yang telah diperkirakan inilah yang 
termasuk juga kepada salah satu bentuk illat 
mustanbathah (berdasarkan ijtihad). 
 
C. Syarat-syarat Illat 
Dalam pembahasan ilmu ushul fiqh disebutkan bahwa 
suatu sifat atau keadaan dapat digunakan sebagai illat hukum 
apabila mempunyai beberapa syarat-syarat kumulatif, tentang 
jumlah syarat-syarat itu terdapat variasi pendapat ulama. 
Nasrun Haroen telah menyimpulkan sejumlah syarat 
yang dikemukakan oleh ulama ushul, di antaranya adalah: 
1. Illat itu mengandung motivasi hukum, bukan sekedar 
tanda-tanda atau indikasi hukum. Maksudnya, fungsi illat 
adalah bagian dari tujuan disyari’atkan hukum, yaitu 
kemaslahatan umat manusia.  
2. Illat itu jelas, nyata dan bisa ditangkap indra manusia 
karena illat merupakan pertanda adanya hukum. 
Misalnya sifat memabukkan dalam khamar. Apabila illat 
itu tidak nyata, tidak jelas dan tidak bisa ditangkap indra 
manusia, maka sifat itu tidak bisa dijadikan illat. Contoh 
sifat yang tidak nyata adalah sifat sukarela dalam jual beli 
karena sukarela itu sifat batin yang sulit diindrai. Itulah 
sebabnya para ahli fiqh menyatakan bahwa sukarela itu 
harus diwujudkan dalam bentuk perkataan , ijab dan 
qabul, atau melalui tindakan.  
 





3. Illat itu dapat diukur dan berlaku untuk semua orang. 
Maksudnya illat itu memiliki hakikat tertentu dan 
terbatas, berlaku untuk semua orang dan keadaan. 
Misalnya dalam masalah musafir. Menurut jumhur yang 
menjadi illat kebolehan mengqhada shalat dan berbuka 
bagi musafir adalah safar (perjalanan) itu sendiri bukan 
masyaqqahnya (kesulitan yang dialami selama perjalanan). 
Hal ini disebabkan karena safar merupakan sifat yang 
dapat diukur dan berlaku secara umum bagi semua 
orang, tempat dan keadaan. Berbeda dengab masyaqqah 
yang tidak bisa berlaku untuk semua orang, tempat dan 
keadaan karena beragamnya alat transportasi dan kondisi 
seseorang maka akan berbeda pula tingkat masyaqqah 
yang dialami. Bagi orang yang mengalami masyaqqah, 
tentu ia menqashar shalat dan berbuka, berbeda dengan 
orang yang tidak mengalami masyaqqah, tentu mereka 
tidak diperkenankan qashar dan berbuka karena 
masyaqqah merupakan sifat yang tidak dapat diukur dan 
tidak berlaku secara umum (konsekwensinya berbeda 
hukum bagi setiap musafir), maka ia tidak dapat 
dijadikan illat. Oleh karena itu yang tepat menurut 
jumhur adalah safar, karena sifat tersebut dapat 
menyeragamkan hukum bagi para musafir, dan itulah 
yang pantas dijadikan illat.  
4. Illat itu merupakan sifat yang sesuai dengan hukum, 
artinya illat yang dilakukan berdasarkan analisis mujtahid 
sesuai dengan hukum itu.  
5. Illat itu tidak bertentangan dengan nash atau ijma'. 
Contoh illat yang bertentangan dengan nash seperti 
pernyataan bahwa perempuan itu mempunyai hak 
kepemilikan penuh terhadap budhu' (faraj) nya. Oleh 





karena itu sah nikah tanpa izin walinya. Hal ini 
diqiyaskan kepada bolehnya seorang perempuan menjual 
barang-barang yang dimilikinya karena ia mempunyai 
hak kepemilikan penuh terhadap barang-barang 
tersebut. Illat seperti ini bertentangan dengan ketentuan 
nash sebagaimana hadis  riwayat Abu Daud dan lain-lain 
yang berbunyi (Sulaiman:229): 
ص للها لوسر لاق تلاق ةشئاع نع. تحكن ةءرمااميا م
 اهحاكنف لطاب اهحاكنف لطاب اهحاكنف اهيلو نذا ريغب
 لطاب(دواد وبا هاور)  
Dari Aisyah ra berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, 
“Seorang perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka 
pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya 
batal. (HR. Abu Daud) 
 
Sedangkan Contoh illat yang bertentangan dengan ijma' 
adalah mengqiyaskan shalat musafir kepada puasanya 
dalam hal tidak wajib melaksanakannya pada waktu 
perjalanan itu dengan alasan keduanya sama-sama safar 
yang menyulitkan. Ini bertentangan dengan ijma' yang 
mewajibkan melaksanakan shalat dalam perjalanan itu.  
6. Illat itu bersifat utuh dan berlaku secara timbal balik. 
Maksudnya bila ada illat, maka hukumnya ada, dan 
sebaliknya bila illatnya hilang, maka hukumnya pun 
hilang. Misalnya orang gila tidak dibolehkan melakukan 
tindakan hukum karena kecakapannya dalam bertindak 
hukum sudah hilang. Apabila ia sudah sembuh dan 
kecakapannya dalam bertindak hukum sudah ada, maka 





ia dibolehkan kembali melakukan tindakan hukum. 
Contoh lain misalnya dibolehkan memakan bangkai atau 
bagiani dalam keadaan terpaksa. Apabila keadaan 
terpaksa itu sudah tiada, maka seseorang tidak 
dibolehkan lagi memakai bangkai dan bagiani tersebut. 
7. Illat itu tidak datang belakangan dari hukum asal. Artinya 
hukum telah ada, baru datang illatnya kemudian.  
8. Hukum yang mengandung illat itu tidak mencakup 
hukum furu’ (hukum yang akan dicarikan hukumnya 
melalui qiyas). 
9. Illat itu terdapat dalam hukum syara'. Jika suatu illat tidak 
ditetapkan dalam hukum syara' berarti illat itu hanya 
berdasarkan pemikiran (rasio) semata, tentu saja cara 
seperti ini tidak didasari kepada dalil. Ulama ushul 
sepakat menolak hal ini.  
10. Illat itu tidak bertentangan dengan illat lain yang 
posisinya lebih kuat. 
11. Apabila illat itu diistinbathkan dari nash, maka ia tidak 
menambah nash itu sendiri.  
12. Illat itu bisa ditetapkan dan diterapkan pada kasus 
hukum lain (Harun 1996:83-84). 
Ketentuan persyaratan illat di atas tidak dinyatakan 
secara tegas oleh ulama ushul apakah berlaku untuk illat 
manshushah, mustanbathah atau keduanya sekaligus. Akan tetapi 
dapat dipahami bahwa semua syarat illat yang telah ditetapkan 
itu mencakup baik untuk manshushah maupun mustanbathah. 
Hal ini karena tidak adanya indikasi yang mengkhususkan 
bahwa persyaratan itu hanya berlaku untuk salah satunya. 
Begitu pula dari segi penerapannya, syarat-syarat ini berlaku 
pula bagi illat qiyasi dan tasyri'i. Hanya saja, khusus untuk illat 
qiyasi harus terlihat unsur persamaannya antara pokok (asal 





dengan cabang (furu’). 
Sementara itu al-Syaukani menyebutkan dua puluh 
empat syarat untuk illat (al-Syaukani [tth]:207-209; Syalabi 
1981:154-199).  Kedua puluh empat syarat yang ditetapkan 
oleh al-Syaukani ini terkesan sangat ketat di samping juga 
kelihatannya berulang-ulang. 
Selanjutnya Abd al-Wahhab Khalaf, Zakiy al-Din 
Sya'ban dan Ali Hasaballah menyebutkan ada empat syarat 
bagi illat, yaitu: 
1. Illat itu hendaknya berupa sifat yang jelas (washfan 
zhahiran), yaitu sifat yang bisa ditangkap oleh indra 
manusia.  
2. Illat itu hendaklah berupa sifat yang dapat diukur 
(washfan mundhabithan). Maksudnya, sesuatu sifat yang 
akan dijadikan sebagai illat tersebut, meskipun zhanni 
(dugaan) tetapi keberadaanya dapat diukur dan 
dipastikan.  
3. Illat itu hendaklah sifat yang serasi atau sejalan dengan 
pensyari'atan hukum (washfan munasiban). Artinya, jika 
tidak demikian tidak dapat diterima.  
4. Illat itu tidak hanya terdapat pada asal (pokok), tetapi 
juga pada furu’ (muta’addiyah) (Khalaf 1972:68-70; 
Sya’ban 1964:141-143; Hasaballah 1971:147-151). 
Kemudian Muhammad Abu Zahrah dan Abd 
al-Karim Zaidan, di samping empat syarat di atas, 
menambahkan satu syarat lagi, yaitu bahwa illat itu tidak 
bersifat mulghah (Zahrah 1958:238-241; Zaidan: 203-206). 
Maksudnya adalah bahwa sifat illat itu tidak boleh 
bertentangan dengan nash dan ketentuan-ketentuan yang 
sudah pasti. 
 





Dalam menyikapi syarat-syarat yang telah 
dikemukakan oleh ulama yang telah disebutkan terakhir ini 
terlihat adanya penyederhanaan persyaratan illat. Hal ini 
menunjukkan adanya perkembangan baru dalam 
pengembangan ushul fiqh, khususnya tentang illat, yang 
sedikit banyaknya lebih memudahkan bagi seorang praktisi 
hukum untuk menentukan illat dari suatu ketentuan hukum, 
di samping coraknya lebih operasional dan tata urutnya saling 
terkait satu sama lain. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam 
menentukan syarat ini ada ulama ushul yang memberlakukan 
persyaratan yang ketat  sehinga terkesan kurang aplikatif dan 
kaku serta adanya kesulitan dalam menetapkan illat hukum 
ini. Di lain pihak ada ulama yang menyederhanakannya 
sehingga juga terkesan agak longgar dan mempermudah 
proses terjadinya qiyas. Akan tetapi dari dua persepsi ulama 
ushul itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu agar tidak 
menimbulkan ketidakpastian dalam hukum, dan yang lebih 
penting lagi adalah tidak ada halangan yang menyebabkan illat 
pada suatu persoalan dalam nash tidak dapat diberlakukan 
pada persoalan baru. 
Menyikapi apa yang telah dikemukakan oleh ulama di 
atas, baik ulama yang memberikan persyaratan yang banyak 
maupun kelompok terakhir yang telah menyederhanakan 
persyaratan illat ini terlihat adanya kesepakatan bahwa sesuatu 
yang akan menjadi illat itu haruslah merupakan sifat yang jelas 
(washfan zhahiran), dapat diukur (washfan mundhabithan) dan 
sifat itu mampu mewujudkan tujuan hukum (washfan 
munasiban). Dengan demikian mereka tidak menerima 
kemungkinan dijadikannya hikmah hukum (mewujudkan 
kemaslahatan dan menolak kemudaratan) semata sebagai 





dasar penetapan hukum syara'. Hal ini disebabkan oleh 
karena hikmah bukan merupakan sifat yang bisa diukur atau 
dipastikan ada pada setiap situasi dan kondisi (washfan 
mundhabithan). Alasan inilah yang menjadi titik sentral 
penolakan mereka dalam menjadikan hikmah sebagai alasan 
penetapan hukum syara'. Konsekwensi dari penolakan 
mereka ini terlihat dari contoh-contoh yang telah 
dikemukakan dalam menjelaskan syarat-syarat illat di atas. 
Apabila diteliti lebih jauh ternyata ada beberapa tokoh 
yang membolehkan penta’lilan hukum dengan hikmah, di 
antaranya ibn Taimiyah dan al-Syathibi, juga termasuk 
al-Sa'diy. Artinya kelompok ini tidak menjadikan washfan 
mundhabithan sebagai syarat illat. Ibn Taimiyah misalnya lebih 
menekankan persyaratan illat ini kepada washfan munasiban 
(sifat yang dapat mewujudkan tujuan hukum, yaitu 
kemaslahatan dan menolak kemudaratan) karena hukum 
syar'i itu disyariatkan hanya untuk mewujudkan hikmah 
tersebut, dan itu hanya diketahui oleh kaum rasionalis 
sekalipun bagi sebab orang hikmah itu belum didapatkan 
(Zahrah [tth]: 476). Begitu juga dengan al-Syathibi, 
menurutnya illat mengandung arti yang sangat luas yaitu 
kemaslahatan-kemaslahatan dan hikmah-hikmah yang 
berkaitan dengan al-awamir (perintah-perintah) al-ibahah 
(kebolehan) dan al-mafasid (kemafsadatan) yang berkaitan 
dengan al-nawahi (larangan-larangan). Dalam arti, illat suatu 
hukum adalah kemaslahatan dan kemafsadatan itu sendiri. 
Oleh karena itu apabila dikaitkan dengan alasan kebolehan 
qashar bagi musafir, maka masyaqqah adalah illatnya sedangkan 
safar itu sendiri adalah al-sabab yang merupakan faktor utama 
yang menjadikannya boleh mengqashar (al-Syathibi [tth]:185). 
Dengan kata lain faktor utama ini harus terlaksana terlebih 





dahulu baru kemudian dilihat apakah ada masyaqqah atau 
tidak. Jika di dalam perjalanan itu terdapat masyaqqah, maka 
dibolehkanlah qashar begitu juga sebaliknya. Lebih tegas lagi 
al-Syathibi menyatakan bahwa apakah suatu sifat itu jelas 
(zhahir), tidak jelas (ghair al-zhahir), dapat diukur atau punya 
kepastian (mundhabit) atau tidak dapat diukur/punya kepastian 
(ghair al-mundhabith), apabila ia bisa mewujudkan 
kemaslahatan maka sifat itulah yang pantas dijadikan illat (al-
Syathibi [tth]:185). 
Dari pendapatnya ini terlihat bahwa al-Syathibi 
membedakan antara al-sabab dan illat, berbeda dengan ulama 
lainnya. Menurutnya hal-hal yang dikategorikan oleh ulama 
sebelumnya sebagai illat, maka bagi al-Syathibi hal yang 
demikian adalah al-sabab. Sedangkan hal-hal yang dianggap 
hikmah oleh ulama sebelumnya, maka bagi al-Syathibi hal itu 
adalah illat. Selain itu pengertian illat yang dikemukakan oleh 
al-Syathibi apabila dikaitkan dengan usaha pemahaman 
maqashid al-syari’ah (tujuan hukum) akan menunjukkan adanya 
hubungan yang kuat dan mampu membentuk suatu 
mekanisme pengembangan hukum yang dinamis karena illat 
dalam arti kemaslahatan dan kemafsadatan secara umum 
merupakan maqashid al-syari’ah itu sendiri. 
Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh al-Sa'diy. 
Menurutnya hikmah adalah kemaslahatan itu sendiri, oleh 
karena itu bisa saja kejelasannya (zhahir) tidak dapat 
dipastikan. Kadang-kadang hikmah itu tersembunyi sehingga 
tidak dapat diketahui. Itulah penyebagian berbedanya 
pandangan ulama dalam menjadikannya sebagai illat. 
Al-Sa'diy, demikian juga al-Baidawi, mencontohkannya 
dengan bolehnya musafir mengqashar shalat, dan dapat 
dipastikan bahwa safar merupakan sifat yang jelas dan dapat 





diukur/pasti, sedangkan yang juga menimbulkan dugaan kuat 
(mazhinnah) untuk membolehkan qashar ini adalah masyaqqah, 
maka dia juga termasuk illat (al-Sa’diy 1987:106). Lebih lanjut 
al-Baidhawi menambahkan bahwa jika tidak boleh berillat 
dengan hikmah berarti juga tidak bisa berillat dengan sifat 
yang munasabah (sesuai dengan tujuan hukum). Munasib dalam 
hal ini adalah dalam rangka mewujudkan maslahah dan 
menghindarkan mafsadah. Tidak dikatakan illat kecuali ia 
mengandung maslahah atau menolakkan mafsadah itu 
sendiri. Untuk itu safar semata-mata tidak menyebabkan 
seseorang boleh mengqashar shalat, tapi harus ada unsur 
masyaqqahnya. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang di 
dalamnya menimbulkan dugaan kuat (mazhinnah) untuk 
melihat sesuatu itu maslahat atau mafsadat sudah cukup kuat 
dijadikan sebagai illat hukum, dan beramal dengan dugaan 
yang kuat itu (zhanniyyah/mazhinnah) hukumnya wajib. Lagi 
pula menurutnya berillat dengan hikmah itu lebih utama 
karena hikmah merupakan sifat asal (prinsip) karena ia 
merupakan kemaslahatan atau mafsadah yang dimaksud 
dalam pensyari'atan suatu hukum (al-Sa’diy 1987:106). 
 Dari apa yang telah dikemukakan oleh ulama-ulama di 
atas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya hikmah dapat 
dijadikan dasar dalam pensyari'atan hukum apabila ada suatu 
sifat yang dapat menimbulkan dugaan kuat (mazhinnah) 
bahwa sifat tersebut dapat mewujudkan kemaslahatan atau 
menolak kemudaratan yang merupakan tujuan pensyari'atan 
hukum. Apabila dihubungkan dengan contoh yang mereka 
kemukakan (kebolehan qashar bagi musafir) maka sangat logis 
apabila masyaqqah dijadikan alasan kebolehan itu, apalagi 
mengingat bentuk dan kondisi perjalanan yang ada sekarang 
ini. Pada masa ulama-ulama ini tentu bentuk dan kondisi 





perjalanan begitu juga alat transportasi yang dipakai sangat 
sederhana. Dalam kondisi yang demikian mereka telah 
melahirkan pemikiran keillatan yang justru lebih tepat 
dilaksanakan pada zaman moderen mengingat begitu 
majunya alat transportasi sekarang ini. Hal ini sangat 
dimungkinkan karena di dalam melakukan perjalanan 
sekarang ini kesulitan itu hampir-hampir tidak ditemukan lagi, 
apalagi bagi mereka yang berkendaraan pribadi atau yang naik 
pesawat udara. Oleh karena itu pemikiran keillatan dengan 
menitikberatkan hikmah sebagai dasar penetapan hukum 
perlu dipertimbangkan guna menjawab persoalan-persoalan 
lain yang berkembang seiring dengan perubahan zaman, 
tempat dan peradaban itu sendiri. Pemikiran keillatan dengan 
menjadikan hikmah sebagai dasar penetapan hukum ini 
jugalah nantinya yang akan lebih ditekankan dalam 
mengkontekstualisasikan hukum safar wanita. 
 
D. Metode Penemuan Illat (Masalik al-Illat/Ta’lil 
al-Ahkam) 
Ulama ushul fiqh telah mengemukakan beberapa cara 
untuk mencari illat, akan tetapi pada prinsipnya dapat 
dikategorikan kepada tiga macam, yaitu melalui nash 
(al-Qur`an dan sunnah), melalui penalaran logis (akal) yang 
disebut dengan illat mustanbathah/ghair al-manshushah dan 
melalui ijma'. Illat manshushah maksudnya apabila nash, baik 
al-Qur`an maupun hadis telah menunjuk bahwa illat 
hukumnya adalah sifat yang disebut oleh nash itu sendiri. 
Sedangkan illat mustanbathah/ghair al-manshushah adalah apabila 
nash tidak menunjuk dengan tegas bahwa illat hukumnya 
adalah sifat yang tersebut dalam nash itu. 
 





Untuk lebih jelasnya cara-cara untuk menemukan 
illat tersebut akan dikemukakan sebagai berikut: 
1. Menggunakan nash atau manshushah 
 Cara menemukan illat melalui nash adalah 
apabila nash itu sendiri telah menyebutkan langsung illat 
pensyariatan suatu hukum. Cara ini dapat dibagi kepada 
tiga macam, yaitu dalalah sharahah qath’iyah, dalalah 
sharahah zhanniyah dan dalalah al-ima' (Zaidan 1977:211). 
a. Dalalah sharahah qath’iyyah apabila penunjukan lafal 
nash kepada illat hukum tidak mungkin dipahami 
dengan makna yang lain (Zaidan 1977:211). 
Misalnya firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' 
ayat 165: 
 للها ىلع سانلل نوكي لائل نيرذنمو نيرشبم لاسر
 لسرلا دعب ةجح(ءاسنلا :561)  
Rasul-rasul itu membawa berita gembira dan memberi 
peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia membantah 
Allah sesudah rasul-rasul itu diutus. (QS. Al-Nisa`: 
165). 
 
Juga seperti terdapat dalam surat al-Hasyr 
ayat 7: 
 لوسرللو هللف ىرقلا لها نم هلوسر ىلع للها ءافاام
 يك ليبسلا نباو ينكسلماو ىمتيلاو بىرقلا ىذلو
 مكنم ءاينغلاا ينب ةلود نوكيلا(رشلحا:7)  
 





Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada 
Rasul-Nya (yang berasal dari penduduk negeri-negeri), 
maka itu adalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya, karib 
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 
orang-orang yang dalam perjalanan; supaya harta itu 
jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara 
kamu. (QS. Al-Hasyr: 7) 
 
Pada ayat pertama di atas, illat diutusnya para 
Rasul adalah sebagai pembawa berita gembira dan 
pemberi peringatan agar orang-orang tidak lagi 
berdalih bahwa mereka belum pernah mendapat 
petunjuk dari para Rasul, padahal Allah SWT telah 
mengutus Rasul kepada mereka. Kalimat  نوكي لائل 
sampai dengan لسرلا دعب tidak dapat diartikan 
dengan yang lain, kecuali hanya untuk menjelaskan 
illat diutusnya para Rasul. 
Pada ayat kedua yang mengatakan bahwa 
pembagian rampasan perang yang tidak bergerak 
(al-fay) adalah agar harta tersebut tidak hanya 
menjadi milik orang-orang kaya saja. Dalam ayat ini 
dipakai lafal يك untuk menunjukkan illat, dan tidak 
mengandung kemungkinan yang lain. Inilah yang 
menurut ulama ushul disebut sebagai illat yang 
sharih (pasti/jelas). 
Dalam contoh lain illat yang sharih ini dapat 
diketahui apabila nash menyebutkan illat dengan 
menggunakan lafal نم لجا  (karena itu), seperti yang 
terdapat dalam surat al-Maidah ayat 32: 





 لتق نم هنا ليئارسا ىنب ىلع انبتك كلذ لجا نم
امناكف ضرلاا ىف اداسف وا سفن ريغب اسفن  لتق
 اعيمج سانلاايحا امناكف اهايحا نمو اعيمج سنلا
(ةدئاملا :23) 
Disebabkan oleh hal itu Kami tetapkan kepada Bani 
Israil bahwa siapa yang membunuh bukan karena orang 
itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat 
kerusakan di muka bumi maka seakan-akan dia telah 
membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang 
memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah 
dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. 
(QS.Al-Maidah:32) 
 
Lafal لجا نم dalam ayat tersebut secara pasti 
merupakan illat bahwa pembunuhan yang 
dilakukan oleh Bani Israil terhadap manusia lain 
dengan cara yang tidak dibenarkan syariat 
hukumnya sama dengan membunuh seluruh 
manusia. Begitu juga pemeliharaan mereka 
terhadap jiwa orang lain sama halnya dengan 
memelihara seluruh jiwa manusia. 
Contoh di dalam hadis di antaranya (an-
Nasa`i 1964:208): 





ص للها لوسر لاق تلاق ةشئاع نع. تيهن امنا م
اوقدصتو اورخداو اولك تفد ىتلا ةفادلا لجلا .
(ىئاسنلا هاور) 
Dari Aisyah ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, 
“Sesungguhnya aku (rasul) melarang (menyimpan daging 
korban)  karena ada tamu yang akan datang. (Sekarang) 
makanlah dan simpanlah serta sedekahkanlah. (HR. 
Al-Nasa'i) 
 
 Dalam hadis tersebut dilarang oleh Nabi 
SAW menyimpan daging korban karena banyaknya 
orang yang memerlukannya. Yang menjadi illat 
larangan tersebut adalah lafal لجلا (karena, untuk) 
pada kalimat .لجلا ةفادلا  Lafal tersebut tidak bisa 
dipahami untuk memberi arti selain ta’lil 
(peng-illatan) larangan menyimpan daging korban. 
 
b. Dalalah Sharahah Zhanniyah 
 Dikatakan dalalah sharahah zhanniyah apabila 
penunjukan nash kepada illat itu masih mempunyai 
kemungkinan untuk dapat dibawa kepada 
pengertian lain. (Syalabi 1981:39; Syarifuddin 
1992:191). Lafal-lafal tersebut ditandai oleh huruf 
ta'lil seperti ملالا. Misalnya firman Allah SWT dalam 
surat al-Isra' ayat 78: 
 
 





اسمشلا كولدل ةلاصلا مق( .ءارسلاا :77) 
Dirikanlah shalat karena tergelincirnya matahari. (QS. 
Al-Isra': 78) 
 
Juga firman Allah SWT dalam surat 
al-Dzariyat ayat 56: 
نودبعيللاا سنلااو نجلا تقلخامو( .تايراذلا :16) 
Tidaklah Kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk 
menyembah kepada Ku. (QS. Al-Dzariyat: 56) 
 
Huruf ملالا dalam kedua ayat di atas كولدل 
سمشلا, نودبعيل  merupakan lafal yang menunjukkan 
illat, tetapi ملالا  juga bisa mempunyai makna lain, 
seperti milik dan akibat, akan tetapi makna milik 
dan akibat dalam kedua ayat ini bersifat lemah. 
Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa illat 
seperti ini dapat dijadikan sebagai illat suatu hukum. 
Contoh huruf ءابلا seperti firman Allah 
dalam surat al-Nisa' ayat 160: 
 تلحا تابيط مهيلع انمرح اوداه نيدلا نم ملظبف
مهل( .ءاسنلا :56) 
Maka disebabkan oleh keaniayaan orang-orang Yahudi, 
Kami haramkan untuk mereka semua yang baik-baik, 









Huruf ءابلا pada ملظبف dalam ayat di atas 
merupakan ta’lil (illat), tetapi juga bisa mengandung 
makna lain, yaitu untuk sesuatu yang melekat dan 
untuk pertolongan. Namun dalam ayat ini secara 
zahir dan nyata huruf ءابلا lebih tepat dijadikan 
sebagai ta'lil. 
 
c. Dalalah al-Nash dengan Isyarat (al-Ima`) 
Dalalah isyarah (al-ima`) yaitu penyebutan 
suatu sifat (keadaan) beriringan dengan suatu 
ketentuan sehingga kuat dugaan bahwa penyebutan 
itu adalah untuk illat. Dengan kata lain, kalau tidak 
dimaksudkan untuk illat tentu keduanya tidak akan 
disebutkan secara beriringan (Khalaf 1972:76; 
Bakar 1991:181; al-Qarafi 1973:390-391). Misalnya 
dalam sebuah hadis disebutkan (Majah [tth]:131): 
ص للها لوسر لاق ةداتق ىبا نع. تسيل اهنا م
تافاوطلا وا نيفاوطلا نم ىه امنا سجنب( . هاور
هجام نبا) 
Dari Abu Qatadah, bersabda Rasulullah SAW, 
“Sesungguhnya kucing itu bukanlah hewan najis karena ia 
selalu berada di sekeliling manusia. (HR. Ibn Majah). 
 
Dari hadis ini tidak tampak dengan jelas dan 
tegas apa yang menjadi illat nya, akan tetapi dapat 
dipahami bahwa pernyataan kucing tidak najis dan 
dihubungkan dengan pernyataan kucing itu 
merupakan hewan yang selalu berada di sekeliling 





manusia mengindikasikan bahwa ia adalah sebagai 
illat. Sebab jika tidak demikian tentu tidak ada 
gunanya disebutkan secara beriringan. 
Tegasnya, penetapan illat dengan al-ima' ini 
merupakan upaya untuk menemukan illat dengan 
melihat secara cermat hubungan suatu ketentuan 
hukum yang disebutkan oleh nash. Dan dalam 
kondisi ini al-Ghazali ([tth]:289) mengatakan bahwa 
jika tidak untuk illat, tidak ada gunanya disebutkan 
secara beriringan. 
Untuk maksud ini al-Ghazali memberikan 
contoh tentang haramnya menggauli (bersetubuh 
dengan) istri ketika sedang haid. Larangan ini 
dijelaskan oleh al-Quran sebagai berikut: 
 ءاسنلااولزتعاف ىذا يه لق ضيحملا نع كنولئسيو
 ضيحملا ىف(ةرقبلا :333) 
Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang haid. 
Katakanlah bahwa haid itu adalah kotoran, maka 
jauhilah olehmu wanita (istrimu) yang sedang haid. (QS. 2: 
222). 
 
Menurut al-Ghazali, dari ayat ini dapat 
dipahami bahwa lafal ىذا merupakan petunjuk atau 
tanda yang dijadikan sebagai illat keharaman 
(larangan) menggauli istri yang sedang haid. Jika 
sekiranya lafal itu bukan untuk illat, tentu tidak 
disebutkan dalam ayat tersebut. 
 
 





2. Melalui ijma' 
Metode penemuan illat dengan ijma' ini 
maksudnya adalah telah terjadi kesepakatan mujtahid 
pada waktu tertentu untuk menetapkan illat hukum bagi 
suatu kasus (Syalabi 1981:241; Sya’ban 1964:147; Khalaf 
1972:76). Berdasarkan praktek yang berkembang di 
kalangan ulama ushul fiqh, sesuatu yang sudah 
disepakati dapat dijadikan sebagai alasan (hujjah) untuk 
menentukan illat suatu hukum dengan melihat sifat atau 
keadaan yang mempunyai pengaruh terhadap penetapan 
hukum tersebut. Contohnya adalah jika seorang 
perempuan mempunyai dua orang saudara laki-laki 
--salah satunya saudara kandung dan yang lainnya 
saudara seayah- maka saudara laki-laki kandung lebih 
utama (diprioritaskan) dalam soal wali nikah. Illatnya 
ialah karena saudara laki-laki kandung lebih utama dari 
saudara laki-laki seayah dalam hak penerimaan waris. 
Jika dalam soal waris saudara kandung lebih utama dari 
saudara seayah adalah karena kedekatan pertalian 
persaudaraan, dan ia merupakan illat yang membawa 
pengaruh langsung dalam soal waris. 
Contoh lain seperti ijma' ulama bahwa illat 
larangan hakim memutuskan perkara dalam keadaan 
marah adalah galaunya hati dan kacaunya pikiran. Dengan 
demikian diqiyaskanlah seluruh suasana/kondisi yang 
membuat hati menjadi galau dan pikiran kacau seperti 
memutuskan perkara dalam keadaan sangat lapar dan 
sebagainya. 
Penetapan illat dengan jalan ijma' ini memang 
menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. 
Perbedaan ini berakar pada pandangan apakah illat yang 





didasarkan kepada ijma' tersebut qath’i atau zhanni. 
Ahmad Hasan menyebutkan bahwa mayoritas ulama 
ushul menyatakan bahwa illat yang didasarkan pada ijma' 
adalah qath’i. Akan tetapi sekelompok ulama 
mengatakan tidak qath’i, tetapi zhanni. Kelompok ini di 
antaranya al-Syaukani dan Qadhi ‘Ad al-Din al-lji. 
Namun al-Juraini menolak pandangan ini, ia tetap 
mengatakan bahwa penetapan illat berdasarkan illat tetap 
qath’i. 
Dalam prateknya penggunaan ijma' ini sebagai 
cara menemukan illat tetap dijadikan pijakan oleh 
sebgian besar ulama ushul fiqh. Hal ini terlihat baik 
dalam kitab-kitab ushul fiqh klasik maupun 
kontemporer vang menjadikan ijma' sebagai salah satu 
metode penemuan illat (masalik al-illat). 
 
3. Melalui Istinbath (Penalaran) 
Sekiranya illat tidak diperoleh dengan salah satu 
yang telah dikemukakan di atas, maka para ulama 
membolehkan penggunaan penalaran logis untuk 
menentukan apa kira-kira yang menjadi alasan kuat 
pensyariatan suatu ketentuan hukum. Penentuan illat 
dalam bentuk ini dapat dikemukakan dengan cara al-sibr 
wa al-taqsim, munasabah, tahqiq al-manath, tanqih al-manath, 
al- thard, al-syabah, al-dauran dan ilgha` al-fariq. Berikut ini 
akan dilihat satu persatu. 
a. Al-Sibr wa al-Taqsim 
Kata al-sibr menurut bahasa berarti asal, 
warna, keadaan dan pemandangan. Sedangkan 
al-taqsim berarti membagi sesuatu, membagi-bagi 
dan memilah-milah. Dalam terminologi ushul fiqh 





al-sibr berarti pengujian sifat yang cocok untuk 
dijadikan illat, sedangkan al-taqsim adalah 
membatasi sifat-sifat yang akan dipilih untuk 
dijadikan illat itu (al-Sa’diy 1987:444). Dengan kata 
lain al-sibr wa al-taqsim adalah menghimpun 
sejumlah sifat yang terdapat pada suatu ketentuan 
hukum dan kemudian memilih mana di antaranya 
yang tepat untuk dijadikan illat. Al-Ghazali 
([tth]:295) mengatakan bahwa cara seperti ini 
merupakan cara yang paling tepat (shahih) untuk 
menentukan illat hukum . 
Sebagai contoh dapat dikemukakan tentang 
penukaran (barter) pada enam macam benda 
sejenis dengan cara tidak sama akan menimbulkan 
riba fadhal, sebagaimana hadis Rasulullah SAW (al-
Syaukani 1994:277):  
 ريعشلاو ربلاب ربلاو ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلا
 لثمب لاثم حلملاب حلملاو رمتلاب رمتلاو ريعشلاب
 فانصلاا هذه فلتخا اذاف ديب ادي ءاوسب ءاوس
ديب ادي ناك اذا متئش فيك اوعيبف( .ملسم هاور) 
(Penukaran) emas dengan emas perak dengan perak 
gandum dengan  gandum, syair dengan sya'ir, korma 
dengan korma, garam dengan garam, barang-barang yang 
semisal dan sama, (pertukaran) dengan cara tunai. 
Apabila berbeda jenis-jenis benda itu, maka lakukanlah 
jual beli sesuai dengan keinginan mu, dengan syarat 
dilakukan dengan tunai. (HR. Muslim dan Ahmad 





dari Ubadah bin al-Shamit) 
 Penukaran benda sejenis dengan cara tidak 
sama pada hadis di atas illatnya tidak sama, sebab 
gandum sebagai salah satu jenis dari enam macam 
benda tersebut kadang-kadang bisa sebagai 
makanan pokok dan makanan biasa. Jika illatnya 
dikatakan pokok maka hal ini kurang tepat (dalam 
pandangan hanafiyah) karena riba dapat pula terjadi 
pada garam yang bukan makanan pokok. Juga tidak 
cocok karena riba terjadi pula pada emas dan perak 
yang bukan berupa makanan.  
Pada gandum terdapat tiga sifat, yaitu; dapat 
dipastikan kadarnya (takarannya), termasuk 
makanan dan tanaman. Kemudian sifat ini 
diterapkan kepada lima macam yang lain. Pada 
emas dan perak hanya didapati sifat pertama. Pada 
sya'ir (gandum kering) dan korma terdapat tiga 
macam sifat di atas, tapi pada garam hanya ada dua 
sifat, yaitu sifat pertama dan kedua. Berdasarkan 
hal itu para mujtahid berusaha mencari satu sifat 
yang sama terhadap seluruh jenis benda itu. 
Akhirnya setelah meneliti secara seksama diperoleh 
suatu sifat yang dipunyai oleh keenam macam 
benda tersebut yaitu sifat yang pertama, bahwa 
keenamnya dapat diukur, baik dengan timbangan 
maupun takaran. Sifat inilah yang dapat dijadikan 
illat untuk menetapkan hukum haramnya 
mempertukarkan barang yang sejenis bila tidak 
sama timbangan, takaran dan ukurannya. 
 
 






Yang dimaksud dengan cara ini ialah 
mencermati illat dari segi kepantasan dan 
kesesuaiannya dengan pensyariatan suatu ketentuan 
hukum. Artinya illat (sifat) yang ditetapkan itu 
cocok dengan pensyariatan hukum, yaitu ber-
dasarkan kepada sesuatu yang dapat menciptakan 
kemalahatan bagi manusia dan menghilangkan 
kemudharatan (Hasaballah 1971:149). 
Selain istilah munasabah para ahli ushul fiqh 
memakai pula istilah takhrij al-manath, yaitu 
mendapatkan illat pada hukum asal semata-mata 
mengaitkan antara kesesuaiannya (munasabah) 
dengan pensyari'atan hukum. Selain itu juga dipakai 
istilah al-ikhalah, yang artinya diduga bahwa suatu 
sifat itu merupakan illat hukum atau al-mashlahah 
(kemaslahatan); atau ri'ayah al-maqashid (penalaran 
tujuan-tujuan syara'). Jadi walaupun terdapat 
banyak istilah dalam hal ini namun tetap mengacu 
kepada substansi yang sama, yaitu adanya ke-
serasian hukum yang ditetapkan dengan 
tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan hukum 
itu (munasabah). 
Untuk melihat bagaimana cara men-
dapatkam illat dengan teori munasabah ini maka 
akan dilihat pembagian munasabah berikut ini 
(Khalaf 1972:71-75; Zaidan 1977:207-210): 
1. Al-munasib al-muassir, yaitu sifat illat yang jelas 
pengaruhnya secara langsung terhadap 
penetapan hukum. Artinya, nash atau ijma' 
yang menjelaskan kedudukan illat itu untuk 





suatu hukum secara langsung (Sya’ban 
1964:147). Al-munasib dalam bentuk ini 
berbeda pada tingkatan tertinggi sehingga 
disepakati oleh ulama dalam hal kedudukan-
nya sebagai illat hukum. Misalnya illat mem-
batalkan wudhuk karena menyentuh ke-
maluan. Ketentuan ini berasal dari hadis yang 
diriwayatkan oleb Ibn Majah yang berbunyi 
(Majah:161): 
ص للها لوسر لاق تلاق ناوفص تنب ةرسب نع. م
أضوتيلف هركذ مكدحا سم اذا( .هجام نبا هاور)  
Dari Busrah binti Shafwan berkata, telah bersabda 
Rasulullah SAW, “Barang siapa yang menyentuh 
kemaluannya hendaklah ia berwudhuk. (HR, Ibn 
Majah)  
 
Dalam hadis ini perbuatan menyentuh 
kemaluan dihubungkan dengan batalnya 
wudhuk terlihat bahwa perbuatan menyentuh 
kemaluan tersebut mempunyai pengaruh yang 
jelas dan langsung terhadap penetapan hukum 
batalnya wudhuk. Dengan demikian perbuatan 
menyentuh kemaluan merupakan sifat (illat) 
yang menjadi dasar pensyari'atan hukum, dan 
penetapan ini dipengaruhi langsung oleh 









2. Al-munasib al-mula`im, yaitu sifat illat yang 
terlihat keserasian padanannya (hubungannya) 
pada hukum sejenis. Al-Ghazali menyebutkan 
bahwa al-munasib al-mula`im ialah sifat illat yang 
tidak terlihat dengan jelas pengaruhnya pada 
penetapan hukum secara langsung, tetapi 
terdapat keserasian pada jenis hukum yang itu 
(al-Ghazali [tth]:297). Dengan kata lain, bila 
sifat illat itu dihubungkan dengan hukum yang 
sejenis, maka terdapat persesuaian (al-
mula`imah) antara keduanya. Al-Ghazali 
memberikan contoh tentang tidak wajibnya 
bagi wanita haid untuk mengqadha shalat 
karena mengqadha shalat akan menimbulkan 
kesulitan mengingat banyaknya shalat yang 
ditinggalkan. Menurutnya kesulitan yang 
ditimbulkan oleh qadha shalat ini terlihat 
pengaruhnya (keserasiannya) pada jenis 
hukum, dalam hal ini adalah 
menghubungkannya dengan kesulitan 
melaksanakan shalat bagi musafir sehingga 
dibolehkan qashar. 
Contoh lain seperti adanya hak ijbar 
(pemaksaan) bagi wali terhadap janda yang 
masih di bawah umur (belum dewasa) dalam 
soal nikah karena dihubungkan dengan 
keadaan belum dewasa yang menjadi illat 
terhadap pengampuan bagi anak yang belum 
dewasa dalam urusan hartanya (al-Ghazali 
[tth]:297). Penetapan hak ijbar bagi wali 
terhadap janda yang masih di bawah umur 





tidak tampak adanya illat penetapannya, tetapi 
illat itu terlihat pada padanan jenis hukumnya, 
yaitu adanya hak perwalian bagi anak yang 
belum dewasa. 
Dari contoh-contoh yang telah 
dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa 
ternyata yang menjadi penekanannya adalah 
melihat keserasian padanan (al-mula`im) yang 
kesamaannya terlihat pada jenis hukum lain 
dan antara keduanya mempunyai hubungan 
yang serasi/sepadan. 
3. Al-munasib al-mursal, yaitu al-munasib 
(hubungan yang serasi antara illat dan hukum), 
tetapi tidak ada dalil yang menjelaskan secara 
langsung dan tidak ada pula yang menolaknya 
(Sya’ban 1964:149). Al-munasib dalam bentuk 
ini -- sesuai dengan namanya, al-mursal (lepas), 
berarti bebas dari dalil pengakuan dan 
penolakan, namun di dalamnya terdapat unsur 
maslahat yang ingin dicapai dalam rangka 
merealisasikan tujuan syara'. Al-munasib 
al-mursal ini di kalangan ulama ushul fiqh 
disebut juga dengan al-maslahah al-mursalah 
atau istishlah. 
Contoh yang sering dikemukakan oleh 
ulama dalam hal ini di antaranya adalah 
tentang pengumpulan al-Qur`an pada masa 
Abu Bakar. Sebagaimana diketahui bahwa 
untuk melakukan pengumpulan al-Qur`an 
tersebut tidak ditemukan satu dalil pun yang 
menyuruhnya. Akan tetapi dengan adanya 





perbuatan tersebut sangat jelas ada kaitannya 
dengan kemaslahatan Islam itu sendiri. Begitu 
juga dengan pembangunan penjara pada masa 
Umar ibn al-Khattab pun tidak berdasarkan 
dalil yang memerintahkan dan juga tidak ada 
dalil yang melarang. Akan tetapi dengan 
perbuatan tersebut Umar dapat merealisir 
tujuan yang hendak dicapai oleh syara'. 
Dengan penjara tersebut maka orang-orang 
yang tidak terjaring oleh hukuman hudud 
bukan berarti harus dilepaskan begitu saja, 
tetapi tetap dihukum dengan kurungan. 
Tentang al-munasib al-mursal ini terdapat 
perbedaan di kalangan ulama. Imam Malik 
menerimanya karena mengandung maslahat 
dan tidak ada dalil yang menolaknya. 
Sementara ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah 
menolaknya karena tidak didukung oleh 
dalil-dalil yang jelas. Akan tetapi penulis 
melihat bahwa inti dari al-munasib al-mursal ini 
diterima oleh ulama yang menolaknya, yaitu 
kemaslahatan yang hendak diwujudkan. 
4. Al-munasib al-mulghah, yaitu sifat yang menurut 
pandangan mujtahid mengandung kemas-
lahatan, akan tetapi bertentangan dengan nash 
(Sya’ban 1964:148). Misalnya kasus salah 
seorang pembesar Andalus (Spanyol) yang 
bersetubuh dengan istrinya pada siang hari 
bulan Ramadhan. Yahya al-Laits, mufti dan 
faqih kerajaan, memberi fatwa dan 
menetapkan bahwa untuk pejabat tersebut di-





kenakan saksi kafarat dua bulan puasa 
berturut-turut dengan pemikiran agar dengan 
kafarat yang begitu berat akan membuat sang 
pejabat jera. Inilah kemaslahatan menurut 
Yahya al-Laits. Akan tetapi di dalam nash 
sudah ada aturan hukum yang mengatur dan 
dilaksanakan secara berurutan (memerdekakan 
budak, puasa dua bulan berturut-turut dan 
memberi makan enam puluh orang miskin). 
Apabila dilakukan kafarat memerdekakan 
budak, maka bagi orang kaya seperti pejabat 
tersebut tidak akan mempengaruhi sikapnya 
karena ia bisa memerdekakan budak berapa 
pun banyaknya. Oleh karena itu yang maslahat 
menurut Yahya al-Laits adalah puasa dua 
bulan berturut-turut. Akan tetapi men-
dahulukan puasa dua bulan berturut-turut, 
sekalipun mengandung maslahat, bertentangan 
dengan nash. Untuk ini ulama sepakat untuk 
tidak menjadikan al-munasib al-mughah sebagai 
salah satu cara mendapatkan illat. 
 
c. Tahqiq al-manath 
Tahqiq al-manath adalah pengujian atau 
verifikasi illat. Maksudnya apabila suatu sifat sudah 
disepakati illatnya, baik karena nash ataupun karena 
lainnya kemudian diselidiki apakah sifat tersebut 
terdapat dalam furu’ (peristiwa yang dihadapi). Jadi 
sifat tersebut telah disepakati adanya dalam asal 
(pokok) tetapi masih diperselisihkan adanya dalam 
furu’ (cabang) (Zaidan 1977:217-218). 





Menurut Ibn Qudamah, terdapat dua macam 
cara pengujian illat hukum. Pertama, ada kaedah 
umum (al-qaidah al-kulliyyah) yang disepakati atau 
nash, kemudian untuk menerapkannya pada kasus 
yang belum jelas hukumnya (furu’) dilakukan ijtihad. 
Umpamanya disepakati bahwa dalam melaksanakan 
shalat diharuskan menghadap kiblat berdasarkan 
nash. Akan tetapi untuk menentukan arah kiblat itu 
dilakukan ijtihad. Cara pengujian illat seperti ini 
tidak diketahui ada ahli ushul fiqh yang menentang 
kebolehannya (al-Maqdisi [tth]:147). 
Dalam hal ini Ibn Taimiyah berpendapat 
bahwa tahqiq al-manath merupakan hukum yang 
oleh pembuat hukum dinyatakan makna universal-
nya. Untuk mengetahui ketetapan pada bagian-
bagiannya dan materi hukum lainnya harus 
dilakukan penelitian. Umpamanya perintah meng-
hadap ka'bah (kiblat) ketika shalat, keharaman tuak 
serta judi (khamar dan maisir) dan sebagainya. 
Semua masalah tersebut masih memerlukan pe-
nelitian tentang bagian-bagian mana yang termasuk 
kategori khamar atau maisir tersebut  Demikian 
pula masih diperlukan penelitian apakah suatu 
tempat shalat itu sudah mengarah kiblat atau 
belum. Semua ini harus memerlukan ijtihad 
(Taimiyah 1973:16). 
Jenis kedua dari tahqiq al-manath adalah illat 
hukum yang telah diketahui berdasarkan nash atau 
ijma' kemudian keberadan illat itu dalam furu’ 
dijelaskan oleh mujtahid berdasarkan ijtihadnya. 
Misalnya hadis Nabi SAW tentang sucinya kucing 





karena selalu berada di sekitar manusia (al-thawwaf) 
sebagai illatnya. Selanjutnya mujtahid menjelaskan 
adanya al-thawwaf pada binatang lain yang tergolong 
al-hasharat (binatang yang kecil-kecil), seperti tikus 
(al-farah) dan sebagainya, sehingga binatang- 
binatang tersebut dikaitkan kesuciannya dengan 
kucing. Inilah yang disebut qiyas jaliy menurut Ibn 
Qudamah ([tth:147). 
Dari paparan di atas terlihat kesaman antara 
tahqiq al-manath ini dengan istilah dalalah al-khafi 
(samar) karena al-khafi dalam kajian ushul fiqh 
adalah lafal yang secara zahir mempunyai makna 
yang sangat jelas, akan tetapi ketika akan 
menerapkannya kepada kasus lain (furu’) terdapat 
kesamaran, dan untuk itu diperlukan penalaran atau 
ijtihad yang mendalam. Kesamaan ini terlihat ketika 
mencontohkan tahqiq al-manath pada kasus 
keharaman khamar dan maisir yang secara tegas 
diharamkan oleh nash. Akan tetapi untuk 
menerapkan keharaman ini kepada bentuk lain dari 
khamar dan maisir terdapat kesamaran yang 
membutuhkan ijtihad ulama. Begitu juga nash 
mengharamkan pencurian, akan tetapi bertemu 
dengan kasus pencurian kain kafan mayat 
umpamanya, maka di sini juga terdapat kesamaran. 
Namun di sisi lain juga terlihat adanya 
perbedaan di antara keduanya. Pada al-khafi 
kesamaran ini ada ketika menerapkan hukum asal 
pada cabang (furu’), sedangkan pada tahqiq al-manath 
kesamaran itu berlaku lebih luas lagi. Artinya tidak 
hanya terdapat pada menerapkan asal kepada furu’, 





akan tetapi juga mencakup bagaimana menerapkan 
suatu nash yang sudah jelas sehingga tuntutan nash 
bisa tercapai, seperti dalam menerapkan arah kiblat 
dalam shalat. Setidaknya inilah yang dapat dilihat 
dalam masalah ini. 
 
d. Tanqih al-Manath 
Prosedur tanqih al-manath ialah memilih dan 
mengambil salah satu dari sejumlah sifat illat yang 
ditunjukkan nash dan mengesampingkan (mem-
buang) yang lainnya (al-Subki 1984:292). Misalnya 
kasus seorang laki-laki Arab yang telah menggauli 
istrinya pada siang hari bulan Ramadhan. Terhadap 
kasus ini Rasulullah SAW menetapkan hukum agar 
laki-laki tersebut memerdekakan budak. 
Dalam kasus ini timbul masalah apakah yang 
menjadi illat penetapan hukum memerdekakan 
budak tersebut. Dari kasus ini ada beberapa 
kemungkinan sifat-sifat yang dapat dijadikan illat. 
Pertama, laki-laki Arab yang bersetubuh. Kedua, 
menyetubuhi istrinya, dan ketiga, bersetubuh pada 
siang hari bulan Ramadhan. 
Cara mengupas illat dalam kasus di atas 
setelah memperhatikan pendapat-pendapat ulama 
mazhab dapat ditempuh dengan dua cara. Pertama, 
membuang sebab illat kemudian menetapkan satu 
illat yang cocok. Cara ini ditempuh oleh al-Syafi'i 
dan Ahmad ibn Hanbal dengan menetapkan 
bersetubuh pada siang hari bulan Ramadhan 
sebagai illat hukumnya. Kedua, mengabaikan 
kemungkinan-kemungkinan sifat di atas kemudian 





mencari sifat lain yang lebih cocok. Cara ini 
ditempuh oleh Malik dan Abu Hanifah dengan 
menetapkan bahwa membatalkan puasa dengan 
sengaja sebagai illat yang tepat. Oleh karena itu 
orang yang makan dan minum dengan sengaja pada 
siang hari bulan Ramadhan juga dijatuhi sanksi 
kafarat karena telah membatalkan puasanya dengan 
sengaja. 
Berdasarkan keterangan di atas maka terlibat 
adanya persamaan dan perbedaan antara tanqih 
al-manath ini dengan al-sibr wa al-taqsim. 
Persamaannya terletak pada menetapkan suatu sifat 
yang lebih tepat dari sekian banyak kemungkinan 
sifat yang dimunculkan sebagai alternatif illat. 
Sementara perbedaannya, di dalam tanqih al-manath 
kemugkinan sifat-sifat yang bakal dijadikan illat itu 
terdapat di dalam nash, sedangkan pada al-sibr wa 
al-taqsim kemungkinan-kemungkinan sifat itu 




Al-thard ialah penyertaan hukum dengan 
suatu sifat dan sifat itu tidak mempunyai keserasian 
(munasabah) dengan hukum yang ditetapkan (al-Razi 
1980:355). 
Maksudnya, dalam penetapan suatu hukum 
disebutkan pula sifat yang mengiringinya namun 
antara hukum dan sifat itu tidak mempunyai kaitan 
sama sekali. Misalnya ucapan.,"Hukumlah seorang 
pincang itu". 





Dalam contoh di atas memang di-
perintahkan untuk menghukum seseorang disertai 
dengan penjelasan sifatnya (pincang), namun antara 
sifat dengan hukum tidak ada keterkaitan yang 
berarti, artinya tidak ada sangkut pautnya antara 
penetapan hukuman dengan pincang dalam ucapan 
tersebut. 
Untuk menjadikan al-thard sebagai salah satu 
prosedur dalam menemukan illat terdapat per-
bedaan pendapat ulama. Sekelompok ulama ushul 
menjadikan al-thard sebagai salah satu prosedur 
penemuan illat, hanya saja mereka berbeda dalam 
hal kualitas penunjukannya. Sebab Mu'tazilah 
mengatakan bahwa penunjukkannya (dilalahnya) 
qath’i sementara sebab yang lain, di antaranya 
Qadhi Abu Bakar dan sebab besar ulama ushul dari 
kalangan generasi belakangan berpendapat bahwa 
penunjukannya hanya bersifat zhanni. Akan tetapi 
pendapat terpilih menurut al-Amidi dan sebab 
ulama lainnya mengatakan bahwa al-thard tidak 
dapat dijadikan salah satu prosedur penemuan illat 
(al-Amidi 1981:93). 
Dalam kaitan ini terlihat kaum rasionalis 
Mu'tazilah terobsesi dengan keyakinan mereka 
bahwa keseluruhan hukum itu mempunyai illat. 
Dalam contoh di atas sifat yang menyertai hukum 
merupakan sifat yang terdapat dalam nash (teks). 
Jadi tidak perlu sifat-sifat lain yang ada di luar teks. 
Sedangkan al-Amidi dalam pendapat terpilihnya 
lebih melihat kepada ada tidaknya relevansi antara 
sifat dengan hukum yang ditetapkan. Dalam 





contoh di atas memang tidak terdapat relevansi 
atau munasabah antara sifat dan hukum. Jadi kata 
kunci diterimanya suatu sifat sebagai illat bagi 
golongan yang menolak ini adalah adanya unsur 
munasabah antara sifat dan hukum. 
 
f. Al-Dauran 
Al-dauran adalah memberlakukan suatu 
hukum apabila terdapat sifat yang menyertai 
hukum itu dan menangguhkan/tidak memberlaku-
kan hukum apabila sifat itu tidak ada (Bahadur 
1982:145; al-Razi 1980:347). Ini berarti bahwa sifat 
itu adalah illatnya. 
Contohnya al-'ashir (perasan buah) itu tidak 
haram pada mulanya karena itu tidak memabukkan, 
tetapi ia bisa menjadi haram kalau pada akhirnya al-
‘ashir punya daya memabukkan. Hal ini terjadi 
mungkin saja dengan memasukkan suatu benda ke 
dalamnya. Keharaman al-'ashir ini tetap berlanjut 
sampai sifat memabukkan itu hilang. 
Tentang kedudukan al-dauran ini sebagai 
salah satu metode penemuan illat terdapat 
perbedaan pendapat ulama. Golongan Hanafiyah 
dan ahli tahqiq tidak menerima al-dauran ini sebagai 
metode penemuan illat karena adanya hukum ketika 
adanya sifat hanya merupakan al-thard saja, lagi pula 
tiada hukum ketika hilangnya sifat kemungkinan 
hanya merupakan kelaziman dari suatu illat (al-
Amidi 1981:93). Umpamanya bau minuman keras 
tertentu. Bau itu selalu semerbak ketika ada 
minuman dan akan menghilang ketika minuman 





keras itu telah menjadi cuka. 
Pendapat kedua dari golongan Mu'tazilah 
mengatakan bahwa al-dauran itu dapat menetapkan 
illat secara pasti (qath’i). Seperti kepastian sifat 
memabukkan untuk haramnya khamar. Akan tetapi 
pendapat yang terkuat dan terpilih, sebagaimana 
diinformasikan oleh Amir Syarifuddin dan Nasrun 
Haroen, begitu juga kecendrungan dari Fakhr 
al-Din al-Razi, mengatakan bahwa al-dauran dapat 
dijadikan salah satu metode penemuan illat, tetapi 
kekuatannya sebatas zhanni (dugaan) (Syarifuddin 
1997:200; Harun 1996:94). 
Dari tanggapan-tanggapan ulama terhadap 
pengunaan al-dauran sebagai salah satu metode 
penemuan illat, penulis cenderung melihat al-dauran 
sebagai metode penemuan illat yang kualitasnya 
zhanni. Hal ini disebabkan oleh karena penemuan 
illat dalam bentuk ini dilakukan dengan penalaran 
atau pemikiran yang mendalam dari ulama 
(istinbath), bukan sesuatu yang dapat dipastikan 
berasal dari nash secara tekstual. Oleh karena itu 
wajar saja kalau kecendrungan sebab besar ulama 
ushul mengkategorikannya zhanni. 
 
g. Al-Syabah 
Yang dimaksud dengan cara ini adalah upaya 
mencari kesamaan atau keserupaan illat dengan 
yang lainnya. Dengan kata lain, al-syabah ialah 
mencari hubungan keserupaan ilat di antara dua 
hukum pokok yang berbeda, tapi satu sama lainnya 
mempunyai tujuan dan hikmah yang sama. 





Umpamanya soal wuduk dan tayammum adalah 
dua hal yang berbeda tetapi mempunyai persaman, 
yaitu menghilangkan najis. 
Menurut ulama ushul fiqh al-syabah ada dua 
bentuk: 
1. Melakukan qiyas dengan melihat kesamaan 
yang dominan antara dua hukum asal dengan 
furu’. Maksudnya mengkaitkan furu’ yang 
mempunyai bentuk kesamaan dengan dua 
hukum asal tetapi kemiripannya dengan salah 
satu sifat lebih dominan dibandingkan dengan 
sifat lainnya. Umpamanya menetapkan ganti 
rugi bagi hamba sahaya dihubungkan kepada 
harta dari segi dapat dimiliki atau kepada 
orang merdeka dari segi dapat dibebani 
hukum. Sifat kesamaan yang dominan dalam 
hal ini adalah kepada orang merdeka 
dibandingkan dengan harta sebagai sesuatu 
yang dimiliki. Oleh karena itu dalam hal 
penetapan ganti rugi ia disamakan dengan 
orang yang merdeka, sehingga tindakan 
hukumnya harus dipertanggungjawabkan. 
2. Qiyas shuri, yaitu mengqiyaskan sesuatu hanya 
karena kesamaan bentuknya, seperti 
mengqiyaskan kuda kepada keledai dalam hal 
tidak dikenakan kewajiban zakat (Syarifuddin 
1997:199-200; Harun 1996:93). 
Penetapan al-syabah sebagai salah satu cara 
menemukan illat diperselisihkan oleh ulama ushul 
fiqh. Al-Syafi’i berpendapat bahwa al-syabah dapat 
menjadi hujjah (cara mencari illat) karena 





kesamaannya dengan munasib. Sementara itu ibn 
al-Subki menempatkannya antara munasabah dan al-
thard karena dari satu sisi al-syabah tidak 
mengandung unsur munasabah (kesesuaian), tapi di 
sisi lain syara' secara universal dapat menerimanya. 
Namun al-Shairafi (tokoh ushul fiqh Syafi’iyyah) 
menolak al-syabah sebagai salah satu cara 
menemukan illat seiring dengan penolakannya 
terhadap al-thard karena menurutnya al-syabah sama 
dengan al-thard. 
 Dari pandangan-pandangan ulama terhadap 
eksistensi al-syabah sebagai salah satu cara 
menemukan illat dapat disimpulkan bahwa 
pemikiran keillatan hukum antara sesama ulama 
ushul sering berbeda satu sama lain, sehingga tidak 
mengherankan kalau dalam ketetapan fiqhnya juga 
terdapat perbedaan-perbedaan. Namun walau 
bagaimanapun semua yang telah dipersembahkan 
oleh ulama-ulama klasik kepada generasi 
belakangan merupakan warisan pemikiran yang 
sangat berharga dalam rangka pengembangan 
bahkan kajian ulang terhadap pemikiran mereka.  
 
h. Ilgha` al-Fariq  
Ilgha` al-fariq merupakan suatu penjelasan 
yang dikemukakan oleh ulama ushul bahwa antara 
asal dan furu’ tidak terdapat perbedaan (al-Sa’diy 
1987: 514-515). Ketika itu mestilah menyamakan-
nya dalam hukum. Misalnya meniadakan perbedaan 
antara pembunuhan dengan alat yang biasa 
dipergunakan untuk membunuh (al-muhaddad) 





dengan pembunuhan dengan menimpakan sesuatu 
yang berat (al-matsaqqal). Sebagaimana diketahui, 
disyari’atkannya hukum qishas adalah untuk 
memelihara jiwa dan kehidupan manusia. Dengan 
adanya pembunuhan, baik dengan alat tertentu atau 
dengan menimpakan sesuatu yang berat, maka 
keduanya sama-sama melenyapkan jiwa manusia. 
Oleh karena itu dengan cara apapun manusia 
dibunuh, maka kepada si pelakunya diberlakukan 
hukum qishas. Dengan demikian illatnya di sini 
adalah pembunuhan secara mutlak. 
 
Contoh lain misalnya tidak ada perbedaan 
antara membukakan puasa disebabkan makan dan 
minum dengan hukum membukakan puasa 
disebabkan bersetubuh, kedua-duanya sama-sama 
membatalkan puasa. Ketika seseorang berbuka 
puasa dengan cara apapun, maka berlakulah 
padanya hukum. Sepertinya contoh ini merupakan 
pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang 
menyamakan hukum antara orang yang makan 
minum dengan sengaja dengan orang yang 
bersetubuh pada siang hari bulan Ramadhan. 
Berdasarkan cara-cara mendapatkan illat 
yang dikemukakan ulama di atas, terbuka 
kemungkinan untuk meneliti illat-illat dari suatu 
ketetapan hukum.  
Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah 
kenapa ulama ushul fiqh berbeda pendapat dalam 
menentukan tatacara penemuan illat hukum? Hal 
ini karena berbedanya daya pikir yang mereka 





miliki, akan tetapi pada prinsipnya pemikiran 
keillatan yang mereka lahirkan tersimpul kepada 
tiga macam, yaitu melalui nash (al-Quran dan 
sunnah), melalui penalaran logis (akal) yang disebut 
dengan illat mustanbathah, dan melalu ijma'. Illat 
manshushah maksudnya apabila nash, baik 
al-Quran maupun hadis telah menunjuk bahwa illat 
hukum itu adalah sifat yang disebut oleh nash itu 
sendiri. Sedangkan illat mustanbathah adalah 
apabila nash tidak menunjuk dengan tegas bahwa 
illat hukumnya adalah sifat yang tersebut dalam 
nash itu. Perbedaan itu itu terjadi dalam 
menetapkan illat yang tidak secara tegas disebut 
dalam nash, atau nash tidak menyebutkan sama 
sekali apa illatnya. 
Illat  disebutkan oleh nash seperti firman 
Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7: Artinya: 
…supaya harta itu jangan hanya beredar di antara 
orang-orang kaya saja di antara kamu.  
Lafal   يك  (supaya) di atas merupakan illat 
keharusan membagi harta rampasan perang kepada 
lima golongan, penetapan ini bertujuan untuk 
menghindarkan terjadinya monopoli dari se-
kelompok orang-orang kaya. Pemahaman illat 
seperti contoh ini di kalangan ulama ushul dikenal 
dengan illat sharih (jelas) atau qath’i (pasti). 
Adapun illat yang diisyaratkan oleh nash 
ialah illat yang tidak tegas (ghair al-sharih) tetapi 
dapat diketahui melalui isyarat atau tanda yang 
menunjukkan sifat yang berhubungan dengan 
ketentuan hukum sehingga kuat dugaan bahwa sifat 





tersebutlah yang merupakan illat. Dasar pemikiran-
nya adalah kalau tidak dimaksudkan untuk illat 
tentu keduanya (sifat dan hukum) tidak akan 
disebutkan secara beriringan. Misalnya dalam 
sebuah hadis disebutkan: 
ا وا نيفاوطلا نم يه امنا سجنب تسيل اهنا
 تافوطلا ( . هجام نبا هاور) 
Sesungguhnya kucing itu bukanlah hewan najis karena ia 
selalu berada di sekeliling manusia (HR. Ibn Majah). 
 
Dari hadis ini tidak tampak dengan jelas dan 
tegas apa yang menjadi illatnya, akan tetapi dapat 
dipahami bahwa pernyataan kucing tidak najis dan 
dihubungkan dengan pernyataan kucing itu 
merupakan hewan yang selalu berada di sekeliling manusia 
mengindikasikan bahwa ia adalah illat, sebab jika 
tidak demikian tentu tidak ada gunanya disebutkan 
secara beriringan. 
Adapun illat mustanbathah adalah penentuan 
illat berdasarkan ketajaman penalaran seorang 
mujtahid dalam menemukan apa yang menjadi 
alasan penetapan hukum syara’ karena nash tidak 
menyebutkannya secara jelas. Hal ini dapat 
dicontohkan dengan kasus mengadunya seorang 
laki-laki kepada Rasulullah SAW bahwa ia telah 
menggauli istrinya pada siang hari bulan 
Ramadhan, lalu Nabi menetapkan hukuman kafarat 
untuknya. Dalam kasus ini tidak tampak dengan 
jelas apa yang menjadi illatnya, karena itu 





diperlukan istinbath dengan jalan berijtihad untuk 
mencari apa kira-kira yang pantas untuk menjadi 
illatnya. 
Di samping itu terkadang nash tidak 
mengisyaratkan apa-apa tentang alasan penetapan 
hukumnya, misalnya keharaman tukar menukar 
benda sejenis (enam bentuk benda yang disebutkan 
dalam hadis), yang mengakibatkan terjadinya riba. 
Di sini ulama berbeda pendapat dalam menentukan 
illatnya, apakah illatnya adalah sesuatu yang benda 
yang bisa ditimbang atau ditakar, atau illatnya 
makanan pokok dan perhiasan. Akibat dari 
berbedanya illat yang ditentukan, maka akan 
berbeda pula ketentuan hukum yang dihasilkan 
untuk kasus-kasus penukaran barang yang lain. Di 
sini terlihat bahwa kepiawaian seorang mujtahid 
dalam menemukan illat suatu hukum sering 
berbeda karena berbeda pula kapasitas keilmuan 
mereka. 
Tinjauan penemuan illat yang dikemukakan 
oleh masing-masing ulama berbeda satu sama 
lainnya. Misalnya tentang illat pelanggaran yang 
dilakukan oleh seorang Arab Badwi yang menggauli 
istrinya pada siang hari bulan Ramadhan. Dengan 
metode al-sibr wa al-taqsim ulama mencoba 
mengajukan alternatif illatnya, yaitu; pertama, 
bahwa yang melakukan itu orang Arab Badwi; 
kedua, yang digaulinya adalah istrinya sendiri; 
ketiga, pergaulan suami istri yang dilakukan siang 
hari bulan Ramadhan; keempat karena 
membatalkan puasa dengan sengaja. Dari keempat 





alternatif illat tersebut ulama Jumhur akhirnya 
memilih sifat yang ketiga, yaitu pergaulan suami 
istri yang dilakukan siang hari bulan Ramadhan. 
Akibatnya adalah bahwa suami istri yang 
melakukan hubungan siang hari bulan Ramadhan 
wajib membayar kifarat berupa memerdekakan 
budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau 
memberi makan 60 orang miskin. Akan tetapi 
ulama Hanafiyah memilih alternative keempat 
sebagai illatnya, yaitu membatalkan puasa dengan 
sengaja. Dari penentuan illat seperti ini maka setiap 
perbuatan yang membatalkan puasa dengan 
sengaja, seperti makan dan minum dengan sengaja, 
akan dikenakan hukuman kifarat. 
Memang berbedanya keilmuan dan 
latarbelakang akan melahirkan perbedaan pola pikir 
dalam mengistibathkan hukum. Ada ulama yang 
berpikir tekstualis, seperti Daud Zhahiri, dan ada 
ulama yang berpikir kontekstualis, seperti Imam 
Abu Hanifah, Imam Malik, Imam al-Syafi’i, dan 
Imam Ahmad bin Hanbal [walaupun kuantitas 
kontekstual rasionalis mereka berbeda satu sama 
lain]. 
Sebagaimana diketahui, konsep keilmuan 
ushul fiqh dipengaruhi juga oleh teologi yang 
dianut oleh tokohnya. Dalam teologi Jabariyah, 
semua ketentuan Allah tidak perlu dipertanyakan 
dan dicari alasan-alasan ataupun tujuannya. Terkait 
dengan masalah illat ini, mereka berpendapat 
bahwa Allah SWT menetapkan hukum tidak 
berdasarkan illat, tetapi karena kekuasaan dan 





kehendak Allah itu sendiri. Oleh karena itu hukum 
tidak dikaitkan dengan illat, di samping alasan di 
atas, juga akan terjebak mempergunakan hawa 
nafsu dalam berijtihad. Sebaliknya ulama yang 
rasional berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan 
Allah dan Rasul mempunyai alasan-alasan khusus 
(illat), dan berdasarkan illat itulah kasus-kasus 
hukum yang muncul dan tidak terdapat jawabannya 
dalam nash dapat dijawab. Hal ini tidak berarti 
berijtihad mengikuti hawa nafsu, tetapi mempunyai 
dasar yang menjadi pedoman dalam nash. Di 
samping itu mereka berpendapat bahwa dengan 
kajian terhadap illat-illat hukum, maka hukum 
Islam dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan 
zaman dan kondisi yang dihadapinya. Keserasian 
hukum dengan kondisi dan zaman yang dilaluinya 
merupakan sebuah kemaslahatan yang dituntut 
dalam hukum Islam. 
Ringkasnya, kajian hukum Islam itu sangat 
unik dan luas, tetapi bagaimanapun, semua 
mujtahid mempunyai tujuan yang sama, yaitu agar 
setiap ijtihad yang dilahirkannya membuahkan 
maslahat di belakangnya. Kepandaian kita di 
antaranya hanya memilih, mana di antara teori-teori 
yang ditawarkan itu yang cocok dan sesuai dengan 
kondisi yang kita hadapi. 
  
















 Setelah melakukan pembahasan demi pembahasan yang 
telah disampaikan dalam berbagai aspek sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Filosofis hukum Islam berangkat dari kajian filsafat yang 
mengandung teori ontologi keilmuan, epistemologi, dan 
axiologi. Kita tidak dapat memungkiri bahwa keilmuan 
filsafat harus didasarkan kepada hal tersebut. Untuk 
mengatakan bahwa hukum Islam dapat difilsafatkan, 
maka bangunan dan hakikat keilmuannya harus jelas, 
proses lahirnya hukum Islam itu juga harus jelas dan 
tersistemasikan dengan baik, dan orang-orang yang 
berkiprah dan menjadi praktisi dalam hukum Islam itu 
juga harus diperhatikan, baik syarat-syarat yang 
berhubungan dengan keilmuan yang harus dimiliki 
maupun integritas moral dari orang tersebut. Ketika kita 
melihat kepada hukum Islam, ketentuan-ketentuan yang 
sudah menjadi teori dari filsafat itu sudah ada dalam 
hukum Islam. Oleh karena itu menfilsafatkan hukum 
Islam sudah memenuhi persyaratan untuk itu. Bahkan ada 
pendapat yang mengatakan bahwa ilmu ushul fiqh itu 
sendiri merupakan bagian dari filsafat hukum Islam. 





2. Melakukan kajian filosofis dalam hukum Islam berarti 
mengerahkan kemampuan berfikir untuk merasionalkan 
hukum Islam yang telah diturunkan oleh Allah SWT dan 
Rasul-Nya. Aktifitas ini, yang dilakukan oleh mujtahid, 
tentunya harus memahami makna akal dalam 
hubungannya dengan wahyu. Wahyu yang diturunkan 
oleh Allah kepada Nabi-Nya amat terbatas, dan secara 
tekstual tidak dapat menjawab seluruh persoalan yang 
dihadapi oleh manusia dari waktu ke waktu. Yang penting 
dari semua ini adalah bagaimana memaksimalkan kerja 
akal tetapi tidak dengan maksud menentangi wahyu. Kerja 
akal yang dimaksud di sini bertujuan untuk 
mengembangkan wahyu yang terbatas untuk menjawab 
persoalan-persoalan yang tidak pernah disebut-sebut 
dalam wahyu. Salah satu dan yang paling penting dari 
pengembangan wahyu ini adalah kemampuan mujtahid 
dalam menemukan illat atau  alasan Allah dan Rasul-Nya 
dalam menetapkan sebuah ketetuan dalam hukum Islam, 
khususnya dalam hal-hal yang bersifat muamalah. Adapun 
dalam persoalan yang berhubungan dengan ibadah, 
walaupun ada illatnya, sepertinya tidak diperlukan adanya 
usaha untuk menemukan illatnya, walaupun untuk kasus-
kasus tertentu ulama ushul fiqh masih berusaha untuk 
menemukannya untuk kepentingan tertentu juga. Hal ini 
menunjukkan bahwa dalam bidang ibadah masih 
dimungkinkan diketahui illatnya, walaupun secara umum 
hal-hal yang berhubungan dengan ibadah sulit ditemukan 
illatnya oleh ulama. Penemuan illat hukum itu ditujukan 
untuk mengembangkan dan merentangkan hukum yang 
sudah jelas kepada kasus-kasus lain yang belum ada 
ketentuan hukumnya. 





3. Apapun dalil dan argumen yang dipakai oleh mujtahid 
dalam menetapkan hukum secara bertanggungjawab tidak 
menjadi persoalan apabila hukum yang ditetapkan 
tersebut membawa kepada kemaslahatan. Maslahah yang 
dimaksud ini bukan hanya melihat kepada sisi manfaat 
yang didapatkan oleh manusianya, tetapi yang lebih 
penting lagi adalah melihat apakah kemaslahatan itu juga 
dapat diyakini secara penuh sebagai sebuah keinginan dari 
Pemilik syariat ini, yaitu Allah SWT. Inilah yang dibahas 
oleh ulama dengan melahirkan teori maqashid al-syariah. 
Pada dasarnya, apabila seluruh kemampuan yang dimiliki 
oleh mujtahid sudah dicurahkan untuk menemukan 
hukum, secara otomatis hukum sebenarnya sudah boleh 
ditetapkan sesuai dengan penemuannya itu. Tetapi 
sebelum keputusan diambil, maka tujuan Allah (maqashid 
al-syariah) harus menjadi acuan utama. Hal ini dilakukan 
agar ketentuan hukum yang akan ditetapkan dapat 
dipertanggungjawabkan secara lebih baik. Bahkan 
sebagian ulama mengatakan bahwa kajian utama dalam 
filsafat hukum Islam itu adalah penguasaan seorang 
mujtahid terhadap maqashid al-syariah.  
4. Selain ilmu ushul fiqh, seorang mujtahid juga harus 
menguasai qawa’id fiqhiyah. Kaidah-kaidah yang 
dilahirkan dalam qawa’id fiqhiyah diyakini sebagai hasil 
istiqra` (deduksi) dari seluruh ketentuan-ketentuan yang 
sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan juga hasil 
deduksi dari seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 
oleh ulama dalam berbagai kitab fiqh yang ada. Seluruh 
ulama sepakat untuk menetapkan adanya 5 (lima) kaidah 
asasiyah yang mendasari seluruh hukum dalam bidang 
apapun. Pengetahuan seseorang ulama terhadap qawa’id 





fiqhiyah menyempurnakan keilmuan yang sudah 
dimilikinya sebelumnya. Oleh karena itu kepakaran 
seseorang dalam hukum Islam masih diragukan ketika ia 
tidak menguasai qawa’id fiqhiyah. Maka ilmu ini juga 
membantu seorang mujtahid dalam melakukan kajian 
terhadap hukum Islam yang filosofis. 
5. Kajian-kajian yang ada dalam buku ini hanya sebuah 
pengantar untuk mengkaji materi-materi hukum yang 
akan difilsafatkan. Kekurangan-kekurangan yang terlihat 
semata-mata kelemahan penulis. Apalagi dalam buku ini 
penulis belum mengemukakan materi-materi hukum 
Islam yang dikaji secara filosofis, baik dalam bidang 
ibadah, muamalah, munakahat, waris, jinayah, dan siyasah 
(filsafat syariah). Mudah-mudahan untuk tulisan 
berikutnya penulis akan mencoba menyuguhkan tentang  
filsafat syariah dalam berbagai pembidangan fiqh. 
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